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KATA PENGANTAR 
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN 
DAN PEMBINAAN BAHASA 
Dalam era global seperti sekarang, betapa makin terasa penting peran dan 
fungsi bahasa dalam komunikasi antarbangsa. Salah satu kunci terpenting 
untuk bisa memfungsikan bahasa kita sebagai bahasa yang mendunia adalah 
perencanaan bahasa. 
Sesungguhnya, upaya perencanaan bahasa bukanlah hal baru. Peru-
musan tata bahasa Yunani dan bahasa Sanskerta, misalnya, telah dilakukan 
pada tahun 2000 sebelum Masehi. Setelah masa itu, di Eropa, banyak negara 
yang setelah Revolusi Francis dan Perang Dunia I melakukan perubahan 
perencanaan bahasa dalam rangka memodernkan bahasa mereka. 
Di Indonesia, perencanaan bahasa yang ditafsirkan sebagai usaha yang 
dilakukan oleh lembaga tertentu untuk melestarikan dan menumbuhkem-
bangkan bahasa Indonesia tampaknya perlu ditinjau kembali. 
Dalam kaitan dengan itulah, pada tanggal 2-4 November 2010, Pusat 
Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional menyelenggarakan Simposium 
Internasional Perencanaan Bahasa. Penyelenggaraan simposium itu bertujuan 
melihat, mengupas, dan mendalami, bahkan mencoba merancang perenca-
naan bahasa yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat penggunanya 
kini dan yang akan datang. 
Mengingat pentingnya masalah yang dibicarakan dalam simposium ter-
sebut, Sadan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merasa perlu menerbit-
kan buku yang memuat kembali makalah-makalah yang dibentangkan dalam 
simposium tersebut. Perlu diketahui, makalah-makalah yang dibentangkan 
dalam simposium itu tidak hanya berisi telaah tentang prinsip, konsep, dan 
fungsi perencanaan bahasa, fungsi , ruang lingkup perencanaan bahasa, 
tetap i juga memuat masalah perencanaan bahasa di negara Amerika Serikat, 
Inggris, dan India. 
Dalam kesempatan mi, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan 
pengh argaan yang tulus kepada para penulis makalah dan panitia penye-
lenggara simposium tersebut. Saya juga menyampaikan terima kasih dan 
pengh argaan yang tulus kep ada tim penerbitan, yakni Drs. Prih Suharto, 
M.Hum., Lin ce Siagian, S.E., Drs. Hartono, S iti Darini, S.Sos., Drs. M. 
Nurhanadi, Cip todigiyarto, Warno, Edi Suyanto, dan Andri Supriyadi, S.E. 
yang telah b ekerja keras h ingga buku ini dapat terwujud dan sampai ke 
tangan pembaca. 
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Semoga penerbitan buku Perencanaan Bahasa pada Abad ke-21 : 
Kendala dan Tantangan ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat umum 
dan bagi perencanaan bahasa Indonesia. 
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PIDATO M.K. SINGH 
DIREKTUR, PUSAT KEBUDAYAAN INDIA JAWAHARLAL NEHRU, 
KEDUTAAN BESAR INDIA, JAKARTA 
Bahasa mengacu pada kerangka trikotomi 'bentuk, makna, fungsi' yang mem-
bentuk ide-ide dan keyakinan yang dipakai seorang individu dalam me-
nafsirkan dan berinteraksi dengan dunia. Bahasa masyarakat mencerminkan 
'Pandangan Dunia' masyarakat tersebut dalam bentuk struktur sintaksis, 
konotasi yang tidak dapat diterjemahkan dan denotasinya. Pembentukan 
pandangan dunia bermula dari fragmen pandangan dunia yang ditawarkan 
kepada kita melalui berbagai disiplin ilmu dan sistem pengetahuan yang pada 
dasarnya disampaikan melalui bahasa. 
Terdapat hubungan yang tak terpisahkan antara bahasa dan kebuda-
yaan. Dapatkah bahasa dipelajari tanpa dukungan simbol kebudayaan yang 
mendukung dan ekspresi kognitif? Bahasa tidak hanya sebuah sistem abs-
trak, tetapi juga tertanam dalam budaya daerah yang memilikinya. Awal mula 
pembelajaran bahasa tidak akan terjadi tanpa adanya kesadaran sosial dan 
budaya. Masyarakat yang terlibat dalam proses enkulturasi mengembangkan 
kesadaran yang dibutuhkan mengenai makna budaya suatu kata dalam kon-
teks budaya dan tempat tertentu. • 
Thao Le dari Fakultas Pendidikan, Universitas Tasmania, Australia, 
menggambarkan hal yang sama melalui suatu percobaan. Murid-murid 
ditanyai makna kata 'guru' dan 'tetangga'; jawaban mereka sebagai berikut. 
'Guru' adalah orang yang mengajar di sekolah dan memastikan kamu belajar 
dengan benar. Di sekolah tingkat atas, kamu mempunyai guru yang berbeda 
untuk mata pelajaran yang berbeda pula. (English) 
- 'Guru' adalah orang yang mengetahui yang terbaik bagimu. Mereka mengajar-
kanmu hal-hal yang benar. Kamu harus menghormati mereka. (Vietnamese) 
Respons pertama menunjukkan sebuah orientasi terhadap peran dan pen-
capaian akademis, sedangkan respons kedua menjelaskan peran sosial 
seorang guru. Hal ini mengacu kepada kebijaksanaan dan nilai-nilai budaya 
yang melekat pada kata tersebut. 
Kita ambil contoh arti kata 'Guru ' dalam bahasa Indonesia. Istilah 'guru' 
yang dipakai saat ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua 
suku kata, gu dan ru. 'Gu' menunjukkan kebodohan spiritual yang diderita 
sebagian besar kita , 'ru' berarti cahaya pengetahuan yang menghalau ke-
bodohan. Singkatnya, 'guru' adalah orang yang menghalau kegelapan ke-
bodohan dengan sinar ilmu pengetahuan. 
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- 'Tetangga' adalah orang yang tinggal di sebelah rumah (English) 
- 'Tetangga' adalah orang yang tinggal di daerah yang sama dengan Anda. 
(Vietnamese) 
Tanggapan pertama menunjukkan individualisme budaya tertentu, 
sedangkan tanggapan kedua mencerminkan kolektivisme dan komunitas 
dengan penekanan pada kata "tinggal bersama' dan 'sama'. Bahkan, kata 
'tetangga' dalam bahasa Indonesia digambarkan oleh penduduk lokal sebagai 
'orang-orang yang tinggal di sekitar kita', yang sekali lagi mencerminkan 
aspek kolektivisme masyarakat. 
Percobaan dan contoh tersebut di atas menunjukkan cara bahasa ber-
hubungan dengan pembentukan sosial, intelektual, dan emosional seorang 
anak yang tinggal di wilayah geografis dan lingkungan sosial tertentu. 
Dengan berlatar belakang hal semacam ini, saya ingin merefleksikan 
perkembangan historis dan gambaran India masa kini terkait dengan 1652 
bahasa yang dipakai serta hikmah yang dapat dipetik. 
Sejarah 
Sejak pewahyuan naskah hiroglif Indus, kemungkinan berupa fonetik logo, 
yang memiliki tanda-tanda yang digunakan untuk menyatakan makna dan 
nilai-nilai fonetisnya, India mengalami berlapis-lapis evolusi perkembangan 
peradaban serta perkembangan bahasa dan naskah. Peradaban Lembah 
Indus digantikan oleh bangsa Veda sekitar tahun 2500 SM dengan bahasa 
Sanskerta sebagai bahasa komunikasi utama. 
Kami memiliki tiga tahap bahasa "India-veda Sansekerta". Bahasa Vedic 
dan Sanskerta Klasik sering disebut sebagai India Lama, sedangkan bahasa 
Prakrits sebagai Indic Tengah yang muncul sekitar tahun 400 SM sampai 
1000 M. Dialek India Tengah yang umum dipakai adalah Pali; bahasa yang 
digunakan oleh Buddha Gautama dalam khotbah dan kanon Budha di-
lindungi. Di akhir periode India Tengah kami memiliki material yang disebut 
Apbhramsas yang berarti 'percabangan'. Dari Apbhramsas berkembang 
dialek-dialek India modern. Dialek-dialek yang umum digunakan adalah 
Hindi, Urdu, Bengali, Gujarati, Marathi, Punjabi, Sinhalese di Ceylon dan 
Romany, bahasa orang-orang Gipsi. Karena hubungan keagamaannya, ba-
hasa Sansekerta masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari hingga hari 
ini. 
Kesultanan Delhi dan Kerajaan Mughal yang mendahului kekuasaan 
Perusahaan India Timur di India adalah sebuah kerajaan multibahasa. 
Kerajaan Mughal merupakan masyarakat dari latar belakang etnis berbeda 
dengan beragam dialek dan bahasa. Dinasti Mugal dan Sultan yang meme-
rintah berbagai bagian India dan Arab Persia digunakan sebagai bahasa 
pengadilan dan administrasi, tetapi beberapa abad terakhir dari aturan 
Mughal melihat kemunculan progresif bahasa Urdu, sebuah idiom dan pidato 
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yang merupakan campuran dari Persia, Arab, dan Hindi, dengan sintaksis 
Hindi dan leksikon yang menyediakan dasar. 
Sedikitnya terdapat empat belas hingga enam belas bahasa utama yang 
dipakai di berbagai kerajaan ketika Perusahaan India Timur menjadi pe-
nguasa tertinggi India. Dalam hal apa pun, Inggris menggunakan bahasa 
Inggris pada Perusahaan India Timur. Namun, untuk berkomunikasi dengan 
orang-orang India, mereka mencoba menggunakan bahasa lokal atau bahasa 
yang telah digunakan di masa lalu. Ketika sekelompok orang belajar bahasa 
Inggris dan kesempatan kerja di lembaga pemerintah terbuka, mereka yang 
telah mempelajari dan memiliki kemampuan berbahasa Inggris akan men-
dapatkan pekerjaan di pemerintahan. Hal ini menciptakan tuntutan bagi 
masyarakat India terhadap kesempatan untuk belajar bahasa Inggris di se-
kolah. Perlahan-lahan muncul kecenderungan permintaan terhadap pengajar-
an dan pembelajaran bahasa Inggris dibanding bahasa Persia, Arab atau 
bahasa Sanskerta. 
Pada tahun 1835, sebuah keputusan yang sangat penting diambil oleh 
Thomas Babington Macaulay (di kemudian hari dikenal dengan Lord 
Macaulay) dan menggoyahkan keseimbangan yang cenderung kepada peng-
ajaran bahasa Inggris serta ilmu pengetahuan dan teknologi Eropa di sekolah-
sekolah umum yang didanai oleh pemerintah. 
Suatu karakter nirbentuk dari isi dan kegunaan bahasa India ber-
gandengan dengan keinginan untuk memodernisasikan pemikiran dan peri-
laku rakyat India oleh beberapa reformis sosial seperti Raja Ram Mohan Rc.,y, 
membuka jalan terhadap terbangunnya hegemoni bahasa Inggris selama 
tahun-tahun paska-pemberontakan rakyat India Inggris (setelah tahun 1857). 
Namun, Inggris secara sadar tetap menyuruh para pegawai administrasinya 
mempelajari bahasa daerah untuk memudahkan komunikasi dan pema-
haman yang lebih baik mengenai realitas-realitas dasar. 
Kongres Nasional India (dibentuk tahun 1885) dalam sidang pertamanya 
di Bombay tidak pernah mempertimbangkan kebijakan bahasa sebagai kon-
sekuensi pokok meskipun terdapat upaya keras untuk mencapai kepaduan 
dan kesatuan pemikiran dan masyarakat. Para peserta memiliki bahasa me-
reka, bahasa Inggris, yang mereka semua tahu dan bisa mereka gunakan 
untuk berkomunikasi satu sama lain. 
Meskipun 'Hindustan', campuran sinkretik pribumi antara kata-kata 
asli, idiom dan frase, bahasa Arab, bahasa Persia dan bahasa Sansekerta, 
telah berkembang sebagai lingua franca dalam musyawarah Kongres Nasional 
India, pemakaian bahasa Marathi, Telegu, Bengali dan Punjabi terus men-
dominasi kegiatan politik dan pers di tingkat daerah. Setelah 'dye Teori Dua-
Negara' dilemparkan, Liga Muslim menekankan pentingnya bahasa Urdu, 
padahal Kongres mengarah pada pengembangan sebuah lingua franca nasio-
nal yang berdasarkan bahasa Hindustan. Sejak kedatangan Gandhi, 
Hindustan bagi Kongres Nasional India merupakan lingua franca pemersatu 
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umat Hindu dan Islam yang umum ditulis umat Hindu dalam Devanagari dan 
oleh umat Islam dalam Persia-Arab, menurut persepsi mendasar dan asumsi 
Kongres. 
Masalah ini akhirnya menjadi alat yang sangat ampuh bagi Inggris 
untuk memicu ketidakpuasan dan menciptakan perpecahan di antara peng-
anut kebebasan yang berapi-api. Seperti yang disampaikan Professor Paul 
Brass 'kontroversi Hindi-Urdu dengan kegetirannya menunjukkan kecilnya 
arti kesamaan tujuan antara kelompok-kelompok bahasa ketika masyarakat 
memasukkan nilai dan makna subjektif ke dalam bahasa mereka. Kesediaan 
untuk berkomunikasi dalam bahasa yang sama berbeda dengan kemampuan 
untuk berkomunikasi belaka' (Brass, 1974). 
Mulai dari manifesto pemilihan yang disiapkan oleh Kongres Nasional 
India pada tahun 1945 hingga penyusunan akhir dan pemungutan Konstitusi 
tanggal 26 Januari 1950, perlindungan terhadap kebudayaan teritorial, 
bahasa dan naskah minoritas serta wilayah linguistik yang berbeda tetap 
merupakan bagian 'Hak Fundamental' dan 'Hak Konstitusi' setiap orang India 
dalam negara India merdeka. Masa lalu yang getir telah memberikan para 
pemimpin dan pembuat konstitusi kita visi untuk melangkah dengan hati-hati 
dan maju dengan pikiran dan hati yang sangat terbuka dalam menangani 
masalah bahasa di India. 
Sikap berhati-hati yang berlebihan kadangkala mengarah kepada ke-
salahan besar. Itulah yang terjadi setelah masalah bahasa resmi tersentuh 
pada tahun 1950 melalui pembentukan Komisi Bahasa yang memutuskan 
untuk mengadopsi model Soviet yang dikembangkan dan diterapkan Lenin di 
Uni Soviet pada tahun 1920-an dan oleh Stalin pada tahun 1930-an. Bahasa 
'Rusia' digantikan oleh 'Hindi', menutup mata terhadap perbedaan-perbedaan 
yang menyibakkan konsekuensi yang dapat membawa malapetaka. 
Isu bahasa melampaui batas normatifnya dan menjadi sebuah isu 
regional. Negara-negara non-Hindi, terutama Tamil dan Bengali, bereaksi 
keras dan memaksa para pemimpin regional mereka mengadakan konferensi 
Kepala Menteri negara-negara yang mengembangkan suatu formula yang 
dikenal dengan 'Formula Tiga Bahasa' (TLF) . Ketiga bahasa tersebut adalah (i) 
bahasa kampung halaman/bahasa daerah, (ii) bahasa Inggris, dan (iii) bahasa 
Hindi di negara-negara dengan penutur bahasa non-Hindi, serta bahasa India 
modern lainnya di negara-negara penutur bahasa Hindi . 
Tidak diragukan lagi bahwa kebijakan ini "mengakui multilinguisme 
sejarah, keragaman linguistik dan penghormatan terhadap bahasa-bahasa 
klasik" (Harold F. Schiffman dalam The Politics of Language: Linguistic Culture 
& Language Policy, 1996). Hal ini berpotensi untuk berhasil dibanding model 
lain yang masuk ke India. Secara bertahap, melalui pengembangan dukungan 
kelembagaan dalam hal penelitian dan survei untuk memperbaiki kelalaian 
dan menggabungkan realitas baru, pemerintah India mampu memberikan 
pengakuan terhadap kelompok bahasa kecil yang tidak menguasai suatu 
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wilayah, tetapi memiliki unsur-unsur untuk menyatakan diri sebagai ke-
lompok yang lebih besar -contohnya Maithali dari Bihar dan Konkani dari 
Maharashtra. Di samping membawa 22 bahasa ke dalam agenda kedelapan 
Konstitusi, masih terdapat sekitar 20-25 bahasa yang mengharapkan 
mendapatkan hak yang sama -contohnya Tulu yang dituturkan di wilayah 
sekitar Mangalore di Karnataka, Bhojpuri yang dituturkan di sebagian besar 
wilayah Bihar dan Uttar Pradesh. 
Kebijakan Bahasa 
Kebijakan bahasa di India pada dasarnya termaktub dalam Bab XVII, Konsti-
tusi India bersamaan dengan agenda kedelapan yang mengacu pada Pasal 
344 dan 351 (yang menetapkan bahasa-bahasa di India untuk tujuan-tujuan 
yang disebutkan pada dua artikel ini), serta pasal-pasal tentang hak-hak 
dasar berkaitan dengan bahasa, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. 
Kebijakan bahasa memberikan kebebasan penuh kepada negara untuk 
memilih bahasa atau bahasa yang dituturkan di daerah sebagai bahasa 
daerah tersebut serta untuk mengizinkan satu atau lebih dari bahasa-bahasa 
tersebut menjadi bahasa resmi berbagai negara. Namun, bagi Serikat, Kons-
titusi mengatur bahasa Hindi dalam naskah Devanagari untuk tujuan resmi 
bersama dengan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi asosiasi. 
Ruang lingkup kebijakan bahasa di India yang berkaitan dengan peng-
gunaan bahasa dalam kegiatan administrasi, pendidikan, yudikatif, legislat:\f, 
komunikasi massa, dan lain-lain yang bersifat pluralistik, yaitu yang bcr-
orientasi kepada pembangunan bahasa dan kelangsungan hidup bahasa. 
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong warga negara mengguna-
kan bahasa ibu mereka di tingkat dan wilayah tertentu melalui beberapa 
proses bertahap, tetapi tujuan kebijakan ini adalah membantu seluruh ba-
hasa untuk berkembang. 
Agenda Konstitusi India kedelapan berfungsi sebagai alat tawar-me-
nawar dan mendapatkan keuntungan bagi bahasa. Sekali bahasa masuk ke 
dalam perkumpulan ini, tata namanya sendiri akan berubah, status akan 
berubah, dan ia akan disebut Bahasa India Modern (MIL), Bahasa Tetap (SL) 
dan lain-lain. Agenda ini telah hadir sebagai pernyataan kebijakan bahasa 
yang paling penting. Ia mengelompokkan ribuan bahasa tertulis dan tidak 
tertulis serta dialek ke dalam dua kategori besar, yaitu bahasa tetap dan 
bahasa tidak tetap. 
Bahasa-bahasa pada agenda tersebut diperlakukan secara istimewa dan 
bahasa-bahasa yang tercantum dalam agenda ini dipertimbangkan terlebih 
dulu untuk digunakan dalam hampir setiap kegiatan pengembangan bahasa. 
Bahasa-bahasa tersebut dilimpahi segala sarana, termasuk sarana untuk 
menyerap prakarsa teknologi bahasa milik pemerintah. 
Dengan segala ketentuan ini di bidang pendidikan yang menggunakan 
multibahasa dan bahasa ibu, Survei Pendidikan India Keenam ( 1999) meng-
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informasikan bahwa 41 bahasa dipelajari sebagai bahasa sekolah dan 19 
bahasa di antaranya digunakan sebagai media instruksi pada tingkat yang 
berbeda. 
Kesimpulan 
Seperti halnya agama, penyebaran sebuah bahasa universal atau satu bahasa 
juga merupakan ekspresi utopis fantasi manusia yang saling bertentangan 
dan penegasan kejiwaan. Semakin banyak dalih, semakin menjadi palsu dan 
lucu. John Gray dalam 'Grey's Anatomy' secara ringkas menjelaskan bahwa 
"semua pertentangan di antara penegasan mengenai kehidupan terbaik bagi 
umat manusia adalah bentrokan ilusi"; dan menurut saya, bahasa universal 
termasuk ke dalam kategori ini. 
Oleh karena penegasan-penegasan tersebut menentukan suatu identitas 
ikatan tunggal, mereka menjadi bertentangan dengan kebenaran pluralisme 
nilai. Andai pun terdapat sesuatu yang khusus mengenai umat manusia, itu 
adalah bahwa manusia dapat berkembang dalam berbagai cara seperti 
tergambar oleh pengalaman kita dan bukti-bukti sejarah. Namun, selalu ada 
relevansi nyata standar minimal berbasis-kegunaan yang berdasarkan pada 
ko-eksistensi tenang di antara masyarakat dengan beragam bahasa, dialek, 
dan naskah yang selalu tetap berbeda meskipun berbagi kebangsaan dan 
batas-batas geopolitik. 
India sebagai tempat pertemuan segudang bahasa, dialek, dan beraneka 
ragam kebudayaan mendukung tesis tersebut di atas dengan baik dengan 
keberhasilan penerapan pemungutan bahasa untuk memperkaya wadah 
multibahasa dan demokrasi multibudayanya. Kita telah belajar bahwa sebuah 
negara multibahasa, multibudaya tidak lemah. Begitu juga negara berbahasa 
tunggal menjadi tidak sempurna apabila tidak memberikan ruang bagi setiap 
sengketa atau perselisihan. "Akhir toleransi bukanlah konsensus tetapi ko-
eksistensi," kata Thomas Hobbes; dan saya pikir saya lebih baik menganut 
pandangan ini. 
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LANGUAGE POLICY IN THE UNITED STATES: 
Language Context 
POLITICAL OR PRAGMATIC? 
Carl Grove 
SIL International 
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Summary 
• English is the dominant language in the USA ( ...,82 % ) 
• Spanish is the second largest language in the USA (..., 10%) 
• The remaining 8% of the population uses ...,350 different languages 
Policy Context 
Federal - official language status 
• No official language declared in the constitution 
• First attempt in Congress to make English the official language was in 
1981 
• Most recent attempt to make English the official language was in 2009 
(House Resolution 997, still in committee) 
Federal - Education 
• Civil Rights Act of 1964, Title VI 
• Lau v. Nichols 
• Equal Education Opportunity Act 
• Home v. Flores 
Federal - Workplace 
• Discrimination based on accent 
• Discrimination based on language 
• English-only rules 
• One America Many Voices act 
Federal - Legal system 
A person who needs translation services in any legal or administrative 
proceeding must receive it, and the cost is borne by the entity that initiates the 
proceeding 
Summary 
• The United States of America has no official language 
• Educational institutions that receive federal financial support cannot 
discriminate based on language 
• Employers cannot discriminate based solely on language 
State Language Policies 
• 23 states have passed "English Only" legislation 
• One state was officially bilingual (Hawaii) 
• 4 states had passed non-binding "English Plus" resolutions 
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State Language Legis lation, 2003 
Data 1ource : Jame1 Crawford '1 Language 
Po lley Web Site (ourworld.compu1rne.com ' 
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Recommendations 
• Recognize that students who do not speak the language of the classroom 
are at a disadvantage 
• Create a coherent body of policy 
• Critically examine policies to expose their implicit assumptions 
• Monitor, Evaluate, and Revise policies on an ongoing basis 
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LANGUAGE POLICY IN INDIA 
M.K. Singh 
Director, JNICC, Embassy of India, Jakarta 
India An Unique Case of The Great Digital Divide 
Five groups of languages (Austro-Asiatic - 14 languages with a total 
population of 1.13%, Inda-European - 19 languages of Indo-Aryan group with 
a total population of 75.28% and Germanic 1 language with a total population 
of 0.02%, Semito-Harmitic 1 language with a total population of 0.01% and 
Tibeto-Burman 62 languages with a total population of 0.97%). 
Modern India, as per the 1971 count, has more than 1650 mother tongues. 
They are rationalized into 216 mother tongues and grouped under 114 
languages by the 1991 census. According to an assessment, there were 51 
languages with a population of 1 million or more speakers . 
~--~~·"11 ~ i ,. /· 
WESTERN 
GllJARA TI (7) 33,189,039 
HAI.AB! 524,759 " ..•. . . 
KONKANI 1,.584,063 NOR'IH 
MARATIII 49,624,849 KURl'KH/ORAON 1,264,590 
CENTRAL MAL TO 94,614 
BHILI 4,.:1,50,771 CENTRAL 
HINDI (1) 264,189,057 KHO ND 204,501 
KHANDESHI 1,186,921 KOlAMI 78,500 
URDU (6) 35,323,282 SOU'IH-CENTRAL 
EASTERN CONDI 1,954,693 
ASSAMESE ?10,000,000 KOYA 242,534 
BENGALI (3) 51,:503,085 KU! 507,639 
ORIYA (10) 22,881,053 TELlfGU (2) 54,226,227 
NOR'IH-WEST SOU'IH 
DOG RI 1,520,889 KANNADA(8) 26,887,837 
KASHMIR! 3,174,684 KOADAGU/COORGI 93,116 
NEPALI 1,252,444 MALAYALAM (9) 25,952,966 
PUNJABI 18,588,400 TAMIL(5) 44,730,389 
SINDHI 1,946,278 TULU 1,376,306 
Figure 6 Figure 7 
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MON-KHMER BODO-NAGA-KACHIN 
KHASI 632,443 GARO 408,111 
MUNDA KABUi 53,142 
HO 802,434 MAO 57,435 
KHARIA 197,840 TANGKHUL 79,058 
KORKU 363,148 THADO 59,274 
MUNDA 348,839 GYARUNG-MISHMI 
MUND ARI 752,638 ADI 119,833 
SANT ALI 4,208,304 DAFLA 139,867 
SAVARA. 234,8 11 KINNA URI 52,336 




LOT HA 57,913 
LUSHAI-MIZO 384,839 
MANI PURI 904,353 
SEMA 93,869 
T RIP URI 490.464 
TIBETAN 
LADHAKI 72,587 
T IBETAN 55, 138 
Figure 9 
The table given below gives the percentage of majority language speakers in 
each Indian state and union territory according to the 1991 Census (Note that 
this refers to the number of states and union territories as on that date) . 
Union Territory Majority language & Percentage of speakers % of its speakers of minority languages 
Andaman & Nicobar Bengali 24.68 75.32 
Islands 
Chandigarh Hindi 55.11 44.89 
Dadra & Nagar Haveli Bhili/Bhilodi 68.69 31.31 
Daman &Diu Gujarati 21.91 78.09 
Delhi Hindi 81.64 18.36 
Lakshadweep Malayalam 84.51 15.49 
Pondicherrv Tamil 89 .18 10.82 
Andhra Pradesh Teluim 85.13 14.87 
Arunachal Pradesh Nissi/Dafla 23.40 76.60 
Assam Assamese 60.89 39.11 
Bihar Hindi 80.17 19.83 
Goa Konkani 56.65 43 .35 
Gujarat Gujarati 90.73 9.28 
Harvana Hindi 88.77 11.23 
Himachal Pradesh Hindi 88.95 11.05 
Jammu & Kashmir Kashmiri 52.73 47 .27 
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Karnataka Kannada 65.69 34.31 
Kerala Malayalam 95.99 4 .01 
Madhya Pradesh Hindi 84.37 15.63 
Maharashtra Marathi 73.62 26.38 
Mani our Maniouri/Meitei 62.36 37 .64 
Megh alaya Khasi 47.45 52.55 
Mizoram Mizo I Lushai 77.58 22.42 
Nagaland Ao 13.93 86.07 
Orissa Oriya 82.23 17.77 
Punjab Punjabi 84.88 15.12 
Rajas than Hindi 89.89 10.11 
Sikkim Neoali 60.97 39.03 
Tamil Nadu Tamil 85.35 14.65 
Tripura Bengali 69.59 30.41 
Uttar Pradesh Hindi 89.68 10.32 
West Bengal Bengali 86.34 13 .66 
MAP THREE 
STUDY OF HINDI IN VARIOUS REGIONS (from Nayar 1969. p 223) 
d1 compulsory low level of com et.ence 
d1 not compulsory 




The language policy of India is basically embodied in part XVII of the Indian 
Constitution along with the eighth schedule in reference to articles 344 
and 351 (which specify the languages oflndia for purposes mentioned in these 
two articles), and the articles concerning fundamental rights regarding 
language, education, and culture etc. 
the language policy gives full freedom to the states to choose any language or 
languages spoken in regions as their regional languages and to have one or 
more of them as official languages by different states. However, for the Union, 
the Constitution prescribes Hindi in Devanagari script for official purposes 
along with English as an associate official language. 
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~The Language Policy of India relating to the use of languages in 
administration, education, judiciary, legislature, mass communication, 
etc., is pluralistic in its scope. It is both language-development oriented 
and language-survival oriented. 
~The policy is intended to encourage the citizens to use their mother 
tongue in certain delineated levels and domains through some gradual 
processes, but the stated goal of the policy is to help all languages to 
develop 
~The policy is accommodative and ever-evolving, through mutual adjust-
ment, consensus, and judicial processes. 
~Political awareness or consciousn ess relating to the maintenance of 
native lan guages has been very high, both amon g the political leadership 
and amon g the ordinary people who s peak these languages. 
~The 8th Schedule of Indian Constitution acts as a tool to bargain and 
gain benefits for the languages. Once a language gets into this club, its 
nomenclature itself will change, status will change, and it will be called 
Modern Indian Language (MIL), Scheduled Language (SL), etc. 
~There are 22 languages in the club now 
~This Schedule has emerged as the most important language policy 
statement. It clusters thousands of written and unwritten languages and 
dialects into two broad categories of Scheduled and Non-Scheduled 
languages. 
FAMILY-WISE GROUPING OF THE 122 SCHEDULED 
AND NON-SCHEDULED LANGUAGES - 2001 
Number of Persons who returned the Percentage to total Language families Languages languages as their mother population 
tongue 
l 2 :1 4 
I. lndo-Eurnpean 
(a) I ndo-ArYan 21 7<JO.b27 ,0()0 /(i.87 
(b) Iranian 2 22,77 t 00.00 
(c) Germamc I 226,.J.l'J 00.02 
2. Dra\·idian 17 2I.J.,172,87 t 20.82 
:~. Austro-.\s1atic 11 11, ii2.029 0 I.I I 
l. Tiheto-Burmcse (j() 1 o.:~o.i.02G 01.00 
.). Semito-1-famitic I 51,7\!8 00.01 
Total 122 1,026,847,940* 99.83* 
Out of the total population of 1,028,610,328 for India, the balance of 
1,762,388 (0.17%) Speakers are "Total of Other languages" other than 
Scheduled and Non Scheduled languages. The total population excludes the 
figures of Paomata, Mao Maram and Purul Subdivision of Senapti district of 
Manipur. 
:;.. The languages of the Schedule have preferential treatment, and the 
languages listed in this schedule are considered first for any and almost 
every language development activity 
>--They are bestowed with all facilities including facilities to absorb 
language technology initiatives of the government. 
>-The second kind of clustering is at the level of mother tongues into 
"languages." 
>-Though 114 languages are arrived at by the Census Office, many of these 
languages are not independent and individual entities as such. Within 
these, there are many mother tongues/languages/ dialects . 
r The group of "languages" is formed by clustering of the populations of 
many mother tongues under an umbrella called "language." For example, 
Hindi is a cluster of more than 45 mother tongues . 
~The varieties of Hindis combined to form the Hindi of post-independence 
era helped in the unification of the Hindi-speaking population for 
demographic purposes (statistical majority) 
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);>Due to the expansion of media network in the past few decades, pan-
Indian Hindi is developing mainly through the audio-visual mass media. 
~While each of the linguistic states take measures for the promotion of its 
own language, the central government is also involved in this task. It has 
established several institutions for the promotion of modern Indian 
languages . 
LIST OF ORGANISATIONS WORKING IN THE FIELD OF 
PROMOTION AND DEVELOPMENT OF LANGUAGES 
•!• Central Hindi Directorate, New Delhi 
•!• Commission For Scientific & Technical Terminology, New Delhi 
•!• Kendriya Hindi Sansthan, Agra 
•!• Central Institute of Indian Languages , Mysore 
•!• National Translation Mission 
•!• National Council for Promotion of Urdu Language, New Delhi 
•!• National Council for Promotion of Sindhi Language, Vadodara 
•!• English & Forein Language University, Hyderabad 
•!• Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi 
•!• Maharshi Sandipani Rashtriya Veda Pratisthan, Ujjain 
•!• Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad 
);>The All India Council for Education recommended the adoption of the 
Three Language Formula (TLF) in September 1956. 
);>The National Policy on Education 1968 recommended the inclusion of 
the Three Language Formula (TLF). The 3 languages are: (i) Home 
Language/Regional Language, (ii) English, and (iii) Hindi in non-Hindi 
speaking states and any other Modern Indian Language in Hindi 
speaking states. 
);>With all these provisions for education in multiple languages and mother 
tongues, the Sixth All India Education Survey (1999) informs that 41 
languages are taught as school languages , and 19 of them are used as 
media of instruction at different levels . 
);>In all the Indian languages, however, a different kind of digital divide is 
also developing. On the one hand, the level of literacy in the mother 
tongue/regional language is on the increase because of the accelerated 
effort from the non-formal and informal sectors, and, on the other hand, 
in the formal sector of education, literacy in mother tongue is losing 
value in the context of demand for English and computer literacy. 
~The government has spent USO 340,000,000 to spread IT among the 
people and had undertaken more than 1000 projects with success rate 
around 40%. 
~Introduction and promotion of new web based technology solutions and 
applications to cater to the growing needs of the end users. 
~Increasing content creation in Indian languages for the web. 
~Initiatives in local language projects being undertaken by vendors, 
central and state governments . 
~Initiatives revolving around commercialization of products and 
applications being developed in the numerous research labs in India. 
Since education is in the concurrent list of the 
Constitution, the language policy formulation 
implementation is left to the State governments 
safeguards and broad guidelines cited above. 
Seventh Schedule of the 
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Penyaji Makalah 1. Dr. Carl Grove 
2. M.K. Singh 
Judul Makalah 1. Language Policies in the United States of America: 
Political or Pragmatic? 
Pemandu 
Pencatat 
2. Language Policy in India 
Dr. Sugiyono 
1. Drs. M. Abdul Khak, M.Hum. 
2. Dora Amalia, M.Hum. 
Tanya Jawab 
Pertanyaan: 
1. Darmawan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pusat 
Bahasa Indonesia lahir karena ideologi kebangsaan. Bahasa Inggris di AS 
lahir karena ideologi apa? 
2. Sulistiyono, Radio Republik Indonesia 
Apa keuntungan dan kerugian mengadopsi bahasa lain menjadi bahasa 
kedua? 
3. Dr. Wahya, Universitas Padjadjaran 
1) Apakah ada penutur bahasa India di USA dan apakah ada perlindungan 
terhadap bahasa itu? 
2) Apakah ada usaha pembinaan bahasa Hindi sebagai bahasa yang 




1) Ada beberapa bahasa asli di AS (terutama di bagian utara AS), tetapi 
jumlah penuturnya sangat kecil. Bahasa itu seharusnya dilindungi 
karena mempunyai hak yang sama dengan bahasa lain. 
2) Salah satu alasan pemilihan bahasa Inggris karena bahasa Inggris di-
anggap bahasa yang dapat menyatukan AS. Ada keinginan yang sama di 
antara penutur-penutur bahasa di AS untuk memilih satu bahasa se-
bagai pemersatu, dibandingkan menggunakan bermacam-macam baha-
sa. Alasannya sangat pragmatik, yaitu karena pada awal terbentuknya 
AS banyak didatangi oleh orang-orang yang berbahasa Inggris. Sampai 
PD II masih ada sekolah bilingual Jerman-Inggris di AS. 
2. Singh 
1) Ada tiga formula yang diadopsi India, yaitu 1) bahasa Hindi; 2) kelom-
pok-kelompok bahasa Hindi; dan 3) kelompok bahasa non-Hindi. 
2) Penggunaan bahasa Hindi didukung oleh pemerintah dengan memberi-
kan insentif kepada para pegawai yang berbahasa Hindi. Bahasa Hindi 
sekarang lebih akomodatif. 
Pertanyaan 
4. Prof. Dr. Amrin Saragih, Balai Bahasa Medan 
1) Apakah ada alasan di balik pernyataan ... 
2) Tentang bahasa asli di Amerika apakah ada usaha untuk melindungi 
bahasa-bahasa tersebut? 
5. Ors. Mugeni, Balai Bahasa Banjarmasin 




1) Upaya pelestarian bahasa asli di Amerika lebih berbentuk riset oleh para 
akademisi. Generasi pertama di AS harus berusaha keras belajar bahasa 
Inggris. Generasi kedua sudah menggunakan bahasa Inggris, dan 
generasi berikutnya sudah multilingual. 
2) Pemerintah AS tidak mengontrol bahasa di media, tetapi pasarlah yang 
mengontrol media. 
5. Singh 
1) Insentif yang diberikan kepada pegawai yang menggunakan bahasa 
Hindi se bagai bahasa nasional. 
2) Keberagaman bahasa di India tetap dipertahankan. Anak-anak di India 
sudah terbiasa menggunakan sedikitnya 3-4 bahasa. Akibatnya, ke-
mampuan belajar bahasa anak-anak India lebih tinggi daripada anak-
anak lain. 
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DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA MALAYSIA: 
JALAN DI HADAPAN 
Dato' Haji Termuzi bin Haji Abdul Aziz 
Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia 
1. Pendahuluan 
Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan negara Malaysia. Hakikat ini ter-
maktub dalam Perlembagaan Persekutuan yang diterima pakai tatkala 
merdeka pada 19 5 7. 
Perlembagaan Persekutuan digubal dengan berpandukan dapatan se-
buah Suruhanjaya 1 yang ditubuhkan pada Mac 1956 dan dipengerusikan oleh 
Lord Reid . Draf perlembagaan disediakan setelah mendapat maklum balas 
dan pandangan daripada parti-parti politik, pelbagai pertubuhan bukan 
kerajaan, orang perseorangan tentang bentuk kerjaan yang bakal dibentuk 
dan dengan mengambil kira beberapa faktor penting seperti kedudukan raja-
raja Melayu, agama Islam serta peranan bahasa Melayu. 
Daripada pelbagai pandangan dan pertimbangan yang saksama, maka 
tercapailah kesepakatan , antara lain, bahawa sebuah negara yang merdeka 
memerlukan bahasa kebangsaannya yang tersendiri dan bahasa Melayulah 
yang selayaknya menggalas peranan tersebut. 
Satu lagi peristiwa yang tidak kurang pentingnya berlaku pada 1956. 
Pada tahun tersebut, tanggal 22 Jun, Balai Pustaka diwujudkan di Bukit 
Timbalan, Johar Bahru, sebagai sebuah jabatan kecil di bawah Kementerian 
Pelajaran dengan tumpuan dalam penerbitan buku berbahasa Melayu, mirip 
peranan yang dimainkan oleh Balai Pustaka di Indonesia. 
Para pejuang kebangsaan dan aktivis bahasa menganggap bahawa pe-
ranan sedemikian terlalu kecil, jauh sekali memadai, untuk memperkasakan 
dan mempersiapkan bahasa Melayu sebagai bahasa negara yang bakal mer-
deka. Lantaran itu, Kongres Bah asa dan Persuratan Melayu III yang bersidang 
pada 16-21 September 1956 di Universiti Malaya, Singapura2 mengusulkan 
supaya Balai Pustaka ditukar namanya kepada Dewan Bahasa dan Pustaka 
sebagai cerminan kepada peranannya yang lebih berat dan berwibawa: 
1 Reid Commission merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang diberikan tanggung jawab 
untuk menyediakan draf Perlembagaan Persekutuan Malaya. Draf awal Suruh anjaya ini diteliti 
oleh sebuah Jawatankuasa Kerja yang terdiri daripada empat orang wakil Majlis Raja-Raja, empat 
orang wakil Kerajaan Perikatan, Pesuruhjaya Tinggi Britain, Ketua Setiausaha, dan Peguam 
Negara. Maj lis Perundangan Persekutu an (The Federal Legislative Counciij meluluskan Perlemba-
gaan ini pad a 15 Ogos 1957 dan Perlembagaan ini berkuat kuasa pada 27 Ogos 1957 manakala 
Kemerdekaan Malaya diisytiharkan pada 31 Ogos 1957 [Jawan 2003]. 
2 Perasmian Kon gres diadakan pada 16 September manakala majlis penutupannya pada 21 
September, kedua-duanya berlangsung di Johor Bahru, Johor). 
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untuk menjadi pusat bagi menjaga hal-ihwal dan perkembangan 
bahasa dan persuratan Melayu supaya tidak menchachatkan asal usul 
bahasa Melayu serta menjadi pendorong kepada perkembangan kebuda-
yaan Tanah Melayu kelak . 
... DBP hendaklah menyiasat, membongkar, dan mengumpulkan semula 
serta menghalusi hasil2 kesusasteraan Melayu semenjak zaman purba''. 
[Abdullah Hassan, 2007:37-56] 
Dengan demikian, pada 1957 bukan sahaja namanya berubah menjadi Dewan 
Bahasa dan Pustaka (DBP), malah tempatnya juga berpindah dari Johor 
Bahru ke ibu negara, Kuala Lumpur. Hakikat ini merupakan bayangan 
tanggung jawab besar yang perlu dipikul institusi setahun jagung ini sebagai 
satu-satunya badan yang diberikan mandat oleh kerajaan untuk merumus-
kan dan melaksanakan dasar-dasar yang berkaitan dengan pembinaan dan 
pengembangan bahasa kebangsaan . 
Jelaslah bahawa semenjak awal-awal lagi para pengasas negara dan 
sebahagian besar warga mengiktiraf bahasa Melayu sebagai pilihan yang 
absah untuk dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan berdasarkan pertim-
bangan sejarah dan geopolitik semasa. 
Pilihan ini diperkukuh lagi dengan tergubalnya Akta Bahasa Kebangsa-
an 1963 / 1967 yang menghuraikan dengan lebih lanjut peranan bahasa ke-
bangsaan sebagai bahasa rasmi serta Akta Pendidikan 1961 dan 1996 yang 
mentakrifkan peranan bahasa kebangsaan dalam sektor pendidikan. 
Dengan termaktubnya dasar-dasar bahasa dalam pelbagai akta dan 
peraturan negara, maka usaha pun digerakkan untuk memperlengkap dan 
memperkukuh bahasa Melayu melalui program perancangan bahasa3 yang 
berkesan supaya bahasa tersebut dapat memenuhi peranannya, selain me-
mupuk pengguna untuk menggunakan bahasa yang baik, betul, dan baku 
dalam semua urusan kenegaraan dan upaya keilmuan. 
Pengurusan dan pelaksanaan dasar-dasar bahasa inilah yang menjadi 
asas kewujudan dan kerelevanan DBP Malaysia. Liku-liku pemartabatan, 
pembinaan, dan pengembangan bahasa kebangsaan yang dilalui DBP selama 
lebih setengah abad ini dijadikan pedoman dan panduan untuk meredah 
jalan di hadapan. 
Masa mendatang ini banyak cabarannya. Setiap jalan ada baik buruk-
nya, setiap pilihan ada pro dan kontranya. Tersilap pilih, tersalah langkah, 
mudarat jadinya. Fenomena globalisasi, dunia tanpa sempadan, perkem-
bangan pesat ilmu pengetahuan, khususnya dalam sains, teknologi mak-
lumat, dan telekomunikasi, bagaikan ranjau sepanjang jalan di hadapan, 
yang sentiasa mencabar kita untuk bergerak balas dengan bijaksana. 
" Perancangan bahasa ialah ' ... deliberate efforts to influence the behaviour of others with respect to 
the acquisition, structure and.functional allocations of their language codes.' (Cooper, 1989:45) 
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Jalan mana yang bakal diambil untuk sampai ke destinasi dengan tepat, 
cepat, dan selamat memerlukan kewajaran yang matang. Kertas ini meng-
gariskan pertimbangan DBP dalam memilih jalan untuk dijejaki bagi men-
capai misi dan visinya. 
2. Taraf Bahasa 
Taraf atau 'prestij' sesuatu bahasa itu merupakan darjat atau martabatnya 
sehubungan dengan peranannya dalam masyarakat pengguna. Tarafnya 
tinggi apabila bahasa itu dijadikan bahasa negara, bahasa yang digunakan 
dalam semua urusan rasmi, bahasa budaya tinggi serta bahasa ilmu, khusus-
nya untuk sains dan teknologi. 
Taraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan termaktub dalam Per-
kara 152 Perlembagaan Persekutuan: 
" ... (1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam 
tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen: 
Dengan syarat bahawa (a) tiada seorang pun boleh dilarang atau 
dihalang daripada menggunakan (selain bagi maksud rasmi}, atau dari-
pada mengajarkan atau belajar, apa-apa bahasa lain; dan 
(b) tiada apa-apa jua dalam Fasal ini boleh menjejaskan hak Kerajaan 
Persekutuan atau hak mana-mana Kerajaan Negeri untuk memelihara 
dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum 
lain di dalam Persekutuan. 
(6) Dalam Perkara ini, "maksud rasmi" ertinya apa-apa maksud Ke-
rajaan, sama ada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri, dan ter-
masuklah apa-apa maksud sesuatu pihak berkuasa awam. [Perlembaga-
an Persekutuan Malaysia]. 
Dengan demikian, nyata sekali bahawa bahasa Melayu adalah bahasa untuk 
urusan negara, untuk tujuan rasmi, manakala bahasa-bahasa lain, termasuk 
bahasa ibunda untuk kegunaan perhubungan intrakerabat dan intrakomuniti 
terpelihara dan langsung tidak terhalang di bawah Perlembagaan Malaysia. 
Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan diperkukuh 
oleh Akta Bahasa Kebangsaan Akta 1963/674 . Akta ini mentakrifkan lebih 
lanjut peranan bahasa kebangsaan untuk tujuan rasmi, serta penggunaan 
bahasa di Parlimen, Dewan Perundangan, dan di mahkamah. 
Akta Bahasa Kebangsaan mengenal pasti bahasa Melayu sebagai 'Ba-
hasa Kebangsaan' dan 'Bahasa Rasmi ' untuk kelangsungan Kerajaan Perse-
kutuan, Badan-badan Berkanun, Kerajaan Negeri, dan Pihak Berkuasa 
Tern pa tan. 
4 Pertama kali digubal pada 1963 (Akta No. 10 1963) ; dan 1967 (Akta No. 7 1967); Disemak 1971 
(Akta 32 berkuat kuasa 1 Julai 1971). 
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Akta ini mentakrifkan dan memperjelas peranan bahasa kebangsaan 
sebagai: 
• lambang jati diri bangsa yang berdaulat, 
• citra jiwa merdeka, 
• daya pemersatu negara bangsa, serta 
• wahana komunikasi antara pelbagai kumpulan etnik dengan latar 
budaya, agama, dan pendidikan yang berbeza, 
selaras dan sesuai sekali dengan upaya untuk mendepani cabaran pertama 
Wawasan 2020 bagi mewujudkan sebuah negara Malaysia bersatu yang 
mempunyai matlamat yang dikongsi bersama dan dengan demikian mewujud-
kan sebuah negara yang aman, bersepadu pada peringkat wilayah dan kaum, 
hidup dalam harmoni, bekerja sama sepenuhnya secara adil dan saksama, 
serta mempunyai kesetiaan kepada negara. 
Martabat bahasa kebangsaan lebih terserlah apabila digunakan dalam 
urusan kenegaraan untuk maksud rasmi dalam kalangan jabatan sektor 
awam, di antara sektor awam dengan sektor swasta, dan di antara sektor 
awam dengan orang ramai. 
Taraf bahasa kebangsaan juga turut ditingkatkan apabila dijadikan ba-
hasa pengantar dalam pendidikan kebangsaan seperti yang digagaskan dan 
diperhalusi dalam Penyata Razak 1956, Ordinan Pelajaran 1957, Laporan 
Rahman Talib, Akta Pelajaran 1961, Laporan Kabinet 1979, Rang Undang-
undang Pendidikan 1995 yang kemudian termaktub sebagai Akta Pendidikan 
1996 (Akta 550) serta menjadi bahasa ilmu untuk pendidikan tinggi dan 
berperanan pula sebagai bahasa kesusasteraan, kesenian, budaya, agama, 
falsafah, sains, dan teknologi. 
3. DBP: Jalan yang Dilalui 
Dewan Bahasa dan Pustaka, berbekalkan objektif penubuhannya seperti yang 
digariskan dalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 (Akta 213 semakan 
tahun 1978, Akta A930 Pindaan dan Perluasan 1995), terus-menerus ber-
usaha untuk memastikan taraf, prestij, dan martabat bahasa kebangsaan 
sentiasa terpelihara dan berada di persadanya yang hak. 
Matlamat yang terkandung dalam Akta DBP merupakan garis panduan 
untuk penghayatan, pengisian, dan pelaksanaan Perkara 152 Perlembagaan 
Persekutuan. Matlamat ini termasuklah: 
• membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang 
termasuk sains dan teknologi; 
• memperkembangkan bakat sastera, khususnya dalam bahasa kebang-
saan; 
• mencetak atau menerbitkan atau membantu dalam percetakan atau 
penerbitan buku, majalah, nsalah, dan bentuk kesusasteraan dalam 
bahasa kebangsaan dan dalam bahasa-bahasa lain; 
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• membakukan ejaan dan sebutan, dan membentuk istilah-istilah yang 
sesuai dalam bahasa kebangsaan; 
• menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul; dan 
• menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan supaya ia akan digu-
nakan secara meluas bagi segala maksud mengikut undang-undang 
yang sedang berkuat kuasa. 
Usaha memartabatkan bahasa kebangsaan dilaksanakan oleh DBP me-
lalui dua strategi teras, iaitu dengan memperkukuh keterampilan pengguna 
bahasa kebangsaan dan meningkatkan bahan dan prasarana rujukan bahasa 
kebangsaan yang boleh dimanfaatkan oleh semua pengguna. 
1) Memperkukuh Keterampilan Pengguna Bahasa 
Keupayaan dan kemampuan pengguna untuk menggunakan bahasa kebang-
saan dengan baik dan betul dalam urusan rasmi masing-masing diperting-
katkan dan diperkukuh oleh DBP melalui program perkhidmatan, penataran, 
penyebaran, pemupukan, dan pemantauan. 
a. Perkhidmatan 
Dua program teras perkhidmatan ialah khidmat nasihat dan khidmat penge-
sahan iklan. Khidmat Nasihat DBP (KNDBP) disediakan dalam talian dan 
merangkumi nasihat tentang bahasa, sastera, dan penerbitan. Pada tahun 
2009, DBP telah melayani kira-kira 9,800 pertanyaan daripada orang ramai 
melalui KNDBP. Tahun ini nampaknya jumlah pertanyaan akan bertambah, 
termasuk juga pertanyaan yang diajukan melalui faksimile, telefon, surat, e-
mel dan juga kunjungan peribadi ke DBP ibu pejabat, DBP Cawangan Sabah 
dan Sarawak, serta DBP Wilayah Timur, Utara, dan Selatan. 
Khidmat pengesahan iklan diberikan melalui empat cara: dalam talian, 
melalui faksimile, kunjungan ke DBP atau rnelalui mesyuarat di pihak ber-
kuasa tempatan tertentus yang mewujudkan jaringan kerja sama dengan 
DBP. 
Buat masa ini pengesahan dalam talian adalah melalui e-mel. Suatu 
sistem pengesahan iklan dalam talian yang lengkap sedang dibangunkan dan 
akan kami tawarkan dan panjangkan penggunaan sistem ini kepada semua 
pihak berkuasa tempatan. Dengan adanya sistem dalam talian, kerja-kerja 
pengesahan iklan akan menjadi lebih mudah dan lancar. 
Dengan cara yang demikian juga kita dapat meneliti dan mengesahkan 
lebih banyak bilangan iklan dan ini sekaligus dapat memastikan bahawa iklan 
yang diperagakan secara sah di tempat awam itu tiada cacat celanya dari segi 
bahasa dan mematuhi garis panduan yang termaktub dalam undang-undang 
kecil pengiklanan. 
s Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Perbadanan Putrajaya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 
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b. Penataran 
Program penataran memberikan tumpuan kepada kursus bahasa, terutama 
yang berkait dengan urusan rasmi, dan pembentukan pegawai bahasa, 
Munsyi Dewan dan juga Munsyi Jawi yang dapat membantu DBP dalam 
usaha memartabatkan bahasa kebangsaan. 
Kursus yang dianjurkan DBP bertujuan untuk memberikan kemahiran 
dan meningkatkan keterampilan berbahasa penjawat awam agar mereka da-
pat melaksanakan tugas rasmi dengan menggunakan bahasa kebangsaan 
yang betul dari segi sistem bahasanya dan baik dari sudut keindahan, ke-
santunan, dan kesesuaian wacananya. 
Antara kursus yang dianjurkan DBP sama ada secara sendirian atau 
dengan kerja sama pelbagai pihak termasuklah Kursus Pembentukan Pegawai 
Bahasa, Kursus Penataran Bahasa, Kursus Penulisan Dokumen Rasmi (surat, 
memo, minit mesyuarat), Kursus Munsyi Dewan, Kursus Bahasa Melayu 
Pihak Berkuasa Tempatan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, serta Kursus 
Bahasa Melayu Berakreditasi Sektor Perkhidmatan Kewangan yang dianjur-
kan oleh Institut Bank-Bank Malaysia dan Institut Insurans Malaysia dengan 
kerja sama DBP dan Bank Negara Malaysia. 
Pada 2009, seramai 79 orang pegawai pihak berkuasa tempatan telah 
mengikuti Kursus Penataran Bahasa Melayu yang diadakan di Zan Utara, 
Selatan, Timur, Tengah, Sabah dan Sarawak. Pada tahun ini, kursus se-
umpama ini akan dianjurkan di zon yang serupa tetapi dengan lebih banyak 
penyertaan lagi. 
Kursus penataran bahasa juga telah diadakan untuk pengamal media 
penyiaran dan media cetak kerajaan dan swasta, termasuk bengkel pe-
ningkatan penguasaan bahasa Melayu dalam penghasilan iklan dan papan 
tanda untuk sektor swasta. 
c. Penyebaran 
Bagi menggalakkan penggunaan bahasa ke bangsaan dan meningkatkan lagi 
kemahiran berbahasa dalam kalangan pengguna, penyebaran maklumat ba-
hasa turut dilakukan melalui media cetak dan elektronik. 
Usaha penyebaran maklumat bahasa dilaksanakan melalui terbitan 
maya seperti Klik Web DBP (dahulunya Klik DBP diedarkan sebagai sisipan 
dalam akhbar Berita Harian) dan melalui TV Web DBP. 
Bagi memantapkan usaha penyebaran bahasa di seluruh negara, DBP 
Cawangan dan Wilayah turut memainkan peranan dalam menyebarluaskan 
maklumat bahasa melalui media massa setempat, terutamanya melalui rang-
kaian radio setempat. 
Penyebaran maklumat bahasa juga dilaksanakan melalui penerbitan 
pedoman bahasa, lembar bahasa dan lembar istilah (versi elektronik masing-
masing dimuatkan dalam laman Web DBP) dan diedarkan kepada pengguna 
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agar mereka memperoleh maklumat tata bahasa yang betul dan istilah yang 
mutakhir. 
d. Pemupukan 
Program pemupukan melibatkan kegiatan promosi dan penggalakan yang 
berbentuk pertandingan, kempen, penganjuran wacana ilmu, dan pengikti-
rafan. 
Aktiviti penggalakan yang dianjurkan termasuklah peraduan seperti 
debat, forum, pidato, dan kegiatan promosi melalui pameran, karnival, dan 
festival bahasa dan sastera. 
Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan merupakan bentuk kempen ter-
besar dalam kalendar tahunan DBP. Bulan Bahasa Kebangsaan merupakan 
agenda bahasa negara untuk semua lapisan masyarakat yang dilaksanakan 
pada bulan Oktober6 setiap tahun dengan tujuan untuk memantapkan, mem-
perkukuh, dan mempamerkan jati diri dan citra bangsa Malaysia menerusi 
bahasa dan sastera kebangsaan. 
Wacana ilmu seperti seminar, syarahan, dan ceramah dianjurkan 
dengan tujuan untuk memupuk minat peserta terhadap hal-hal kebahasaan 
dan kesusasteraan. Selain itu, pengiktirafan dan penghargaan dalam bentuk 
anugerah dan hadiah galakan turut disediakan kepada pihak yang meng-
gunakan bahasa kebangsaan dengan sangat baik dan berkesan. 
e. Pemantauan 
Usaha pemantauan DBP meliputi media cetak, media siaran, sektor awam, 
dan papan iklan dan bertujuan untuk mengenal pasti situasi dan tahap 
penggunaan bahasa kebangsaan di tempat awam di seluruh negara. 
Program ini turut melibatkan orang awam dan sesiapa sahaja yang pri-
hatin terhadap situasi bahasa di tempat awam. Orang awam boleh meng-
hantarkan hasil pemantauan masing-masing (contoh visual papan tanda dan 
papan iklan) melalui sistem Pantau Tegur Bahasa yang boleh dicapai melalui 
laman Web DBP. Mereka juga boleh menghantarkan 'bahan bukti' peman-
tauan melalui surat, faksimile atau e-mel. 
Aspek yang dipantau ialah tahap penggunaan bahasa kebangsaan (yakni 
guna atau tidak; diutamakan atau tidak) dan tahap penggunaan bahasa yang 
baik dan betul (antara lain aspek ejaan, tata bahasa, kesesuaian pilihan 
perkataan, dan tanda baca). 
Surat akan dikeluarkan kepada pihak berwajib yang kawasannya dipan-
tau untuk memaklumkan dapatan dan memberikan ulasan serta cadangan 
pembaikan dan penambahbaikan. 
6 Pada 1999 sehingga 2008, kempen ini digerakkan setiap bulan September sebagai Bulan 
Bahasa dan Sastera Negara. 
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Usaha pemantauan ini dibuat secara berkala dan memerlukan dana dan 
sumber tenaga yang besar. Pada masa hadapan mungkin tumpuan pe-
mantauan adalah terhadap bandar raya dan bandar utama kerana dampak-
nya terhadap citra negara lebih ketara. Lagipun, kajian dan dapatan pe-
mantauan DBP setakat ini menunjukkan bahawa majlis daerah yang berada 
dalam kawasan luar bandar tidak begitu bermasalah dari segi penggunaan 
bahasa kebangsaan. 
2) Bahan dan Prasarana Rujukan 
DBP juga memartabatkan bahasa kebangsaan dengan menyediakan bahan 
dan prasarana rujukan yang secukupnya untuk membantu pengguna bahasa 
kebangsaan. Bahan yang disediakan oleh DBP ini berupa buku, majalah, dan 
rujukan seperti kamus, ensiklopedia, tesaurus, istilah, serta kamus istilah. 
Prasarana rujukan juga dibangunkan dan disediakan untuk memper-
mudah dan mempercepat capaian kepada bahan rujukan. Pangkalan data 
perkamusan, pangkalan data peristilahan, pangkalan data ensiklopedia, 
pangkalan data bahasa sukuan, pangkalan data teks dan pustaka digital di-
satukan secara maya untuk membentuk suatu takungan sumber maklumat 
bahasa kebangsaan yang komprehensif yang boleh dicapai melalui suatu 
enjin carian sepunya iaitu Pusat Rujukan Persuratan Melayu (ringkasnya 
PRPM). PRPM ini boleh dicapai melalui alamat mayanya www.dbp.gov.my. 
4. DBP: Jalan di Hadapan 
Jalan di hadapan menyediakan cabaran yang pelbagai. Kita perlu memilih 
dengan bijaksana jalan yang mana harus kita lalui bagi memastikan mat-
lamat kita tercapai dan wawasan menjadi kenyataan. Cabaran dalaman dan 
ancaman luaran memerlukan jalan atau pendekatan yang strategik untuk 
ditangani dan diatasi. 
1) Penyelarasan dan Penegasan Dasar Bahasa 
Penghayatan peruntukan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dalam ka-
langan penjawat awam belum cukup mendalam dan meluas sehinggakan 
peruntukan itu dengan mudah terabai semasa pelaksanaan urusan rasmi 
pada peringkat Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, dan Pihak Berkuasa 
A warn. 
Masih banyak mesyuarat jabatan dan agensi kerajaan yang sama ada 
tidak sepenuhnya dilaksanakan dalam bahasa kebangsaan atau digunakan 
secara bercampur aduk dengan bahasa asing. 
Undang-undang dan peraturan yang tidak jelas dan tegas dalam hal 
pelaksanaan dasar bahasa Kebangsaan, seperti Akta Kerajaan Tempatan 1976 
(Akta 171) yang berkaitan dengan Undang-Undang Kecil Pengiklanan, Akta 
Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) yang berkaitan dengan penamaan 
sesuatu jalan dan bangunan, Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) yang ber-
31 
kaitan dengan penamaan sesuatu pertubuhan, Akta Pendaftaran Perniagaan 
1956 (Akta 197) yang berkaitan dengan penamaan sesebuah perniagaan, Akta 
Syarikat 1965 (Akta 125) yang berkaitan dengan penamaan sesebuah syarikat 
yang kemudiannya boleh menentukan pula nama tempat, taman perumahan, 
bangunan, kompleks, dan sebagainya, Akta Cap Dagang (Akta 195) dan 
Peraturan-peraturan Cap Dagang 1983 berkaitan dengan nama, jenama, 
tajuk, label, tanda, perkataan dll., dan Akta Industri Pelancongan 1992 (Akta 
481 & 482) (Pindaan 1999) yang berkaitan dengan dokumen dan bahan ber-
cetak penamaan khas dalam industri pelancongan dan Akta Komunikasi dan 
Multimedia 1998 (Akta 588) berkaitan dengan penyiaran turut menyumbang 
kepada kecelaruan dan kekacauan dalam penggunaan bahasa kebangsaan. 
Lantaran itu, cabaran terbesar ialah masalah yang timbul daripada 
undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan bahasa 
kebangsaan. Walaupun peruntukannya ada dan garis panduan disediakan, 
masih ramai yang tidak ambil peduli, bersikap acuh tak acuh terhadap peng-
gunaan bahasa kebangsaan, kerana kurangnya penguatkuasaan. Kudrat yang 
ada pada DBP sekarang hanyalah upaya untuk menggalakkan penggunaan 
yang baik dan betul dengan cara menegur, membimbing, dan memberi 
nasihat. 
Jalan yang perlu diambil sekarang ialah gerak kerja untuk memperke-
mas dan menyelaraskan peraturan dan garis panduan yang berlaku bagi 
akta-akta sedemikian. Akta DBP juga sedang dipinda untuk memasukkan 
aspek penguatkuasaan terhadap mereka yang terang-terangan menghina7 
bahasa kebangsaan dan secara sedar terus-menerus mencemarkan bahasa 
rasmi ini. 
Selain akta-akta tersebut, Undang-Undang Kecil Pengiklanan yang di-
gubal di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) sesebuah pihak 
penguasa tempatan perlu diselaraskan dan diperjelas supaya usaha peman-
tauan dan penguatkuasaannya dapat dilaksanakan dengan berkesan. 
Iklan dan tanda-tanda awam ini besar dampaknya terhadap citra negara 
dan secara langsung pada martabat bahasa negara. Tatkala pandangan kita 
tertumpu pada suatu landskap dirian bangunan atau kompleks bangunan, 
jalan dan papan tanda yang semuanya menggunakan bahasa Melayu, maka 
kita tahu bahawasanya kita sedang berpijak di bumi berbahasa Melayu. Itu-
lah citra kebangsaan yang terpancar daripada landskap bahasa kebangsaan. 
Keperluan untuk mengawal iklan atau bentuk paparan dan peragaan 
ada kaitannya dengan cerminan citra kawasan itu sendiri. Citra sesuatu 
kawasan itu bukan sekadar tertakrif oleh landskap deretan infrastruktur, 
7 Penghinaan terhadap bahasa kebangsaan harus diperlakukan sama seriusnya dengan penghi-
naan terhadap bendera dan lagu kebangsaan. 
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banjaran bangunan atau latar langit (skyline), tetapi juga oleh latar linguistik 
('linguistic landscape'B) atau latar bahasanya. 
Latar linguistik lebih besar peranannya daripada landskap infrastruktur 
kerana dampaknya terhadap si pencerap. Latar linguistik bandar raya Kuala 
Lumpur mengumumkan kepada si pencerap bahawa dia sedang berpijak di 
Kuala Lumpur, bukannya di New York, Hong Kong atau Tokyo. Inilah citra 
kebangsaan, inilah jati diri sebuah negara merdeka. 
Pada masa yang sama, kita juga tidak wajar memencilkan dan meng-
asingkan diri kita daripada menjadi warga dunia hanya dek kerana kita ber-
ekabahasa, sedangkan wacana global sekarang dimonopoli oleh bahasa 
Inggeris. 
Lantaran itu, pihak Kerajaan Malaysia, melalui Kementerian Pelajaran, 
telah menggerakkan dasar 'Memartabatkan Bahasa Melayu, Memperkukuh 
Bahasa lnggeris' (MBMMBI) sebagai strategi paling ampuh untuk menghasil-
kan warga yang nyata berpijak di bumi Malaysia, yang jelas berpangsikan 
amalan dan adat setempat, tetapi pada masa yang sama selesa berurusan dan 
berwacana di pentas dunia. 
2) Penyelidikan dan Pembinaan Khazanah Ilmu 
Rempuhan arus globalisasi hanya dapat ditahan dengan benteng ilmu se-
tempat. Sesuatu tradisi keilmuan tidak mungkin terbina tanpa penghasilan 
teks yang banyak dan pelbagai dalam bahasa tersebut. 
Teks ilmiah yang berkait dengan agama dan ilmu perubatan tradisional 
(kitab tib) memang banyak dihasilkan dalam bahasa Melayu di hampir semua 
tempat di Nusantara ini semenjak abad ke-13 lagi. Teks seumpama ini perlu 
dikaji, diberikan komentar, dan dipersembahkan kepada khalayak pembaca 
yang lebih luas agar tradisi keilmuan silam bahasa Melayu dapat dihargai 
bersama. 
Bagi teks lain, khususnya teks sains, usaha untuk memperbanyak teks 
jenis ini perlu digiatkan sama ada melalui penulisan karya atau melalui usaha 
penterjemahan. Hal yang sama berlaku untuk bahasa Inggeris dalam abad ke-
16 apabila banyak teks ilmiah, khususnya dalam bahasa Latin, diterjemah-
kan ke dalam bahasa Inggeris supaya pembaca berbahasa Inggeris mem-
punyai capaian kepada ilmu dan alam pengetahuan yang lebih luas dan pel-
bagai selain membina pangkalan pengetahuan yang besar dalam bahasa 
Inggeris. 
Selain itu, penghasilan teks ilmiah juga akan membawa kepada pem-
bakuan bahasa, pemantapan penggunaan istilah, dan penyediaan laras ba-
hasa akademik yang berfungsi untuk menyeragamkan wacana ujaran dan 
8 Landry dan Bourhis (1997:25) menggunakan 1stilah linguistic landscape dengan maksud yang 
berikut: "The language of public road signs, advertising billboards, street names, place names, 
commercial shop signs, and public signs on government buildings combines to form the linguistic 
landscape of a given territory, region, or urban agglomeration". 
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tulisan ilmiah. Penggunaan bahasa baku dalam teks ilmiah akan segera di-
susuli dengan penciptaan kepustakaan kebangsaan dan khazanah ilmu natif 
yang boleh dibanggakan . 
Sehingga kini DBP telah menerbitkan tidak kurang daripada 10,000 
judul buku dan ini menjadi bukti bahawa bahasa Melayu berupaya meng-
ungkapkan ilmu canggih secara yang berkesan. Akan tetapi, sepuluh ribu 
buah buku belum cukup untuk membina tradisi keilmuan. Bahasa-bahasa 
utama lain di dunia membesarkan khazanah ilmu masing-masing dengan se-
kurang-kurangnya 10,000 judul setahun, malah penerbitan berbahasa Ing-
geris di United Kingdom sahaja melebihi 100,000 judul setahun. Bayangkan, 
betapa luasnya jurang yang perlu diatasi untuk kita bergelar negara maju dan 
bermaklumat. Lantas, tidak sukar untuk kita hargai bahawa usaha yang 
benar-benar monumental perlu dilakukan jika kita mahu khazanah ilmu kita 
setanding dengan bahasa besar yang lain. 
Satu lagi faktor asas dalam pemerkasaan dan pemartabatan bahasa 
ialah kegiatan penelitian terhadap bahasa Melayu dan kajian yang dilakukan 
dalam bahasa Melayu di institusi pengajian tinggi baik di dalam mahupun di 
luar negara. Kajian sebegini akan mengukuhkan lagi bahasa Melayu sebagai 
bahasa ilmu. 
Hasil kegiatan penelitian ini pula haruslah disebarkan pada mulanya 
melalui pertemuan ilmiah, dalam seminar dan persidangan, dan kemudian 
diolah dan disebarkan melalui penerbitan karya. 
Para sarjana dan ilmuwan memainkan peranan yang penting dalam 
memastikan sesuatu bahasa itu dapat melaksanakan fungsi kebangsaan dan 
fungsi keilmuannya dengan berkesan. Institusi pengajian tinggi merupakan 
suatu komuniti ilmuwan yang boleh menggunakan bahasa Melayu dan 
bahasa Inggeris dengan baik. Dengan demikian, bahan penyelidikan boleh 
disediakan dan disebarkan dalam bahasa Melayu untuk kegunaan setempat. 
Jika didapati perlu, bahan yang sama boleh diterjemahkan ke dalam bahasa 
Inggeris untuk khalayak antarabangsa. 
Mahasiswa juga perlu diberikan latihan dan tunjuk ajar tentang pe-
nulisan akademik supaya mereka selesa dan senang untuk menggunakan 
bahasa Melayu dalam penulisan ilmiah masing-masing. 
3) Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
Teknologi maklumat mempunyai peranan dan sumbangan yang bererti dalam 
pembinaan dan pengembangan bahasa. Strategi keperkasaan bahasa Melayu 
sebagai bahasa ilmu dan bahasa budaya tinggi harus memanfaatkan tekno-
logi ini dalam pelaksanaannya. 
Teknologi maklumat membuka peluang, laluan, dan saluran baru untuk 
berkomunikasi. Teknologi ini juga mengubah cara teks ilmiah disediakan dan 
disebarkan. 
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Laluan komunikasi mutakhir ini boleh dimanfaatkan untuk menyebar-
kan bahasa Melayu kepada semua pengguna bahasa Melayu, sama ada di 
dalam atau di luar negara, dengan lebih cepat dan berkesan, dan mengizin-
kan capaian kepada sumber maklumat bahasa seperti pangkalan data teks, 
pangkalan data peristilahan dan pangkalan perkamusan yang ada di Malaysia 
untuk semua peneliti yang mengkaji bahasa Melayu. 
Teknologi maklumat juga membuka peluang untuk pemiawaian bahasa 
Melayu yang lebih berkesan dan menyeluruh lantaran adanya pelbagai bank 
istilah dan kamus elektronik untuk rujukan. Keadaan ini tentunya menyum-
bang kepada pengukuhan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan 
bahasa budaya tinggi. 
Cadangan bentuk istilah mutakhir boleh disebarkan dengan cepat dan 
berkesan sama ada melalui media cetak atau media elektronik. Laman Web 
DBP dan laman-laman universiti boleh digunakan sebagai wadah yang mudah 
untuk penyebaran maklumat peristilahan terkini. 
Idea dan topik kontemporari yang dibualkan dan dibicarakan di media 
baru dan di media massa perlu dianalisis dan dikenal pasti kata dan ung-
kapan baru dalam wacana semasa. Kata dan ungkapan baru ini perlu segera 
diberikan takrif, dihuraikan, serta disebarkan secara dalam talian supaya 
dapat dengan cepat dimanfaatkan oleh pengguna. 
Selain itu, alat bantu bahasa seperti penyemak ejaan dan penyemak tata 
bahasa tentu sekali dapat membantu dalam mempercepat penghasilan teks 
ilmiah yang baik dan bermutu. 
Teknologi maklumat juga boleh dimanfaatkan dalam penghasilan bahan 
multimedia bahasa Melayu dan ini akan menggalakkan lagi penggunaan 
bahasa Melayu dalam domain tertentu, seperti dalam pengajaran dan pem-
belajaran sains dan teknologi. 
5. Penutup 
Ada tiga jalan yang perlu dipertimbangkan secara serius untuk kita lalui se-
bagai langkah gerak balas terhadap cabaran yang boleh mengganggu gugat 
martabat bahasa kebangsaan. 
Pertama, semua peruntukan bahasa sama ada yang terkandung dalam 
akta, undang-undang kecil, peraturan dan garis panduan perlu diselaraskan 
dan dikemas kini supaya pelaksanaan, pemantauan, dan penguatkuasaannya 
dapat berlaku dengan berkesan dan sekaligus memastikan martabat bahasa 
kebangsaan itu terpelihara dengan baik. 
Kedua, usaha pembinaan dan pembangunan khazanah ilmu natif se-
tempat perlu dilipatgandakan sebagai benteng terhadap rempuhan globalisasi 
dan asakan bahasa Inggeris sebagai bahasa global yang mendominasi bidang 
ilmu pengetahuan dan media massa dunia. 
Pengglobalan hanya akan membawa kepada kehomogenan budaya dan 
ketaksuban pemikiran. Kesejahteraan dan kelestarian bumi ini bergantung 
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pada kepelbagaian budaya dan keanekaan sudut pandang yang hanya boleh 
dibekalkan oleh para pengkaji pelbagai ilmu natif dengan pendekatan yang 
berpaksikan alam setempat. 
Ketiga, ledakan teknologi maklumat dan komunikasi membentuk ke-
tidakseimbangan lalu lintas maklumat yang sehala sifatnya, dari satu pihak 
yang kaya maklumat (dalam bahasa Inggeris sebahagian besarnya) dan cang-
gih prasarana ke pihak yang miskin maklumat dan lemah prasarana. Dengan 
itu yang 'kaya' akan sentiasa mempengaruhi dan mendominasi yang 'miskin' 
dalam wacana dunia. Sudah sampai masanya kita memanfaatkan teknologi 
maklumat dan komunikasi ini dengan bersungguh-sungguh supaya dapat 
kita imbangi lalu lintas ini dan memetakan dengan jelas suara dan wacana 
kita dalam ilmu dunia. 
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SELAYANG PANDANG PERANCANGAN BAHASA 
DIBRUNEIDARUSSALAM9 
Dayang Hajah Aminah binti Haji Momin 
Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka 
Negara Brunei Darussalam 
Abstrak 
Makalah ini menyorot sejarah perancangan bahasa di Brunei Darussalam 
dalam rentang waktu penubuhan DBP sehingga menjengah usia 50 tahun 
pada tahun 2011. Dalam rentang waktu terse but, proses perancangan 
bahasa meliputi pembakuan ejaan, pengembangan leksikon bahasa Me-
layu, dan strategi penyebarannya. Pengembangan leksikon dengan meng-
konseptualisasi istilah bertujuan meningkatkan taraf bahasa Melayu 
dalam mengungkapkan laras bidang ilmu. Dengan kata lain, perancangan 
bahasa yang dilaksanakan itu bertujuan untuk memastikan bahasa Me-
layu terus melenggang dan berdaya tahan. Selain daripada perancangan 
korpus, makalah ini juga menyorot komitmen atau wewenang politik 
dalam mendukung aktiviti dan kegiatan pemerkasaan bahasa Melayu di 
Brunei Darussalam. Kemudian yang akan dibahaskan ialah kendala dan 
tantangan dari segi pemberdayaan, penghayatan dan realiti. 
1. Pengenalan 
Negara Brunei Darussalam memiliki satu keadaan yang istimewa apabila 
bahasa dan bangsa di negara ini senama iaitu bahasa Melayu dan bangsa 
Melayu. Kesenamaan ini menepati konsep yang sering dikaitkan dalam 
kerangka pembinaan negara bangsa, iaitu berbahasa satu dan berbangsa 
satu. Dalam konteks negara ini tiada isu atau tekanan untuk memisahkan 
konsep bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa penyatuan, 
iaitu satu dorongan yang membolehkan bahasa dan negara disenamakan bagi 
membina satu identiti kebangsaan yang sama dalam sebuah masyarakat 
multietnik. Meskipun tiada tekanan, Brunei Darussalam menanggapi upaya 
pembinaan negara bangsa yang diterjemahkan melalui salah satu komponen 
Melayu, iaitu yang berkaitan dengan bahasanya harus tetap wujud dan 
berjalan. Seperti yang kita sedia maklum bahawa bahasa merupakan satu 
pertimbangan sosial yang berkaitan dengan falsafah, minda, pengalaman 
dunia, jati diri dan budaya sesuatu masyarakat yang menzahirkannya. Maka 
kerananya juga sistem kebahasaan 1tu perlu dikodifikasi bagi memastikan 
bahasa berkenaan memiliki sistem dan struktur bahasa yang jelas, tangguh 
dan baik, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Hal ini tidak terkecuali 
dengan bahasa Melayu standard (BMS) di Brunei Darussalam. 
9 Makalah ini dipresentasikan dalam Simposium Internasional Perencanaan Bahasa 2010, 
Perencanaan Bahasa pada Abad Ke-21: Kendala dan Tantangan, 2-4 November 2010, Jakarta, 
Indonesia. 
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Secara umumnya perancangan bahasa merupakan satu proses pem-
bakuan dan pengkodifikasian bahasa bagi menyediakan satu huraian bahasa 
yang bersistematik dan praktis. Komitmen perancangan bahasa pada dasar-
nya menjadi kewajiban dan tanggung jawab kerajaan atau pemerintah kerana 
dasar bahasa tidak dapat dipisahkan daripada proses pembinaan negara. 
Pancadasar bahasa yang dikanunkan dalam perlembagaan merupakan seper-
angkat asas dan ia ada serta terus ditanggapi selamanya. Dasar bahasa ini 
kemudiannya menguakkan idea tentang bagaimana peribadi sebuah negara 
yang kita inginkan, kita miliki, dan kita perjuangkan. 
2. Cita-Cita Perancangan Bahasa DBP 
Pembakuan bahasa merupakan satu proses pembinaan dan pengembangan 
yang berlaku secara berterusan bagi meningkatkan daya tampungan dan 
daya tahan bahasa dalam sistem komunikasi yang sentiasa berkembang dan 
beradaptasi dengan perubahan. Pembakuan bahasa bertujuan untuk memas-
tikan sesuatu bahasa itu mencapai tujuan dan matlamatnya sebagai bahasa 
rasmi. Dengan kata lain, upaya pembakuan dan pengkodifikasian bahasa 
dilaksanakan bagi tujuan untuk meningkatkan status bahasa berkenaan 
memikul peranannya secara fungsional sebagai bahasa rasmi, bahasa intelek-
tual atau bahasa ilmu. Mengikut Hassan Ahmad (2000:84) setiap negara 
mempunyai dasar bahasa, ada yang bertulis, misalnya dimaktubkan dalam 
Perlembagaan Negara atau ditakrif melalui undang-undang tertentu bahasa. 
Terdapat tiga tujuan dasar bahasa, (a) alat perpaduan bangsa atau negara 
atau sebagai lambang jati diri negara, (b) untuk menyelesaikan masalah 
komunikasi di peringkat pentadbiran negara, terutama di negara yang pel-
bagai bahasa, dan (c) untuk dijadikan alat pembangunan atau kemajuan 
dalam pelbagai bidang pendidikan. 
Bagi memastikan matlamat pembinaan bahasa Melayu sebagai bahasa 
rasmi sesuai dengan semangat Perlembagaan Negeri Brunei 1959 Bab 82 (1), 
Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan 
Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan penu-
buhan Lembaga Bahasa10 1959 dan kemudiannya dikenali sebagai Dewan 
Bahasa dan Pustaka (DBP) pada tahun 1961. DBP melaksanakan tugasnya 
bertitik-tolak daripada lima pancadasar penubuhannya, iaitu: 
(1) Berusaha dan berikhtiar untuk memperkembangkan dan meninggi-
kan bahasa Melayu; 
(2) Menyesuaikan pemakaian bahasa Melayu yang telah dijadikan 
bahasa rasmi negara mengikut kehendak dan semangat perlembaga-
10 Sebuah entiti yang bertanggung jawab dengan perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa 
rasmi negara pada awal tahun 60-an. Penubuhan Lembaga Bahasa merupakan usu! Majlis 
Mesyuarat Negeri yang bersidang pada 16 April 1960 (Morsidi Muhamad, 2000: 140-141). 
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an sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab 82 (1) perlemba-
gaan; 
(3) Menerbitkan buku; 
(4) Menyatupadukan ejaan-ejaan dan sebutan dan menjadikan perkata-
an-perkataan teknikal dalam bahasa Melayu ; 
(5) Menggalakkan orang yang berkebolehan dalam mempelajari bahasa 
Melayu. 
Kini kelima-lima pancadasar tersebut terangkum dalam satu tag wacana, iaitu 
"memperkasa kebudayaan Melayu" sesuai dengan perkembangan kini. Tag 
wacana ini menuntut komitmen dan tindakan menyeluruh dari unit-unit 
dalam jabatan untuk berperanan dalam memberdaya dan memperkasakan 
bahasa Melayu melalui wacana sastera dan budaya. 
Sejajar dengan penubuhan DBP, tanggung jawab pembakuan dan peng-
kodifikasian melalui pembinaan dan pengembangan prasarana fizikal bahasa 
Melayu dapat diurus secara terancang dan sistematik dengan sokongan 
kepakaran bahasa yang ada mahupun melalui kerja sama dari pelbagai pihak 
seperti tenaga akademik universiti, pakar bidang ilmu, penjawat awam dan 
swasta, individu dan masyarakat, dan jalinan kerja sama kebahasaan se-
rantau secara berterusan. Dari sini dapat difahami bahawa pembinaan citra 
bahasa mencakupi soal politik bahasa, sosiologi bahasa, ekonomi bahasa, 
teknologi bahasa, sains bahasa, psikologi bahasa, dan budaya bahasa yang 
bukan sahaja melibatkan perancang bahasa bahkan semua pihak yang 
terlibat dalam agenda pembangunan negara. Semua mekanisme ini bergerak 
dalam satu matlamat yang sama, iaitu menjadikan bahasa Melayu mem-
punyai rumus, sistem dan panduan yang teratur kepada pengguna dalam 
bentuk yang dapat dilihat, dibaca, dirujuk, dan digunakan. 
Cita-cita perancangan bahasa tersebut juga turut merangkumi upaya 
menjadikan bahasa Melayu sebagai wahana komunikasi yang berfungsi 
dengan baik sebagai: 
i. bahasa komunikasi dapat memahamkan falsafah negara 
ii. bahasa komunikasi sistem penyampaian awam 
iii. bahasa komunikasi hal ehwal agama 
iv. bahasa komunikasi pendidikan 
v. bahasa komunikasi pengurusan 
vi. bahasa komunikasi perkhidmatan 
vii. bahasa komunikasi penyaluran maklumat dalam media massa 
viii. bahasa komunikasi sains dan teknologi 
Matlamat perancangan bahasa di atas bertujuan untuk memperkem-
bangkan fungsi bahasa Melayu melampaui bidang teras yang biasa diper-
katakan, iaitu hal ehwal budaya, jati diri, atau identiti bangsa semata-mata. 
Bagi memastikan upaya pemodenan berkenaan mewakili bidang yang luas, 
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proses pengkodifikasian bukan sekadar menentukan rumus yang bersistem 
dalam bahasa melalui pembentukan pedoman dan kamus bahasa, bahkan 
juga merangkumi hal ehwal pemodenan bahasa melalui program penggu-
balan, penyerapan, dan peminjaman istilah ilmu daripada bahasa asing. 
Langkah ini dilaksanakan bagi memastikan BMS memiliki sebuah peribadi 
yang andal dan mempunyai daya lejangan, sesuai dengan kehendak dan 
tekanan perubahan zaman. 
Dari satu sisi lain, pembakuan bahasa yang dilaksanakan oleh DBP 
bukan sahaja menekankan kepada aspek bahasa yang dominan malah juga 
dilaratkan pada bahasa puak-puak jati Brunei11 (BPJB) lain kerana dalam 
pertumbuhan BMS akan terdapat unit-unit penting BPJB mengisi dan mem-
perkaya BMS. 
3. Pembakuan Sistem Ejaan 
Sejarah perancangan bahasa di Brunei Darussalam bermula dengan pemba-
kuan ejaan melalui penyerapan Sistem Ejaan Rumi Za'ba (SERZ). Pembakuan 
SERZ dalam komunikasi tulisan berjalan lancar kerana kebanyakan watan 
Brunei yang menjadi guru merupakan lepasan Sultan Idris Training College 
(SITC). SITC menjadi mangkin kepada perkembangan SERZ 12 di Brunei 
Darussalam. Pengaruh minda bahasa SITC bukan sahaja mengorbitkan 
cakerawala bahasa SITC di Brunei Darussalam malah juga menerobos ke 
Singapura dalam bentuk impak yang berbeza13. Mengikut Pitchay Gani 
(2007:91) lepasan SITC telah merealisasikan bentuk tata bahasa bahasa sejati 
Melayu berdasarkan buku Pelita Bahasa Melayu karangan Za'ba di sekolah-
sekolah di Singapura. 14 
Pengaruh intelektualisme SITC berkembang dalam minda warga Brunei 
yang dihantar mengikuti pengajian pada tahun 50-an kerana pada ketika itu 
SITC merupakan satu-satunya institusi perguruan yang ulung yang dapat 
memenuhi keperluan tenaga pendidik di negara ini. Menurut Asmah Omar 
(2004:37) 
Maktab yang paling banyak menampung penuntut-penuntut dari Brunei 
ialah maktab perguruan pertama yang dibangunkan oleh pemerintah 
British untuk melatih guru-guru sekolah Melayu. Maktab ini dikenal 
sebagai Sultan Idris Training College (SITC) yang terletak di Tanjong 
11 Selain rujukan puak untuk mengekod sesuatu komuniti contohnya, puak Kedayan, puak Belait 
dan puak Tutong, rujukan lain juga digunakan untuk representasi puak ini iaitu Melayu 
Kedayan, Melayu Belait dan Melayu Tutong. 
12 SITC yang ditubuhkan pada tahun 1922 mula mempraktis pengajaran tatabahasa yang 
dikarang oleh Za 'ba pada tahun 1936 yang berjudul Pelita Bahasa Melayu. 
13 Di Brunei Darussalam yang dihadapi oleh pengguna ialah pola ejaan. 
14 Menggantikan kitab bahasa pertama ciptaan Raja Ali Haji yang dianggap Za'ba sebagai nahu 
asing. Za'ba menerangkan nahu asing tidak boleh dipaksa dan disesuaikan ke dalam nahu 
bahasa Melayu kerana nahu bahasa Melayu mempunyai ciri-ciri khas yang berbeza dan nahu 
bahasa Melayu itu hendaklah dari bangsa Melayu itu sendiri. 
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Malim, Perak dalam tahun 1922. Di maktab inilah penuntut-penuntut 
Brunei mula menyemai semangat kebangsaan dalam diri mereka yang 
berasal dari Malaya. Di maktab ini mereka bukan sahaja bersatu etos 
dengan rakan-rakan Melayu Malaya, tetapi juga dapat mengelak 
jurang pemisahan dalam bahasa yang digunakan. 
Mereka yang tamat pengajian kemudiannya berkhidmat sebagai guru 
dan mengetuai jabatan-jabatan tertentu. Demikian pula, sukatan pelajaran, 
buku-buku teks dan guru dari Malaya yang kemudian Malaysia dibawa ma-
suk untuk mengisi keperluan sumber tenaga dan bahan di sekolah-sekolah 
rendah dan menengah di Negara Brunei Darussalam pada awal tahun 70-an 
hingga penghujung tahun 80-an. Semua ini diperlukan bagi menampung 
kekurangan dan keperluan pendidikan di semua peringkat untuk membenahi 
dan mengemban pengajaran dan pembelajaran sekolah di Brunei Darussalam 
ketika itu. Senario berkenaan secara tidak langsung turut mempengaruhi 
penggunaan sistem ejaan Rumi yang dipelopori oleh Zaba. Pendek kata 
pengaruh intelektualisme yang berakar daripada SERZ yang juga dikenal 
sebagai Ejaan Sekolah telah membentuk ciri dan gaya kepenggunaan ejaan 
dan bahasa Melayu di Brunei Darussalam sebelum merdeka. Meskipun 
beberapa tahun kemudiannya terdapat kemajuan sistem rumus bahasa yang 
dimeterai oleh Malaysia dan Indonesia melalui satu kesepakatan bersama 
pada 16 Ogos 1972 untuk melancarkan Ejaan Bersama masing-masing, iaitu 
Sistem Ejaan Rumi Baru Bahasa Melayu (SERBBM) dan Ejaan Bahasa 
Indonesia Yang Disempurnakan (EBIYD), namun pengaruh SERZ masih 
mengakar dalam wacana tulisan di negara ini hingga awal tahun 90-an. 
Pada tahun 1983, Pejabat Setiausaha Kerajaan telah mengeluarkan 
Surat Keliling Bil.5/ 1983 berhubung arahan secara berperingkat kepada 
semua jabatan untuk menggunakan Sistem Ejaan Rumi Baharu (SERB). 
Situasi ini bertitik tolak daripada niat untuk menyeragamkan sistem ejaan 
yang disepakati oleh Malaysia dan Indonesia pada tahun 1972. Arahan peng-
gunaan SERB juga mengambil kira bahawa satu pola bahasa yang seragam 
daripada satu bahasa yang sama merupakan pilihan yang tepat dan terbaik 
dalam kerangka urusan administratif dan pendidikan. Selain daripada arahan 
yang berbentuk seruan penggunaan dan penyesuaian SERB secara berpe-
ringkat, Pejabat Setiausaha Kerajaan juga telah memberikan mandat kepada 
DBP untuk menyediakan khidmat nasihat SERB sama ada melalui pertanya-
an mahupun mernberikan bimbingan SERB. Bertolak daripada arahan berke-
naan, DBP telah mengaturkan program pemberdayaan sumber manusia ja-
batan berhubung pelaksanaan SERB dengan mengundang Pegawai Perancang 
Bahasa dari DBP, Malaysia untuk membimbing staf kanan DBP, Brunei 
sebagai tenaga pengajar. 
Boleh dikatakan proses transisi SERZ kepada SERB, penghayatan 
tentang konsep bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan arahan Surat 
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Keliling 5 / 1983, bermakna kesedaran upaya perancangan bahasa tumbuh di 
Brunei Darussalam secara terancang, iaitu bermula dengan perakuan dalam 
PNB1959, penubuhan Lembaga Bahasa, pengalaman komitmen perancangan 
bahasa yang diperoleh dari DBP Malaysia. Situasi ini ditambah lagi dengan 
kesepakatan penyeragaman dan huraian ejaan yang dicapai antara Malaysia 
dan Indonesia. 
Sebagai negara berbahasa Melayu, faktor persamaan laras dan langgam 
bahasa dengan bahasa Melayu di Malaysia, maka yang demikian Brunei 
Darussalam menerima tempias pembaharuan ciri-ciri linguistik yang dipraktis 
di Malaysia. Namun, perubahan dan penerimaan masyarakat di Brunei 
Darussalam agak perlahan meskipun arahan surat keliling telah dikeluarkan, 
kerana pengaruh SERZ sudah jauh mengakar tambahan pula berlaku proses 
sirkulasi mewarisi, iaitu dari guru kepada murid, murid kemudian membesar 
menjadi guru dan ada yang berkhidmat di perkhidmatan awam sehingga 
menjadikan perkembangan SERZ begitu dominan . 
4 . Pembakuan Dialek Melayu Brunei (DMB) 
Di sela-sela gelombang SERB dan BMS berperanan jelas dalam menata ko-
munikasi tulisan, secara bersamaan DBP melaksanakan pembakuan DMB. 
Pembakuan DMB bukan untuk menyaingi BMS, tetapi pada dasarnya berlaku 
situasi yang paradoks antara DMB sebagai bahasa komunikasi standard 
dengan BMS sebagai bahasa komunikasi lisan dan tulisan dalam konteks 
kerasmian. Pembakuan DMB merupakan satu komitmen yang wajar kerana 
mengambil kira DMB mempunyai status sosial yang tinggi dan unggul dalam 
konteks komunikasi di Brunei Darussalam. Kajian yang dilakukan oleh 
Martin, Peter W. (2001:202) dalam kalangan penutur DMB menyimpulkan 
bahawa DMB mempunyai identiti Brunei sebenar yang tiada dalam bahasa 
rasmi. 
Sebagai bahasa komunikasi yang dominan, DMB memiliki ciri-ciri lingu-
istik yang tidak mewujudkan jurang komunikasi antara puak yang berbeza. 
DMB berfungsi sebagai bahasa komunikasi sosial silang budaya, falsafah, 
literatur, dan bahasa komunikasi antara daerah. Dari satu sisi yang lain, 
DMB mempunyai darjah kekerabatan1s yang sangat dekat dengan BMS. Hasil 
kekerabatan ini, BMS dan DMB saling memperkaya dan proses pengayaan 
tersebut memberi laluan kepad a DMB memiliki ciri-ciri am 16 yang dominan 
sebagai bahasa komunikasi. Begitu dominannya peranan DMB ini hingga 
bahasa berkenaan merupakan bentuk pendataran linguistik17 dalam kalangan 
is Berdasarkan kajian Martin , Peter W. (2001:193) darjah kekerabatan DMB dan BMS ialah 84% . 
16 Dalam penyelidikan lapangan perilaku berbahasa di kalangan puak Murut yang berbeza 
generasi, sering kali berlaku alih kod antara bahasa ibunda mereka dengan DMB. Pandangan ini 
turut disuarakan oleh puak Tutong. Senario ini menunjukkan DMB memiliki ciri-ciri am yang 
dominan sebagai bahasa komunikasi standard di Brunei Darussalam. 
17 Wujudnya proses penerimaan terhadap satu bentuk sosiolinguistik yang lebih berpengaruh 
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puak-puak jati; DMB berfungsi sebagai bahasa mempersatu dalam komuni-
kasi dan mendekatkan hubungan antara puak yang berbeza. Justeru itu, 
DMB mendahului langkah pembakuan bahasa lokal. Pembakuan DMB ber-
tujuan untuk mengorbit bahasa berkenaan sebagai bahasa komunikasi yang 
ideal dan mempunyai kodifikasi dalam bentuk dan rumus yang tertata rapi 
dalam sebuah kamus. Tujuan akhir yang diharapkan daripada proses pem-
bakuan ini ialah perkembangan bahasa lokal berkenaan akan segera me-
lengkapi perkembangan BMS kemudiannya. 
Dalam upaya memanjangkan hasrat berkenaan, DBP telah diperbantu-
kan oleh seorang pakar leksikografi yang tidak asing lagi dalam dunia lingu-
istik dan kesusasteraan Melayu/Indonesia iaitu Prof. Dr. Teuku lskandar, 
putera Aceh yang menghasilkan kajian sastera Melayu klasik "Hikayat Aceh", 
menulis buku "Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad" serta menyu-
sun Kamus Dewan Bahasa Melayu Perdana. Beliau telah diminta untuk 
menyemak dan memberikan komentar berhubung format huraian abjad A, 
Kamus DMB sebelum tim perkamusan DBP melanjutkan kerja penghuraian 
data leksikal DMB selanjutnya. Proses pembakuan DMB berjalan selama 20 
tahun. Meskipun terdapat keresahan yang wujud dalam sanubari tim per-
kamusan DBP berhubung penerimaan masyarakat tentang kamus DMB ini, 
namun keberanian untuk menerbitkannya datang pada akhirnya kerana 
memikirkan logika kelamaan dalam proses mengumpul dan mendokumentasi 
leksikal dengan melibatkan masa, tenaga, kepakaran dan kerja sama 
daripada semua pihak yang terlibat dalam merealisasikan penerbitan kamus 
DMB. Kamus DMB kemudiannya muncul dalam arus perdana pada tahun 
1991 dengan memuatkan sebanyak 3,000 entri. Penerbitan yang ditunggu-
tunggu oleh masyarakat ini kemudiannya mendapat respons positif daripada 
mereka yang cintakan bahasa dan mahu melihat sebuah edisi perbaikan yang 
memuatkan leksikal DMB yang terlepas daripada pendokumentasian. Dikata-
kan jumlah entri DMB yang tidak didokumentasi cukup banyak. Tindakan 
pengemaskinian secara intensif telah dilaksanakan oleh DBP melalui pengum-
pulan data lapangan sama ada melalui kerja sama informan mahupun me-
lalui kajian sekunder yang ditelusuri melalui wacana persuratan seperti 
karya-karya sastera dan puisi. Pada tahun 2008, edisi kedua diterbitkan 
dengan tambahan sebanyak 12,000 entri, satu jumlah yang cukup besar hasil 
daripada kerja sama padu semua pihak yang berkepentingan sama mahu 
melihat sebuah rakaman tuntas DMB dalam daftar pustaka kamus bahasa. 
Dari segi status penarafan, DMB merupakan bahasa Melayu standard 
yang lebih mendekat kepada ragam lisan daripada tulisan. Dengan kata lain, 
DMB berperanan dalam komunikasi lisan.18 Terdapat perbezaan dominan 
yakni satu bahasa yang boleh digunakan oleh semua orang. 
is Komunikasi lisan dalam konteks kerasmian seperti pengucapan awam dan bahasa berita 
menggunakan BMS manakala dalam konteks komunikasi biasa atau di luar daripada konteks 
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khususnya dari segi fonem vokal antara BMS dan DMB. Asmah Omar (1985: 
336) menyimpulkan peleburan fonem vokal BMS dengan DMB seperti berikut: 
(i) peleburan e dan a dalam BMS menjadi !! dalam DMB 
(ii) peleburan i dan e dalam BMS menjadi i dalam DMB 
(iii) peleburan u dan o dalam BMS menjadi !! dalam DMB 
Contoh peleburan 19 tersebut dapat diamati melalui leksikal yang berikut: 
BMS DMB 








Berdasarkan contoh peleburan di atas, pada leksikal tertentu BMS yang ber-
mula dengan /h/ dan /s/ di awal kata akan mengalami pelesapan dalam 
DMB. Pelesapan fonem ini berlaku secara konsisten seperti yang dipapar 
dalam jadual di bawah: 
BMS DMB 




had rah adrah 
sasar asar 
Contoh pelesapan /k/ dalam tiga posisi iaitu awal, tengah dan akhir. 
BMS DMB 





kerasmian, DMB lebih mendominasi. 
•9 Hanya sebahagian sahaja peleburan fonem yang dibahaskan dalam makalah ini untuk 
memberi gambaran tentang perbezaan sebutan antara BMS sebagai bahasa wacana rasmi dengan 
DMB sebagai wacana komunikasi tidak rasmi. 
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Yang membezakan DMB ialah faktor fonologi dan sejumlah kosakatanya 
yang tidak terdapat dalam bahasa Melayu. Selain itu, terdapat faktor se-
mantik yang membezakannya daripada BMS bagi kata yang sama bentuk eja-
annya. Namun, perbezaan ini secara umum tidak begitu signifikan kerana 
masih banyak kosakata kedua-dua bahasa ini terlingkung dalam kekerabatan 
(Alipudin Omarkandi, 2007:65). Secara jelas perbezaan berkenaan bukanlah 
satu perbezaan hakikat bahasa. 
5 . Penggubalan Istilah Bidang Ilmu 
Penggubalan istilah ilmu merupakan penyelesaian kepada masalah teknikal 
bahasa bagi memastikan fizikal bahasa Melayu dinamik, inspiratif dan ber-
daya tahan dengan perkembangan ilmu. Komitmen penggubalan istilah ilmu 
di negara ini bermula dengan keanggotaan rasmi Brunei Darussalam pada 4 
November 1985 dalam rangka Sidang Ke-24 Mabbim, Jakarta, Indonesia. Ini 
bermakna pada tahun-tahun mendatang bahasa Melayu akan lebih bervariasi 
dan memperlihatkan konsep-konsep khusus dalam laras bidang ilmu ter-
tentu. Proses penggubalan merupakan satu bentuk penakatan pembinaan 
bahasa Melayu jangka panjang yang sudah setentunya akan merubah dan 
mengurangi ciri-ciri dialektal dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu. 
Pendek kata penggubalan istilah akan menyediakan satu lapangan keintelek-
tualan bahasa dan upaya menjadi bahasa Melayu terus kekal relevan dan 
berdaya tahan. Hasrat ini mengkonseptualisasi istilah ilmu terealisasi melalui 
komitmen Mabbim. Pendek kata, Mabbim menjadi mangkin yang kondusif 
dalam peremajaan bahasa melalui pembinaan dan pengembangan istilah 
moden dalam bahasa Melayu. 
Pada dekad awal pembinaan istilah khususnya istilah yang mesra de-
ngan keseharian hidup di negara ini, kalangan penggubal pada masa mema-
jukan kata tempatan yang mendukung konsep tertentu dalam istilah ilmu, 
contohnya dalam bidang ilmu Obstetrik dan Ginekologi 
Sumber Sasaran 
amniotic sac kantung tatuban 
bearing down mengajan 
bilobate placenta tabuni bilobus 
hydatiform mole tian anggur 
prima gravid mandaring 
prolapsed of cord tali pusat menumbung 
Setelah 25 tahun berlalu, istilah yang berbau lokal tian anggur tidak lagi 
dikenali oleh generasi baru. Pengamal kesihatan keluarga pula banyak ber-
interaksi dengan bahasa Inggeris. Praktis istilah sumber kerap muncul, 
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kecuali konsep-konsep yang malar segar dalam bahasa lokal akan tetap di-
gunakan kerana bentuknya yang telah man tap. 
Berbalik kepada keanggotaan rasmi Brunei Darussalam dalam Majlis 
Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim), perancangan baha-
sa Melayu di Brunei Darussalam mulai menemui cahaya yang luas bertitik 
tolak daripada pembinaan istilah ilmu yang teratur dan mengikut tekanan 
bidang semasa yang diutamakan oleh para pakar dan eksekutif Mabbim. Me-
lalui pendekatan yang terancang, upaya perancangan bahasa di Brunei Da-
russalam berkembang dan menemui idealismenya kerana pembakuan bahasa 
tidak lagi berkisar kepada aspek pemurnian asas yang berkaitan tentang 
ejaan sebaliknya memberi tumpuan kepada pemerian konsep istilah ilmu 
dalam bahasa Melayu. Dengan kata lain, perancangan bahasa keluar dari-
pada garis budaya dan pengalaman dunia masyarakat, dan kini menerobos 
kepada bidang ilmu baru bagi memastikan daya lejangan ilmu dan dinamika 
bahasa Melayu dari semasa ke semasa. 
Penglibatan dalam peristilahan bermakna adanya proses regenerasi dan 
inovasi konsep bahasa sesuai dengan tekanan zaman. Penggubalan istilah 
secara tidak langsung membolehkan institusi menyediakan huraian 
pengembangan konsep-konsep tertentu dalam pemerian makna. Pendek kata, 
program reproduksi makna melalui pembentukan istilah yang tentu 
tujuannya tidak lain untuk memberi jaket baru kepada bahasa ibunda dalam 
erti kata meningkatkan kemampuannya dalam menyampaikan pesan-pesan 
sosial yang berbagai. 
6. Pembakuan Mahakarya Bahasa Melayu 
Hasrat untuk menstandardkan BMS dalam sebuah kamus besar menjadi cita-
cita utama DBP pada tahun 1994. Penyusunan Kamus Bahasa Melayu 
Nusantara (KBMN) merupakan satu lagi bukti tentang kepekaan DBP untuk 
pengekodan dalam rangka membina dan mengembangkan bahasa Melayu 
(KBMN, 2003:xi). Pada dasarnya impian merealisasikan sebuah kamus besar 
terbit daripada sejarah panjang pemantapan bahasa melaui pemantapan eja-
an dengan menerima pakai Sistem Ejaan Rumi Baru Yang Disempurnakan, 
keperluan pendidikan dan keberhasilan menerbitkan kamus DMB. Pemering-
katan keyakinan dan keazaman untuk membina dan mengembangkan bahasa 
Melayu makin tertantang dengan kejayaan penerbitan prototaip pertama 
Kamus Kata dan Ungkapan Am (KaKUA). KaKUA mendokumentasi kata-kata 
am tiga negara yang mendukung makna yang berbeza. Penerbitan KakUA 
merupakan satu inisiatif Mabbim untuk membantu para penggubal istilah 
dan masyarakat dalam memelihara ketertiban dan kesantunan berbahasa 
khususnya konsep kata am yang tabu dan berkonotasi. Keberhasilan 
penerbitan KaKUA tersebut telah membenahkan cita-cita besar DBP untuk 
menghasilkan sebuah mahakarya kamus yang mendokumentasi leksikal tiga 
negara. Hasrat ini kemudian berkembang menjadi cita-cita untuk menerbit-
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kan sebuah kamus besar yang mencakupi pemerian makna rujukan bagi satu 
entri yang sama dari BMS, bahasa Malaysia, clan bahasa Indonesia. Pada 21 
Mac 1994, Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia clan Sukan ketika 
membuka rasmi Sidang Ke-33 Mabbim di Bandar Seri Begawan telah 
mencadangkan perlunya ketiga-tiga negara anggota mengupayakan penerbit-
an kamus bahasa Melayu tiga negara. 
"Saya mengambil maklum terhadap satu projek kerja sama kebahasa-
an yang amat mencabar iaitu penyusunan kamus besar yang berentrikan 
bahasa Melayu, iaitu bahasa serumpun bagi ketiga-tiga buah negara 
anggota Mabbim ... saya menjangkakan kamus ini suatu yang unik 
kerana kebanyakan kamus yang diterbitkan lebih menonjolkan cita rasa 
negara masing-masing, sedangkan kamus yang akan diusahakan ini 
lebih berbentuk neutral, mengetengahkan bahasa Melayu. Saya percaya 
penerbitan kamus ini akan mengangkat taraf bahasa Melayu di samping 
sebagai khazanah yang amat tinggi nilainya dan menjadi lambang 
kemegahan bangsa rumpun Melayu menjelang abad ke-21." 
Gagasan yang disifatkan sebagai sebuah keazaman politik untuk meng-
angkat kedudukan bahasa dari Nusantara Melayu khususnya Brunei Darus-
salam, Indonesia, clan Malaysia disambut baik oleh DBP dengan memajukan 
sebuah proposal menyeluruh bagi merealisasikan penerbitan kamus besar 
berkenaan. Penerbitan kamus besar kemudiannya dilaksanakan di luar dari 
kerangka kerja sama Mabbim. Dengan erti kata lain kamus besar tersebut 
memerlukan penanganan khusus, perhatian yang eksklusif, clan tersendiri. 
Projek ini kemudiannya telah mendapat perkenan Kerajaan Kebawah Duli 
Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara 
Brunei Darussalam. Secara umumnya penerbitan kamus besar bermatlamat-
kan seperti yang berikut: 
a. Memahami makna kata yang digunakan oleh mana-mana negara; 
b. Mengelakkan penggunaan kata yang mempunyai makna berkono-
tasi; 
c. Mengatasi sebarang keraguan; 
d. Sebagai khazanah bahasa Melayu di samping sebagai lambang ke-
megahan kepada bangsa Melayu terhadap bahasa; 
e. Mengetengahkan bahasa Melayu Brunei dalam penerbitan yang luas 
pen ye barannya. 
Manakala objektif yang tersirat pula adalah sebagai bahan pemikiran 
untuk menunduki semula ketetapan: ''bersetuju untuk tidak bersetuju" ter-
hadap ejaan kata yang mempunyai makna yang sama. Contohnya dalam kata 
berikut: 
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Bahasa Mela Bahasa Indonesia 
beza bed a 
Di samping perbezaan yang dipaparkan di atas terdapat juga pen-
capahan bentuk kerana masing-masing mengetengahkan bentuk peribumi 
yang menjadi standard di negara masing-masing (Alipudin Omarkandi, 2007: 
71). Contohnya: 
Brunei Malaysia Indonesia 
baludu baldu beledu 
cacak cicak cecak 
ipul epal apel 
a bar khabar kabar 
watir khuatir khawatir 
majalis majlis maielis 
tarikah seterika setrika 
daram dram drum 
Berhubung penerbitan kamus besar berkenaan, DBP telah mendapatkan 
pandangan dan nasihat Peguam Negara bagi menuntasi tanggung jawab 
dalam semua peringkat teknik dan administratif khususnya aspek men-
datangkan kepakaran, sumber perdataan mahupun aspek teknikal penerbit-
an. Nasihat perundangan khususnya teknikal penerbitan kamus ini penting 
bagi memastikan pelaksanaannya berjalan mulus dan mendatangkan manfaat 
bersama bagi penyebaran dan pengembangan bahasa Melayu. 
Projek ini telah mendapat kerja sama DBP Malaysia dan Pusat Bahasa 
Indonesia melalui bantuan kepakaran, masing-masing dua orang pakar leksi-
kografi dan perkamusan Melayu. Berdasarkan catatan kata pengantar KBMN 
(2003:ix) kerja sama kepakaran dari Malaysia dan Indonesia merupakan satu 
lagi bukti tentang hubungan erat dalam bidang kebahasaan. Para pakar yang 
didatangkan bukan setakat mempunyai kemahiran dalam leksikografi, tetapi 
juga sebagai narasumber terhadap bahasa masing-masing. Dari segi sumber 
perdataan, DBP Brunei telah menggunakan tiga sumber iaitu Kamus BMB, 
Kamus Dewan, dan Kam us Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
Bagi Kamus Dewan dan KBBI, DBP Brunei telah memperoleh kebenaran 
dari kedua-dua institusi bahasa berdasarkan catatan rasmi dokumen 
kerajaan ketika upaya merealisasikan kamus mahakarya dimajukan. Pengga-
rapan kamus besar berkenaan ditanggapi oleh Asmah Omar (2004: 124), 
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Oleh kerana keseluruhan leksikon bahasa Melayu yang menjadi n"athmat 
penyusunan kamus besar yang memuatkan perbendaharaan kctiga-tiga 
negara bertitik tolak daripada Kamus Dewan (Malaysia), dan Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, serta juga kamus-kamus yang ada di Brund, maka 
penyusunannya bukanlah bermula dari kosong, tetapi merupakan sinte-
sis kamus-kamus yang sudah ada di Malaysia dan Indonesia, ditambah 
dengan bahan-bahan dari Brunei. Para pakar yang menyusun kamus ini 
juga mewakili ketiga-tiga negara, dan bekerja di bawah penyeliaan DBP 
Brunei. 
Memandangkan data yang diperlukan sudah tertata rapi dengan sedikit 
perubahan di sana sini, maka proses pelaksanaan kerja KBMN dapat di-
siapkan lebih kurang 9 tahun. Dengan pembakuan lema yang jumlah kese-
luruhan dianggarkan 105,000; 47,000 lema pokok, 26,000 sublema, 3,900 
peribahasa, 600 kiasan dan 27,000 frasa/kiasan, maka penerbitan KBMN 
dihasratkan akan memberikan akses kepada pengguna masing-masing 
negara untuk merujuk dan memahami konsep sesuatu kata yang dibakukan. 
Sesuai dengan cadangan dalam proposal asal ketika idea kamus ini 
dimajukan kepada pihak yang berwewenang, KBMN kebanyakan tidak dijual 
sebaliknya sebanyak 80% KBMN diihsan kepada universiti serantau dan 
antarabangsa, perpustakaan nasional, lembaga-lembaga bahasa asing, duta-
duta negara sahabat dan pelawat akademik. Sumbangan bertujuan untuk 
mendukung niat murni bersama Malaysia dan Indonesia untuk menyebar 
dan memartabatkan bahasa Melayu . 
7. Khidmat Tulisan Jawi dan Terjemahan 
Tulisan Jawi dan Terjemahan (TJJ) merupakan satu bentuk mekanisme pe-
ningkatan status bahasa dan tulisan yang dilaksanakan DBP sejak awal ke-
wujudannya. Kedua-dua mekanisme ini disalurkan melalui perkhidmatan 
kepada orang ramai khususnya pengurus-pengurus premis perniagaan bagi 
menanai kehendak dan mandat Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri 
Bil.21/1988 berhubung penggunaan tulisan Jawi di samping tulisan Rumi 
pada papan-papan tanda di bangunan-bangunan kerajaan dan badan-badan 
perniagaan, termasuk papan-papan nama, kepala surat, papan kenyataan, 
poster, iklan, kain rentang, nama-nama dan tanda-tanda jalan serta seum-
pamanya. Surat keliling menegaskan semua elemen yang disebutkan perlu 
menggunakan tulisan Jawi pada bahagian atas, dan diikuti terjemahannya 
dalam bahasa Melayu. 
Keberhasilan perancangan korpus baik kamus mahupun penggubalan 
istilah telah diserapkan dalam pangkalan data bagi tujuan meningkat status 
bahasa Melayu dalam menterjemahkan konsep-konsep yang dibaku pada 
papan nama dan papan tanda. 
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8. Komitmen Politik 
Perancangan bahasa tidak dapat tidak memerlukan dukungan komitmen 
politik baik di perkhidmatan awam mahupun swasta bagi memastikan apa 
jua program pemberdayaan bahasa Melayu dapat dilaksanakan secara me-
nyeluruh dan dirasai oleh semua lapisan masyarakat. KDYMM telah beberapa 
kali menzahirkan titah yang berkaitan keazaman baginda untuk meng-
ingatkan semua lapisan masyarakat dan penduduk negara ini yang diiktiraf 
sebagai warga negara tentang pentingnya menguasai bahasa Melayu. Antara 
petikan titah yang dizahirkan ialah: 
"Pembentukan identiti kebruneian melibatkan beberapa perkara yang 
mustahak supaya diutamakan. Di antaranya ialah bahasa rasmi negara, 
yakni bahasa Melayu, dan adat istiadat, yakni adat resam orang-orang 
Brunei serta kebudayaannya. Dalam perkara bahasa Melayu ini, Beta 
ingin mengingatkan rakyat dan penduduk di negeri ini yang berke-
turunan Tionghoa, supaya mempelajari bahasa Melayu dengan bersung-
guh-sungguh dan terus-menerus serta menggunakannya pada setiap 
masa, sebagai bukti taat setia yang tulen dan sebenar-benarnya kepada 
negeri Brunei ini." 
Melalui MASTERA, upaya peningkatan status cakerawala bahasa Melayu 
diperkasa melalui media persuratan seperti penerbitan karya-karya sastera, 
pengiktirafan kepada penulis, pengembangan aktiviti dan kegiatan teater, 
drama, baca puisi, seminar, bengkel dan kuliah. 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) pula mendukung 
program perancangan bahasa khusus aspek peningkatan status bahasa Me-
layu bagi merealisasikan peranannya sebagai bahasa rasmi. Peningkatan 
status bahasa Melayu dilaksanakan melalui program pelestarian dan pe-
mupukan antaranya melalui sokongan pendanaan bengkel, kursus, kongres, 
seminar, pengucapan, syarahan, wacana, sayembara, kembara puisi, pe-
mentasan teater, pidato dan lain-lain kegiatan kebudayaan bagi memper-
kasakan dan memartabatkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa 
pengungkap ilmu, bahasa pemantap budaya dan bahasa yang mengungkap-
kan serta mencernakan falsafah negara Melayu Islam dan Beraja. Dukungan 
fizikal paling ketara dalam upaya peningkatan satu bahasa ialah biaya 
penerbitan buku-buku berbahasa Melayu yang menelan belanja ratusan ribu 
ringgit setiap tahun. Pada tahun 2009, kerajaan melalui KKBS telah mem-
peruntukkan 1.8 juta bagi merealisasikan projek Gerbang Bahasa. Gerbang 
Bahasa adalah projek e-kerajaan khusus untuk menjadi mangkin kepada 
pemerkasaan bahasa Melayu laman sesawang. Ia bukan sekadar platform 
penstoran data bahasa malah menjadi medan kepada pengguna untuk me-
ningkatkan penguasaan bahasa mereka dengan mengakses apa yang ingin 
mereka cari tahu dan kuasai dalam bahasa Melayu. 
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Selain mendukung aktiviti pelestarian dan pemupukan yang dilaksana-
kan oleh DBP, KKBS melalui cabang kebudayaan juga mengorbitkan aktivi ri 
yang secara tidak langsung mengangkat sosiolinguis bahasa Melayu baik di 
peringkat tempatan mahupun di peringkat antarabangsa. Terbaru , KKBS 
telah mendukung gagasan DBP untuk menghidupkan kembali Bulan Bahasa 
yang pernah diadakan ketika suasana nasionalisme di rantau Asia Tenggara 
memuncak pada tahun 60-an. Kelulusan untuk menghidupkan kembali 
Bulan Bahasa yang diadakan pertengahan Oktober 2010 baru-baru ini me-
rupakan satu khabar gembira DBP untuk memanfaatkan sambutan berkena-
an dalam bentuk penglibatan dan penyertaan pihak yang berwewenang dan 
generasi baru tentang kesedaran mereka dalam memperkasakan bahasa 
ibunda. Di samping itu keazaman memperkasa bahasa Melayu ditunjukkan 
melalui permintaan dari kementerian dan jabatan dalam memahirkan pe-
nguasaan tata bahasa dalam kalangan staf administratif di pelbagai peringkat 
jawatan. 
Sokongan kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan pula direalisasikan 
melalui kegiatan penggubalan istilah bidang ilmu. Sejajar dengan komitmen 
Mabbim, DBP telah mendapatkan kerja sama kepakaran bidang ilmu 
daripada berbagai nuansa perkhidmatan awam dan swasta di Brunei Darus-
salam. Penglibatan pegawai kerajaan bagi membantu pembinaan istilah ilmu 
sejak keanggotaan rasmi Brunei Darussalam hingga lewat tahun 90-an ialah 
melalui partisipasi yang sangat intens oleh para pegawai pentadbir, guru dan 
mereka yang berkhidmat beberapa kementerian dan jabatan yang relevan 
semasa penggubalan sesuatu bidang ilmu. Memandangkan tiada tekanan 
komitmen pada waktu itu, kerja sama pembinaan istilah yang biasanya me-
makan masa selama 5 tahun atau lebih berjalan dengan baik meskipun bi-
dang tugas semasa mereka kini jauh berbeza daripada apa yang mereka per-
oleh selama menuntut di pengajian tinggi dahulu. Beberapa tahun kemudian, 
DBP mendapat dukungan daripada tenaga akademik Universiti Brunei 
Darussalam (UBD) bagi membantu dalam pembinaan istilah bidang ilmu. 
Sejak penglibatan staf akademik UBD, pembinaan istilah terus rancak dan 
efektif kerana dukungan kerja sama berkenaan yang secara intinya melibat-
kan kepakaran dan dunia praktis pendidikan yang sentiasa berkembang. 
Situasi ini memungkinkan upaya pembinaan istilah tumbuh subur dengan 
baik dan efektif. 
Satu contoh penting komitmen politik dalam memperkasakan program 
peningkatan status dan perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi 
negara ialah penglibatan agensi swasta, antara ialah Brunei Shell Petroleum 
(BSP), Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Yayasan SHHB), Data Stream 
Communication (DST), dan bank-bank. ESP telah menaja anugerah penulisan 
majalah Mekar dan Hadiah Kreatif Bahana sejak tahun 2001. Komitmen ESP 
ini merupakan satu sumbangan strategik sebuah syarikat minyak negara 
dalam melaksanakan tanggung jawab sosial mereka kepada DBP dan negara 
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dalam melestari dan memperkasakan bahasa Melayu. Yayasan SHHB telah 
membiayai kegiatan kesasteraan tanah air melalui penajaan Pertemuan 
Sasterawan Brunei (PSB), Pertemuan Sasterawan Nusantara (PSN), dan Per-
aduan Menulis Cerpen Remaja sempena 40 Tahun DBP. Di samping itu, 
Yayasan SHHB dengan kerja sama DBP telah memperkenalkan Anugerah 
Penyair Islam (API). Penglibatan sektor swasta merupakan satu usaha mem-
beri pengiktirafan terhadap kegiatan perkembangan bahasa dalam bentuk 
program ilmu dan anugerah pengiktirafan yang menggunakan bahasa Melayu. 
DST pula telah menaja pendirian papan tanda Bahasa Melayu Bahasa Rasmi 
Negara di persimpangan utama dan strategik jalan raya di negara ini. 
Sokongan pemerkasaan bahasa juga diperoleh melalui dukungan institusi 
perbankan negara antaranya bank HSBC dan IDBB (sekarang BIBD) yang 
pernah menaja hadiah Peraduan Menulis Karangan Majalah MEKAR-JUARA. 
9. Penyebaran Penggunaan Bahasa Melayu 
Pelbagai strategi penyebaran penggunaan bahasa Melayu direlisasi secara 
terancang. Di samping penggunaan tulisan Jawi yang meluas, penyebaran 
bahasa Melayu diungkayahkan melalui pelbagai strategi khidmat perpusta-
kaan di seluruh negara dan pelbagai penerbitan buku umum dan ilmiah, 
jurnal, dan majalah. Usaha penyebaran penggunaan bahasa Melayu turut 
diperkasa dengan kegiatan pelestarian budaya Melayu, seperti, Pertandingan 
Pidato Pelajar-Pelajar Berbangsa Cina yang terdiri daripada rakayat NBD, 
Forum Perdana Bahasa, dan Program Pemerkasaan Pantun. Usaha-usaha ke 
arah tujuan yang sama juga diperhebat melalui kerja sama dengan jabatan-
jabatan kerajaan lain, seperti Jawatankuasa Nama Geografi Kebangsaan 
(Kementerian Pembangunan). Antara tugas JKNG ialah memastikan ejaan 
nama-nama geografi termasuk nama-nama jalan mematuhi garis pandu yang 
ditetapkan. Seterusnya sebagai usaha pemupukan bahasa Melayu kepada 
generasi baru pula, DBP dengan kerja sama Jabatan Perkembangan Kuri-
kulum, Kementerian Pendidikan berjaya menerbitkan Buku Bahasa Melayu 
Menengah Bawah dan Menengah Atas yang antara fokus pengajarannya ialah 
tata bahasa. Usaha bersepadu DBP dan Kementerian Pendidikan ini terus 
mekar apabilah program mengantarabangsakan bahasa Melayu diteliti ber-
sama dalam pertemuan pihak wewenang DBP, Kementerian Pendidikan, dan 
Pengarah Pusat Pengajian Asia Tenggara Universiti Northern Illinois, Amerika 
Syarikat, pada 20 Mei 2010 di Kementerian Pendidikan. 
Sejajar dengan strategi di atas, DBP juga terus memberi khidmatnya 
dengan mengadakan kursus sistem bahasa Melayu di jabatan-jabatan ke-
rajaan dan pihak-pihak lain. Bimbingan sistem bahasa Melayu juga dilaksa-
nakan melalui segmen bahasa dan sastera secara langsung dalam rancangan 
Rampai Pagi yang dikendalikan secara mingguan melalui kerja sama Radio 
Televisyen Brunei, DBP juga bekerja sama dengan Syarikat Microsoft Office 
Malaysia dalam Projek Pembinaan Microsoft Office versi bahasa Melayu untuk 
54 
Brunei Darussalam melalui Memorandum Persefahaman anatara Kerajaan 
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-
Pertuan Negara Brunei Darussalam. 
10. Kendala dan Tantangan 
Tiga dekad lalu cabaran cuma untuk menjadikan bahasa Melayu usai dari 
segi ejaan, murni tata bahasanya dan upaya pemupukan kepada masyarakat. 
Kini tekanan cabaran itu telah berubah kepada memenangi sikap masyarakat 
untuk mencintai bahasa ibunda. Bahasa Melayu masih banyak menghadapi 
masalah sebagai bahasa rasmi yang digunakan secara total. Kehendak ma-
syarakat mulai berubah kepada tuntutan baru, iaitu sesuatu yang menjadi 
dominan kini baik dalam komunikasi mahupun tekanan neokapitalisme yang 
dicetuskan melalui ekonomi, teknologi, dan pengglobalan. Kendala dan 
tantangan terbahagi kepada dua aspek, iaitu aspek teknis bahasa dan 
perilaku berbahasa masyarakat. 
1) Teknis Bahasa 
Dek kekurangan leksikal dalam mengungkapkan konsep-konsep tertentu, 
berlaku masalah memasyarakatkan leksikal dan konsep-konsep baru yang di-
serapkan dari DMB. Masyarakat merasa asing menggunakan konsep sesuatu 
kata meskipun leksikal berkenaan sudah wujud lama dalam perbendaharaan 
kata bahasa Melayu. Sering kali pula berlaku kesalahan ejaan apabila (1) 
konsep berkenaan diserapkan dalam wacana penulisan kerana dipengaruhi 
faktor linguistik fonologi20 iaitu penutur DMB menggantikan fonem /e/ dalam 
BMS menjadi /a/ seperti contoh leksikal [embun] - [ambun]. Perubahan dari 
sudut fonem BMS disesuaikan dengan sebutan DMB sehingga melahirkan 
pencirian kemiripan yang dekat dengan struktur bunyi yang asal tetapi hanya 
berbeza fonem. (2) terdapat tanggapan bahawa konsep-konsep baru yang 
dipraktis dalam DMB dianggap tinggi dan asing bagi masyarakat kerana 
bukan berasal daripada akar umbi bahasa Melayu dalam erti kata bahasa 
Melayu yang mereka gunakan ialah bahasa komunikasi yang biasa-biasa 
sahaja. Berdasarkan penjelasan ini, timbul satu situasi yang paradoks, satu 
positif dan satu negatif. Pengkodifikasian bahasa akan terus berkembang dan 
sejalan dengan perkembangan ilmu, cuma yang menjadi kendalanya ialah 
penyerapan dan penghayatan BMS belum merakyat dalam erti kata mereka 
belum memahami, menghayati, menguasai, dan menggunakan konsep yang 
diserap daripada bahasa kedua, khususnya bahasa Inggeris. 
Berhubung kendala berkenaan, nampaknya semakin sulit disebabkan 
dua perkara, (1) linguistik DMB kekal mempengaruhi penggunaan BMS, dan 
(2) dampak yang paling mempengaruhi generasi penutur sehingga ke depan 
20 Arlotta (1972:184-195 dlm. Aini Karim) membahagikan pinjaman kepada empat jenis, iaitu 
pinjaman leksikal, pinjam-terjemah, peminjaman fonologikal dan peminjaman sintaksis . 
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ialah pemantapan penggunaan bahasa Inggeris dalam kebanyakan mata pela-
jaran utama21 dalam sistem pengajaran dan pembelajaran sekolah. Masalah 
ini bukan bererti wujudnya komunikasi sosial yang gagal secara keseluruhan, 
tetapi setidaknya perkara ini akan membawa gangguan pemerkasaan BMS 
untuk satu tempoh yang bertukar dari satu generasi ke satu generasi berikut-
nya. Gangguan merakyatkan BMS ini akan sentiasa berulang apabila (1) 
ragam BMS sesuai dengan tuntutan rasmi dalam PNB1959 tidak dikembang-
kan menurut kepekaan dan piawai BMS itu sendiri oleh masyarakat, (2) 
masyarakat tidak memperbaharui komitmen mereka untuk beradaptasi 
dengan BMS. Memperbaharui komitmen bukan bererti kita mengikut lenggok 
bahasa Malaysia, kerana di dalam konsep bahasa sesuatu bangsa yang 
serumpun, negara tidak dilibatkan, tetapi yang ditekankan ialah konsep 
Melayu. Maka dalam konteks bahasa, piawai penggunaan dan sebutan itu 
tentunya mengikut ciri fonemik bahasa Melayu. 
Masyarakat melihat sebagai sesuatu yang aneh pada ketika wacana 
pembakuan istilah berkembang rancak. Reaksi mereka ialah bahasa Melayu 
sekarang jauh dari ciri-ciri alami. DBP melalui satu pengalaman lumrah 
apabila berdepan dengan kelompok berpendidikan yang tidak dapat menerima 
bentuk-bentuk serapan bahasa asing dalam bahasa Melayu walhal untuk 
menjadikan sebuah bahasa itu dinamik, bahasa berkenaan harus terbuka 
kepada perubahan. Perubahan dan dinamisme bahasa harus ditanggapi se-
bagai sesuatu yang alamiah. Sebaliknya kelompok yang berpendidikan me-
lihat perubahan dan pemodenan bahasa Melayu sebagai satu bentuk paten 
yang sulit difahami kerana mereka lebih mengenal kontekstual istilah dan 
kata itu dalam bahasa sumber yang membesar bersama mereka sejak dalam 
pendidikan menengah atas dan pengajian tinggi lagi. Bertitik tolak dari sini, 
kita menanggapi pandangan segelintir mereka yang memahami bahawa ba-
hasa ibunda adalah warna kedesaan yang hakiki yang tidak perlu terbuka, 
berkembang apatah lagi untuk beradaptasi. Keadaan ini agak kontradik 
kerana bahasa tulis jauh berkembang dinamis berbanding bahasa lisan 
berdasarkan rumusan berkenaan. 
2) Sikap dan Perilaku Berbahasa Masyarakat 
Adalah dipercayai tekanan dan komitmen yang menjurus kepada bentuk 
bahasa yang homogen akan mempengaruhi perilaku berbahasa masyarakat. 
Perilaku ini jelas mempengaruhi pemikiran generasi baru, dan situasi ini 
secara tidak langsung akan menghakiskan kesetiaan dan penghayatan me-
reka terhadap program pemberdayaan dan pemupukan bahasa yang dilaksa-
nakan oleh DBP. Tekanan neokapitalis yang melihat kepada pencapaian 
21 Di bawah Sistem Pendidikan Abad Ke-21 sebagai transformasi kepada Sistem Pendidikan 
Dwibahasa, bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar kepada mata pelajaran matematik, sains 
dan !CT dalam kurikulum pembelajaran murid tahun l. 
56 
ekonomi menjadi tanda aras kepada kemajuan sesebuah negara menyebab-
kan satuan unit-unit dalam kebudayaan tidak terkecuali menerima impak 
daripada program-program pembaharuan pendidikan. Richard Noss meng-
huraikan konflik antara keperluan ekonomi dan perancangan sosial untuk 
satu negara yang tipikal dalam hal dasar status bahasa menjelaskan sesuatu 
negara memerlukan sebuah bahasa antarabangsa untuk sentiasa dapat 
mengikuti perkembangan terakhir dalam sains dan teknologi, perdagangan 
antarabangsa dan ledakan makluma t secara umumnya; sekiranya tidak, 
ekonomi negara akan tercicir ke belakang (Richard Noss, 1999:19) . Apa yang 
diladeni kini mengarah pada kebenaran yang diungkapkan oleh beliau iaitu 
berdasarkan kerasionalan keperluan dan orientasi ekonomi. Meskipun tiada 
statistik sikap dan perilaku berbahasa masyarakat dikemukakan dalam 
makalah ini, namun serentetan senario perubahan fikir dapat dilihat jelas 
berdasarkan media yang mereka gunakan untuk menyalurkan pendapat 
antaranya facebook, twitter, blogger, dan sms. Malah ketika meminta pan-
dangan dan pendapat sesuatu isu, bentuk alih kod sering kali terpacul dari 
mulut mereka. Ini membuktikan bahawa generasi yang beradaptasi yang di-
pacu oleh sistem pendidikan dwibahasa dan sistem pendidikan abad ke-21 
lebih terbuka dan senang mengungkap sesuatu idea dalam minda bahasa 
kedua. Mereka nampak terkial-kial untuk mengungkapkannya dalam bahasa 
ibunda. Apa yang dibimbangkan ialah generasi paruh kedua yang merasai 
tempias nasionalisme bahasa ibunda dari generasi pertama kini sedang 
menikmati kemuncak usia dan hidup mereka yang lambat-laun digantikan 
oleh generasi baru lebih t erbuka dan menentang bentuk penghayatan yang 
mereka anggap sebagai satu yang paradoks dengan kebebasan mereka untuk 
berkarya. 
11. Kesimpulan 
Meskipun terdapat kendala dan hambatan, namun tugas perencanaan bahasa 
serta peningkatan status bahasa Melayu akan terus berjalan dan me-
nyesuaikan peribadinya dengan perubahan zaman dan untuk keperluan ilmu. 
Dengan cara terus memberi sumbangan secara proaktif, obor bahasa akan 
terus berdenyut bagi mendukung dan memaknai kehendak PNB1959 Bab 82 
(1) mengenai status bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Ini sejajar 
dengan salah satu mandat yang dibakukan dalam Komunike Bersama yang 
ditandatangani di peringkat tiga menteri pada 31 Julai 2006 di Jakarta, 
Indonesia yang antara lain menggariskan "dalam upaya mempertinggi ke-
mampuan bahasa Melayu/Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta sebagai salah satu bahasa utama dunia akan dilakukan (1) 
pemercepatan pengembangan kosakata/istilah, (2) pemasyarakatan hasil pe-
ngembangan kosakata/istilah, dan (3) penyebarluasan penggunaan bahasa 
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Judul Makalah : 
Pemandu 
Pen ca tat 
Tanya J awab 
Pertanyaan 
LAPORAN SIDANG 
Selasa, 2 November 2010 
11.00-12.00 
1. Dato' Haji Termuzi bin Haji Abdul Aziz 
2. Hj. Aminah Binti H. Momin 
1. Dewan Bahasa dan Pustaka: Jalan di Hadapan 
2. Sela yang Pan dang Perancangan Bahasa di Brunei 
Darussalam 
Dr. Dendy Sugono 
1. Imam Budi Utomo, M. Hum. 
2. Sartono, S.S. 
1. Prof. Dr. Anton M. Moeliono, Pusat Bahasa 
Bahasa melayu dahulu pernah disebut sebagai Bhs Malaysia. Mengapa 
sekarang hanya disebut bahasa Malaysia saja? 
Jawaban 
1. Bahasa Malaysia digunakan sebagai nama bahasa persatuan, seperti hal-
nya bahasa Indonesia. Namun, bahasa Melayu digunakan sebagai penama-
an bahasa resmi 
Pertanyaan 
2. Ora. Susan Monoarfa, M.Hum., Universitas Negeri Manado 
1) Bahasa Melayu memiliki sekitar 600 varian. Ada berapa varian bahasa 
Melayu yang ada di Malaysia dan Brunei? 
2) Apakah bahasa Melayu di Malaysia dan di Brunei berinduk pada bahasa 
Melayu yang sama dengan bahasa Indonesia? 
Jawaban 
1. Dato' 
1) Di semenanjung Malaysia terdapat paling banyak 9-10 varian bahasa 
Melayu. Sementara itu, di Serawak terdapat sekitar 40 bahasa etnik. 
Jika satu istilah tidak terdapat di bahasa Melayu, maka digunakanlah 
bahasa etnis, termasuk bahasa Jawa dan bahasa Minang. 
2) Sama, yaitu bahasa Melayu kepulauan Riau 
2. Dayang Aminah 
Ada 7 varian bahasa Melayu di Brunei Darussalam. 
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Pertanyaan 
3. Drs. Muhammad Muis, M.Hum., Kantor Bahasa Provinsi Lampung 
Bagaimana hasil dari kampanye satu hari sepatah kata yang dicanangkan 
lewat radio di Brunei? Apakah kata itu juga dipakai di kalangan akademisi? 
Jawaban 
3. Dayang Aminah 
Yang dikenalkan lewat radio itu ialah dialek Melayu Brunei. Dewan Bahasa 
dan Pustaka telah membuat daftar kata untuk 7 dialek tersebut termasuk 
kamus dialeknya (3 sudah terbit, 2 sedang dalam proses, 2 lagi akan di-
laksanakan penyusunannya) 
Pertanyaan 
4. T.D. Asmadi, Forum Bahasa Media Massa 
Bagaimana dengan penggunaan bahasa di media massa di Malaysia dan 
Brunei Darussalam?Apakah ada panduan khusus atau sama dengan yang 
ada di buku? 
Jawaban 
1. Dato 
Di Malaysia, surat kabar menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa 
yang digunakan di buku-buku, yaitu bahasa Melayu (bahasa resmi). 
2. Dayang Aminah 
Bahasa yang digunakan di surat kabar adalah bahasa Melayu standar 
Pertanyaan 
5. Apakah akronim juga berkembang di Malaysia dan Brunei? 
Jawaban 
1. Dato 
Malaysia meminimalkan pemakaian akronim. 
2. Dayang Aminah 
di Brunei akronim hanya digunakan untuk singkatan-singkatan nama 
kementerian. 
Pertanyaan 
6. Drs. Zainuddin Hakim, M.Hum., Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara 
60 
Di Indonesia sudah ada UU kebahasaan yang antara lain mengamanahkan 




Bahasa Melayu diperjuangkan menjadi bahasa internasional. 
2. Dayang Aminah 
Brunei juga ingin mengintensifkan pemakaian bahasa Melayu antara lain 
melalui Mabbim 
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KEBIJAKAN NASIONAL, KEBIJAKAN LOKAL, 
DAN BAHASA PENGANTAR DI KELAS: BAHASA DALAM PENDIDIKAN 
DI EMPAT WILAYAH DI INDONESIA DAN PAKISTAN 
Farhan Nasrullah 
SMP Nurul Iman Tasikmalaya, Jawa Barat 
1) Indonesia dan Pakistan 
1s 19'$ l © iho() r 
dan 
Hywel Coleman 
University of Leeds, UK 
n ~ ·1 d 1· 
Indonesia berpenduduk 238 ju ta orang (Tempo, 2010), terdiri atas 33 provinsi 
dan ± 450 kabupaten/kota. Index Pembangunan Manusia: 111 dari 182 
negara (UNDP 2009). Pendapatan Bruto Nasional per orang: AS$1880 (World 
Bank, 2010). Bahasa nasional: Bahasa Indonesia (penutur asli ±23 juta, 9,7%) 
+ 718 bahasa lain (Lewis, 2009). 
Pakistan berpenduduk 169 juta orang (Gov't of Pakistan 2010), terdiri 
atas 8 'provinsi'. Index Pembangunan Manusia: 141 dari 182 negara (UNDP, 
2009). Pendapatan Bruto Nasional per orang: AS$950 (World Bank, 2010). 
Bahasa nasional: Bahasa Urdu (penutur asli ±11 juta, 6,8%), + 71 bahasa lain 
(Lewis 2009). 
2.1 ) Kebijakan Nasional tentang Bahasa dalam Pendidikan: Indonesia 
Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia. Ba-
hasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal 
pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/ 
atau keterampilan tertentu.' (Uncang-Undang No 2 Tahun 1989, Pasal 41 dan 
Pasal 42, Ayat 1). 
Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara . . . berfungsi sebagai peng-
antar pendidikan ... ' (Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 3). 
'Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendi-
dikan nasional. Bahasa pengantar ... dapat menggunakan bah asa asing untuk 
tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. 
Penggunaan bahasa Indonesia . . . tidak berlaku untuk satu an pendidikan 
asing a tau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing.' 
(Undang-Undang No 24 Tahun 20 09 Pasal 29 Ayat 1-3). 
62 
2.2) Kebijakan Nasional tentang Bahasa dalam Pendidikan: Pakistan 
Mulai dari Kelas I dan seterusnya bahasa Inggris (sebagai mata pelajaran), 
bahasa Urdu dan salah satu bahasa daerah harus diajarkan .. . 
Bahasa Inggris harus digunakan sebagai bahasa pengantar untuk sains dan 
matematika mulai dari Kelas IV dan seterusnya. 
Selama 5 tahun yang akan datang pemerintah provinsi boleh memilih: apakah 
sains dan matematika akan diajarkan dengan menggunakan bahasa Inggris, 
bahasa Urdu atau bahasa daerah resmi. Namun, setelah lima tahun, bahasa 
Inggris harus digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mata pelajaran 
terse but. 
Kesempatan untuk belajar bahasa Inggris akan diberikan kepada anak-anak 
dari latar belakang sosio-ekonomi yang lemah. 
Suatu kebijakan kebahasaan dalam pendidikan yang menyeluruh akan di-
kembangkan melalui konsultasi dengan pemerintah provinsi, distrik dan para 
pemangku kepentingan lainnya. (Kebijakan Pendidikan Nasional, 2009, hlm. 
28). 
3) 4 Daerah di 2 Negara 
Provinsi Jawa Barat berpenduduk 44 Juta, Kota Bandung berpenduduk 2,4 
juta, dan Kabupaten Cianjur berpenduduk 2,2 juta. Bahasa Sunda: 34 juta 
orang (Lewis, 2009). 
Provinsi Punjab berpenduduk 81,3 juta, bahasa Punjabi: 61 juta orang. 
Bahasa Saraiki: 14 juta orang (Lewis, 2009). 
Provinsi Sindh berpenduduk 55,0 juta Bahasa Sindhi : 19 juta orang (Lewis, 
2009). 
4.1) Kebijakan tentang Bahasa dalam Pendidikan Di Jawa Barat 
'Bahasa Sunda ... merupakan bahasa ibu bagi sebagian besar masyarakat 
Jawa Barat. Bahasa Sunda juga menjadi bahasa pengantar pembelajaran di 
kelas-kelas awal SD/MI. Berdasarkan kenyataan tersebut, bahasa Sunda 
harus diajarkan di sekolah-sekolah.' (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 
2006) 
4.2) Penggunaan Bahasa dalam Pendidikan: Bandung dan Cianjur 
Kota Bandung: Bahasa Sunda penggunaannya sangat terbatas atau bahkan 
tidak digunakan sama sekali sebagai bahasa pengantar di sekolah. Kabupaten 
Cianjur: Bahasa Sunda penggunaannya lebih menonjol, termasuk yang 
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digunakan sebagai bahasa pen gantar pada tahun-tahun pertama di sekolah 
dasar. 
5) Kebijakan dan Penggunaan Bahasa dalam Pendidikan: Punjab Dan 
Sindh 
Punjab: 
- Bahasa Inggris wajib digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mata 
pelajaran sains dari Kelas IV mulai bulan April 2010. 
- Bahasa Punjabi penggunaannya sangat terbatas atau bahkan tidak diguna-
kan sama sekali sebagai bahasa pengantar di sekolah. 
Sindh: Bahasa Sindhi penggunaannya lebih menonjol, termasuk sebagai ba-
hasa pengantar di sekolah dasar, khususnya pada tahun-tahun pertama. 
6 ) Kenapa Perbe daan Ini Bisa Terjadi? 
6.1) sejarah 
6.2) politik 
6.3) hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemahaman para 
pejabat di daerah 
6.4) lokasi di pedesaan atau perkotaan 
6.5) ketersediaan guru bahasa daerah yang dirasa kurang 
6.6) keragaman pengguna bahasa pada masyarakat setempat 
6. 7) sikap penutur asli terhadap bahasa mereka juga 
• Punjab: 'lbu-ibu telah membunuh bahasa mereka sendiri karena tidak 
diajarkan kepada anaknya.' 
• Bandung : gejala undak usuk basa, yaitu orang menjadi enggan untuk 
menggunakan bahasa Sunda dikarenakan takut salah memilih kata-
kata yang pas menurut kaidah undak usuk basa 
7) Kesimpulan 
Situasi kebahasaan dalam pendidikan di kedua negara ini sangat kompleks. 
Namun, ada beberapa kesamaan yang dapat diamati. Kebijakan kebahasaan 
pada tingkat nasional akan dipengaruhi oleh banyak faktor dalam implemen-
tasinya, terutama dalam proses pendidikan. 
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REVISITASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN BILINGUAL 
DI (RINTISAN) SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL 
Masitha Achmad Syukri 
Universitas Airlangga 
Abstrak 
Proses belajar-mengaJar di (Rintisan) Sekolah Bertaraf Internasional/ 
(R)SBI ditetapkan pelaksanaannya dalam bentuk pembelajaran bilingual. 
Makalah ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran terkait 
dengan kebijakan pembelajaran bilingual di (R)SBI tersebut dan diharap-
kan menjadi masukan untuk perencanaan nasional bagi pengembangan 
bahasa Indonesia di (R)SBI ataupun di perguruan tinggi dengan kelas-
kelas internasionalnya. Pembelajaran bilingual yang dalam hal ini dipa-
hami sebagai pembelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris alih-alih 
bahasa Indonesia di kelas RSBI untuk matematika, sains dan mata pe-
lajaran inti kejuruan, dilaksanakan secara bertahap, yakni mulai dari 
20%, 50%, hingga 100% pada tahap I, II, dan III selama tahap pendam-
pingan (tiga tahun pertama) dan tetap dilanjutkan 100% pembelajaran 
bilingual dalam tahap pemberdayaan dan mandiri. Dalam hal itu, baik 
guru maupun siswa harus menggunakan bahasa Inggris secara aktif 
dalam proses pembelajaran matematika, sains, dan mata pelajaran inti 
kejuruan. Selain itu, seluruh buku/bahan ajar dan evaluasi untuk mata 
pelajaran-mata pelajaran tersebut JUga diharuskan berbahasa Inggris. 
Bahkan, tenaga edukasi dan tenaga nonedukasi pun pada akhirnya juga 
harus menggunakan bahasa Inggris secara aktif dalam pengelolaan 
(R)SBI. Kondisi dengan pemahaman terhadap konsep bilingualisme (R)SBI 
tersebut berimplikasi pada penggunaan bahasa Indonesia yang tampak-
nya mulai tereduksi dalam ranah formal-ilmiah, yakni secara khusus 
dalam konteks pembelajaran formal. Untuk itu, perlu dipikirkan formula 
yang tepat untuk pengembangan bahasa Indonesia dalam konteks pe-
ngembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam pembelajaran 
formal pada khususnya, tanpa mengurangi makna dan dukungan terha-
dap penyelenggaraan program (R)SBI yang pada akhirnya bertujuan 
untuk meningkatkan daya saing bangsa tersebut. 
Kata kunci: (Rintisan) Sekolah Bertaraf Internasional, pembelajaran 
bilingual. 
1. Pengantar 
Era globalisasi ditandai dengan persaingan yang sangat ketat dalam bidang 
teknologi, manajemen, dan sumber daya manusia (SDM). Untuk menjawab 
tantangan tersebut, khususnya dalam bidang pendidikan, diperlukan pengua-
saan teknologi, keunggulan manajemen, dan SDM yang berkualitas untuk 
dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses peningkatan mutu pendi-
dikan di tanah air sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan 
dan daya saing bangsa di tingkat internasional. Sehubungan dengan hal itu, 
pemerintah memandang pentingnya u paya pembenahan sistem pendidikan 
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nasional untuk menyiapkan SOM unggul, berkualitas, dan berdaya saing 
tinggi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Sisdiknas) menjadi dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi 
sistem pendidikan nasional. 
UU tentang Sisdiknas tersebut menjadi dasar penyelenggaraaan pendi-
dikan bertaraf internasional sebagaimana tertuang pada Pasal 50, Ayat 3 yang 
menyatakan bahwa "Pemerintah dan/ atau Pemerintah Oaerah menyelengga-
rakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang 
pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf 
internasional." Upaya mengembangkan pendidikan bertaraf internasional 
diharapkan dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai 
implementasi dari UU tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan 
Nasional (Kemdiknas) mulai mengembangkan sekolah-sekolah yang ber-
potensi untuk melaksanakan program layanan pendidikan yang berkualitas 
dan menghasilkan lulusan yang diakui, baik secara nasional maupun inter-
nasional. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa 
program (Rintisan) Sekolah Bertaraf lnternasional atau (R)SBI yang mulai 
dikembangkan sejak tahun 2006. 
Di dalam pelaksanaan program (R)SBI tersebut, muncul pendapat pro 
dan kontra yang dipicu oleh interpretasi terhadap frase 'bertaraf internasio-
nal'. Bagi yang pro, program (R)SBI dianggap menjadi jawaban dunia pen-
didikan atas arus globalisasi, yakni sistem pendidikan harus dapat menjem-
batani dan menghantarkan anak didik masuk ke dunia global. Untuk itu, 
pendidikan di (R)SBI setidaknya diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mutakhir. Sementara itu, bagi 
yang kontra, program (R)SBI justru menimbulkan kesenjangan yang nyata 
antara peserta didik yang kaya dan peserta didik yang miskin. Peserta didik 
yang miskin tidak banyak memiliki kesempatan mengikuti pendidikan di 
(R)SBI oleh karena mahalnya biaya pendidikan di (R)SBI. Oengan demikian, 
program(R)SBI justru mengurangi akses warga negara untuk memperoleh 
pendidikan berkualitas. Sementara itu, persiapan SOM, yakni guru dan 
tenaga pendukung, sangatlah kurang sehingga menjadi polemik tersendiri 
pula. Selain itu, penyelenggaraan kelas bilingual (R)SBI yang menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dipandang berpotensi penuh meng-
geser penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa formal, bahasa pengantar 
dalam pendidikan nasional. 
Makalah ini memfokuskan diri pada upaya memahami kebijakan yang 
terkait dengan pembelajaran bilingual di kelas (R)SBI dan mencoba meng-
uraikan dampak yang muncul akibat penerapan kebijakan tersebut. Selanjut-
nya, akan diberikan usulan pembenahan atau perbaikan sistem yang secara 
khusus terkait dengan perencanaan pengembangan dan/atau mereposisikan 
bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan (R)SBI. 
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2. Pelaksanaan Program (R)SSBI dan Kelas Bilingual 
Pelaksanaan program (R)SBI dalam tataran operasional secara global diatur 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78 
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada 
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu , Kemdiknas juga me-
nerbitkan buku panduan penyelenggaraan (R)SBI untuk tingkat pendidikan 
dasar dan menengah pada tahun 2007, 2008, dan 2009 untuk edisi I, II, dan 
III. 
Menurut buku-buku panduan penyelenggaraan (R)SBI tersebut, (R)SBI 
adalah sekolah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan dan me-
ngembangkan keunggulan yang mengacu pada peningkatan daya saing yang 
setara dengan mutu sekolah-sekolah unggul tingkat internasional. Lebih jauh 
lagi, sekolah bertaraf internasional diperjelas sebagai satuan pendidikan yang 
diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) 
dan diperkaya dengan standar salah satu Negara Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD) dan/ atau negara maju lainnya. 
Setelah berjalan selama kurang lebih empat tahun , menurut catatan 
Kemdiknas, hingga September 2010 jumlah sekolah (R)SBI di Indonesia telah 
mencapai 1.110 sekolah yang terdiri a ta s 997 sekolah negeri dan 113 sekolah 
swasta. Berdasarkan jenjangnya, dari jumlah itu terdapat 195 SD RSBI, 299 
SMP RSBI, 321 SMA RSBI, dan 295 SMK RSBI. 
Terkait dengan tuntutan agar mampu bersaing secara global, pengguna-
an bahasa Inggris yang merupakan bahasa komunikasi global menjadi sebuah 
keniscayaan. Untuk itu, dalam penyelenggaraan program (R)SBI, bahasa 
Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran di kelas. 
Hal itu secara tegas dituangkan dalam kriteria keunggulan (R)SBI dalam 
Panduan Penyelenggaraan Program (R)SBI yang telah penulis ringkas dalam 
tabel 1 berikut. 
araan Pro ram RSBI 
Taha Tahap Tahap Mandiri 
Tahun I Tahun II Pemberdayaan/ (mulai tahun ke-
Konsolidasi (2 6) 
tahun 
20% 50% 100% 100% Pembelajaran 
Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran sepenuhnya 
secara secara secara secara dalam bahasa 
bilin al bilin al bilin al bilin al In ris 
Dalam dokumen yang ada tidak didapati secara lugas maksud pembe-
lajaran secara bilingual. Persentase mulai dari 20%, 50%, dan 100% me-
mungkinkan terjadinya interpretasi taksa: apakah jika 20% pembelajaran 
secara bilingual itu berarti 20% bahasa Inggris dan 80% bahasa Indonesia 
atau sebaliknya. Begitu juga dengan 50% pembelajaran secara bilingual. 
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Secara khusus, masalah a kan m u ncul untuk memahami 100% pembelajaran 
secara bilingual: 100% menggunakan dua bahasa a tau 100% menggunakan 
satu bahasa. Jika 100% menggunakan satu bahasa, tentu pembelajaran 
secara bilingual akan berubah menjadi pembelajaran secara monolingual. 
Oalam praktiknya, pembelajaran secara bilingual 20% dipahami sebagai 
20% menggunakan bahasa Inggris dan 80% menggunakan bahasa Indonesia 
di dalam kelas . Begitu juga untuk pembelajaran secara bilingual 50% di-
pahami sebagai 50% menggunakan bahasa Inggris dan 50% menggunakan 
bahasa Indonesia. Akhirnya, untuk 100% pembelajaran secara bilingual dipa-
hami sebagai pembelajaran yang menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya. 
Sementara itu, SOM di (R)SBI juga dituntut untuk memiliki kompetensi 
standar berbahasa Inggris (tabel 2), yakni mampu berkomunikasi dalam 
bahasa Inggris secara efektif yang ditunjukkan oleh capaian nilai TOEFL 
mulai dari >400 dan >450 untuk tenaga pendukung hingga >500 untuk guru 
dan kepala sekolah pada jenjang SMA. Kriteria semacam itu dianggap realistis 
untuk mengembangkan (R)SBI. Konsekuensinya, biaya yang dikeluarkan 
menjadi sangat tinggi untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris 
SOM . 
T b 12 K a e t ·s ompe ens1 tan d SDM RSBI ar 
Kompetensi standar SDM 
SATUAN SDM RSBI 
PENDIDIKAN Kemampuan Nilai 
standar T OEFL 
SMA Guru >500 
Kepala Sekolah >500 
Tenaga pendukung: Mampu 
a. Pustakawan berkomunikasi >450 
b . Laboran Biologi, Fisika, dalam baha s a >400 
Kimia , Baha sa, dan TIK Inggris secara 
c. Teknisi Laboratorium efektif >450 
Biologi, Fisika, Kimia, dan 
Baha sa >450 
d . Teknisi TIK >450 
e. Kepala Tenaga Adminis trasi 
Sekola h >400 
f. Ten a ga Administrasi 
Keuangan dan Akuntansi >400 
g . Tenaga Administrasi 
Kepegawaian >400 
h . Tenaga Administrasi 
Akademik >400 
i. Tenaga Administrasi Sarana 
dan Prasarana 











3. Dampak Penggunaan Bahasa Inggris sebagai Bahasa Pengantar dalam 
Proses Pembelajaran di (R)SBI 
Pembelajaran bilingual pada proses pembelajaran di (R)SBI mewajibkan peng-
gunaan bahasa Inggris sepenuhnya sebagai bahasa pengantar, khususnya 
untuk mata pelajaran matematika dan sains. Dardjowidjojo (1998) dalam 
Sukamto (2003) menyatakan bahwa keberanian untuk memakai bahasa asing 
sebagai bahasa pengantar berkaitan erat dengan era globalisasi yang 
memerlukan bahasa yang dapat dipakai sebagai wahana komunikasi antar-
bahasa. Dengan kata lam, keberadaan suatu bahasa sebagai bahasa inter-
nasional menjadi sangat penting. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa 
internasional. Dalam hal itu, Dardjowijojo menyatakan faktor-faktor yang me-
landasi bahasa Inggris sebagai bahasa intemasional, yakni bobot internal, 
jumlah pemakai, penyebaran geografis, wahana komunikasi ilmu, teknologi 
dan komunikasi, serta dominasi ekonomi dan dominasi politik. Bahasa Inggris 
telah menjadi bahasa internasional dan wahana komunikasi ilmu dan 
teknologi. 
Pada dasarnya, bahasa pengantar dalam pendidikan nasional telah di-
atur di dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Bab VII, Pasal 33, yakni (1) 
bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam 
pendidikan nasional; (2) bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa 
pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyam-
paian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu; (3) bahasa asing dapat 
digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk 
mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Aturan tersebut 
tentunya menjadi landasan utama dalam penetapan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. 
Sementara itu, terdapat aturan tentang bahasa pengantar yang tampak-
nya berlawanan dengan UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, Bab VII, Pasal 33 
tersebut, yakni Permendiknas No. 78 Tahun 2009, Bagian Ketiga, Pasal 5, 
Ayat 3, 4, dan 5. Ayat 3 berbunyi "SBI dapat menggunakan bahasa pengantar 
bahasa Inggris dan/ atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum 
internasional bagi mata pelajaran tertentu". Ayat 4 berbunyi "pembelajaran 
mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan Pendidikan 
Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah, dan muatan lokal menggunakan 
bahasa pengantar bahasa Indonesia". Ayat 5 berbunyi "Penggunaan bahasa 
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pengantar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dimulai dari kelas IV untuk SD". 
Kebijakan bilingual dan/atau penggunaan bahasa Inggris sepenuhnya di 
dalam proses pembelajaran di (R)SBI sebagaimana tersebut di atas telah 
mereduksi pemakaian bahasa Indonesia secara sistematis. Penyelenggaraan 
kelas bilingual (R)SBI tersebut berpotensi penuh menggeser penggunaan ba-
hasa Indonesia sebagai bahasa formal, bahasa pengantar dalam pendidikan 
nasional. Hal itu dapat juga memicu pergeseran paradigma berpikir para 
siswa terhadap bahasa Indonesia. Mereka cenderung lebih banyak belajar 
bahasa Inggris dibandingkan belajar bahasa Indonesia karena mereka ber-
pikir bahwa bahasa Inggris jauh lebih penting bagi masa depan mereka. 
Dengan demikian, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah siapa lagi 
yang akan menggunakan bahasa Indonesia untuk kepentingan komunikasi 
dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. 
Selain itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait dengan dam-
pak psikologis penggunaan bahasa Inggris secara penuh pada pembelajaran 
matematika, sains, dan kejuruan. Kenyataan umum yang terjadi di kalangan 
siswa SD hingga SMA menunjukkan bahwa matematika dan sains terkategori 
sebagai mata pelajaran yang relatif sulit dipahami kendati diajarkan dalam 
bahasa Indonesia, apalagi jika diajarkan dalam bahasa asing atau bahasa 
Inggris. Terdapat kemungkinan siswa menjadi lebih tertekan dan tidak 
termotivasi untuk mendalami mata pelajaran tersebut karena mereka harus 
bekerja keras untuk dapat memahami mata pelajaran tersebut dalam bahasa 
asing atau bahasa Inggris. Perhatian yang penuh perlu diberikan pada siswa 
SD karena mereka berada pada jenjang pendidikan dasar, pada saat 
pemahaman konsep dasar berbagai ilmu pengetahuan menjadi sangat penting 
untuk mereka miliki. 
Terkait dengan penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar 
dalam pendidikan, terdapat fenomena menarik pada beberapa negara di Asia, 
Cina, dan Jepang, misalnya. Mereka cenderung melestarikan penggunaan 
bahasa mereka dalam ranah formal-ilmiah. Bahasa Inggris tetap digunakan, 
tetapi tidaklah sampai menggeser bahasa mereka sebagai bahasa pengantar 
dalam pendidikan nasional mereka. Mereka bangga menggunakan bahasa 
mereka secara mendunia. Sementara itu, pemerintah Malaysia pada tahun 
2002 menyatakan bahwa mulai 2003 dan seterusnya, pengajaran sains dan 
matematika dilakukan dengan menggunakan bahasa Inggris dengan tujuan 
supaya Malaysia tidak menjadi negara yang tertinggal di era globalisasi. Akan 
tetapi, kebijakan tersebut mendapat banyak kritikan dari kalangan aktifis dan 
linguis. Akhirnya, pada tahun 2009 pemerintah Malaysia mengumumkan 
bahwa kebijakan tersebut akan diganti pada tahun 2012, yakni pengajaran 
mata pelajaran tersebut akan kembali dilakukan dengan menggunakan 
bahasa Melayu. 
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Ihwal yang terjadi pada negara tetangga tersebut pada dasarnya menun-
jukkan bahwa bahasa merupakan komponen nasionalisme. Bahasa menjadi 
sangat penting dalam upaya mempersatukan bangsa. Melalui perbandingan 
kepadaan geolinguistik antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, Gunar-
wan dalam Purwa (2000) menunjukkan bahwa secara teoretis, bahasa Inggris 
mengancam kedudukan bahasa Indonesia. Jika bagi orang Indonesia bahasa 
Inggris menjadi semakin penting, loyalitas orang Indonesia kepada bahasa 
Indonesia menjadi berkurang. Hal itu, menurut Gunarwan, disebabkan oleh 
nasionalisme yang kita miliki adalah nasionalisme endoglosik, yakni berdasar-
kan bahasa yang berasal dari wilayah Indonesia. Menurunnya loyalitas ter-
sebut menyebabkan turunnya pula nasionalisme orang Indonesia. Bahkan, di 
kalangan orang Indonesia terdapat kecenderungan menilai bahasa Inggris 
lebih bergengsi daripada bahasa Indonesia. 
Tampaknya, telah muncul pula kecenderungan orang Indonesia untuk 
menilai (R)SBI memiliki gengsi yang lebih tinggi karena menggunakan bahasa 
Inggris dalam proses pembelajarannya. Apalagi, penggunaan bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar juga telah dilegalkan oleh aturan yang berlaku. 
Kondisi tersebut dapat semakin menyusutkan keyakinan dan loyalitas orang 
Indonesia kepada bahasa Indonesia sendiri. Pada akhirnya, kondisi tersebut 
akan cenderung melemahkan persatuan Indonesia. 
4 . Upaya-Upaya Yang Perlu Dilakukan 
Penggunaan bahasa Inggris sepenuhnya dalam proses pembelajaran di (R)SBI 
perlu dikaji ulang. Bahasa Inggris memang diperlukan untuk dapat meng-
akses teknologi. Akan tetapi, bahasa Indonesia harus tetap diberi ruang se-
bagai bahasa pengantar dan digunakan secara efektif pula dalam kegiatan-
kegiatan ilmiah, baik secara lisan maupun secara tertulis. Penggunaan ba-
hasa Indonesia sebagai bahasa pengantar tidak dapat ditiadakan dalam pro-
ses pembelajaran atau dalam ranah Hmiah. Jika seluruh sekolah diarahkan 
untuk menjadi (R)SBI, ketika sampa1 pada tahap mandiri, hal yang sangat 
mudah diprediksi adalah tak ada satu sekolah pun yang menggunakan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa formal/resmi pembelajaran atau di ranah 
ilmiah, khususnya untuk mata ajaran tertentu. Untuk itu, perlu diambil ke-
bijakan yang tegas dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa 
Indonesia dalam penyelenggaran pendidikan (R)SBI. 
Secara khusus pula harus dipikirkan perencanaan yang matang untuk 
pengembangan kompetensi bahasa Indonesia siswa melalui pengembangan 
kurikulum bahasa Indonesia, misalnya pemajanan siswa secara intensif pada 
bahasa Indonesia akademik. Siswa diberi bekal yang memadai untuk menulis 
dan memberikan presentasi atau menyajikan makalah secara ilmiah dalam 
bahasa Indonesia sesuai dengan jenjang masing-masing. Hal itu tentu akan 
menjadi penyeimbang berbagai upaya peningkatan bahasa Inggris siswa 
(R)SBI. 
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Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia merupakan piranti yang 
penting untuk penyatuan dan kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia menjadi 
identitas bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan pula kurikulum yang dapat 
menumbuh-kembangkan loyalitas siswa kepada bahasa Indonesia dan bangga 
berbahasa Indonesia. Pada akhirnya, meningkatnya loyalitas dan kebanggaan 
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KAMUS BILINGUAL DALAM PEMBINAAN BAHASA 
Deny Amos Kwary 
Pusat Leksikografi, Universitas Aarhus, Denmark 
Abstrak 
Kamus telah sering disebutkan sebagai sebuah alat yang sangat diper-
lukan bagi pembinaan bahasa. Namun, di banyak negara perhatian 
hanya terfokus pada kamus monolingual. Kamus bilingual jarang, jika 
benar, digunakan sebagai salah satu alat untuk pembinaan bahasa. 
Dengan meratanya bahasa Inggris di Indonesia, maka lebih lazim bagi 
rakyat Indonesia memiliki kamus Inggris-Indonesia daripada kamus 
komprehensif bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seba-
gai akibatnya, Pusat Bahasa sangat diharapkan menyusun kamus Ing-
gris-Indonesia untuk memperkuat pembinaan bahasa. Produksi kamus 
ini harus didasarkan pada teori leksikografi modern untuk memastikan 
bahwa fungsi utama kamus itu dapat terpenuhi secara memuaskan. 
Diskusi dalam makalah ini dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian 
pertama memeriksa kamus Inggris-Indonesia yang paling populer dalam 
masyarakat Indonesia, baik yang tercetak maupun yang dalam jaringan 
(daring), dan menunjukkan bagaimana kamus-kamus itu dapat memiliki 
dampak negatif pada usaha pembinaan bahasa. Bagian kedua menjelas-
kan masalah yang berhubungan dengan pendekatan deskriptif dan pres-
kriptif, dan mengusulkan pendekatan baru yang membolehkan pe-
menuhan fungsi kamus dan masuknya basis empiris. Bagian ketiga men-
demonstrasikan bagaimana melaksanakan pendekatan baru ini, bersama 
dengan teori modern tentang fungsi leksikografi untuk menciptakan 
kamus bahasa Inggris-Indonesia yang lebih baik bagi rakyat Indonesia, 
yang dapat digunakan sebagai salah satu alat pembinaan bahasa. 
Kata kunci: pembinaan bahasa, kamus, deskriptif, preskriptif, proskrip-
tif, fungsi leksikografi, kebutuhan pengguna, resepsi teks, 
produksi teks, terjemahan. 
1. Pendahuluan 
Sebagai bahasa yang relatif baru, bahasa Indonesia memerlukan beragam alat 
untuk mendukung pembinaannya. Dalam makalah ini, saya mengusulkan 
penyusunan sebuah kamus Inggris-Indonesia yang baru untuk digunakan 
sebagai salah satu dari alat ini. Saya terdorong untuk mengusulkan alat ini 
setelah membaca artikel yang ditulis oleh Moeliono di koran Kompas dan 
diterbitkan kembali pada laman Pusat Bahasa pada 17 November 2009. 
Dalam artikel ini, Moeliono mempertanyakan penggunaan kata Inggris summit 
alih-alih kata Indonesia rembuk dalam judul National Summit 2009. Moeliono 
mengungkapkan keprihatinannya mengenai fakta bahwa sebagian besar 
pegawai pemerintah tidak memiliki dan tak pernah merujuk pada Kamus 
Besar Bahasa Indonesia-KBBJ. Sebagai pengajar di sebuah universitas Indo-
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nesia, saya menemukan kasus yang sama pada mahasiswa Indonesia. Sangat 
jarang saya menemukan mahasiswa yang memiliki KBBI, kecuali mereka yang 
mengambil jurusan bahasa Indonesia. 
Undang-Undang No. 24/2009 telah mewajibkan penggunaan bahasa 
Indonesia dalam forum nasional. Namun, tidaklah bijaksana mengeluarkan 
undang-undang semacam itu tanpa memberi alat yang relevan untuk men-
dukung pelaksanaannya. KBBI, yang telah digunakan sebagai salah satu alat 
utama dalam pembinaan bahasa, dapat juga digunakan untuk mendukung 
implementasi ini. Masalahnya adalah bahwa KBBI tidak populer bagi masya-
rakat Indonesia. Mereka tidak merasa membutuhkan KBBI. Dalam contoh di 
atas, para penentu topik-topik forum itu tampaknya sungguh akrab dengan 
kata Inggris summit, tetapi tidak mengenal kata Indonesia rembuk. Jika me-
reka menyadari penuh akan keberadaan undang-undang itu, mereka mung-
kin akan mencoba mencari padanan Indonesia dari kata Inggris summit dalam 
kamus Inggris-Indonesia. Jika mereka menggunakan laman http: kamus.net, 
yang menyatakan diri sebagai kamus Indonesia yang paling besar dan paling 
populer, mereka hanya akan menemukan puncak ('peak') sebagai padanannya 
yang pasti tidak cocok dengan konteks itu. Kemungkinan lain, jika mereka 
mencari padanan dari laman glosarium Inggris-Indonesia (http:/ /pusat 
bahasa.depdiknas.go.id/ glosarium) yang dibuat oleh Pusat Bahasa, mereka 
tidak akan menemukan hasil apa pun. Karena mereka tidak dapat menemu-
kan padanan Indonesia yang tepat untuk kata Inggris summit, masuk akal 
jika mereka hanya akan menggunakan kata Inggris itu. 
Kamus telah sering dipilih sebagai salah satu dari alat informasi yang 
paling berharga untuk pembinaan bahasa. Lewis dan Trudell (2010:269) me-
nyatakan bahwa penyusunan kamus adalah salah satu dari proses linguistik 
dalam pembinaan bahasa. Coulmas (1999:127) menyebut kamus sebagai alat 
yang sangat dibutuhkan dalam pembinaan bahasa. Namun, sebagian besar 
pakar hanya mengaitkan kamus monolingual dengan pembinaan bahasa. 
Bergenholtz dan Gouws (2006:29) adalah beberapa dari pakar pertama yang 
secara eksplisit menyebut kamus bilingual sebagai alat informasi dalam 
kebijakan bahasa yang terkait erat dengan pembinaan bahasa. Dalam maka-
lah ini, direkomendasikan bahwa sebuah kamus bilingual, atau kamus 
Inggris-Indonesia, digunakan sebagai salah satu alat untuk mendukung usa-
ha pembinaan bahasa. 
Sekarang, ketika bahasa Inggris lebih merata di Indonesia, lebih lazim 
menemukan masyarakat Indonesia yang memiliki kamus Inggris-Indonesia 
daripada yang memiliki KBBI meskipun, seperti ditunjukkan di atas, kamus 
Inggris-Indonesia mutakhir itu tidak dapat memainkan peran yang nyata 
dalam pembinaan bahasa Indonesia. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan 
dapat merusak usaha pembinaan bahasa. Penjelasan lebih jauh tentang 
pengaruh negatif kamus Inggris-Indonesia mutakhir, baik yang tercetak mau-
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pun yang daring (dalam jaring), terhadap pembinaan bahasa Indonesia disaji-
kan dalam seksi yang berikut. 
2. Permasalahan dengan Kamus Inggris-Indonesia Mutakhir 
Kamus Inggris-Indonesia digunakan secara lebih luas oleh rakyat Indonesia 
daripada KBBI. Sayangnya, penggunaan kamus Inggris-Indonesia mutakhir 
sebagai rujukan dan perkakas informasi benar-benar dapat melemahkan 
usaha pembinaan bahasa. Dalam makalah ini, dua kamus Inggris-Indonesia 
yang populer akan dianalisis. Yang pertama adalah Kamus Inggris-Indonesia 
(Echols dan Shadily, 1975/2007), yang sudah mengalami cetak ulang ke-29 
pada tahun 2007, bukti jelas bahwa ia ada di mana-mana di Indonesia. Yang 
kedua adalah kamus daring Inggris-Indonesia yang benar-benar populer di 
antara orang Indonesia dan tersedia dengan bebas pada http:kamus.net. 
Paling sedikit tiga masalah dapat diidentifikasi pada kamus-kamus itu yang 
membuat mereka menjadi faktor dalam melemahnya pembinaan bahasa Indo-
nesia. Tiga faktor ini adalah padanan yang ketinggalan zaman, padanan yang 
salah ejaan, dan padanan yang tidak tepat. Masing-masing dibahas dalam 
paragraf yang berikut. 
Bahasa berkembang sepanjang waktu, dan perubahan dapat terjadi 
entah dalam ortografi atau dalam makna kata. Perubahan semacam itu 
sedang terjadi dengan cepat, khususnya dalam bahasa Indonesia yang me-
rupakan bahasa yang relatif baru. Sayangnya, perubahan ini tidak dimasuk-
kan ke dalam kamus bilingual. Satu contoh tentang padanan yang kuno ada-
lah kata Inggris bachelor. Baik Kamus Inggris-Indonesia maupun http: 
kamus.net masih menyebutkan sarjana muda sebagai salah satu padanan 
untuk nomina Inggris bachelor. Pada masa yang lalu, sistem pendidikan di 
Indonesia membedakan tingkat sarjana muda, dengan gelar Bachelor of Arts, 
dan tingkat sarjana, dengan gelar doktorandus atau doktoranda. Sejak tahun 
1993, sebagai tanggapan terhadap keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No . 036 /U / 1993, gelar doktorandus atau doktoranda tidak lagi 
digunakan di Indonesia. Dengan sistem pendidikan terbaru itu, kata lnggris 
bachelor harus diterjemahkan dengan sarjana strata satu. Sayangnya, pa-
danan ini tidak dimasukkan ke dalam kamus dwibahasa. Jadi, beberapa 
orang, termasuk para penerjemah, dapat terperangkap menggunakan pa-
danan yang ketinggalan zaman untuk kata Inggris itu. 
Masalah kedua dengan kamus dwibahasa adalah padanan salah ejaan . 
Dengan pengaruh bahasa-bahasa lokal, sangatlah umum untuk menemukan 
padanan Indon esia yang salah ejaan dalam kamus Inggris-lndonesia. Bebe-
rapa contoh kata yang salah ejaan adalah pilem alih-alih film, dan kopor alih-
alih koper. Padanan yang salah ejaan dapat juga terjadi karena pengetahuan 
yang buruk para leksikografer dwibahasa mengenai kaidah ejaan standar 
dalam bah asa Indonesia. Satu contoh adalah nomina lnggris object. Kamus 
Inggris-Indonesia dan Kamus.net menerjemahkan object sebagai obyek, yang 
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merupakan ejaan yang tak baku, alih-alih ejaan baku objek. Masyarakat 
Indonesia yang berkonsultasi pada kamus dwibahasa ini akan cenderung 
menggunakan padanan yang salah ejaan ini; dan dengan demikian melemah-
kan usaha pembinaan bahasa. 
Masalah ketiga dengan kamus bilingual itu adalah syarat atau ketentu-
an tentang padanan yang tidak tepat. Contoh khas dari tipe masalah ini 
adalah padanan Indonesia untuk kata Inggris summit, yang disebutkan dalam 
Seksi l. Sebuah pencarian padanan kata ini dalam laman http: kamus.net 
tanggal 4 Agustus 2010 hanya memperlihatkan satu hasil, yaitu "puncak", 
yang dikaitkan dengan puncak gunung. Jika si pengguna kamus itu 
berkonsultasi dengan Kamus Inggris-Indonesia, ia akan menemukan artikel 
kamus yang berikut. 
summit/ ... / kb. puncak. s. conference konperensi tingkat tinggi. 
Karena national summit itu dikaitkan dengan konferensi, kamus m1 
dapat menggiring para penggunanya untuk menerjemahkannya sebagai kon-
perensi tingkat tinggi, yang bukan hanya tidak tepat, tetapi juga salah ejaan. 
Ini adalah padanan yang disebutkan Moeliono sebagai favorit media pers, 
tetapi dengan huruf -f- (konferensz) bukan dengan huruf -p (konperensz) ejaan 
tak baku yang diberikan dalam kamus itu. Sayangnya, padanan tak baku 
konperensi tingkat tinggi itu masih digunakan dalam beberapa dokumen 
resmi. Berdasarkan pencarian lanjutan pada http:/ /google.co.id atas frase 
yang cermat itu dan hanya dalam laman berbahasa Indonesia saja, masih ada 
ratusan temuan untuk konperensi tingkat tinggi. Salah satunya ada dalam 
pengumuman berita (press release) No. 84/PR/XII/2003 dari Departemen 
Luar Negeri tanggal 6 Desember 2005. Contoh lain adalah Keputusan 
Presiden No. 20/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2001. 
Untuk memecahkan masalah yang dikemukakan di atas, perlulah di-
susun sebuah kamus Inggris-Indonesia yang tidak bermasalah dan dapat 
digunakan sebagai alat untuk pembinaan bahasa. Namun, sebelum mem-
bahas langkah-langkah yang diusulkan untuk menyusun kamus itu, kita 
perlu mengevaluasi dua pendekatan yang sering digunakan dalam leksikografi 
untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pendekatan itu dan 
merasionalisasikan penggunaan pendekatan baru yang disebuit leksikografi 
proskriptif. 
3. Menyeleksi antara Leksikografi yang Preskriptif, Deskriptif, dan 
Proskriptif 
Dua pendekatan yang biasa digunakan dalam pembuatan kamus adalah lek-
sikografi preskriptif dan leksikografi deskriptif. Hartmann dan James (2002: 
111) mendefinisikan leksikografi preskriptif sebagai 'pendekatan dalam penyu-
sunan kamus yang didasarkan pada sikap-sikap normatif seperti bagaimana 
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bahasa atau variasi bahasa harus digunakan bukan fakta-fakta yang diamati 
tentang penggunaannya.' Jika pendekatan ini diikuti dalam pembuatan 
kamus Inggris-Indonesia, kata entri bahasa Inggris seperti influence (verba) 
hanya akan ditemani oleh satu padanan Indonesia, yaitu memengaruhi. 
Sebagian besar rakyat Indonesia mungkin menganggap padanan ini aneh 
karena ejaannya tidak sesuai dengan fakta yang diamati mengenai adat 
penggunaannya. Jauh lebih lazim menemukan kata mempengaruhi daripada 
kata memengaruhi dalam dokumen Indonesia. Sebagai perbandingan, pen-
carian lanjutan pada 5 Agustus 2010 yang menggunakan http:/ /google.co.id 
untuk semua dokumen yang ditulis dalam bahasa Indonesia menunjukkan 
233.000 kali untuk memengaruhi dan 1.050.000 kali untuk mempengaruhi. 
Mempertimbangkan fakta bahwa mempengaruhi digunakan jauh lebih 
sering daripada memengaruhi, saya tidak pernah menemukan kamus Inggris-
Indonesia apa pun yang memberi padanan memengaruhi untuk kata Inggris 
influence (verba). Ini dapat menunjukkan bahwa kamus Inggris-Indonesia 
mutakhir menggunakan pendekatan deskriptif, alih-alih pendekatan 
preskrip tif. Menurut Hartmann dan James (2002:37), leksikografi deskriptif 
adalah 'pendekatan kepada penyusunan kamus yang didasarkan pada fakta 
yang diamati mengenai bahasa atau variasi bahasa bukan sikap tentang 
bagaimana harus digunakan.' Dengan pendekatan ini, menjadi masuk akal 
bahwa kamus dwibahasa itu cenderung menunjukkan padanan yang biasa 
digunakan, bukan padanan standar yang disarankan oleh Pusat Bahasa. 
Kondisi ini tentu saja mempunyai efek negatif pada usaha pembinaan bahasa 
Indonesia. 
Pelaksanaan nyata dari pendekatan deskriptif itu, yang bersandar pen uh 
pada bukti korpus, menunjukkan masalah yang bahkan lebih banyak, tidak 
hanya untuk usaha pembinaan bahasa, tetapi juga untuk para pengguna 
kamus. The Cambridge Guide to English Usage (CGEU) yang disusun di Pusat 
Riset Kamus Universitas Macquarie oleh Peters pada tahun 2004 adalah salah 
satu contoh tentang kamus yang menggunakan pendekatan deskriptif dan 
didasarkan terutama pada bukti korpus. Dalam Prakata CGEU itu, Peters 
(2004:vii) menyebutkan bahwa CGEU membolehkan para pembaca memilih 
gaya m ereka sendiri. Sayangnya, para pengguna kamus biasanya tidak 
mengetahui gaya yang mana yan g harus dipilih. Perhatikanlah contoh artikel 
kamus yang berikut dari CGEU (2004:20): 
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adviser atau advisor 
Kedua ejaan ini masih digunakan sekarang ini meskipun adviser adalah 
ejaan yang dominan, baik di Amerika Serikat (AS) maupun d i Inggris. 
Perbandingan penggunaan dalam data Amerika dari CCAE adalah 20 : 1 
d an dalam data Britis h dari BNC 6 : 1. Anehnya, advisor kadang-kadang 
dikatakan sebagai "ejaan Amerika". Oxford Dictionary (1989) mencatat fre-
kuensi ejaan -or dalam judul orang-orang yang memberi advis "terutama 
di AS," dan penggunaan setengah resmi ini tidak ragu telah membantu 
membuat orang menyadarinya. Namun, Oxford mendaftar advisor hanya 
sebagai varian dari adviser, dengan kata utama yang tidak independen 
bahkan untuk perujukan-silang. Ejaan adviser itu konsisten dengan 
mayoritas kata agens yang dibentuk dalam bahasa Inggris (lihat -er/-or) 
dan ia berasal dari abad ke-17, menurut kutipan Oxford, padahal advisor 
pertama kali direkam beberapa saat sebelum tahun 1900. Apakah ia 
hanya ejaan ulang dari adviser atau pembentukan kembali dari advisory 
adalah masalah yang dapat diperdebatkan. Akan tetapi, apa pun masa 
lalunya, advisor tercatat di sampmg adviser dalam kebanyakan kamus 
Inggris, Amerika, Kanada, dan Australia. 
Setelah membaca artikel kamus yang panjang m1, saya ragu bahwa para 
pengguna kamus mengetahui ejaan yang mana -adviser atau advisor- yang 
harus mereka gunakan, terutama setelah membaca kalimat terakhir itu. Hal 
ini didukung oleh Allen (2009:358) yang menunjukkan bahwa "melaporkan 
temuan dan bukan memberi aturan boleh jadi akan membiarkan para 
pengguna bingung". Kasus yang sama akan terjadi jika kita menerapkan 
pendekatan deskriptif dan bukti korpus itu pada kamus Inggris-Indonesia. 
Jika kita hanya mendaftar semua padanan yang mungkin dalam kamus itu, 
tidaklah mungkin bahwa para pengguna akan dapat memilih padanan yang 
tepat. 
Seperti dijelaskan di atas, penyusunan leksikografi preskriptif atau des-
kriptif bukanlah terbaik dalam penyusunan kamus. Dalam kasus ini, pende-
katan baru diperlukan untuk memberi solusi leksikografis yang lebih baik 
bagi para pengguna kamus. Bergenholtz (2003) mengusulkan pendekatan 
yang disebut leksikografi proskriptif. Harus dicatat di sini bahwa istilah 
proskriptif itu tidak berkaitan dengan kata Inggris yang berarti 'terlarang'. 
Bergenholtz memperoleh istilah proskriptif dari kata Latin proscribere yang 
berarti 'mengumumkan' atau 'memasyarakatkan'. 
Berdasarkan pendekatan proskriptif itu, seorang penyusun kamus 
masih menggunakan hasil-hasil dari bukti korpus seperti dalam kasus pen-
dekatan deskriptif. Namun, penyusun kamus tidak hanya memberi informasi 
kepada para pengguna tentang penggunaan bahasa, tetapi juga menyatakan 
varian yang mana yang harus mereka pilih jika ada lebih dari satu kemung-
kinan (Bergenholtz 2003:77). Implementasi leksikografi proskriptif itu dapat 
dilihat dalam artikel kamus yang berikut untuk kata Denmark vejlede dan 
kraftvarmevcerk 
vejlede verba < -r vejledte, -t > 
Dewan Bahasa Denmark membolehkan hanya preterite dan past tense 
vejledede dan vejledt, infleksi yang tidak terlalu sering. 
kraftvarmevaerk nomina < et; -et, -er, -erne > 
Ejaan lain dengan tanda hubung adalah mungkin: kraft-varmevcerk atau 
kraft-varme-vcerk. Mereka tidak direkomendasikan. Mereka sungguh jarang 
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dalam penggunaan bahasa, yaitu oleh para pakar bidang tertentu. Dewan 
Bahasa Denmark hanya membolehkan ejaan dengan dua tanda hubung: 
kraft-varme-vcerk. 
(Sumber: Bergenholtz, 2003:78). 
Dalam contoh di atas, kita dapat melihat bahwa semua varian disajikan, 
dan opsi yang direkomendasikan oleh Dewan Bahasa Denmark juga 
dinyatakan, tidak penting apakah mereka sering ada atau tidak di dalam 
korpusnya. Jika kita menggunakan pendekatan leksikografi proskriptif untuk 
kamus Inggris-Indonesia, kita dapat mempunyai artikel kamus seperti yang 
berikut untuk kata Inggris influence (V). 
influence verba < -s, -d , -d, -ing > 
memengaruhi, mempengaruhi. Bentuk mempengaruhi adalah bentuk yang 
lebih sering. Pusat Bahasa membolehkan hanya memengaruhi. KLIK DI 
SINI untuk melihat penjelasan tentang kaidah pembentukan kata bahasa 
Indonesia. 
Artikel kamus di atas cocok untuk kamus elektronik. Jika digunakan 
dalam kamus cetak, kalimat terakhir dalam contoh di atas itu harus diubah 
menjadi 'Lihat penjelasan tentang pembentukan kata bahasa Indonesia dalam 
Apendiks." Informasi tambahan ini berguna bagi para pengguna kamus yang 
ingin mengetahui mengapa bentuk memengaruhi terseleksi sebagai bentuk 
standar dan mengapa bentuk mempengaruhi tidak berterima. Karena tidak 
semua pengguna kamus membutuhkan informasi ini, ia tidak harus diletak-
kan dalam artikel kamus. Lebih baik informasi itu ditenempatkan dalam 
Apendiks yang berfungsi sebagai pedoman bagi kaidah pembentukan kata 
bahasa Indonesia. 
Seperti yang dapat kita lihat dalam artikel kamus itu, baik varian stan-
dar maupun nonstandar disajikan, di samping penjelasan yang didasarkan 
pada bukti korpus dan rekomendasi dari dewan bahasa. Dengan mengguna-
kan pendekatan leksikografi proskriptif ini, kamus Inggris-Indonesia itu akan 
menunjukkan kepada para penggunanya semua bentuk yang mungkin yang 
ditemukan dalam korpus dan mendukung usaha pembinaan bahasa. Pe-
doman langkah demi langkah untuk menciptakan kamus yang berdasarkan 
fondasi teoretis itu disajikan dalam seksi yang berikut. 
4 . Pelaksanaan Teori Fungsi Leksikografis dalam Menciptakan Kamus 
Kamus harus diciptakan berdasarkan fondasi teoretis yang sehat. Dalam 
makalah ini, teori yang terpilih untuk diterapkan adalah teori modern tentang 
fungsi leksikografis. Ada dua alasan utama untuk memilih teori ini. Yang 
pertama adalah sifat transformatif, yang berarti bahwa ia tidak hanya me-
letakkan fondasi teoretis yang kuat untuk tinjauan dan kritik kamus yang 
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tidak melakukan peran mereka secara optimal, tetapi juga berusaha memberi 
solusi yang baru dan lebih baik kepada masalah leksikografis (Tarp, 2008:84). 
Yang kedua adalah fokus terletak pada para pengguna kamus. Pentingnya 
berfokus kepada para pengguna telah dinyatakan oleh beberapa pakar. 
Bogaards (1999: 118) mendesak para penyusun kamus untuk lebih sering dan 
secara lebih sistematis mengangkat sudut pandang para pelajar atau para 
pengguna kamus itu, sedangkan Atkins dan Rundell (2008) membuat sebuah 
bagian khusus tentang penyesuaian entri dengan si pengguna yang 
membutuhkannya. 
Teori modern tentang fungsi leksikografis itu berasal dari Centre for 
Lexicography of Aarhus School of Business, Denmark, dan telah dikembang-
kan sejak awal tahun 1990-an, bd. Tarp (1992, 2008). Bergenholtz dan Tarp 
(1995, 2003), Nielsen (1994a) serta Bergenholtz dan Nielsen (2006). Teori ini 
telah dianggap sebagai salah satu sumbangan yang paling penting dan lebih 
mutakhir di bidang leksikografi teoretis (Gouw 2007:66), karena telah me-
mungkinkan penciptaan konsep-konsep inovatif dan terlaksana dengan ber-
hasil dalam beberapa kamus yang menonjol, seperti Kamus Inggris-Denmark, 
kamus Denmark-Jerman, dan kamus Denmark-Spanyol. 
1) Menentukan Fungsi Kamus dan Profil Penggunanya 
Seperti yang ditunjukkan oleh nama teori itu, teori fungsi leksikografis ini 
mengharuskan para penyusun kamus untuk menentukan fungsi kamus itu 
pada tahap awal dalam penciptaan kamus. Tarp (2008: 81) mendefinisikan 
fungsi leksikografis sebagai "pemenuhan tipe-tipe kebutuhan khusus yang 
secara leksikografis relevan yang muncul pada tipe pengguna potensial yang 
khusus di dalam tipe situasi ekstra-leksikografis yang khusus." Untuk fungsi-
fungsi yang berorientasi komunikasi, Bergenholtz dan Tarp (2003: 176) 
menyatakan bahwa fungsi yang paling penting adalah membantu para peng-
guna dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan: 
(1) resepsi/penerimaan teks dalam bahasa asli 
(2) produksi teks dalam bahasa asli 
(3) resepsi teks dalam bahasa asing 
(4) produksi teks dalam bahasa asing 
(5) terjemahan teks dari bahasa asli ke bahasa asing 
(6) terjemahan teks dari bahasa asing ke bahasa asli. 
Dari enam fungsi yang berorientasi komunikasi di atas, satu yang ter-
pilih dalam kajian ini adalah terjemahan teks dari bahasa asing ke bahasa 
asli karena fungsi terpenting dalam hubungan dengan kamus Inggris-Indo-
nesia adalah untuk mendukung usaha pembinaan bahasa. Hal itu juga ber-
kaitan dengan masalah yang diidentifikasi dalam Seksi 1 sehubungan dengan 
kebutuhan menerjemahkan kata Inggris summit ke dalam bahasa Indonesia. 
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Kamus itu diharapkan dapat membantu orang Indonesia ketika mereka ingin 
menemukan padanan Indonesia dari kata Inggris . 
Setelah menyeleksi fungsi utama kamus, langkah berikutnya adalah 
menentukan profil pengguna untuk memastikan apa yang mereka butuhkan 
dalam situasi khusus dan bantuan yang dapat diberikan kamus untuk me-
menuhi kebutuhan pengguna itu. Profil pengguna kamus itu harus digam-
barkan dengan teliti ketika menyusun kamus. Tanpa menetapkan tipe spe-
sifik para pengguna, kamus hanya akan menjadi pajangan yang tidak mem-
beri manfaat kepada siapa pun. Profil pengguna adalah seperangkat ciri khas 
kelompok pengguna yang diharapkan sebuah kamus. Landau (2001 :345) 
menunjukkan bahwa identifikasi pasar atau pengguna kamus adalah per-
timbangan pertama dalam penerbitan kamus, tetapi tidak menjelaskan bagai-
mana menentukan profil para pengguna kamus yang potensial. Atkins dan 
Varantola (2008:340) menyediakan teknik yang lebih jelas untuk menentukan 
profil pengguna kamus, yaitu dengan menggunakan lima pertanyaan berikut. 
• Pertanyaan 1 mencari informasi mengenai bahasa ibu para pengguna 
kamus. 
• Pertanyaan 2 tentang penilaian pengguna sendiri atas tingkat kompe-
tensi (pemula, menengah, lanjutan) dalam L2 pilihan mereka. 
• Pertanyaan 3 berkaitan dengan tugas terjemahan yang aktual yang 
tengah dilakukan, apakah itu Ll ke L2 atau L2 ke Ll. 
• Pertanyaan 4 mencari informasi mengenai bahasa dari kutipan terje-
mahan yang dipilih (mudah, sedang, sulit). 
• Pertanyaan 5 mencari informasi mengenai semua kamus yang diguna-
kan dalam perjalanan kerja terjemahan yang sedang direkam. 
Meskipun demikian, lima pertanyaan itu tidak transformatif sifatnya. Sebagi-
an besar pertanyaan adalah tentang pengalaman masa lalu para pengguna 
dalam menggunakan berbagai kamus dan mungkin saja akan menunjukkan 
beberapa ketidakkonsistenan. Jawaban terhadap pertanyaan 2 dan 4, yang 
didasarkan pada opini pribadi tentang para pengguna, adalah contoh ketidak-
konsistenan semacam itu. Untuk pertanyaan 2 seorang pengguna dapat 
mengidentifikasi dirinya sebagai maju/lanjut, sedangkan kompetensinya 
mungkin sama seperti para pengguna yang lain yang mengenali dirinya se-
bagai menengah. Penerapan yang sama pada pertanyaan 4, di mana seorang 
pengguna mungkin menganggap teks terpilih itu mudah, sedangkan peng-
guna lain menganggapnya sulit meskipun keduanya mengenali dirinya se-
bagai menengah pada pertanyaan 2. 
Pertanyaan 5 tidak begitu berguna juga untuk riset transformatif karena 
hanya mengidentifikasi kamus-kamus mana saja yang telah digunakan oleh 
para pengguna. Di samping itu, jawabannya mungkin tidak mencerminkan 
kondisi aktual untuk paling sedikit dua situasi yang berikut. Situasi pertama 
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adalah seorang pengguna yang memiliki dua kamus, tetapi !.,.1~Hggunakan 
salah satu jauh lebih sering. Situasi kedua adalah seorang r-engguna yang 
memiliki beberapa kamus dan menggunakan semuanya, tetapi tidak ingat 
judul dan penerbitnya. Dua situasi itu tentu saja akan mengubah hasil-
hasilnya. Oleh sebab itu, pertanyaan 5 seharusnya tidak digunakan dalam 
analisis profil pengguna itu. 
Sebagai akibatnya, ia hanya berguna untuk mempertimbangkan per-
tanyaan 1 dan 2 ketika menciptakan konsep-konsep yang lebih baik untuk 
kamus masa depan. Pertanyaan 1 perlu karena dengan mengetahui bahasa 
ibu para pengguna, para penyusun kamus akan dapat memastikan beberapa 
ciri kamus yang berfokus pada bahasa dan budaya khusus; misalnya dengan 
memberi catatan kebudayaan yang khusus untuk menghindari kesalah-
pahaman. Pertanyaan 3 juga perlu untuk menentukan bahasa sumber yang 
akan digunakan sebagai kerangka kerja pertama untuk menyeleksi kata 
kepala bagi kamus itu. Namun, tidaklah perlu mendistribusikan kuesioner 
(daftar pertanyaan) untuk menemukan jawaban atas dua pertanyaan ini. Para 
leksikografer akan dapat menjawab pertanyaan ini dengan mudah setelah 
mereka menetapkan fungsi kamus itu 
Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, fungsi utama yang terseleksi 
untuk kamus yang diusulkan ini adalah terjemahan teks dari bahasa asing ke 
bahasa asli. Jika kita mengaitkan ini dengan pertanyaan 3 dalam Atkins dan 
Varantola (2008:340), tugas terjemahan aktual yang dilaksanakan itu adalah 
dari L.2 ke Ll atau dari Inggris ke Indonesia. Hal ini juga menyiratkan 
jawaban atas pertanyaan 1, yaitu bahwa bahasa ibu para pengguna kamus 
adalah bahasa Indonesia. Beberapa orang mungkin beragumentasi bahwa 
masih ada beberapa orang Indonesia yang bahasa ibunya bukan bahasa 
Indonesia, tetapi bahasa lokal mereka. Argumen semacam itu biasanya 
dikaitkan dengan perbedaan dalam tingkat kefasihan bahasa Indonesia dari 
sebagian besar rakyat Indonesia. Untuk memecahkan masalah ini, ciri khas 
pengguna yang berikut yang diusulkan oleh Begenholtz dan Nielsen 
(2006:258) dalam menentukan profil pengguna dapat dipertimbangkan. 
(1) Bahasa yang mana bahasa asli mereka? 
(2) Bagaimana tingkat penguasaan bahasa asli mereka? 
(3) Bagaimana tingkat penguasaan bahasa asing mereka? 
(4) Seberapa luas pengalaman mereka dalam penerjemahan antara ba-
hasa-bahasa yang dibicarakan? 
(5) Bagaimana tingkat pengetahuan kultural dan ensiklopedis mereka se-
cara umum? 
(6) Bagaimana tingkat penguasaan mereka atas bidang khusus yang di-
bicarakan? 
(7) Bagaimana tingkat penguasaan atas LSP yang sesuai dengan bahasa 
asli mereka? 
(8) Bagaimana tingkat penguasaan LSP dalam bahasa asing? 
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Kedelapan pertanyaan yang terdaftar di atas sebenarnya diharapkan 
berguna untuk menggambarkan profil kelompok pengguna kamus LSP, tetapi 
dengan beberapa penyesuaian, pertanyaan ini dapat juga diterapkan pada 
kelompok umum pengguna kamus. Seperti yang dapat kita lihat dari daftar 
itu, pertanyaan 6, 7, dan 8 khususnya tepat untuk LSP. Jadi, mereka dapat 
dihilangkan ketika menentukan profil pengguna kamus yang diusulkan itu 
dalam makalah ini. Namun, lima pertanyaan yang lain itu dapat digunakan 
untuk menentukan profil pengguna kamus umum seperti kamus yang 
diusulkan dalam makalah ini. 
Dalam hubungan dengan masalah yang diidentifikasi dalam Seksi 1 dan 
fungsi utama yang diseleksi untuk kamus yang diusulkan itu, para pengguna 
utama adalah pegawai pemerintah Indonesia. Argumen sebelumnya mengenai 
posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa asli para pengguna ini dapat 
dibicarakan dengan menggunakan Pertanyaan 2. Untuk pertanyaan ini, para 
pengguna dapat dianggap memiliki penguasaan bahasa Indonesia pada ting-
kat menengah. Mereka telah menggunakan bahasa Indonesia dalam banyak 
ranah dan telah mempelajarinya dari sekolah dasar hingga paling tidak 
sekolah menengah atas. Namun, karena pengaruh dari bahasa lokal mereka, 
penguasaan bahasa Indonesia mereka tidak berada pada tingkat lanjutan. 
Berikutnya, sebagai jawaban untuk pertanyaan 3, para pengguna ber-
ada pada tingkat menengah dalam penguasaan bahasa Inggris karena mereka 
telah mempelajarinya selama paling tidak enam tahun dan dengan 
penggunaan bahasa Inggris yang luas di Indonesia, para pengguna ini telah 
berhubungan dengan bahasa Inggris setiap hari. Untuk Pertanyaan 4, peng-
alaman para pengguna menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indo-
nesia tidaklah luas karena mereka bukan penerjemah profesional. Terakhir, 
untuk pertanyaan 5, pengetahuan kultural dan ensiklopedis umum mereka 
berada pada tingkat menengah karena mereka adalah orang-orang dewasa 
dan sebagian besar dari mereka telah belajar di universitas. 
Para pengguna itu perlu menerjemahkan kata-kata Inggris ke dalam 
kata-kata bahasa Indonesia standar. Oleh sebab itu, kamus itu seharusnya 
tidak hanya memberi padanan Indonesia yang memungkinkan para pengguna 
memahami apa arti kata-kata Inggris itu, tetapi ia harus juga menunjukkan 
padanan Indonesia yang standar dan paling tepat. Sehubungan dengan 
bantuan kamus ini, kelompok pengguna kamus mungkin benar-benar men-
cakup kelompok yang lebih luas, seperti penerjemah, mahasiswa, dan rakyat 
Indonesia pada umumnya, yang memerlukan bantuan dalam menerjemahkan 
kata-kata Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Setelah menentukan fungsi ka-
mus dan profil kelompok pengguna yang diharapkan, langkah berikutnya 
adalah menyeleksi kata utama untuk kamus itu, yang dibahas dalam seksi 
berikut. 
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2) Menyeleksi Kata Kepala untuk Kamus 
Kata kepala untuk kamus biasanya diseleksi dari korpus yang telah dibangun 
menurut fungsi kamus dan profil pengguna. Karena Inggris adalah bahasa 
internasional yang menarik minat banyak peneliti bahasa, adalah mungkin 
untuk menemukan sumber yang baik dari mana kata utama untuk kamus 
dapat diseleksi. Dalam makalah ini, dua sumber yang secara khusus diang-
gap cocok untuk dirujuk ketika menyeleksi kata utama untuk kamus yang 
diusulkan itu adalah OALD (Oxford Advanced Learner's Dictionary) dan 
DANTE (Database of Analysed Texts of English). 
Jika kerja sama dengan Oxford University Press dapat dilakukan, kata 
utama yang tersedia dalam OALD itu dapat digunakan untuk menyeleksi kata 
utama untuk kamus yang diusulkan . Kata utama dalam OALD itu harus telah 
dipilih secara teliti dari korpus yang besar dan seimbang, British National 
Corpus, yang terdiri dari 100 juta kata, dan Academic Wordlist. Apalagi, OALD 
adalah kamus Inggris monolingual yang paling populer di Indonesia, jadi ia 
adalah karya rujukan yang utama yang dikonsultasi untuk definisi kata-kata 
Inggris. Tidak seperti OALD dalam beberapa negara, seperti Cina dan Malay-
sia, OALD di Indonesia tidak didwibahasakan. Oleh sebab itu, masih ada 
ruang untuk proyek mendwibahasakan kamus yang populer ini, atau meng-
gunakan kata utamanya untuk menciptakan kamus Inggris-Indonesia untuk 
fungsi terjemahan teks. 
Sumber lain yang dapat digunakan untuk menyeleksi kata kepala itu 
adalah DANTE (Database of Analysed Texts of English). Korpus DANTE 
meliputi 100 juta kata British National Corpus, 25 juta kata Hibemo-English 
Corpus, dan 100 juta kata korpus Inggris-Amerika, dan 1,5 milyar kata uk 
WAC corpus. Halaman depan situs http:/ /webdante.net menyatakan bahwa 
DANTE adalah pangkalan data yang dapat digunakan untuk membuat kamus 
dwibahasa baru dengan bahasa Inggris sebagai bahasa sumber. DANTE mem-
bolehkan penyisipan automatis bidang terjemahan yang dapat memegang pa-
danan bahasa sasaran pada titik yang tepat. Dengan demikian, pekerjaan 
menciptakan kamus dwibahasa akan lebih mudah dan dapat lebih cepat 
selesai. 
Salah satu masalah menggunakan kata kepala dari OALD atau DANTE 
adalah pembuangan variasi bahasa Inggris lokal. Indonesia terletak di antara 
Australia dan Singapura yang memiliki kosakata bahasa Inggris lokal yang 
tidak dapat dimasukkan dalam OALD atau DANTE. Ini berarti bahwa jika kata 
kepala kamus yang diusulkan itu hanya diseleksi dari OALD dan DANTE, 
akan ada beberapa situasi di mana para pengguna utama kamus yang diusul-
kan itu tidak dapat menemukan solusi untuk masalah leksikografis mereka. 
Untuk memastikan bahwa semua kata Inggris yang dibutuhkan oleh 
para pengguna dimasukkan sebagai kata kepala dalam kamus itu, perlu 
membangun korpus yang terkumpul dari teks-teks Inggris yang memasukkan 
variasi bahasa Inggris lokal. Dengan kemajuan mutakhir dalam teknologi 
85 
komputer, proses mengumpulkan korpus dan menggali kata kunci itu tidak 
akan memakan banyak waktu. Satu contoh tentang perkakas yang dapat di-
gunakan untuk membangun korpus adalah perkakas WebBootCat yang ter-
sedia pada http:/ /sketchengine.co.uk. WebBootCat dapat membangun se-
buah korpus secara instan dengan merayapi (crawling) ranah-ranah internet 
yang khusus, seperti: .au (Australia), .sg (Singapura), .id (Indonesia), yang me-
miliki laman web dalam bahasa Inggris. Perkakas itu dapat juga memproduksi 
daftar kata secara instan, sehingga para leksikografer dapat menyeleksi kata 
kepala untuk kamus. Setelah kata kepala terseleksi, langkah berikutnya 
adalah memberi padanan dan data lain yang relevan untuk kamus itu. 
3) Menentukan Padanan dan Data Lain yang Relevan 
Ada beragam tipe data yang dapat ditujukan kepada kata utama dan tersedia 
dalam kamus. Bergenholtz dan Tarp (1995) menyebutkan tipe data yang ber-
ikut: kombinasi kata, sinonim, antonim, label, pelafalan, contoh, catatan, 
informasi eksiklopedis, ilustrasi, dsb. Karena fungsi utama kamus yang di-
usulkan adalah terjemahan, maka data utama yang harus ditujukan kepada 
kata kepala Inggris adalah padanan Indonesia, catatan, dan informasi ensiklo-
pedis. 
Padanan Indonesia dari kata Inggris itu dapat ditentukan dengan me-
minta sekelompok penerjemah profesional menerjemahkan kata-kata Inggris 
yang telah diseleksi sebagai kata kepala. Apalagi, korpus paralel kadang-
kadang berguna untuk membantu proses terjemahan. Atkins dan Rundell 
(2008:476) membedakan antara dua tipe korpus paralel: korpus terjemahan 
dan korpus yang dapat dibandingkan (komparabel). 
Korpus terjemahan terdiri atas terjemahan teks-teks bahasa sumber. Ini 
berarti bahwa kualitas padanannya tergantung pada kualitas terjemahan. 
Jika para leksikografer ragu-ragu akan kualitas terjemahan, lebih baik meng-
gunakan korpus komparabel daripada korpus terjemahan. Korpus kompa-
rabel terbuat dari dua korpora bahasa individual, yang diseleksi berdasarkan 
paling sedikit satu parameter yang sama-sama dimiliki, biasanya masalah 
pokok, bersama dengan properti lain yang juga sama-sama dimiliki oleh teks-
teks itu, seperti tanggal dan/atau media (Atkins dan Rundell 2008: 479). 
Korpus komparabel Inggris-Indonesia bisa jadi terdiri atas berita yang diambil 
dari koran-koran berkualitas di Inggris dan Indonesia, yang melaporkan 
peristiwa yang sama dalam bahasa Inggris dan Indonesia, secara berturut-
turut. Korpus ini adalah sumber yang unggul untuk menyusun kamus dwi-
bahasa karena teks-teksnya asli dan tidak ada terjemahan. 
Untuk kamus yang diusulkan dalam makalah ini, penggunaan pener-
jemah profesional dan korpus komparabel direkomendasikan. Para penerje-
mah profesional akan menyediakan terjemahan dalam waktu yang relatif 
singkat. Korpus komparabel itu dapat digunakan untuk mengecek terjemah-
an. Namun, teks Indonesia dalam korpus komparabel harus terdiri atas dua 
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subkorpora, bahasa percakapan (colloquia4 yang berlabel dan standar. Korpus 
percakapan (co lloquial) dapat berisi teks Indonesia dari koran dan situs web. 
WebBootCat dapat digunakan untuk membangun korpus ini secara instan 
dengan merayapi halaman-halaman laman Indonesia yang ada dalam bahasa 
Indonesia. Subkorpus lain, subkorpus standar, harus dibangun hanya dari 
teks-teks yang menggunakan bahasa Indonesia standar, seperti KBBI dan ter-
bitan Pusat Bahasa. 
Penggunaan dua subkorpora itu memastikan bahwa kata-kata Indonesia 
percakapan dan standar diperhitungkan dalam kamus itu. Ini berarti bahwa 
kamu s itu memasukkan varian standar dan varian lokal. Namun, berdasar-
kan pendekatan leksikografi proskriptif yang dijelaskan dalam seksi sebelum-
nya, para leksikografer harus menyatakan bentuk yang mana yang direko-
mendasikan. Karena kamus itu diharapkan mendukung usaha-usaha pembi-
naan bahasa, rekomendasinya selalu didasarkan pada standar-standar yang 
ditetapkan oleh Pusat Bahasa. 
Di samping padanan dan catatan mengenai bentuk-bentuk yang direko-
mendasikan, rasionalisasi untuk menyeleksi bentuk-bentuk khusus sebagai 
yang standar dapat juga dimasukkan dalam kamus itu. Ini biasanya disebut 
seksi ensiklopedis dan dapat ditempatkan di materi depan dari kamus itu. 
Nielsen (1994:92) menyarankan bahwa seksi ensiklopedis itu dibagi dalam 
paragraf-paragraf bernomor yang terpisah untuk memudahkan perujukan 
silang. Paragraf bernomor itu akan memudahkan para pengguna menemukan 
data yang mereka butuhkan. Pertimbangkan contoh sebelumnya untuk kata 
Inggris influence (V). Jika seksi ensiklopedis tidak dijadikan paragraf ber-
nomor, artikel kamus itu akan kelihatan seperti yang berikut. 
influence verba < -s, -d, -d, -ing > 
memengaruhi, mempengaruhi. Bentuk mempengaruhi adalah bentuk yang 
lebih sering. Pusat Bahasa membolehkan hanya memengaruhi. Lihat pen-
jelasan tentang kaidah pembentukan kata bahasa Indonesia dalam 
Apendiks 1. 
Apendiks itu dapat terdiri atas kaidah pembentukan kata dari semua 
afiks dalam bahasa Indonesia, yang akan membuatnya cukup panjang. Ketika 
pada pengguna membuka Apendiks itu dan menemukan bahwa ia terdiri atas 
beberapa halaman, mereka mungkin enggan untuk mencari paragraf yang 
menyediakan penjelasan yang mereka butuhkan. Mari kita membandingkan-
nya dengan artikel kamus yang berikut ketika seksi ensiklopedis telah dijadi-
kan paragraf bernomor. 
influence verba < -s, -d, -d, -ing > 
memengaruhi, mempengaruhi. Bentuk mempengaruhi adalah bentuk yang 
lebih sering. Pusat Bahasa membolehkan hanya memengaruhi. Lihat 
penjelasan pada halaman 10, paragraf 20. 
.. 
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Rujuk silang ke paragraf tertentu di halaman khusus memungkinkan 
para pengguna menemukan data dengan mudah. Untuk menghemat spasi 
dalam bentuk tercetak dalam kamus itu, kalimat "Lihat penjelasan pada 
halaman 10, Paragraf 20" dapat disederhanakan menjadi db. hlm. 10, #20 '. 
Jika kamus itu berbentuk kamus elektronik, nomor paragraf dalam artikel 
kamus itu harus dihubungkan secara langsung ke paragraf yang spesifik itu. 
Jadi, para pengguna hanya perlu meng-klik pada nomor paragraf dan mereka 
akan secara langsung dibawa ke halaman di mana penjelasan itu terletak. 
Dalam beberapa kasus, menempatkan penjelasan untuk menyeleksi 
bentuk khusus atau untuk menolak varian dalam seksi ensiklopedis tidaklah 
perlu. Jika varian percakapan ada karena pengaruh bahasa atau pelafalan 
lokal yang spesifik, penjelasan itu dapat ditempatkan secara langsung dalam 
artikel kamus itu. Misalnya, artikel kamus untuk kata Inggris conference 
mungkin tampak seperti yang berikut: 
conference nomina < -s > 
konferensi, konperensi. Beberapa orang Indonesia merasa sulit melafalkan 
bunyi /f/ dan menggantinya dengan bunyi /p/ . Ini tidak direkomendasi-
kan dalam tulisan. Pusat Bahasa hanya mengizinkan ejaan dengan /f/. 
Dari diskusi di atas, jelaslah bahwa ada tiga kelompok utama data yang 
harus ditujukan kepada kata kepala dari kamus yang diusulkan: padanan, 
catatan, dan informasi ensiklopedis . Padanan itu mencakup varian standar 
dan varian percakapan. Karena kamus itu akan digunakan sebagai salah satu 
alat untuk mendukung usaha pembinaan bahasa Indonesia, maka padanan 
yang standar itu selalu diletakkan pertama, lalu diikuti oleh padanan yang 
non-standar. Untuk memastikan _bahwa para pengguna memilih padanan 
standar, catatan diberikan dalam artikel kamus yang didasarkan pada pen-
dekatan leksikografi proskriptif. Pada akhirnya, informasi atau penjelasan 
lebih jauh dapat disediakan di dalam artikel atau di dalam seksi ensiklopedis 
dari kamus itu. 
5. Kesimpulan 
Diskusi dalam makalah ini menunjukkan bahwa adalah perlu bersandar 
tidak hanya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi juga pada kamus 
Inggris-lndonesia untuk pembinaan bahasa Indonesia. Namun, berdasarkan 
analisis terhadap kamus Inggris-Indonesia mutakhir, kita dapat menyimpul-
kan bahwa kamus-kamus itu tidak cocok untuk pembinaan bahasa. Dalam 
beberapa kasus, mereka bahkan memiliki pengaruh negatif pada usaha pem-
binaan bahasa. Jadi, ada kebutuhan yang mendesak untuk menyusun kamus 
lnggris-Indonesia yang baru yang dapat digunakan sebagai salah satu alat 
untuk pembinaan bahasa. 
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Prinsip untuk menciptakan kamus ini telah dijelaskan dalam makalah 
mi. Pendekatan preskriptif dan deskriptif dianggap tidak memadai. Pende-
katan baru itu, yang disebut leksikografi proskriptif, telah didemonstrasikan 
sebagai pendekatan yang tepat untuk kamus yang diusulkan. Lagi pula, 
adalah perlu untuk mengikuti prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam teori 
fungsi leksikografi untuk memastikan bahwa kamus itu akan memberikan 
solusi yang memenuhi kebutuhan para pengguna, sekaligus mendukung 
usaha pembinaan bahasa. 
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LAPORAN SIDANG 
Hari, Tanggal Selasa, 2 November 2010 
Pukul 13.45-15.15 
Penyaji Makalah: l. Farhan Nasrullah dan Hywel Coleman 
2. Masitha A. Sukri 
3. Deni A. Kwary 
Judul Makalah 1. Kebijakan Nasional, Kebijakan Lokal dan Bahasa 
Pengantar di Kelas 
2. Revisitasi Kebijakan Pembelajaran Bilingual di (R)SBI 
Pemandu 
Pen ca tat 
3. Bilingual Dictionaries in Language Cultivation 
Dr. Yassir Nasanius 
l. Dra. Ovi Soviaty Rivai, M.Pd. 
2. Adi Budiwiyanto, S.S. 
Tanya-Jawab 
Pertanyaan 
l. Prof. Dr. I Made Sutama, M. Pd., Undiksha, Bali 
1) Pemikiran apa yang ingin disampaikan dengan data perbandingan kebi-
jakan bah asa di Pakistan dan di Indonesia? 
2) Dalam penggunaan bahasa Inggris di RSBI, kita harus mempunyai sikap 
yang lebih tegas. Apakah penggunaan Inggris itu ditekankan pada orien-
tasi atau kepada penguasaan ilmu itu sendiri? 
Jawaban 
1) Kami berusaha memahami dan memberi gambaran bahwa kebijakan di 
tingkat nasional dengan implementasi penggunaa bahasa di lapangan tidak 
sama. 
2) Pemakalah juga setuju jika RSBI tidak 100% menggunakan bahasa Inggris 
untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap ilmu pengetahuan yang 
disampaikan. 
Pertanyaan 
2. Drs. Yon Adlis, Kantor Bahasa Provinsi Jambi 
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1) Dalam perencanaan bahasa, ada yang disebut pemerolehan bahasa. 
Bagaimana situasi bahan ajar (buku)? Apakah ada peluang bahasa 
daerah dipakai di dalam buku pelajaran? 
2) Apa yang ditekankan dalam RSBI: bahasanya atau kurikulumnya? Apa-
kah RSBI harus menggunakan 100% bahasa Indonesia dan bahasa 
Inggris hanya pendukung? 
Jawaban 
1) Sama dengan jawaban dari penanya 3. 
2) Konsep RSBI memang banyak menimbulkan interpretasi akibat ketidak-
jelasan dokumen yang ada. Apalagi, makna tambahan kata 'plus' di bela-
kangnya. Kondisi RSBI di lapangan memang karut-marut. Dengan alasan 
nasionalisme, pemakalah juga tidak setuju jika dalam RSBI sepenuhnya 
digunakan bahasa Inggris. 
Pertanyaan 
3. Karnedi, Universitas Terbuka 
1) Bagaimana eksistensi bahan ajar (buku) ketika buku yang berbahasa 
Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Apakah penerjemah-
an itu memperhitungkan tingkat keterbacaan anak didik? 
2) Kamus Echol sebaiknya tidak digunakan sebagai rujukan lagi walaupun 
pada kenyataannya masih banyak digunakan oleh banyak kalangan. 
Oleh karena itu, perlu dipikirkan ketersediaan kamus dwibahasa yang 
memadai/mutakhir. 
Jawaban 
1) Pada kenyataannya memang penerjemahan buku berbahasa bahasa ke da-
lam bahasa Inggris menimbulkan kendala. Sebagai contoh, buku pelajaran 
untuk SMP diterjemahkan dengan menggunakan tata bahasa dan kosakata 
untuk tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya, keterbacaan memang menjadi 
sangat kurang. Akibat lainnya, ada kalanya guru hanya memerintah dan 
tidak menerangkan sehingga membuat bingung peserta didik. 
2) Kamus Echol digunakan atas dasar kepopuleran, bukan atas dasar keil-
miahan. 
Pertanyaan 
4. Drs. Muhammad Muis, M.Hum., Kantor Bahasa Provinsi Lampung 
1) Dalam RSBI, yang internasional kurikulum, sistem, metode, atau yang 
lainnya? 
2) Apakah kelebihan dan kelemahan penggunaan pendekatan proskriptif 
dalam penyusunan kamus? 
Jawaban 
1) Sama dengan jawaban dari penanya 2. 
2) Pada intinya pendekatan preskriptif hanya memberikan kata-kata baku. 
Deskriptif memasukkan semua data dari korpus. Preskriptif memberikan 
kata baku dan kata umum yang sering dipakai beserta penjelasannya. 
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Tanggapan 
1. Dra. Femmy J. Lampa, M.Pd., Universitas Negeri Manado 
1) Bahasa pengantar dalam pembelajaran bilingual kadangkala menjadi 
kendala dalam proses pembelajaran. Mengapa hal itu terjadi? 
2) Karena guru yang mengajar tidak menguasai secara utuh dalam materi 
yang diajar. 
2 . Dr. Wahya, Universitas Padjajaran 
Bagaimana sikap siswa (R)SBI terhadap bahasa Indonesia dan Inggris? 
3. Wildan, M.Hum., Universitas Khairun, Ternate 
1) Pemerintah harus membuat regulasi yang jelas tentang pembelajaran 
bahasa Inggris dan bahasa daerah. Bahasa daerah tidak punah, tetapi 
siswa juga dapat berbahasa Inggris. 
2) Setiap provinsi diberi ruang untuk mengembangkan bahasa daerahnya. 
Kondisi untuk menjaga kepunahan bahasa daerah berdasar pada prin-
sip-pirnsip sains dan identias budaya Indonesia. 
4. Drs. Fahrni Alhadar, M.Hum., Universitas Khairun, Ternate 
Memang (R)SBI berpotensi mengancam program pembinaan bahasa Indo-
nesia dan bukan tidak mungkin mengancam eksistensi bahasa nasional. 
Oleh karena itu, perlu dirundingkan kembali apakah tidak cukup dengan 
penguatan pembelajaran bahasa asing, tanpa harus mendorongnya men-
jadi bahasa pengantar. 
5 . Drs. Martin, M.Hum., Kantor Bahasa Provinsi NTT 
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Status internasional hendaknya ditetapkan dengan syarat-syarat dan ke-
tentuan yang tepat oleh (Kemeneterian) Diknas. Jangan sampai terjadi per-
saingan yang merugikan anak bangsa dari golongan ekonomi lemah dan 
(anak bangsa yang berada) di desa. Hanya memunculkan generasi individu-
alis, memikirkan kemajuan pribadi, dan kelompok saja. 
MEREPOSISI PERENCANAAN ISTILAH RANAH KEILMUAN22 
1. Pembuka 
Khairil Ansari 
Universitas Negeri Medan 
Memperingati Hari Ulang Tahun ke-65 Republik Indonesia tahun ini sangat 
tepat Pusat Bahasa, yang akan berubah menjadi Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa, menghelat Simposium Internasional Perencanaan 
Bahasa. Ketepatan simposium ini dapat dirunut dari perkembangan bahasa 
Indonesia sejak ditetapkan sebagai bahasa persatuan yang berusia delapan 
puluh dua tahun sampai perkembangan terkini. 
Dalam situasi kebahasaan Indonesia terkini diprediksi terdapat dua 
tantangan besar yang sedang dihadapi. Tantangan pertama yakni perkem-
bangan bahasa Indonesia yang kelihatannya semakin dinamis, tetapi tidak 
menumbuhkan kesadaraan berperilaku berbahasa yang meninggikan rasa 
kebangsaan. Padahal, seharusnya perilaku bahasa orang Indonesia harus 
terkait dengan tingkat kebangsaannya. Kenyataannya, sebagian besar orang 
dan turut pula sebagian ilmuwan secara faktual lebih senang menggunakan 
kosakata bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam praktik berbahasa 
walaupun padanan kata tersebut terdapat dalam bahasa Indonesia. 
Tantangan kedua adalah persoalan tata istilah dan ungkapan ilmiah. 
Tantangan ini menimbulkan prasangka yang masih terjadi dalam pemakai-
an bahasa Indonesia dengan berpendapat bahwa bahasa Indonesia miskin, 
bahkan ditengarai belum mampu menyediakan sepenuhnya padanan istilah 
yang terdapat dalam disiplin ilmunya, alih-alih kurang tepat apabila diganti-
kan ke dalam bahasa Indonesia. Kenyataan ini terjadi karena prasangka 
yang bertumpu pada pendirian apa yang tidak dikenal atau diketahui, tidak 
ada dalam bahasa Indonesia. 
Melihat kedua tantangan tersebut, pemecahan yang harus dilakukan 
agar tetap menjamin posisi bahasa Indonesia sebagai pengarusutamaan 
dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, ada dua pemikiran 
yang dapat dikemukakan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah me-
ninjau kembali perencanaan bahasa Indonesia, yang dalam konteks ini di-
persempit pada ranah istilah (kosakata khusus). Setakat ini banyak terjadi 
penyerapan yang menjurus ke arah anarki yang dilakukan pemakai bahasa 
Indonesia, baik pada kalangan masyarakat bawah maupun pada kalangan 
masyarakat terpelajar. Oleh sebab itu, agar keadaan ini tidak terus terjadi, 
diperlukan perawatan dan pemeliharaan istilah yang bersistem dengan 
22 Makalah ini dibentangkan pada Simposium Internasional Perencanaan Bahasa, Pusat Bahasa, 
Kementerian Pendidikan Nasional, 10-11 November 2010. Pemakalah adalah Guru Besar 
Linguistik Terapan Universitas Negeri Medan 
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selalu memasyarakatkan bentukan baru yang mudah dipakai oleh masya-
rakat. Kemudian, pemecahan kedua, melihat kembali ketepatan beberapa 
istilah yang telah dimasyarakatkan ke publik dari aspek keterpakaiannya. 
Beberapa tajuk yang mengemuka di atas akan dibahas dalam makalah ini 
yang diawali dari sejarah kajian perencanaan bahasa di dunia, konsep 
perencanan bahasa, dimensi dan pelaku perencanaan bahasa, perencanaan 
istilah ranah keilmuan, dan upaya reposisi istilah ranah keilmuan. 
2. Sejarah Kajian Perencanaan Bahasa di Dunia 
Sejarah kajian perencanaan bahasa di dunia diawali pada tahun 1926 oleh 
Michael West yang mengamati bahasa sebagai komponen yang sangat kuat 
pada seseorang dan kelompok". Kemudian, The Prague School of Linguistics 
mengembangkan konsep language cultivication (pemupukan bahasa) . Selan-
jutnya, Haugen (1938) mengamati penggunaan bahasa dan keragaman so-
sial yang terpola bersama dengan perilaku masyarakat terhadap pengguna-
an bahasa terkait erat dengan faktor prestise pada kaum imigran Norwegia 
di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1953 terbit sebuah laporan 
UNESCO mengenai "Penggunaan Bahasa Ibu di Ranah Pendidikan" Kemu-
dian, secara berturut-turut, pada tahun 1953 Weinreich mengungkapkan 
istilah "kontak bahasa" dikaitkan dengan "perencanaan bahasa" dan pada 
tahun 1957 Ferguson mengenalkan konsep "diglosia" . 
Akan tetapi, baru pada tahun 1973 dilakukan Konferensi Internasio-
nal Perencanaan Bahasa di Swedia, yang merekomendasikan perlunya di-
kembangkan perhatian khusus terhadap perencanaan bahasa. Pada tahun 
80-an kajian perencanaan bahasa berkembang ke arah praktis. Jika tahun 
1960 mengidentifikasi problem bahasa dalam dan antarbangsa, pada 1970-
an melihat perubahan bahasa dilakukan dengan cara kebijakan atau pena-
naman atau pembudayaan, maka 1980-an melahirkan berbagai aspek hasil 
perencanaaan bahasa dalam bentuk praktis (Eastman, 1983:129-131) . 
3. Konsep Perencanaan Bahasa 
Banyak istilah yang diungkapkan oleh para sosiolinguis mengenai istilah 
language planning (perencanaan bahasa). Ada yang membuat nama language 
engineering (Springer, 1956), language development (Noos, 1960), language 
cultivation (Galvin, 1964), language treatment (Fenalosa, 1981), dan language 
management (Jernudd, 1989). Walaupun demikian, istilah perencanaan 
bahasa (language planning) pertama kali digunakan oleh Haugen (1959) dalam 
makalah yang bertajuk "Planning for a Standard Language in Modern Norway" 
dengan pengertian usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah 
yang diinginkan oleh para perencana. Menurut Haugen selanjutnya, perenca-
naan bahasa itu tidak semata-mata meramalkan masa depan berdasarkan 
apa yang diketahui pada masa lampau, tetapi merupakan usaha yang terarah 
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yang dilakukan secara terus-menerus dengan melihat perkembangan bahasa 
yang digunakan pada masyarakat. 
Istilah perencanaan bahasa juga diidentikkan dengan alat untuk men-
ciptakan bahasa nasional standar yang merupakan bagian dari proses mo-
dernisasi dan nation building. Padahal, sebenarnya perencanaan bahasa tidak 
hanya merupakan alat untuk menciptakan bahasa nasional standar. Perenca-
naan bahasa mencakup sesuatu yang lebih luas daripada hanya menciptakan 
bahasa nasional standar. 
Selain itu, Rubin dan Jernudd (1970) mengungkapkan perencanaan ba-
hasa bermakna pengambilan putusan mengenai sesuatu bahasa -keputusan 
penetapan taraf bahasa dan bahan bahasa, seperti ejaan dan tata bahasa. Pe-
rencanaan bahasa tidak hanya dapat dikerjakan dalam suatu cakupan na-
sional, tetapi juga dilakukan oleh suatu kelompok etnik, agama, atau ke-
lompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi tertentu. Peren-
canaan bahasa ini juga bisa dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu 
negara (baik dalam tingkat pemerintahan maupun nonpemerintahan) atau 
dalam suatu organisasi atau konferensi, baik internasional maupun regional. 
Dalam tingkat negara, perencanaan bahasa akan mengambil bentuk 
sebagai suatu kebijakan bahasa. Dalam tingkat nonpemerintahan, perenca-
naan bahasa akan dilakukan oleh suatu organisasi, seperti SIL, yang melaku-
kan aktivitas untuk beberapa perencanaan bahasa di beberapa tempat di 
dunia, khususnya untuk daerah yang belum mengenal bahasa tulis. 
Menguatkan pendapat Rubin dan Jernudd di atas, Fishman (1972) me-
nyatakan perencanaan bahasa adalah usaha yang tersusun untuk menyele-
saikan masalah bahasa, terutama peringkat kebahasaan yang digunakan 
pada suatu negara. 
Dalam konteks Indonesia, kegiatan yang serupa dengan perencanaan 
bahasa ini sebenarnya sudah berlangsung sebelum nama itu diperkenalkan 
oleh Haugen (Moeliono, 1983). Sejak zaman pendudukan Jepang (1942) ketika 
ada Komisi Bah asa Indonesia sampai ketika Alisjahbana menerbitkan majalah 
Pembina Bahasa Indonesia tahun 1948. Bahkan, kalau dilihat lebih jauh, 
perencanaan bahasa di Indonesia sudah dimulai sejak Van Ophuijsen yang 
menyusun Ejaan Bahasa Melayu (Indonesia) pada tahun 1947. 
4 . Dimensi dan Pelaku Perencanaan Bahasa 
Peren canaan bahasa dapat dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu ( 1) perencana-
an korpus, (2) perencanan status (kedudukan), dan (3) perencanaan akui-
sisi. 
( 1) Perencanaan Korpus (Corpus P lanni ng) 
Konsep ini m engacu pada in tervensi terhadap suatu bahasa. Hal ini mung-
kin diperoleh dengan cara menciptakan kosakata baru, memodifikasi yang 
lama, atau menyeleksi bentuk-bentuk alternatif. Dimensi ini bertujuan 
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untuk mengembangkan sumber-sumber suatu bahasa sehingga bahasa 
tersebut dapat menjadi media yang tepat untuk suatu komunikasi dalam 
bentuk dan topik wacana yang baru, yang dilengkapi dengan istilah-istilah 
yang diperlukan untuk suatu urusan adminsitrasi, pendidikan, dan lain-
lain. 
Corpus planning sering berhubungan dengan standardisasi sebuah 
bahasa yang meliputi persiapan untuk sebuah ortografi, tata bahasa, dan 
kamus yang normatif sebagai panduan bagi penulis dan pembicara dalam 
suatu komunitas bahasa. Usaha dalam pemurnian bahasa dan penghilang-
an kosakata asing dalam suatu bahasa juga termasuk dalam corpus 
planning, seperti juga pembaruan pelafalan dan pengenalan sistem tulisan 
yang baru untuk bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak memiliki bahasa 
tulis. 
(2) Perencanaan Status (Status Planning) 
Konsep ini mengacu pada usaha-usaha untuk memengaruhi pengalokasian 
fungsi-fungsi bahasa di dalam suatu komunitas bahasa. Biasanya, pengalo-
kasian fungsi-fungsi bahasa tersebut terjadi secara spontan, tetapi tentu saja 
ada beberapa yang terjadi sebagai hasil dari sebuah perencanaan. Beberapa 
usaha yang termasuk ke dalam status planning misalnya pemilihan status, 
pembuatan sebuah bahasa yang khusus, menentukan berbagai bahasa resmi, 
bahasa nasional, dan lain-lain. Usaha ini akan menaikkan derajat sebuah 
bahasa atau dialek menjadi suatu ragam yang bergengsi dalam suatu per-
saingan antardialek. Penentuan status bahasa dalam status planning dise-
suaikan dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh bahasa tersebut, misalnya 
sebagai alat komunikasi masyarakat, sebagai bahasa nasional, dan lain-lain. 
(3) Perencanaan Akuisisi (Acquisi tion Planning) 
Konsep ini menitikberatkan pada pengajaran dan pembelajaran bahasa, baik 
itu bahasa nasional, bahasa kedua, maupun bahasa asing. Hal ini meliputi 
usaha-usaha untuk memengaruhi jumlah pengguna dan distribusi suatu 
bahasa dan aksaranya yang diperoleh dengan membuat suatu kesempatan 
dan insentif untuk mempelajari bahasa yang bersangkutan. Acquisition 
planning berhubungan langsung dengan penyebaran suatu bahasa. Hal ini 
biasanya dilakukan oleh suatu badan yang bertanggung jawab terhadap pe-
ngembangannya, baik dalam tingkat nasional, regional, maupun lokal seperti 
British Council, Alliance Francaise, Goethe Institut, Japan Foundation, dan lain-
lain. Di samping itu, Wardaugh (1998) menjelaskan aspek-aspek kebahasaan 
yang dilakukan dalam perencanaan bahasa meliputi aspek ortografi, kosa-
kata, kamus, dan korpus, kesusateraan, dan lain-lain. Aspek ortografi berupa 
pemilihan huruf atau abjad yang akan digunakan sebuah negara. Banyak 
negara yang menggunakan huruf latin, tetapi banyak juga yang memilih di 
luar huruf terse but, seperti huruf arab, kanji, dan lain-lain. 
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Aspek kosakata dalam kaitan im, perencanaan kosakata yang diambil 
secara dominan oleh sebuah negara. Indonesia pernah mengutamakan ba-
hasa Belanda pada saat baru selesai dijajah oleh Belanda sehingga dalam 
beberapa bidang ilmu, seperti ilmu hukum misalnya, sangat banyak meng-
adopsi istilah hukum Belanda sebagaimana terlihat pada Kitab Undang 
Hukum Pidana (KUHP)-nya. Setelah periode delapan puluhan, pengarus-
utamaan kosakata yang dipinjam lebih mengutamakan bahasa lnggris karena 
perannya sebagai bahasa internasional dan sebagai bahasa asing utama yang 
wajib dipelajari mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 
Aspek kamus dalam rujukan sebagai sumber utama telah ditetapkan 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang merupakan paduan dari berbagai 
kamus yang pernah dipakai pengguna bahasa Indonesia, seperti Kamus 
Umum Bahasa Indonesia (KUBI) Poerwadarminta dan Sutan Muhammad 
Zain, dan lain-lain . Aspek korpus menyentuh penetapan sistem ejaan dan 
peristilahan yang melibatkan perubahan fungsi bahasa bagi pemakai bahasa 
juga direncanakan sedemikian rupa agar sesuai dengan kandungan sifat-sifat 
bahasa Indonesia 
Secara historis, yang menjadi pelaku perencanaan itu adalah lembaga 
kebahasaan, baik dalam instansi maupun bukan berada dalam instansi. Di 
Indonesia lembaga yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan 
bahasa dimulai dari Commisie voor de Volkslectuur yang didirikan oleh 
pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1908, yang pada tahun 191 7 ber-
ubah menjadi Balai Pustaka. Lembaga ini, dengan majalahnya Sari Pustaka, 
Panji Pustaka, dan Kedjawen dapat dianggap sebagai perencanaan dan 
pengembangan bahasa. Lalu, pada tahun 1942 pemerintah Jepang mem-
bentuk dua komisi bahasa Indonesia, satu di Jakarta dan satu lagi di 
Medan. Komisi ini diberi tugas untuk mengembangkan bahasa Indonesia 
lewat pembentukan istilah keilmuan, penyusunan tata bahasa baru, dan 
penentuan kata pungutan baru (Moeliono, 1983). Sesudah proklamasi ke-
merdekaan, pemerintah Indonesia membentuk panitia pekerja bahasa Indo-
nesia dengan tugas mengurusi peristilahan, menyusun tata bahasa sekolah, 
dan menyiapkan kamus baru untuk keperluan pengajaran bahasa Indone-
sia di sekolah. Sebuah perencanaan bahasa tentunya harus diikuti dengan 
langkah-langkah pelaksanaan atas apa yang direncanakan. Pelaksanaan 
yang berkenaan dengan korpus bahasa adalah penyusunan sistem ejaan 
yang ideal (baku) yang dapat digunakan oleh penutur dengan benar sebab 
adanya sistem ejaan yang disepakati akan memudahkan dan melancarkan 
jalannya komunikasi. 
5. Perencanaan Istilah Ranah Keilmuan 
Sebenarnya, perencanaan istilah ilmu pengetahuan sudah lama dilakukan di 
Indonesia sejak lahirnya Commisie voor de Volkslectuur yang merupakan 
embrio awal sampai saat ini adanya Pusat Bahasa. Secara formal, pembakuan 
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istilah dikeluarkan dalam bentuk Pedoman Pembentukan Istilah (PUPI) pada 
tahun 1988. Pedoman ini terus disempurnakan sampai kini. PUPI ini memuat 
empat bagian besar, yaitu (1) Ketentuan Umum, (2) Proses Pembentukan 
Istilah, (3) Aspek Tata Bahasa Peristilahan, dan (4) Aspek Semantik Per-
istilahan. 
Setakat ini tercatat sejumlah 78.000 lema kata umum dalam KBBI Edisi 
Ketiga (2004) dan sejumlah 400.000 istilah ilmu pengetahuan yang telah 
dibukukan dalam bentuk senarai/ glosarium. Akan tetapi, dalam perkembang-
an dalam masyarakat terjadi berbagai persoalan, misalnya masih rendahnya 
frekuensi penggunaan istilah-istilah bahasa Indonesia hasil penerjemahan 
dari istilah bahasa Inggris. Kemudian, banyak terjadi penyerapan istilah yang 
menjurus ke arah anarki yang dilakukan pemakai bahasa Indonesia karena 
tidak mengikuti kaidah yang telah ditentukan dalam PUPI. 
Kemungkinan pertama, masih rendahnya frekuensi penggunaan istilah 
bahasa Indonesia hasil penerjemahan dari istilah bahasa asing, terutama 
bahasa Inggris, disebabkan upaya pengenalan terhadap istilah tersebut belum 
optimal dilakukan sehingga sebagian besar masyarakat pengguna bahasa 
Indonesia tidak mengenal istilah tersebut. Misalnya, istilah hasil penerjemah-
an seperti tetikus (mouse), unduh (download), unggah (upload), laman (home 
page), luah (discharge), tumpak (batch), petala (incumbent), gria tawang 
(penthouse), boga bahari (seafood), dan lain-lain . 
Kemungkinan kedua, lembaga bahasa agak terlambat menawarkan isti-
lah itu sehingga pengguna bahasa Indonesia lebih dulu mengenal dan meng-
gunakan istilah asing itu. Meskipun telah dimasyarakatkan, pemakai bahasa 
Indonesia tetap memakainya karena sudah lebih akrab dengan istilah asing 
terse but. Akan tetapi, keadaan ini dapat juga disebabkan oleh ketidakcocokan 
dalam penerjemahan istilah asing itu ke dalam bahasa Indonesia sehingga 
pemakai bahasa Indonesia lebih memilih istilah bahasa asingnya. Kasus-
kasus seperti itu dapat terjadi pada beberapa istilah, seperti bola lunak (soft 
baln, boga bahari (seafood) alih-alih hidangan laut, toko kopi (coffee shop), 
alih-alih kedai kopi, kecerdasan ganda (multiple intelligence) yang sebenarnya 
lebih tepat diterjemahkan kecerdasan jamak atau majemuk. 
Untuk kalangan akademis, penggunaan istilah asing dalam disiplin ilmu 
mereka terkadang tidak terhindari karena tuntutan akademis. Akan tetapi, 
argumen ini bukanlah berarti para akademisi atau ilmuwan terus berlindung 
pada alasan ini. Para akademisi harus bertanggung jawab untuk mencarikan 
istilah yang ada dalam bahasa Indonesia, tidak selalu bertumpu pada pen-
dirian istilah itu tidak dikenal, tidak diketahui, atau tidak ada dalam bahasa 
Indonesia. Bila para akademisi terus berpikiran demikian, hal ini akan me-
nyebabkan kalangan umum mengikuti atau mencontohnya karena ada kesan 
istilah asing itu lebih prestise, lebih cerdas, lebih keren. Akibatnya, tujuan 
awal menerjemahkan istilah asing itu ke dalam bahasa Indonesia agar daya 
ungkap bahasa Indonesia lebih kaya akan gagal. 
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Penelitian Said dan Puspita Sari (2009) atas model penyerapan istilah 
manajemen bisnis dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia menemu-
kan bahwa 74 dari 225 istilah bisnis manajemen yang diserap dilakukan 
dengan menggunakan model penyesuaian ejaan dan lafal. Contoh hasil penye-
rapan itu misalnya kontrak, kapitalisme, globalisasi, insolvensi, paten (hak), 
kualitas, dan variabel. Kemudian 12% penyerapan istilah manajemen bisnis 
dari bahasa Inggris dilakukan dengan menggunakan model penyesuaian 
ejaan, tanpa penyesuaian lafal, seperti kredit, defisit, dan sistem. Yang ketiga 
sebesar 7% istilah manajemen bisnis diserap dengan menggunakan model 
tanpa penyesuaian ejaan dengan penyesuaian lafal, seperti pada kata bank, 
f eseral, dan margin. 
Melihat hasil penelitian di atas , jelas model sekaligus penyesuaian ejaan 
dan lafal paling tinggi terdapat dalam kamus dan buku teks rumpun ilmu 
ekonomi. 
6. Mereposisi lstilah Ranah Keilmuan 
Reposisi istilah ilmu pengetahuan yang dimaksudkan dalam konteks ini 
adalah menempatkan kembali ketidaktepatan pengalihan atau penerjemahan 
istilah asing, terutama bahasa Inggris, ke dalam istilah bahasa Indonesia 
seperti yang telah dikemukakan di atas dengan berbagai contohnya. Dapat 
ditambahkan beberapa istilah dalam dunia teknologi informasi dan ekonomi 
(Ansari, 1992) sangat deras arus masuk ke dalam bahasa Indonesia karena 
posisi bidang ini sangat berkembang dengan menggunakan media massa 
sebagai alat penyalur mengenalkannya ditambah lagi semua negara meng-
utamakan pembangunan ekonomi dalam kebijakan pembangunan nasional-
nya mau tidak mau istilah kedua bidang ini lebih memasyarakat pada semua 
kalangan termasuk kalangan umum. 
Pengalihan kosakata/istilah bidang ilmu ke dalam bahasa Indonesia 
saat ini sangat tinggi frekuensinya. Berbagai istilah ilmu itu ada yang diterima 
dan ada yang tidak diterima pemakai bahasa Indonesia. Pengalaman selama 
ini menunjukkan bahwa pengalihan kata/istilah bahasa Inggris ke dalam 
bahasa Indonesia cenderung tidak diterima masyarakat. Berbeda hal dengan 
kata/istilah yang baru masuk dalam kehidupan masyarakat langsung di-
alihkan ke dalam bahasa Indonesia dan diperkenalkan kepada masyarakat 
pengguna bahasa Indonesia. Kata/istilah itu langsung diterima dan diguna-
kan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengalihan kata/istilah asing ke dalam 
bahasa Indonesia harus dilakukan secepatnya agar istilah asing tersebut 
tidak lebih dahulu memasyarakat. 
Hasil penelitian model penyerapan istilah manajemen bisnis di atas 
perlu dikaji dan dikaitkan dengan reposisi ini. Walaupun sangat bagus model 
penyerapan istilah dengan pengalihan istilah bahasa ilmu pengetahuan dari 
bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesi dengan mengutamakan mencari 
padanan istilah dalam bahasa Indonesia dari bahasa Indonesia sendiri baru 
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setelah tidak ditemukan dicari dari bahasa daerah atau serumpun dengan 
tujuan agar daya ungkap bahasa Indonesia. Akan tetapi, hasil riset itu me-
nunjukkan lebih banyak istilah asing itu dalam bentuk penyerapan dengan 
penyesuaian ejaan dan lafal saja. Padahal, yang sangat diharapkan adalah 
pengalihan dengan mencari kosakata bahasa Indonesia dan bahasa daerah 
barulah bahasa asing kelihatannya sangat sulit dalam perwujudannya. Hal ini 
dapat disebabkan karena ketiadaan konsep itu dalam bahasa Indonesia dan 
bahasa daerah atau serumpun atau bila dipaksakan terjadilah ketidaktepatan 
pengalihan sehingga beralih pada istilah asing itu sendiri. Bila prosesnya 
sudah sampai pada tahap ini tidaklah salah. Akan tetapi, alih-alih karena 
para pakar ilmu pengetahuan itu sendiri malas mencari konsep itu dalam 
bahasa Indonesia, daerah, atau serumpun. Tentu bila ini yang terjadi tidak 
tercapailah tujuan kita untuk memerkaya daya ungkap kualitas bahasa Indo-
nesia itu. 
7. Penutup 
Dari waktu ke waktu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi , seni 
melaju dengan pesat. Agar tidak tertinggal dengan perkembangan tersebut 
peristilahan bidang ilmu yang telah dihasilkan itu harus terus dimutakhirkan 
dan dikembangkan secara berkelanjutan. Dalam konteks inilah perlu mendu-
dukkan kembali istilah-istilah yang telah ada selama ini apakah telah dilaku-
kan evaluasi dalam penggunaannya 
Upaya peningkatan mutu bahasa Indonesia harus ditujukan pada per-
cepatan pengembangan kata dan istilah dalam bahasa Indonesia. Penggunaan 
bahasa asing yang semakin mendesak ruang penggunaan bahasa Indonesia 
dan ini yang sekarang sedang terjadi pada akhirnya kebanggaan masyarakat 
akan bahasa Indonesia sebagai lam bang jati diri bangsa menjadi memudar di 
sebagian anggota masyarakat. 
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PERANCANGAN 
PERISTILAHAN BAHASA MELAYU: ISU DAN CABARAN 
Ratna Inzah Datuk Haji Mohd Asri dan Norhasmalinda Mustapha 
Akta Dewan Bahasa dan Pustaka (Pindaan dan Peluasan) 1995, yang berkuat 
kuasa penggunaannya pada 11 Januari 1996 yang memperkemas Akta 
Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 (Disemak 1978) secara tersurat telah mem-
berikan kuasa kepada DBP menjadi pihak berkuasa penyelaras yang tunggal 
dalam membentuk, mencipta, dan membakukan istilah dalam bahasa ke-
bangsaan. Dalam Seksyen 5 Akta tersebut dinyatakan bahawa DBP berpe-
ranan untuk membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua 
bidang termasuk sains dan teknologi, membakukan ejaan dan sebutan dan 
membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan, menggalak-
kan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul, dan menggalakkan penggu-
naan bahasa kebangsaan supaya digunakan secara meluas bagi segala mak-
sud mengikut undang-undang yang sedang berkuat kuasa. 
DBP telah diberi tanggung jawab dalam bidang peristilahan bahasa Me-
layu yang merangkumi hal-hal seperti yang berikut: 
(i) Tidak ada badan atau organisasi lain yang boleh membentuk, mencipta, 
dan menyelaraskan istilah selain DBP. 
(ii) DBP melalui Bahagian Peristilahan dan Leksikologi bertanggung jawab 
merancang dan melaksanakan program penyediaan istilah dalam pelbagai 
bidang ilmu dan keperluan bidang profesional di seluruh negara bagi 
membantu pengguna baik yang berada di sektor awam mahupun di sektor 
swasta. 
Dalam perancangan kerja peristilahan, DBP memberikan kerja sama 
dalam bentuk kepakaran peristilahan dan kepakaran bahasa kepada mana-
mana pusat penyelidikan/lembaga/institusi/jabatan yang ingin membentuk 
jawatankuasa istilah di tempat masing-masing, memberikan latihan, peng-
awasan termasuk memantau, menilai, menyemak dan membaiki istilah-istilah 
dalam bahasa Melayu hasil usaha Jawatankuasa Istilah. 
Bagi bidang-bidang yang belum ditangani oleh DBP, pihak luar iaitu 
mana-mana pusat penyelidikan/lembaga/institusi/jabatan boleh menubuh-
kan jawatankuasa istilah di tempat masing-masing untuk menyediakan isti-
lah dalam bahasa Melayu dengan mendapatkan khidmat pakar bahasa dari 
DBP, seperti menjalani latihan termasuk mengadakan kursus dan bengkel 
kerja peristilahan di tempat masing-masing dengan mendapatkan khidmat 
kepakaran peristilahan dari DBP. Mereka juga boleh mendapatkan khidmat 
pengawasan daripada DBP untuk memantau, menilai, menyemak, dan mem-
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baiki istilah-istilah dalam bahasa Melayu hasil usaha Jawatankuasa, Istilah 
di tempat masing-masing, dan membantu memperbanyak buku-buku ilmiah, 
terutama dalam bidang sains dan teknologi dalam bahasa Melayu dengan 
memanfaatkan istilah-istilah yang telah sedia ada di DBP. 
1. Isu: Pembangunan Sumber Manusia 
1) ISU I: Bahasa Melayu Bahasa Pendidikan 
Salah satu perkara yang menyumbang kepada kejayaan ekonomi Malaysia 
pada hari ini adalah kerana sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jika 
kejayaan ekonomi Malaysia ini dapat disandarkan kepada pertumbuhan 
ekonomi yang cemerlang, maka salah satu daripada perkara yang menyum-
bang kepada kecemerlangan ini seharusnya berpunca daripada kejayaan 
usaha pembangunan prasarananya yang utama, iaitu pembangunan sumber 
manusia. 
Pembangunan sumber manusia yang berketerampilan dan berkemahir-
an merupakan agenda utama negara Malaysia bagi negara yang sudah mer-
deka ini perlu dibangunkan. Adanya tenaga rakyat yang bersatu padu, mahir, 
berwibawa dan cekap, negara boleh dibangunkan dan dimajukan. Ini telah 
dilakukan dengan mewujudkan Dasar Pelajaran Kebangsaan yang berteras-
kan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantarnya yang utama. Dasar 
Pelajaran yang berteraskan bahasa kebangsaan ini merupakan fenomena 
baru sistem pendidikan negara yang merdeka. 
Bahasa Melayu tidak mungkin dapat dipertingkatkan martabatnya men-
jadi bahasa pekerja dan bahasa sekolah selagi bahasa Melayu menjadi bahasa 
basahan. Bahasa sekolah dan bahasa pekerja ialah bahasa yang mempunyai 
norma-norma penggunaan bahasa yang dapat diterima dan telah dibakukan. 
Jika bahasa Melayu ingin mencapai taraf bahasa sekolah dan bahasa pekerja, 
maka istilah bahasa Melayu cukup penting dibina untuk mewajarkan bahawa 
bahasa Melayu ialah bahasa yang moden dan canggih yang mampu menam-
pung keperluan perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat Malaysia. Isti-
lah bahasa Melayu telah dibina, dikembangkan, dan diperluas bagi memenuhi 
keperluan-keperluan baru itu. 
2) Isu II: Bahasa Sektor Ekonomi 
Dalam memberi nilai baru kepada bahasa Melayu, kemerdekaan juga mem-
beri erti yang cukup besar kepada perkembangan ekonomi Malaysia. Ekonomi 
di negara ini berkembang berasaskan, antaranya yang terbesar ialah pertani-
an, di samping berkembangnya industri-industri berasaskan pengeluaran 
bijih timah dan industri-industri berasaskan pengeluaran dan pengeksportan 
minyak mentah dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang disebutkan itu 
telah melahirkan semacam bentuk industri yang telah memberikan sumbang-
an yang cukup besar kepada pertumbuhan ekonomi negara. Perkembangan 
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ekonomi merupakan fenomena baru dalam perkembangan sains dan teknologi 
di negara ini. 
Perkembangan ekonomi dengan sendirinya mengarah kepada keperluan 
tenaga yang berlainan kemahirannya daripada yang sedia ada dan secara 
langsung memerlukan tenaga manusia yang dapat menggerakkan perkem-
bangan ekonomi. Keperluan tenaga dalam ini disebabkan kejayaan mewujud-
kan prasarana tenaga kerja di peringkat sekolah. Kebanyakan tenaga mahir 
dalam pelbagai bidang adalah hasil daripada pendidikan menengah. Malaysia 
berjaya menyuburkan perkembangan ekonomi, kerana kita berhasil menye-
diakan prasarananya di peringkat sekolah. Kejayaan prasarana di peringkat 
sekolah ini adalah kerana kejayaan Dewan Bahasa dan Pustaka menyediakan 
prasarana istilah dan ilmunya untuk pertumbuhan dan perkembangan eko-
nomi. 
3) lsu III: Age nsi Bahasa 
Belum ada pihak yang berani mendakwa bahawa salah satu perkara yang me-
nyumbang kepada kejayaan ekonomi Malaysia adalah kerana kejayaan Dewan 
Bahasa dan Pustaka menyediakan prasarana tenaga kerja yang terlahir dari-
pada pembinaan istilah yang disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka da-
lam bahasa Melayu. Kebanyakan orang, malah jarang, malah mungkin tidak 
pernah mahu mengaitkan kejayaan ini dengan kejayaan Dewan Bahasa dan 
Pustaka dengan penyediaan prasarana ilmu. 
2. Sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka 
Tugas utama Dewan Bahasa dan Pustaka adalah untuk menjayakan pemba-
ngunan manusia di negara ini, yang dapat menyumbang kepada kemajuan 
dan pembangunan negara Malaysia secara menyeluruh. Menjayakan pemba-
ngunan manusia, membangunkan manusia Malaysia umumnya pada segenap 
peringkat dan kepada generasi muda khususnya, melalui sistem pendidikan 
kebangsaan yang berteraskan bahasa Melayu. Bahasa Melayu perlu menjadi 
bahasa komunikasi ilmu pada semua peringkat pendidikan. 
Bagi mewajarkan kedudukan dan peranan bahasa Melayu sebagai ba-
hasa pengantar ilmu, Dewan Bahasa dan Pustaka telah diberi mandat me-
nerbitkan buku-buku dalam bahasa Melayu. Tugas menerbitkan buku-buku 
dan juga buku istil8h telah menjadi tanggung jawab utama Dewan Bahasa 
dan Pustaka, dari awal penubuhannya pada tahun 1956 seperti yang ter-
maktub dalam Alda DBP 1959. Sebagai agensi kerajaan, Dewan Bahasa dan 
Pustaka memikul tanggung jawab bagi menerbitkan segala jenis, peringkat 
dan kategori buku dalam bahasa Melayu. Tugas ini adalah tugas yang ter-
maktub dalam penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku-buku yang di-
terbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ini merupakan jenis-jenis buku 
yang belum pernah ada sebelum tahun 1957. 
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Kejayaan Dewan Bahasa dan Pus taka yang sebenar adalah kejayaannya 
membina dan mengembangkan peristilahan bahasa Melayu dengan baik dan 
terancang. Peristilahan bahasa Melayu ini dijadikan sebagai pengukur, peng-
galak, dan perangsang kepada pertumbuhan dan perkembangan bahasa Me-
layu dalam perekonomian negara Malaysia. Dengan perancangan yang rapi, 
keupayaan dan kehebatan istilah bahasa Melayu dapat terlihat dalam waktu 
yang singkat. Dalam waktu yang singkat, bahasa Melayu telah berupaya 
untuk berinteraksi dengan ilmu yang canggih. Ini satu pencapaian dan ke-
upayaan bahasa Melayu . Dengan adanya pembinaan dan perancangan istilah 
yang teratur, pantas dan cekap, maka organisasi-organisasi mahupun insti-
tusi-institusi dalam sektor awam terutamanya dan sektor swasta umumnya 
dapat digerakkan dan diarahkan bagi menyemarakkan kegiatan perekono-
mian negara. Dasar-dasar yang lebih terbuka dalam menerima konsep-konsep 
baru bidang-bidang yang berkaitan dengan pengindustrian dapat dengan 
mudah diterima dan dapat mungkin menjadi pendorong kepada pertumbuhan 
perekonomian negara. 
Adanya sikap saling melengkap1 dalam perancangan peristilahan bahasa 
dapat meletakkan Malaysia sebagai negara yang disenangi. Ilmu pengetahuan 
dengan mudah dapat mengalir masuk kerana adanya sikap adaptasi dalam 
pembentukan istilah-istilah baru bahasa Melayu. Sehingga kini, Dewan Ba-
hasa dan Pustaka telah berhasil mengadakan kira-kira satu (1) juta istilah 
dalam pelbagai bidang pengetahuan Jumlah ini sudah membolehkan kerja-
kerja pemindahan ilmu dapat berlaku dengan lancar. Yang lebih diperhatikan 
dalam pembinaan korpus ini adalah kejayaan meletakkan bahasa Melayu 
sebagai bahasa pengindustrian. Sekiranya Dewan Bahasa dan Pustaka gagal 
meletakkan asas yang kukuh pada bahasa Melayu, bahasa Melayu tidak ber-
upaya menjadi bahasa perpaduan, bahasa sekolah, bahasa pekerja, dan ba-
hasa sektor ekonomi. 
3. Cabaran 
1) Cabaran I: Istilah Acuan Malaysia 
Bahasa mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan budaya, dan oleh itu, 
sangat rapat juga dengan daya kreativiti sesuatu bangsa. Dalam setiap ba-
hasa, terkandung nilai-nilai budaya masyarakat bangsa penutur asli bahasa 
itu. Dunia moden ialah dunia yang berdasarkan sains dan teknologi. Pengua-
saan kedua-dua bidang ini menentukan nasib sesuatu bangsa dan negara. 
Tanpa memiliki sains dan teknologi yang dicipta sendiri sesuatu bangsa 
hanya menjadi konsumer kepada sains dan teknologi asing. Budaya sains dan 
teknologi berdasarkan budaya pemikiran saintifik dan kreatif. Pemikiran 
saintifik ialah pemikiran yang digunakan untuk menemukan ilmu-·ilmu pe-
ngetahuan berkenaan alam semulajadi, manakala teknologi ialah hasil 
manipulasi kreatif terhadap pengetahuan-pengetahuan sains tersebut untuk 
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mencipta proses-proses, alat-alat, dan produk-produk bagi memenuhi keper-
luan manusia. 
Sains dan teknologi merupakan dua perkara yang tidak bebas budaya. 
Dalam erti kata yang lain, unsur-unsur budaya menunjukkan pengaruhnya 
ke atas ciri-ciri sains dan teknologi yang dicipta oleh ahli-ahli sains dan 
pakar-pakar teknologi yang menganut budaya tersebut. Demikian juga seba-
liknya, sains dan teknologi menunjukkan pengaruhnya atas budaya yang 
menggunakan sains dan teknologi tersebut. 
Dengan hampir seluruh bidang ilmu moden yang digubal istilahnya itu, 
baik dalam bidang ilmu sains sosial mahupun ilmu sains tabii, terdapat 
bidang baharu yang berkaitan dengan kemajuan negara yang mutakhir, iaitu 
aeroangkasa, kejuruteraan kapal terbang dan kejuruteraan automotif. Keper-
luan terhadap istilah-istilah baharu dalam bidang tertentu dan keperluan ter-
hadap istilah bidang ilmu dan profesional yang baharu terus-menerus dita-
ngani oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerja sama pakar-pakar ilmu 
yang sebilangan besarnya terdidik dalam sistem pendidikan kebangsaan, se-
kurang-kurangnya di peringkat sekolah. 
Dalam usaha memperkaya istilah dalam bahasa Melayu untuk menjadi-
kannya berupaya menjadi bahasa ilmu moden, pakar-pakar dalam pelbagai 
bidang, yang kesemuanya merupakan aset negara telah dan sedang terlibat 
secara intensif melakukan penggubalan istilah, menyusun glosari dan kamus 
istilah, serta mengembangkannya dalam kuliah mereka di institusi pengajian 
tinggi dan juga dalam pengurusan institusi profesional masing-masing. Dalam 
usaha memperluas sumbangan kepakaran mereka untuk memperkaya bah-
asa Melayu sebagai bahasa ilmu, Dewan Bahasa dan Pustaka sudah pun mer-
ancang dan memulakan gerak langkah melibatkan pakar-pakar ilmu dan 
profesional itu dalam penghasilan karya ilmiah dalam bidang masing-masing, 
iaitu sebagai peningkatan dan peluasan daripada kerja penggubalan istilah 
selama ini. Dijangka bahawa dengan strategi bersepadu dan terancang itu, 
penghasilan istilah dalam bahasa Melayu akan menjadi cukup pesat dan di-
harapkan dapat memenuhi keperluan mengilmukan generasi pembina negara. 
2) Cabaran II: Sikap Bahasa 
Sikap bahasa (language attitude) merupakan sebahagian daripada sikap pada 
umumnya, tetapi ia khusus tentang bahasa sama ada bahasa penutur itu 
sendiri atau bahasa penutur lain. 
Agheyisi dan Fishman ( 1970) telah menulis satu artikel tentang kajian 
sikap bahasa serta pendekatan metodologi yang boleh digunakan dalam 
pengkajian sikap bahasa. Artikel mereka "Language Attitude Studies: A Brief 
Survey of Methodological Approaches" menjadi rujukan para pengkaji selepas 
itu seperti Dittmarr (1974), Fasold (1983), dan Edwards (1982). Gasold, 
Dittmarr, dan Edwards memulakan konsep sikap bahasa dalam kajian 
mereka dengan merujuk kepada pandangan golongan mentalis dan behavioris 
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terhadap sikap secara umum dan komponen-komponen sikap seperti yang 
telah dihuraikan oleh Agheyisi dan Fishman. 
Sikap terhadap bahasa juga ada kesannya terhadap perancangan ba-
hasa dan pembelajaran bahasa. Kenyataan ini dijelaskan oleh Richards ( 1985) 
apabila ia menjelaskan tentang pengertian sikap bahasa. Bagi Richards sikap 
bahasa ialah: 
"the attitude which speakers of different languages or language varieties 
have towards each other's language or to their own language. Expressions 
of positive and negative feelings towards a language may reflect 
impressions of linguistics difficulty or simplicity, ease or difficulty of 
learning, degree of importance, elegance, social status, etc". (1985, ms. 155) 
Sikap yakin terhadap bahasa sendiri merupakan sikap yang positif. 
Implikasi sikap yakin akan menghasilkan istilah-istilah dalam bahasa Melayu 
sendiri. sikap yakin terhadap bahasa sendiri menunjukkan sikap bahasa yang 
positif terhadap kemampuan bahasa sendiri. Manakala sikap liberal memang 
diperlukan untuk memudahkan proses penciptaan istilah. Ada pun sikap 
adaptif terhadap bahasa ialah sikap yang terbuka kepada pembaharuan 
apabila diperlukan oleh keadaan. Sikap ini dikehendaki untuk sistem ejaan 
terutama sekali dalam perlakuan istilah-istilah yang diambil daripada bahasa 
asing. Sikap ini akan menghasilkan pertumbuhan istilah-istilah yang boleh 
diterima oleh pakar dan pengguna dalam berbagai-bagai bidang ilmu penge-
tahuan, dan orang-orang inilah yang secara terus-menerus mempunyai hu-
bungan dengan perkembangan-perkembangan moden dalam bidang pengkhu-
susan mereka di kalangan antarabangsa. 
Jelas daripada keterangan di atas, sikap adaptif dalam peristilahan me-
rujuk kepada pengubahsuaian sistem dan peraturan dalam bahasa Melayu 
supaya terdapat satu pedoman atau tata cara dalam pembentukan istilah 
yang dapat menghasilkan lebih banyak istilah dalam bahasa Melayu. bahasa 
asing. 
4. Penutup 
Sesungguhnya gejala penyalahgunaan 1stilah bahasa Melayu yang jelas meng-
ancam kesempurnaan bahasa Melayu ini sering menghambat perencanaan 
peristilahan bahasa Melayu di Malaysia. Perkara ini, apabila diteliti sehalus 
halusnya akan tertumpu kepada satu kesimpulan; bahawa masalah penya-
lahgunaan istilah bahasa Melayu ini adalah cetusan daripada satu masalah 
yang lebih besar, iaitu masalah penguasaan bahasa. Dan ini adalah hubung-
an dengan soal sikap, minat serta kesungguhan, dan keterlibatan seseorang 
itu dalam usaha menguasai bahasa kebangsaannya. Selama ini, suara-suara 
sumbang yang terdengar serta sikap negatif yang terluah daripada mereka 
yang masih tidak berkeyakinan terhadap keupayaan bahasa kebangsaan se-
bagai bahasa pengucapan ilmu dan budaya tinggi, adalah sebenarnya pencer-
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minan suatu corak pemikiran golongan yang daif dan masih kehambaran 
dalam penguasaan bahasa kebangsaan. Menurut kelompok ini, bahasa Ing-
geris sajalah yang dapat menjamin dan membawa kita ke arah kemajuan 
hidup yang tinggi dan ke tahap peradaban dunia moden. 
Keperluan istilah dalam bahasa Melayu adalah semata-mata bertujuan 
untuk membangunkan pelbagai bidang ilmu dengan berasaskan bahasa 
Melayu atau memajukan bahasa Melayu melalui pembangunan sains dan 
teknologi. Masih terdapat pandangan dan sikap yang keliru tentang penggu-
naan bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa asing untuk memajukan sains dan 
teknologi. Jika keadaan ini berterusan, maka bangsa Malaysia tidak akan 
memiliki pakar atau tokoh yang berketerampilan dalam kedua-dua bidang 
ilmu sains dan teknologi dalam bahasa Melayu . Rakyat terbanyak yang rata-
rata memahami bahasa Melayu juga tidak berpeluang menikmati penulisan 
ilmiah tentang penyelidikan sains dan teknologi dalam bahasa Melayu. Aki-
batnya, industri sains dan teknologi yang akan menerapkan kaedah penyeli-
dikan sains dan teknologi bagi memproses dan mengeluarkan produk dan 
perkhidmatan sains dan teknologi pula tidak akan menggunakan bahasa Me-
layu. Dalam hal ini DBP mengesyorkan badan-badan Peristilahan rantau Asia 
dan Antarabangsa supaya kerjasama dengan lebih erat lagi dalam perancang-
an peristilahan sejagat. 
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1. Arah Perencanaan Bahasa ke Depan 
Perencanaan bahasa sering didefinisikan berdasarkan tujuannya, yaitu upaya 
mengarahkan perkembangan bahasa menuju ke keadaan yang diinginkan 
oleh perencananya. Dengan defin isi itu dapat dikatakan bahwa -praktik pe-
rencanaan bahasa di Indonesia sudah dilakukan jauh sebelum Indonesia 
merdeka. Pendirian Balai Pustaka yang mempromosikan bahasa yang "tertib" 
dan pernyataan Sumpah Pemuda yang memberikan status bahasa persatuan 
pada bahasa Melayu yang kemudian disebut bahasa Indonesia dapat d ikata-
kan sebagai salah satu upaya perencanaan bahasa. Demikian ju ga penetapan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. 
Perencanaan bahasa menjadi lebih terlembaga ketika Instituut voor Taal 
en Cultuur Onderzoek yang didirikan tahun 194 7 kemudian berkembang-
disertai perubahan nama yang berkali-kali-sebagai lembaga yang menangani 
masalah kebahasaan di Indonesia. Menyusul penyempurnaan ejaan yang di-
canangkan tahun 1972, lembaga kebahasaan itu berubah menjadi Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1975. Kata pembinaan 
dan pengembangan pada nama itu merupakan manifestasi perencanaan ba-
hasa di Indonesia. Hakikat kedua ancangan terhadap masalah kebahasaan 
itu dibahas secara rinci oleh Moeliono ( 1986), yang menjadi kepala lembaga 
itu dari tahun 1984 hingga 1989. Dapat dikatakan bahwa sejak itu ancangan 
yang diaju kan oleh Moeliono itu menjadi dasar perencanaan bahasa di Indo-
nesia hingga kini. Di samping pembinaan dan pengembangan bahasa, 
Moeliono ( 1986:9, 23-42) sebenarnya juga menambahkan kebijakan bahasa 
sebagai ancangan alternatif di dalam perencanaan bahasa. 
Kebijakan bahasa di Indonesia dirumuskan pertama kali pada tahun 
197 5 dalam dokumen bertajuk Politik Bahasa Nasional (Halim, 1976) dengan 
sponsor Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kemudian diperbaha-
rui pada tahun 2000 dengan tajuk Politik Bahasa (Alwi dan Sugono, 1999). 
Kedua dokumen itu mengatur alokasi fungsi bahasa yang digunakan di Indo-
nesia, yang d igolongkan ke dalam tiga kategori: bahasa nasional/negara, ba-
hasa daerah negara, dan bahasa asing. Berdasarkan kebijakan bahasa itulah 
program pembinaan dan pengembangan bahasa dilaksanakan sampai saat 
ini. 
Putusan kongres bahasa Indonesia dari waktu ke waktu mengamanat-
kan pembuatan undang-undang kebahasaan. Setelah melalui perjuangan 
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yang tidak mudah, amanat itu akhirnya terwujud walau tidak merupakan 
undang-undang tersendiri: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Ke-
bangsaan. Undang-undang ini menguatkan penetapan alokasi fungsi bahasa 
dalam Politik Bahasa dan juga ancangan perencanaan yang harus dilaksana-
kan di Indonesia. Undang-undang ini mengamanatkan beberapa hal "baru" 
jika dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan setakat ini: pelindungan 
bahasa, penginternasionalan bahasa Indonesia, dan koordinasi kelembagaan. 
Sebenarnya ketiga hal itu memang tidak dapat dikatakan betul-betul baru. 
Program pembinaan dan pengembangan yang dilaksanakan dengan baik, ter-
utama terhadap bahasa yang terancam punah, akan bermuara pada pelestari-
an bahasa itu, yang berarti juga pelindungan dari ancaman kepunahan. Hal 
yang sama, jika diterapkan pada bahasa Indonesia, juga akan menjadikan 
bahasa itu mampu berfungsi sebagai bahasa perhubungan luas, yang berarti 
juga berpotensi menjadi bahasa internasional. Berkenaan dengan koordinasi 
dalam menangani masalah kebahasaan, selama ini Pusat Bahasa dan unit 
pelaksana teknisnya di daerah juga sudah menjalin kerja sama dengan ins-
tansi pemerintah daerah walaupun hal itu sangat bergantung pada kesiapan 
dan kesediaan pihak masing-masing. 
Adanya amanat tentang pelindungan bahasa agaknya mengacu ke isu 
kepunahan bahasa daerah yang baru-baru ini juga diindikasikan terjadi di 
Indonesia. Keprihatinan atas kepunahan bahasa daerah yang merupakan 
bahasa ibu masyarakat minoritas itu digemakan oleh UNESCO, lembaga 
dunia yang membidangi masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. 
Sejak tahun 1999 organisasi itu menganjurkan promosi bahasa ibu (dapat 
dibaca: bahasa daerah) bertolak dari peristiwa eliminasi bahasa di Bang-
ladesh. Eliminasi bahasa dipandang memutus hubungan penutur dengan 
akar budayanya. Pada saat yang sama, UNESCO berasumsi bahwa keberha-
silan pengajaran di sekolah ditentukan juga oleh penggunaan bahasa yang 
paling dipahami oleh siswa. Dalam hal ini, tidak digunakannya bahasa ibu 
sebagai bahasa pengantar akan menghambat pemahaman materi oleh siswa. 
Rekomendasi UNESCO ini bergaung cukup jauh karena ada sambutan dari 
para linguis dan pemerhati bahasa. Bahkan, para pakar juga mulai mengkha-
watirkan penggunaan bahasa dominan akan mematikan bahasa minoritas. 
Collins (2006), misalnya, mengutip tuduhan bahwa promosi besar-besaran 
bahasa Indonesia menjadi sebab punahnya beberapa bahasa daerah. Dengan 
demikian, Undang-Undang No. 24 Tahun 2010 mencoba untuk menjaga ke-
seimbangan antara promosi bahasa Indonesia dan pelindungan bahasa dae-
rah. Secara umum memang sekarang ini sedang terjadi reorientasi praktik 
perencanaan bahasa di dunia menuju ke keberagaman bahasa (Ferguson, 
2006: 10-11). 
Hadirnya undang-undang itu jelas akan membawa perencanaan bahasa 
di Indonesia memasuki babak baru karena sifat imperatif undang-undang 
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jauh berbeda dari sekadar komitmen seperti yang tertuang dalam Politik 
Bahasa. Tugas yang dibebankan pada lembaga kebahasaan jauh lebih berat. 
Peningkatan eselon seperti yang sudah dilakukan dengan Keputusan Presiden 
Nomor 24 Tahun 2010 tidak otomatis membuat lembaga kebahasaan menjadi 
lebih digdaya. Masalah kebahasaan yang akan dipecahkan melalui perenca-
naan melekat pada pemakai dan pemakaian bahasa. Karena pemakai dan 
pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu tersebar di seantero 
Nusantara, lembaga kebahasaan harus memiliki tangan yang dapat men-
jangkau daerah-daerah di Indonesia. 
Dalam uraian berikut akan dibicarakan peran unit pelaksana teknis 
lembaga kebahasaan, yang saat ini tersebar di 30 provinsi. Dari ke-30 unit 
itu, 17 berstatus balai bahasa, sedangkan 13 yang lain berstatus kantor 
bahasa. Namun, sebelumnya akan digambarkan apa yang perlu dilakukan 
dalam proses perencanaan bahasa, khususnya tentang pemetaan masalah 
dan rencana pemecahannya serta penelitian yang menjadi penyokong proses 
itu. 
2 . Peta Masalah dan Rencana Pemecahannya 
Dalam banyak literatur yang membicarakan perencanaan bahasa, sudah 
banyak dibahas bagaimana proses yang harus ditempuh. Namun, gagasan 
ideal yang diusulkan di atas kertas itu pada praktiknya sering diabaikan. 
Penanganan masalah kebahasaan lebih sering bergantung pada situasi yang 
melingkupinya yang jauh dari rencana yang sudah ditetapkan. Sekalipun 
demikian, hal itu tidak dapat menjadi alasan untuk tidak membuat perenca-
naan yang baik. 
Moeliono (1986:5), misalnya, sudah menunjukkan bahwa perencanaan 
bahasa harus berawal dari pemahaman atas situasi kebahasaan. Kemudian, 
program tindakannya meliputi penetapan sasaran, cara mencapai sasaran, 
dan prosedur pelaksanaan program. Proses itu diakhiri dengan evaluasi atas 
pelaksanaan program dan hasilnya. Dengan tidak bermaksud menganggap 
tahap yang lain kurang penting, pembahasan berikut difokuskan pada peme-
taan masalah dan perencanaan pemecahannya. 
Perencanaan bahasa pada hakikatnya adalah upaya pemecahan masa-
lah kebahasaan. Masalah adalah perbedaan antara situasi nyata dan situasi 
yang diharapkan atau yang diinginkan. Oleh sebab itu, untuk merumuskan 
masalah, perencana bahasa juga harus tahu situasi ideal yang perlu diwu-
judkan. Tanpa ada identifikasi masalah, tahapan berikut dalam proses pe-
rencanaan tidak dapat dilakukan. Dalam praktik sehari-hari, kadang-kadang 
masalah yang akan dipecahkan hanya diasumsikan ada berdasarkan peng-
amatan sepintas atau pengalaman perencana bahasa. Masalah yang hanya 
diasumsikan ada itu dapat menyebabkan pemecahan perencanaan meleset 
atau tidak akurat karena hanya meraba-raba. Akibat berikutnya yang mung-
kin terjadi adalah pemborosan dana dan waktu. Oleh sebab itu, masalah 
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perencanaan perlu dideskripsikan secara cermat. Semakin cermat identifikas' 
masalah, semakin tepat pula rencana pemecahannya, dan semakin efisiea 
implemen tasinya. 
Jika semua aspek yang menggambarkan situasi kebahasaan itu dapat 
dideskripsikan dan dikontraskan dengan situasi ideal, terbentuklah peta ma-
salah. Walaupun pemecahan masalah dapat dilakukan tanpa menunggu 
seluruh peta tergambar, kelengkapan peta masalah memungkinkan peren-
cana bahasa menyusun program yang dapat menjawab persoalan yang saling 
bertalian. Pemecahan masalah yang hanya aspek demi aspek dapat berakibat 
pada inefisiensi. 
Tahapan berikut adalah pemecahan masalah, yaitu upaya untuk meng-
ubah situasi nyata dan mengarahkan ke terciptanya situasi ideal yang men-
jadi sasarannya. Dalam konteks kebahasaan di Indonesia, yang menjadi sa-
saran terpenting adalah membangun vitalitas atau daya hidup bahasa, baik 
bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Jika sasaran ini yang akan dituju, 
faktor vitalitas bahasa seperti yang dirumuskan Kelompok Ad Hoc UNESCO 
(Grenoble dan Whaley, 2006:4) berikut ini perlu dipertimbangkan. 
Faktor 1 pewarisan bahasa antargenerasi 
Faktor 2 jumlah absolut penutur 
Faktor 3 proporsi penutur dalam seluruh populasi 
Faktor 4 kecenderungan dalam ranah bahasa yang ada 
Faktor 5 respons terhadap ranah dan media baru 
Faktor 6 materi untuk pendidikan bahasa dan literasi 
Faktor 7 kebijakan bahasa oleh lembaga pemerintah termasuk status 
dan penggunaan resmi 
Faktor 8 sikap anggota masyarakat terhadap bahasa mereka sendiri 
Faktor 9 jumlah dan mutu dokumentasi. 
Jika bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain yang digunakan di Indo-
nesia dilestarikan untuk hidup bersama, kondisi diglosia harus terbentuk 
secara baik. Kedwibahasaan penutur yang seimbang juga merupakan kondisi 
ideal yang harus menjadi sasaran perencanaan bahasa. Untuk itu, setiap 
bahasa yang digunakan di Indonesia harus mempunyai daya hidup atau 
vitalitas yang memadai. 
Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, rencana 
kebahasaan yang disusun untuk memecahkan masalah dapat diimplemen-
tasikan dalam tiga program kebahasaan: pembinaan, pengembangan, dan pe-
lindungan bahasa. Di dalam konsep perencanaan bahasa secara luas dikenal 
dua jenis perencanaan, yaitu perencanaan status dan perencanaan korpus. 
Keduanya tidak dapat dijalankan secara terpisah. 
Status bahasa setidak-tidaknya dapat digolongkan menjadi dua jenis, 
yaitu status legal dan status fungsional. Status legal yang disandang oleh 
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bahasa Indonesia diperoleh dari penetapan Undang-Undang Dasar 1945, 
yaitu sebagai bahasa negara, dan dari pernyataan Sumpah Pemuda, yaitu 
sebagai bahasa persatuan. Status fungsional diperoleh dari tingkat pema-
kaian bahasa untuk berbagai keperluan. Status legal bersifat statis, sedang-
kan status fungsional bersifat dinamis. Bahasa Melayu di Singapura memiliki 
status legal yang tinggi, tetapi berstatus fungsional yang rendah. Sebaliknya, 
bahasa Inggris di banyak negara tidak memiliki status legal menurut undang-
undang, tetapi digunakan secara luas sebagai sarana komunikasi sehari-hari. 
Perencanaan status di Indonesia dimanifestasikan dalam program pem-
binaan bahasa. Pembinaan bahasa adalah upaya untuk meningkatkan mutu 
dan jumlah penutur. Walaupun hampir semua penduduk Indonesia sekarang 
ini dapat berbahasa Indonesia, mutu pemakaian bahasanya belum tentu 
memadai untuk keperluan komunikasi yang sesuai dengan kedudukan dan 
pekerjaannya. Oleh sebab itu, peningkatan mutu berbahasa tetap perlu dila-
kukan pada penutur asli. Namun, karena pembinaan bahasa juga bertujuan 
meningkatkan jumlah penutur bahasa yang bermutu, pengajaran bahasa 
untuk penutur asing juga merupakan bagian dari pembinaan bahasa dan 
menjadi salah satu jalur penginternasionalan bahasa. 
Perencanaan korpus diwujudkan dalam program pengembangan bahasa, 
yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan bahasa agar dapat berfungsi 
sesuai dengan statusnya. Dalam era yang semakin mengglobal, masyarakat 
bahasa di Indonesia diperkenalkan pada aspek-aspek kehidupan yang baru 
yang tentu saja juga memerlukan dukungan bahasa. Dalam aspek-aspek baru 
itu, bahasa Indonesia dapat dikatakan "muda", dalam arti memiliki "difabi-
litas." lstilah difabel diambil dari dunia pendidikan kaum yang selama ini di-
sebut penyandang cacat. Para penyandang cacat disebut kaum difabel untuk 
menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan (ability) yang berbeda 
(different). Dalam konteks bahasa, sesungguhnya setiap bahasa memiliki ke-
mampuan yang berbeda dalam menjalankan fungsinya. Dalam upaya pe-
ngembangan bahasa, korpus bahasa dimodernkan agar dapat digunakan 
untuk mengungkapkan gagasan modern pula. 
Cooper ( 1989) menambahkan satu jenis perencanaan yang lain, yaitu 
perencanaan pemerolehan bahasa, dengan mengacu kepada revitalisasi 
bahasa Ibrani di Israel. Bahasa yang terekam dalam buku-buku keagamaan 
dihidupkan lagi sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Dalam konteks 
Indonesia, perencanaan pemerolehan bahasa mungkin lebih tepat merujuk ke 
upaya untuk mengenalkan bahasa Indonesia kepada siswa penutur bahasa 
daerah pada tahap awal pendidikan formalnya. Dapat juga, jika kita berbicara 
tentang masa lalu, upaya menyebarluaskan bahasa Indonesia, menyusul 
pencanangan Sumpah Pemuda tahun 1928, adalah bentuk perencanaan pe-
merolehan bahasa. Jumlah penutur bahasa Indonesia sekarang ini meningkat 
jauh jika dibandingkan pada tahun 1928. Karena revitalisasi bahasa, ter-
utama yang terancam punah, merupakan sasaran program pelindungan ba-
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hasa, jenis perencanaan bahasa yang ketiga itu juga perlu kita adopsi. Di 
dalamnya juga ada upaya pembinaan dan pengembangan bahasa, tetapi 
sasarannya pada revitalisasi bahasa yang terancam punah. 
3. Penelitian sebagai Landasan Kerja 
Pada setiap tahap perencanaan diperlukan kajian yang saksama untuk me-
nentukan masalah, rencana pemecahan masalah, dan implemenatasi ren-
cana, serta evaluasi proses dan hasil implementasi rencana. Kajian itu dapat 
dilakukan melalui penelitian, pengamatan, dan pertimbangan atas masukan 
yang disampaikan oleh kalangan yang relevan. Sudah barang tentu kajian 
yang dilakukan melalui penelitian cenderung membuahkan hasil yang lebih 
cermat dan komprehensif. 
Langkah awal dalam pemetaan masalah adalah mengkaji ranah pema-
kaian bahasa yang paling penting untuk mendapatkan perhatian. Yang 
dimaksud penting adalah bahwa ranah itu melibatkan semua penutur atau 
berdaya imbas kuat ke ranah-ranah lain. Sudah barang tentu, pemakaian 
yang diwajibkan oleh undang-undang perlu mendapat prioritas tinggi. Pada 
praktiknya, ranah berbahasa tidak dapat dibatasi secara tegas karena satu 
dengan yang lain cenderung saling bertumpang tindih. Berikut ini akan 
dicontohkan ranah-ranah yang perlu digarap dalam perencanaan bahasa. 
Undang-Undang No. 24 Tahun 2010 mewajibkan penggunaan bahasa 
Indonesia dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 26); dokumen resmi 
negara (Pasal 27), termasuk dokumen perjanjian yang melibatkan lembaga 
negara (Pasal 31); laporan yang melibatkan lembaga pemerintah (Pasal 34); 
pelayanan administrasi publik (Pasal 30); dan dokumen dan transaksi niaga 
(Pasal 25). Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan dalam forum resmi 
(Pasal 32), termasuk forum pendidikan (Pasal 29) dan pidato resmi pejabat 
negara (Pasal 28) serta komunikasi di lingkungan kerja (Pasal 33). Pengem-
bangan budaya nasional, ilmu pengetahuan, teknologi juga menggunakan 
wahana bahasa Indonesia (Pasal 25), termasuk dalam publikasi ilmiah (Pasal 
35). Hal-hal yang menyangkut kepentingan umum atau orang banyak juga 
diamanatkan untuk menggunakan bahasa Indonesia, seperti penamaan pro-
perti publik dan geografi, organisasi dan badan hukum, serta merek dagang 
(Pasal 36); informasi produk (Pasal 37); rambu dan petunjuk (Pasal 38); media 
massa (Pasal 39). 
Sehubungan dengan perintah undang-undang itu, pemetaan i:nasalah 
dapat dilakukan dengan kajian untuk melihat bagaimana mutu pemakaian 
bahasa di semua bidang itu dan kompetensi sumber daya manusia yang ter-
libat di dalamnya. Dalam hal korpus juga perlu dikaji sejauh mana kemam-
puan bahasa Indonesia untuk menjalankan fungsi tersebut, misalnya tentang 
kepadaan kosakatanya. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan perlu diteliti 
bagaimanakah kemahiran berbahasa guru (per jenjang, per bidang studi, dan 
per wilayah), siswa, dan tenaga kependidikan yang lain. Selain itu, juga perlu 
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dikaji pemakaian bahasa pada buku ajar dan buku penunjang. Situasi faktual 
itu kemudian dikontraskan dengan situasi ideal, yaitu situasi kebahasaan 
yang kita harapkan. Misalnya, kemahiran macam apakah yang seharusnya 
dimiliki oleh guru, siswa, dan tenaga kependidikan untuk menjalankan fungsi 
masing-masing secara baik atau korpus yang seperti apakah yang dapat di-
gunakan untuk mengungkapkan gagasan secara cermat dalam rangka meng-
alihkan dan mengembangkan ilmu. 
Undang-undang juga mengamanatkan tentang pelestarian bahasa dae-
rah. Walaupun rincian tentang pemakaiannya tidak diatur secara ekplisit, 
perencanaan bahasa daerah juga memerlukan pemahaman tentang situasi 
faktual. Dengan demikian, harus dilakukan kajian tentang pemakaian, ke-
mahiran penutur, sarana pemerolehan bahasa, korpus bahasa, dan seba-
gainya. 
Setelah tergambar peta masalah, program untuk memecahkan masalah 
itu segera disusun. Tidak setiap masalah harus dipecahkan dalam waktu 
yang sama. Perlu strategi dengan menentukan prioritas masalah mana yang 
harus dipecahkan lebih dahulu. Prioritas itu dapat berdasarkan pentingnya 
masalah itu, mendesaknya masalah itu untuk dipecahkan, dan keterlaksa-
naan (feasibility) pemecahannya. Masalah dianggap penting jika hal itu me-
nentukan ketercapaian tujuan yang ditetapkan. Kemendesakan diukur dari 
tingkat kegentingan yang terjadi. Keterlaksanaan biasanya berhubungan 
dengan ketersediaan dana dan sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas 
berbahasa di kalangan pejabat dan pegawai negeri adalah hal yang penting 
karena jika masalah ini dapat dipecahkan sangat mungkin tujuan untuk 
meningkatkan kualitas berbahasa penutur bahasa Indonesia secara umum 
dapat tercapai. Namun, karena jumlah pejabat dan pegawai negeri pun sangat 
banyak, ditambah lagi persebaran secara geografis dan hierarkis sangat luas, 
pemecahannya mungkin tidak dapat segera terlaksanakan. Sementara itu, 
menyusun kodifikasi bahasa yang hampir punah merupakan masalah yang 
mendesak sekalipun setelah kodifikasi itu terlaksana tidak berarti kepunahan 
bahasa tersebut dengan sendirinya dapat diatasi. Dengan demikian, kajian 
tentang pemecahan masalah menjadi bagian dari perencanaan strategis. 
Setelah tersusun rencana strategis yang berupa program pembinaan, pe-
ngembangan, dan pelindungan bahasa, langkah berikutnya adalah menentu-
kan kegiatan yang spesifik sebagai implementasinya. Yang dimaksud dengan 
program adalah kumpulan kegiatan yang terpayungi oleh tujuan yang sama. 
Program harus mencakupi kegiatan pemecahanan masalah atas dasar tiga 
sifat di atas. Di sini diperlukan kajian untuk menyusun program secara ber-
tahap dalam jangka waktu tertentu dengan sasaran yang jelas. 
Setelah semua kegiatan terlaksana, perlu dilakukan kajian evaluatif. 
Kajian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah tujuan yang ditetapkan 
pada awal perencanaan sudah tercapai. Dalam hal ini, perlu dilakukan pe-
nelitian seperti ketika mengidentifikasi masalah. Jika situasi faktual kebaha-
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saan sesudah perencanaan bahasa terimplementasikan tidak sesuai dengan 
situasi yang diinginkan, kesenjangan itu merupakan masalah baru yang 
harus dipecahkan pada proses perencanaan berikutnya. Di dalam hal ini juga 
sangat penting dilakukan penelitian untuk melihat faktor-faktor penyebab 
terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 
Kajian evaluatif tidak hanya diperlukan di akhir proses perencanaan, 
tetapi hampir di setiap proses perencanaan karena pada dasarnya di setiap 
akhir kegiatan, baik pemetaan masalah, perencanaan, maupun implementasi, 
perlu dilakukan evaluasi (Ruddyanto, 2004). Dengan demikian, jika ada ke-
tidakberesan di satu tahap kegiatan, segera dapat dilakukan perbaikannya 
sehingga tidak berlanjut ke proses berikutnya. 
Proses perencanaan bahasa dan pelaksanaan kajian atau penelitian 







--) Masai ah 
Situasi \=J Faktual Baru 
Penelitian 
Kebabasaan c Rwcana 
Program dan 
Kegiatan 
4. Siapa Melakukan Apa: Peran Balai dan Kantor Bahasa 
Menurut Cooper (1989:60-72), perencanaan bahasa dapat dijelaskan dengan 
kalimat "siapa melakukan apa, untuk apa, kapan, di mana, mengapa, dan 
bagaimana". Pertanyaan yang berhubungan dengan "kapan", "di mana", dan 
"mengapa" sangat bergantung pada urgensi pemecahan masalah dan keter-
sediaan dana dan tenaga. Dalam bagian ini, yang akan dibahas lebih jauh 
adalah "siapa melakukan apa". 
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Agen perencanaan dapat bersifat individual dan dapat pula bersifat 
kelembagaan. Individu yang menjadi perencana bahasa adalah mereka yang 
menjadi penutur model dan memiliki kewibawaan untuk mengimbau penutur 
lain untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasanya. Kewibawaan itu diper-
oleh bisa karena kewenangan politis ataupun kepakaran yang dimilikinya. 
Namun, untuk kondisi yang begitu rumit seperti di Indonesia, perencanaan 
bahasa tidak dapat hanya bertumpu pada para individu, tetapi juga harus 
terlembagakan. Lembaga yang melaksanakan perencanaan bahasa dapat be-
rupa organisasi profesi, media massa, lembaga pendidikan, dan lembaga di 
bawah naungan pemerintah di daerah. Di Amerika, jurnal yang diterbitkan 
oleh asosiasi ahli psikologi menjadi rujukan untuk bahasa yang dianggap baik 
dan benar. Perubahan ungkapan yang ditawarkan, misalnya chairman yang 
bias gender menjadi chair person yang netral, merupakan contoh pengarahan 
perkembangan bahasa yang dilakukan oleh organisasi profesi. Di Indonesia, 
perubahan bentuk kata menyolok, yang tidak sesuai dengan kaidah morfologi 
bahasa Indonesia, menjadi mencolok merupakan hasil pelurusan yang dilaku-
kan oleh majalah Tempo. 
Umumnya, perencanaan bahasa yang dilakukan oleh individu dan 
lembaga nonpemerintah tidak memiliki beban untuk mengupayakan ketun-
tasan hasil. Mereka lebih bersifat idealis dan tidak memedulikan metode 
untuk mencapai sasarannya. Pada akhirnya yang menonjol adalah idiolek 
atau gaya selingkung. Di samping itu, sasaran yang ingin mereka capai lebih 
bersifat parsial, tidak meliputi semua aspek secara holistik. 
Dengan demikian, dapat dikatakan "siapa" yang melakukan perencana-
an bahasa dapat dijawab sebagai berikut. Berdasarkan undang-undang, dan 
juga menurut sejarah, pelaksana perencanaan bahasa adalah pemerintah, 
dalam hal ini kewenangannya diserahkan kepada badan ke bahasaan di 
bawah Menteri Pendidikan Nasional. Pertanyaannya, sejauh mana tangan 
lembaga itu dapat menjangkau seluruh wilayah Republik, bahkan termasuk 
perwakilan negara di luar negeri karena penginternasionalan bahasa Indone-
sia juga menjadi tugasnya. Khusus mengenai penanganan bahasa di dalam 
negeri, kiranya agen perencanaan itu juga harus hadir di daerah pemaka ian 
bahasa untuk memastikan keefektifannya. 
Karena penanganan masalah kebahasaan tidak hanya di pusat peme-
rintahan, bahkan sebagian besar justru di luar pusat pemerintahan, perlu 
ada kepanjangan tangan lembaga kebahasaan itu di daerah-daerah. Undang-
undang juga mengamanatkan tanggung jawab masalah kebahasaan berada di 
pemerintah daerah. Karena tanggung jawab pemerintah daerah hanya sebatas 
wilayah kerjanya, penanganan masalah kebahasaan memerlukan jaringan 
lintas-daerah. Untuk itu, kepanjangan lembaga kebahasaan di daerah dapat 
menciptakan jaringan koordinasi. Hal itu perlu karena banyak wilayah pe-
makaian bahasa daerah yang tidak identik dengan wilayah pemerintahan 
daerah. Dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia, hal itu lebih bersifat 
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mutlak lagi karena sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia digunakan di 
seluruh wilayah Indonesia. Penanganan masalah di suatu daerah berhubung-
an erat dengan masalah di daerah yang lain. 
Saat ini, sebelum badan kebahasaan yang ditentukan undang-undang 
belum efektif, agen perencanaan bahasa di Indonesia adalah Pusat Bahasa 
dengan unit pelaksana teknis, yang disebut balai atau kantor bahasa, yang 
berada di tiga puluh provinsi. Unit-unit kerja itu bekerja dalam sistem ja-
ringan. Di samping itu, seperti dijelaskan di atas, ada juga lembaga swadaya 
masyarakat dan para individu yang juga menaruh minat dalam kegiatan ke-
bahasaan dan kesastraan. Untuk memperoleh sinergi yang optimal, lembaga 
kebahasaan baik di pusat maupun di daerah dapat menjadi penyokong, 
fasilitator, dan koordinator untuk menghindari tumpang tindih yang tidak 
diperlukan. Kehadiran agen perencanaan bahasa itu di daerah memungkin-
kan pemotretan situasi kebahasaan yang menjadi dasar pemetaan masalah 
dapat lebih jelas dan rinci. Pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi peren-
canaan juga dapat lebih menjangkau sasaran. Dengan demikian, jejaring 
kerja itu dapat digambarkan dengan bagan berikut. 
Lembaga 
Pemerintah 
- . - . - . - . -~ 
- - - --· -~ Lembaga 
Pemerintah 
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Pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah "melakukan apa" 
lembaga kebahasaan itu. Sekali lagi, jika kita mengacu ke undang-undang 
yang ada, ada tiga upaya besar yang harus dilaksanakan: pengembangan, 
pembinaan, dan pelindungan bahasa. Ketiga pokok itu dapat dijabarkan se-
bagai berikut. 
Dalam upaya pembinaan dapat dilakukan diseminasi informasi kebaha-
saan yang memungkinkan penutur bahasa memperoleh persepsi yang dapat 
meningkatkan kualitas berbahasanya. Jika dianggap perlu, diseminasi infor-
masi itu juga disertai dengan pelatihan untuk penutur model (guru, warta-
wan, pejabat, dan penulis). Informasi kebahasaan yang perlu tersedia dalam 
pangkalan data berkenaan dengan kosakata dan istilah (glosarium dan 
kamus), tata bahasa, pedoman tata tulis (ejaan) , dan pedoman lafal , baik yang 
bersifat komprehensif maupun yang praktis. Termasuk di dalamnya adalah 
bahan ajar untuk penutur asing dan materi yang diajarkan di sekolah. Materi 
yang sama juga perlu didesiminasikan sehubungan dengan bahasa daerah. 
Khusus untuk bahasa daerah, perlu juga tersedia materi yang dapat memper-
kaya pemerolehan bahasa, misalnya bacaan tentang cerita rakyat, seni dan 
budaya, serta ilmu pengetahuan. 
Seperti halnya upaya pengembangan bahasa, pembinaan bahasa juga 
perlu memanfaatkan teknologi mutakhir. Di dalam hal ini, penyimpanan data 
secara digital sudah dapat dilakukan secara masif dengan biaya yang relatif 
kecil , dengan keamanan data yang sangat terjamin, dan dengan kebutuhan 
ruang yang sangat minim. Dengan memanfaatkan teknologi digital, perekam-
an gambar dan teks dapat dilakukan secara besar-besaran dalam waktu sing-
kat . Dokumentasi yang tersimpan juga tahan terhadap pelapukan atau ke-
rusakan lain karena proses alam atau bencana alam. Duplikasi dan repro-
duksi dapat dilakukan dengan cepat dan murah. Jika data itu dibuat daring 
(on-line), akses terhadapnya juga semakin mudah dan dapat dilakukan dari 
mana pun. Data ini juga dapat disimpan di dunia maya yang tidak memerlu-
kan ruang secara fisik. 
Diseminasi informasi juga dapat dilakukan melalui internet, baik dengan 
pengadaan situs atau laman maupun dengan layanan pos elektronik ke indi-
vidu atau lembaga yang menjadi pelanggan. Informasi yang lebih sederhana 
dan ringkas juga dapat disebarkan melalui layanan pesan singkat atau SMS. 
Tata rupa situs dan format sajian informasi dapat disesuaikan dengan segmen 
sasarannya. Untuk kalangan akademik dapat dibuat jurnal ilmiah elektronik, 
sedangkan untuk para siswa dan kaum muda dapat dibuat majalah ilmiah 
populer. Publikasi yang biasanya diwujudkan dalam pencetakan buku juga 
dapat didukung oleh penerbitan elektronik. Sekarang ini sudah sangat lazim 
buku-buku dibuat secara elektronik sehingga menjadi alternatif yang dapat 
menjangkau sasaran lebih luas. 
Kegiatan yang bersifat konvensional masih dapat dilakukan untuk me-
menuhi kebutuhan silaturahim dan hubungan manusiawi. Dalam hal ini, 
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pertemuan bersemuka dapat dilakukan terutama untuk kelompok yang 
belum terjangkau oleh pembinaan secara elektronik. Contohnya adalah pe-
nyuluhan yang bersifat ceramah untuk yang bersifat praktis atau pelatihan 
untuk yang bersifat teknis. Kegiatan seperti bengkel sastra juga dapat dilaku-
kan secara bersemuka karena ada banyak hal yang tidak bisa ditampilkan 
lewat media digital. 
Penyuluhan dan pelatihan (atau pengajaran, jika istilah ini akan di-
pakai) juga dapat dilakukan secara elektronik. Kita dapat memvideokan ma-
teri yang disajikan oleh seorang instruktur yang piawai untuk kemudian 
diunggahkan dalam bentuk video stream. Bahkan, tes bahasa seperti UKBI, 
yang dimaksudkan sebagai pengukur kemahiran berbahasa, juga dapat dila-
kukan secara daring. 
Implementasi pengembangan bahasa dapat dilakukan dengan menghim-
pun sebanyak-banyaknya korpus, kemudian menelaahnya untuk menemukan 
kaidah berbagai satuan bahasa, mulai dari fonologi hingga wacana. 
Penelaahan itu dilakukan dari waktu ke waktu sehingga dapat diikuti arah 
perkembangannya. Dari kaidah yang dihimpun dilakukan pertimbangan 
mana-mana yang akan dibakukan dan mana-mana yang akan dihindari atau 
dieleminasi karena pertimbangan kemudaratan terhadap perkembangan 
bahasa. Hasil proses pembakuan bahasa ini harus segera dikodifikasi dan 
didesiminasi. 
Dari korpus yang dihimpun juga dikumpulkan kosakata baru. Dengan 
melihat konteks pemakaiannya, kosakata baru itu segera dimasukkan ke 
dalam kamus. Sementara itu, kosakata asing yang terjaring dalam korpus 
juga harus ditelaah untuk dilihat apakah memiliki padanan dalam bahasa 
Indonesia. Jika tidak, upaya pengindonesiaan harus segera dilakukan dan 
hasilnya dikodifikasikan dan didesiminasikan. Dalam upaya memperkaya 
kosakata bahasa Indonesia, kosakata bahasa daerah yang berpotensi untuk 
menjadi padanan kata asing dikumpulkan dan didefinisikan. Jika definisi itu 
relevan dengan makna kata asing yang belum berpadanan dapat dilakukan 
pemaknaan ban1 yang meliputi perluasan atau penyempitan makna sehingga 
dapat menjadi padanan yang siap digunakan. Sementara itu, kosakata daerah 
juga dapat ditapis untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Penapisan 
itu dilakukan untuk menyesuaikan bentuk fonologis dan morfologis kosakata 
daerah . 
Seperti dikemukakan di atas, upaya pelindungan dimaksudkan untuk 
mencegah suatu bahasa punah, tidak dituturkan lagi. Upaya ini memang 
lebih banyak ditujukan untuk bahasa-bahasa yang terancam punah. Namun, 
bahasa yang jauh dari ancaman kepunahan pun perlu menjadi sasaran upaya 
ini karena kita tidak perlu menunggu suatu bahasa sampai terancam punah 
sebelum melancarkan upaya pelindungan. 
Dalam upaya ini dapat diprogramkan perekaman korpus bahasa, mem-
buat kodifikasi tata tulis ijika ada aksara asli yang digunakan), tata bahasa, 
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kamus, dan pelafalan. Dalam hal perekaman korpus semua cerita rakyat atau 
karya sastra, baik yang lisan maupun yang tulis harus tercakupi semuanya. 
Selain itu, jika dianggap perlu, semua bentuk pemakaian bahasa juga di-
rekam dan dikumpulkan dalam pangkalan data. Yang dimaksud dengan 
pangkalan data di sini adalah semua informasi kebahasaan dan kesastraan 
dalam satu bahasa yang tersusun secara sistematis dan dapat diakses dan 
dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti penyusunan bahan ajar, 
penelitian kebahasaan dan kesastraan, penyusunan kamus, dan penelitian 
sejarah dan perbandingan bahasa. Lebih dari itu, upaya revitalisasi juga me-
merlukan pemahaman tentang jumlah penutur, sikap penutur, dan konteks 
sosial kehidupannya (Cristal, 2000:92). 
Karena bahasa-bahasa yang belum terdokumentasi dengan baik adalah 
bahasa-bahasa yang jauh dari pusat budaya dan pemerintahan, lembaga 
bahasa yang ada di daerah menjadi pelaksana andalan di garis depan. Me-
rekalah yang seharusnya lebih tahu tentang situasi kebahasaan di daerah 
masing-masing. Dalam kondisi sekarang ini, karena regulasi yang ada, pem-
bentukan lembaga bahasa di daerah yang merupakan kepanjangan lembaga 
kebahasaan pusat hanya berada di tingkat provinsi. Padahal, persebaran 
bahasa tidak mengikuti batas-batas administratif pemerintahan. Di Provinsi 
Bali, misalnya, memang pemakaian bahasa Bali sangat dominan. Daerah ini 
cenderung bersifat homogen. Sementara itu, di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
atau Nusa Tenggara Timur terdapat puluhan bahasa yang harus ditangani. 
Situasi kebahasaan yang berbeda terdapat di Pulau Jawa bagian tengah dan 
timur yang didominasi oleh pemakaian bahasa Jawa. Padahal, di tempat itu 
terdapat tiga provinsi yang masing-masing memiliki lembaga kebahasaan 
daerah. Dengan kata lain, ketiga lembaga kebahasaan itu memiliki sasaran 
pekerjaan yang sama. Dengan demikian, secara nasional perlu pembagian 
tugas, anggaran, sumber daya manusia yang dapat menjangkau semua ba-
hasa yang ada. 
5. Penutup 
Mengingat Undang-Undang No. 24 Tahun 2010 membawa perubahan (yang 
dimaksudkan sebagai peningkatan) perencanaan bahasa di Indonesia, sangat 
mungkin nanti diperlukan reorganisasi lembaga perencana bahasa. Peran 
lembaga kebahasaan di daerah, yang saat ini diwakili oleh balai dan kantor 
bahasa, sangatlah penting karena menjadi ujung tombak perencanaan 
bahasa. Uraian di atas, sekalipun masih sangat ringkas, dapat menjadi 
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1. Prof. Dr. Khairil Ansari 
2. Puan Hajah Ratna Inzah binti Datuk Haji Mohd. Asri 
3. Ors. C. Ruddyanto, M.A. 
l. Mereposisi Perencanaan Istilah Ranah Keilmuan 
2. Perencanaan Peristilahan Melayu: Isu dan Cabaran 
3. Peran Balai dan Kantor Bahasa dalam Perencanaan 
Bahasa di Indonesia 
Ors. Mustakim, M.Hum. 
l. Ors. Muhammad Muis, M.Hum. 
2. Wenny Oktavia, M.A. 
1. Ivan Lanin, Wikipedia Indonesia 
1) Ada paradoks tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pengem-
bangan istilah, praktisi atau akademisi? 
2) Apa peranan pers di perencanan bahasa DBP? 
3) Bagaimana urusan komersial untuk mendigitalkan karya-karya peneli-
tian? 
Jawaban 
l . Prof. Dr. Khairil Ansari 
Memang ada paradoks, seperti analogi ayam KFC yang tetap saja ayam 
biasa. Istilah teknologi yang sudah diindonesiakan bisa kembali lagi ke 
masyarakat dengan bahasa Inggrisnya yang lebih populer. Orang banyak 
mengambil kata-kata bahasa Inggris yang semula itu dari kata-kata umum 
bahasa Inggris. Ketika dimasyarakatkan di publik, orang memakai makna 
yang umum itu, bukan yang makna spesifik. 
2. Puan Hajah Ratna Inzah binti Datuk Haji Mohd. Asri 
Media massa punya hubungan rapat dengan pers. Ada istilah yg ditemukan 
media massa melenceng, DBP akan menegur. Media membantu siarkan 
istilah yang betul di surat kabar. DBP mempunyai satu bagian untuk mem-
berikan nasihat-nasihat tentang kebahasaan jika ada yang bertanya. 
3. Ors. C. Ruddyanto, M.A. 
Ada laman-laman yang bisa membantu dalam mempertimbangkan aspek 
komersial itu. Kalau diniati, mungkin suatu saat Pusat Bahasa dapat 
membuat penerbitan maya yang bersifat komersial. 
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Pertanyaan 
2. Rita Novita, M.Hum., Balai Bahasa Padang 
Apakah Malaysia tidak membuat perencanaan bahasa lisan? 
Jawaban 
2. Puan Hajah Ratna Inzah binti Datuk Haji Mohd. Asri 
Bahasa Melayu berlandaskan pada Melayu Johar Riau . Tidak semua /a/ 
dibaca / e/. Misalnya, bola dan wanita, tidak boleh dibaca /bole/ dan 
/wanite/ . 
Pertanyaan 
3. Prof. Dr. (Emeritus) Anton Moeliono, Pusat Bahasa 
Saran untuk Prof. Dr. Khairil Ansari, koreksi atas penggunaan istilah 
petala. Yang diusulkan oleh Kompas adalah petahana. 
Jawaban 
3. Prof. Dr. Khairil Ansari 
Terima kasih kepada Pak Anton yang sudah memperbaiki istilah petala 
menjadi petahana. 
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KEBIJAK.AN BAHASA DAN PERENCANAAN BAHASA DI INDONESIA: 
KENDALA DAN TANTANGAN 
Anton M. Moeliono 
1. Setakat ini di Indonesia istilah politik bahasa (language policy) sering 
disinonimkan dengan kebijakan bahasa, atau garis haluan bahasa, yang 
pada gilirannya dianggap bertumpang tindih dengan perencanaan bahasa 
(Moeliono, 1986). Di dalam pustaka sosiolinguistik, kebijakan bahasa 
sering mengacu ke tujuan yang menyangkut bahasa, politik, dan masya-
rakat yang mendasari usaha kegiatan para perencana bahasa (Cooper, 
1989). Kebijakan bahasa lebih-lebih menggambarkan pendapat dan sikap 
masyarakat tentang bahasa yang hidup di dalamnya. Sikap dan nilai itu 
didasari oleh sejumlah nilai budaya tertentu dan data survei linguistik 
(Shohamy, 2006). 
128 
Kebijakan bahasa itu mengenai bahasa nasional, bahasa golongan 
etnis lain yang ada di Nusantara, dan bahasa asing yang terdapat di Indo-
nesia dan digunakan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan kedudukannya 
masing-masing kemudian ditentukan fungsinya sosialnya, yakni (1) fung-
sinya sebagai bahasa dalam pendidikan, (2) fungsinya sebagai bahasa 
antargolongan (linguafranca) dan (3) fungsinya sebagai bahasa kebudaya-
an di bidang ilmu, teknologi, dan seni (Dardjowidjojo, 1994). Ada fungsi 
yang pengakuannya memerlukan persetujuan "pasif' masyarakat bahasa 
setelah ditentukan oleh badan penguasa, badan perwakilan rakyat, atau 
undang-undang. Misalnya, ada Undang-Undang Dasar, Pasal 36, tentang 
bahasa negara, atau Undang-Undang Nomor 24, Tahun 2009 tentang 
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ada juga 
fungsi yang baru terwujud jika didukung oleh kerja sama aktif masya-
rakat, sekurang-kurangnya oleh kaum terpelajar dan cendekiawannya. 
Fungsi sosial yang bermacam-macam itu tidak statis, tetapi mungkin 
beralih dari satu bahasa ke bahasa lain menurut zamannya. Misalnya, 
kedudukan bahasa Inggris di Indonesia dengan adanya globalisasi mung-
kin perlu dikaji ulang (Lee dan Suryadinata, 2007). Masyarakat dan ba-
hasanya tidak dapat tidak berubah. Untuk menampung perubahan ma-
syarakat Indonesia ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas). Kita pun dapat menampung perubahan bahasa dengan ber-
bagai masalahnya ke dalam suatu lembaga perencanaan bahasa untuk 
melaksanakan kebijakan atau garis haluan bahasa. 
Mengapa perubahan bahasa harus dipengaruhi? Apalagi jika diingat 
bahwa usaha pengubahan itu dipikirkan dan direncanakan oleh seke-
lompok ahli, padahal bahasa itu merupakan "milik" bersama masyarakat 
yang mungkin tidak ingin bahasanya berubah dengan cepat. Ada sejum-
lah masalah kebahasaan yang mungkin dikenali atau kurang dirasakan 
oleh orang awam (Harimurti, 1990), (Ager, 2001). Tetapi, ucapan orang 
bahwa bahasa Indonesia "masih dalam pertumbuhan", a tau orang tidak 
dapat "mengungkapkan perasaannya" yang sedalam-dalamnya dengan 
bahasa Indonesia, ataupun laporan dalam bahasa Indonesia sering ver-
tele-tele, semuanya itu menunjukkan ada perasaan kurang puas terhadap 
bahasa Indonesia, baik dalam sandinya maupun dalam pemakaiannya 
(Alwi, 2000). Masalah bahasa itu dapat dibiarkan larut dalam masa waktu 
sampai pemecahannya datang dengan sendirinya, tetapi dapat juga diusa-
hakan agar masalah itu diatasi dalam waktu tertentu. Misalnya, kenir-
aksaraan dan kenirangkaan, yakm literasi dan numerasi tidak dapat di-
tunda penanggulangannya. 
Ahli sosiolinguistik percaya bahwa perilaku kebahasaan orang dapat 
dipengaruhi dan diubah. Muncullah cabang linguistik yang disebut peren-
canaan bahasa yang berorientasi masa depan dengan maksud memenga-
ruhi dan menyelaraskan perilaku kebahasaan warga masyarakat. Usaha 
itu dapat dipimpin atau diselenggarakan oleh badan pemerintah, organi-
sasi profesi, atau pribadi orang (Moeliono dalam Abdullah, 1994). Perenca-
naan bahasa, yang berdasar garis haluan bahasa, mula-mula mengenal 
dua bidang: perencanaan status dan perencanaan korpus. Kemudian oleh 
Cooper ( 1989) diusulkan perencanaan pemerolehan (acquisition planning) 
atau perencanaan bahasa dalam pendidikan (language-in-education 
planning). Bidang keempat diusulkan oleh Haarmann (1990) yang meng-
anggap perencanaan gengsi (prestige planning) (Kaplan dan Badauf, 1997) 
juga penting karena perencanaan bahasa perlu promosi agar dapat dite-
rima dengan baik. Berikut ini menyusul uraian singkat tentang keempat 
jenis perencanaan itu di Indonesia. 
2. Perencanaan Status 
Karena bahasa Melayu pada bulan Oktober 1928 diberi nama bahasa 
Indonesia yang diikrarkan senafas dengan tanah Indonesia dan bangsa 
Indonesia, bahasa itu tidak dapat dipisahkan dari cita-cita pengembangan 
kepribadian budaya yang mengatasi kepribadian etnis kelompok (Dardjo-
widjojo, 1994). Bahasa yang diideologikan itu dijadikan lambang persatu-
an dengan nama bahasa kebangsaan atau bahasa nasional. Setelah 
proklamasi kemerdekaan, bahasa Indonesia jadi juga bahasa negara yang 
resmi. Biasanya, bahasa dan bendera kebangsaan melambangkan iden-
titas nasional yang khas dan berwibawa. Di Indonesia terjadi suatu para-
doks: di satu pihak orang Indonesia bangga memiliki bahasa kebangsaan 
yang berasal dari bumi Nusantara, di pihak lain orang tidak peduli benar 
jika teks bahasa Inggris atau bahasa lain ditulis di atas teks bahasa Indo-
nesia. 
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Kendala yang berhubungan dengan status bahasa Indonesia dewasa 
m1 ialah pengabaian pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. 
Walaupun sudah ada undang-undang (yang tidak memuat sanksi atas 
pelanggarannya) dan peraturan daerah yang mengatur pemakaian bahasa 
Indonesia di tempat umum atau pada peristiwa di muka khalayak umum, 
segala pelanggaran dibiarkan atau didiamkan. 
Di samping bahasa kebangsaan, di Indonesia ada beratus-ratus ba-
hasa dan dialek suku etnis. Hingga kini tidak ada pihak yang tahu 
jumlahnya dengan pasti. Dugaan para ahli berkisar antara 550 dan 700 
bahasa. Yang menarik ialah persebarannya tidak merata. Makin ke timur 
makin banyak jumlah bahasa dengan jumlah penutur yang makin kecil. 
Ada empat belas bahasa daerah dengan jumlah penutur di atas satu juta: 
bahasa Jawa (75), Sunda (27), Madura (9) , Minang (6,5), Bugis (3,6) Bali 
(3,0) Aceh (2,4), Banjar (2, 1) Sasak (2, 1) Batak Toba (2,0) Makassar (1 ,6), 
Lampung (1 ,5), Batak Dairi (1,2), Rejang (1,0) . 
Ada 114 bahasa yang berpenutur antara 10.000-100.000, 200 
bahasa dengan 1.000-10.000 penutur, 121 bahasa dengan 200-1.000 
penutur, dan 67 bahasa dengan kurang dari 200 penutur (Sneddon, 
2003) . 
Ada bahasa daerah yang memiliki tata aksara dan susastra, ada 
yang hanya berbentuk ujaran lisan. Catatan di atas dengan jelas menun-
jukkan bahwa statusnya setaraf. Ada yang tetap bertahan, tetapi ada yang 
terancam kepunahan, baik karena hukum alam dengan matinya penutur 
terakhir, maupun karena pengalihan bahasa yang terjadi di beberapa 
kawasan di bagian timur Indonesia. Bahasa Banjar, misalnya, yang men-
jadi lingua franca bahasa etnis yang kecil, jadi salah satu contoh peng-
alihan bahasa. Demikian pula halnya dengan bahasa Melayu Manado 
yang jadi lingua franca di Minahasa. Bahasa Ratahan, Bantik, dan yang 
lain di wilayah itu (Sneddon, 2003) terancam kepunahan karena peng-
alihan penutur ke bahasa Melayu Manado. Hal yang sama terjadi di 
kawasan bahasa Bugis, bahasa Kaili, Gorontalo, Melayu Ambon, Melayu 
Papua yang masing-masing jadi bahasa antarsuku. 
Apa yang jadi sebab dan motivasi pengalihan bahasa? Sneddon 
(2003) mengemukakan empat dorongan: (1) Bahasa Indonesia dikaitkan 
dengan kegiatan yang berprestise, seperti pendidikan sekolah dan 
modernisasi; (2) Urbanisasi ke daerah perkotaan memberi peluang naskah 
yang lebih baik dan teratasinya ketertinggalan; (3) Bahasa Indonesia ma-
kin lama makin banyak ranah pemakaiannya dalam kehidupan modern; 
(4) Tata adab bahasa Indonesia, tidak serumit tata adab kedua bahasa 
daerah terbesar, Jawa dan Sunda. Setakat ini dapat disimpulkan bahwa 
tidak mungkin melindungi sekian banyak bahasa daerah seperti yang 
diamanatkan oleh undang-undang. Perlu digiatkan pembuatan survei 
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bahasa dan pemanfaatan sensus penduduk yang hingga kini nyaris 
memberi tempat untuk hal ihwal pemakaian bahasa. 
Selanjutnya, perlu diselidiki fungsi khusus yang menyangkut bahasa 
Arab, Inggris, Cina Mandarin, Jepang, Korea, dan sebagainya, yang dapat 
meningkatkan taraf kehidupan fisik dan mental. 
3. Perencanaan Korpus 
Perencanaan korpus yang di Indonesia juga disebut pengembangan ba-
hasa berrtolak dari kenyataan bahwa bahasa itu harus menjalankan 
fungsi kemasyarakatan yang sebelumnhya tidak atau kurang terkembang. 
Masyarakat Indonesia yang membangun dan mengembangkan penyeleng-
garaan tata usaha kenegaraan di dalam berbagai bidangnya seperti politik, 
ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan organisasi kema-
syarakatan menerbitkan keperluan orang harus dapat berbicara dan me-
nulis tentang apa saja yang mungkm digagaskan di dalam konstelasi yang 
baru itu. Hubungan timbal-balik antara pembangunan nacional, yang 
juga dapat diartikan pengembangan peradaban dan pengembangan baha-
sa nacional akan jadi jelas pada waktu berlangsungnya perubahan ma-
syarakat, yang antara lain disebabkan oleh arus migrasi, urbanisasi, dan 
modernisasi, yang menuntut adanya fungsi kemasyarakatan bahasa yang 
baru atau yang lebih terkembang. Usaha pengembangan bahasa nacional 
tiga dimensi yang berkorelasi dengan tolok ukur pembangunan nacional, 
seperti taraf keberaksaraan fungsional penduduk, pembakuan di bidang 
industri dan perdagangan, serta kegiatan pemodernan dan peningkatan 
keefisienan aparatur pemerintah dan kalangan swasta. Ketiga dimensi itu 
ialah (1) peningkatan keberaksaraan dan keberangkaan dalam bahasa 
nacional, (2) pembakuan bahasa, dan (3) pemodernan bahasa. 
1) Keberaksaraan dan keberangkaan fungsional dalam bahasa nacional ber-
tujuan memperkokoh kohesi nacional di antara warga masyarakat, men-
jembatani kesenjangan antara orang tua-yang hanya mampu memakai 
bahasa daerahnya-dan anaknya pada ambang usia sekolah, dan mem-
buka pintu gerbang ke pasaran kerja karena pemerataan kesempatan 
yang diciptakan oleh proses pembangunan banyak yang hanya dimanfaat-
kan oleh orang yang tergolong aksarawan yang mampu baca tulis. 
2) Pembakuan bahasa nacional di dalam situasi diglosia seperti Indonesia, 
memperoleh dimensi tambahan yang perlu diperhitungkan bagi keber-
hasilan usaha pembakuan itu. Di dalam situasi diglosia ada dua ragam 
pokok bahasa yang dipakai secara berdampingan untuk fungsi kemasya-
rakatan yang berbeda-beda. Ragam pokok yang satu-yang dapat diang-
gap dilapiskan di atas ragam pokok yang lain- digunakan, misalnya, 
untuk pidato resmi, khotbah, kuliah, atau ceramah; untuk siaran lewat 
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media cetak dan elektronik, untuk komunikasi di bidang pendidikan, 
ilmu, teknologi, dan susastra. Ragam pokok itu dapat diberi nama ragam 
T(inggi). Ragam pokok yang kedua, yang dapat disebut ragam R(endah), 
bertumbuh dalam berbagai rupa dialek dan sosiolek. Ragam itu biasa 
dipakai, misalnya di dalam percakapan yang akrab di lingkungan keluarga 
atau dengan teman sebaya atau rekan sekerja; di pasar dalam tawar-me-
nawar; di dalam seni dan susastra rakyat; dan di dalam penulisan yang 
tidak resmi seperti surat pribadi kepada yang karib . 
Pemerolehan bahasa, ragam yang rendak dipelajari sebagai bahasa 
ibu atau lewat pergaulan dengan teman sebaya. Ragam tinggi terutama 
diperoleh lewat pendidikan formal, lewat pemahiran norma dan kaidah-
nya. Pembakuan bahasa nacional, terutama bersasaran ragam pokok ting-
ginya di bidang ejaan, tata bahasa, dan kosakatanya. Pilihan itu berdasar 
pada pertimbangan bahwa ragam tinggi itu dinilai lebih adab dan lebih 
mampu mengungkapkan pikiran yang berbobot dan majemuk. Proses 
pembakua!1 sampai taraf tertentu berarti penyeragaman norma dan kai-
dah yang memperikutkan kemantapan yang luwes. 
Keberaksaraan masyarakat berpengaruh juga pada kadar laju pem-
bakuan dan perubahan bahasa. Pertumbuhan ragam tulis bahasa Indone-
sia, makin tinggi tarafnya makin terasa pengaruhnya pada pelambatan 
perubahan bahasa. Kadar laju perubahan bahasa Indonesia yang me-
lonjak-lonjak-yang dibanggakan setengah orang karena dianggap tanda 
kemajuannya-harus juga dinilai dari jurusan kurangnya pengaruh ragam 
tulis yang dibakukan terhadap perilaku kebahasaan orang. Jika ragam 
tulis yang baku tidak dapat berfungsi sebagai model, penutur bahasa 
niraksarawan, atau pemakai bahasa yang komunikasinya terutama ver-
sifat lisan, dapat membuat rekaciptaannya sendiri yang menyimpang dari 
kaidah dan dengan demikian melawan arus pembakuan. Dalam rangka 
kodifikasi telah diproduksi pedoman ejaan, pedoman pembakuan istilah , 
penyusunan buku tata bahasa baku, kamus bidang ilmu, glosarium 
istilah. 
3) Pemodernan bahasa nasional bertujuan menjadikan bahasa bertaraf sede-
rajat secara fungsional dengan bahasa lain yang lazim disebut bahasa 
terkembang yang sudah mantap. Pemodernan itu dapat juga dianggap 
proses penyertaan jadi warga keluarga bahasa di dunia yang memungkin-
kan penerjemahan timbal-balik demi keperluan komunikasi dewasa ini di 
berbagai bidang, seperti industria perniagaan, teknologi, dan pendidikan 
lanjutan. Pemodernan bahasa nacional menyangkut dua aspek: (1) peme-
karan kosakatanya dan (2) pengembangan jumlah laras bahasa dan ben-
tuk wacananya. 
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(1) Pemekaran kosakata diperlukan untuk memungkinkan pelambangan kon-
sep dan gagasan kehidupan modern. Cakrawala sosial budaya yang me-
luas yang melampaui batas peri kehidupan yang tertutup menimbulkan 
keperluan tersedianya kata, istilah, dan ungkapan baru dalam bahasa. 
Sumber bagi unsur leksikal yang baru itu ialah bahasa Melayu-Indonesia 
sendiri, bahasa daerah yang serumpun, ataupun bahasa asing. 
(2) Aspek kedua di dalam pemodernan bahasa nacional, yakni pengembangan 
jumlah laras bahasa, bertalian dengan retorik atau langgam bahasa. Kon-
sep laras bahasa mengacu ke ragam bahasa yang dipandang dari sudut 
kelayakannya di dalam berbagai jenis situasi pemakaian bahasa. Laras 
bahasa terutama berbeda-beda dalam segi bentuknya, yakni dalam ciri-
ciri tata bahasanya dan lebih-lebih di dalam leksisnya. Laras bahasa yang 
menggambarkan tipe situasi yang menjadi ajang peranan bahasa secara 
umum dapat digolongkan menjadi (i) laras menurut dunung atau bidang 
kegiatan, (ii) laras menurut sarana pengungkapan, dan (iii) laras berda-
sarkan antarhubungan pelaku peristiwa bahasa. 
(3) Laras menurut bidang terwujud dalam pemakaian bahasa, misalnya, dui 
bidang politik, ilmu, teknologi, kesenian , kepercayaan, perundang-un-
dangan, keamanan, dan pertahanan. 
(4) Laras menurut sarana lazim dibagi atas ragam lisan atau ujaran dan ra-
gam tulis atau tulisan. Karena tidap guyuban bahasa memiliki ragam 
lisan, sedangkan ragam tulis baru muncul kemudian, pemodernan bahasa 
nacional juga mencakupi berbagai upaya bagaimana menuangkan ujaran 
bahasa nacional ke dalam berbagai wacana tulisan. Bahasa Melayu yang 
dianggap orang sejak dulu berperan sebagai lingua franca untuk bagian 
besar penduduk kita berupa ragam lisan untuk keperluan yang agak 
terbatas. 
(5) Laras bahasa berdasarkan tata hubungan, pemilihannya bergantung pada 
sikap penutur terhadap orang yang diajak berbicara atau terhadap pem-
bacanya. Sikap itu dipengaruhi, antara lain, oleh umur dan kedudukan 
yang disapa, pokok yang dikemukakan, dan tujuan informasinya. Lara 
situ menggambarkan sikap yang resmi, yang adab, yang lugas, yang 
dingin, yang hangat, yang akrab, yang penuh emosi, yang santai. 
Akhirnya, pemodernan bahasa nacional tidak dapat mengabaikan 
aspek pencendekiaan bahasa mengingat tujuan kita mencerdaskan kehi-
dupan bangsa. Pencendekiaan bahasa nasional dapat diartikan penye-
suaiannya sehingga bahasa itu, pada saat diperlukan, mampu memben-
tuk pernyataan yang tepat, seksama, dan abstrak. Bahasa itu kalimatnya 
mencerminkan ketelitian penalaran dan hubungan logisnya dalam wacana 
terungkap oleh berjenis kalimat majemuk yang mempernyatakan kesi-
nambungan pikiran yang bersusun-susun. 
Kendala yang terjadi pada penyebaran hasil kodifikasi ialah pema-
syarakatannya dan penyebarannya yang tidak lancar. Buku tata bahasa 
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baku dan kamus yang komprehensif itu tidak tersalur dengan baik. Guru 
sekolah memakai gramatika yang teradat; kamus yang mutakhir dianggap 
terlalu mahal harganya; pengajar perguruan tinggi tetap memakai istilah 
Inggris atau rekaciptanya sendiri, sedangkan insan media massa tidak 
merasa terikat pada produk yang sudah dibukukan. 
Badan perencanaan bahasa di masa depan, jika termasuk lingkung-
an Kementerian Pendidikan Nasional, harus berkoordinasi dengan ber-
bagai direktorat jenderalnya untuk menyalurkan hasil kodifikasi itu. Jika 
tidak, semua buku, termasuk 300.000 istilah, hanya harta karun yang 
menelan biaya yang sangat besar, tetapi mubazir sifatnya. 
4. Perencanaan Bahasa dalam Pendidikan 
Pemerolehan bahasa sering mengacu ke proses memperoleh kemampuan 
berbahasa dengan tidak sadar lewat keterlibatan orang perorang dalam 
aktivitas sehari-hari, sedang belajar atau pemelajaran bahasa menekan-
kan proses belajar secara formal dan terancam (Ferguson 2006). 
Keberhasilan pengajaran bahasa nasional bergantung pada sumber 
daya pengajar yang, jika perlu, juga paham akan metodologi mengajar ba-
hasa kedua mengingat konteks keanekaan bahasa. Selanjutnya, peng-
ajaran itu harus merangsang motivasi pelajar karena peluang bagi mobi-
litas vertikal dan horisontal. Masalah yang dewasa ini kualitas. Sertifikasi 
guru yang sedang dikembangkan tidak ditentukan oleh ujian, tetapi lebih 
banyak oleh jumlah kehadiran. Kelas bahasa dihadapi dunia pendidikan 
ialah mutu dan kualifikasi guru yang tidak merata. Hal itu akibat 
pemerataan pendidikan secara masal dan kuantitatif dengan penurunan 
Indonesia membosankan karena berfokus pada kaidah gramatikal yang 
sama untuk sekolah dasar dan menengah. Pembaruan kurikulum ber-
ulang-ulang diperbarui tanpa penataran guru di sekolah. Kemampuan 
berbahasa tulis jarang dilatihkan sehingga para lulusan dikemudian hari 
tetap lebih akrab dengan ragam bahasa-R. Lalu tidak mengherankan jika 
hampir tidak ada ikatan emosional dengan ragam bahasa-T. Apakah 
karena itu pemakaian bahasa Inggris secara mencolok mata di tempat 
umum ditanggapi dengan rasa kurang peduli? 
Bagaimana menetapkan jenis bahasa budaya etnis yang sepakat 
dipelajari? Tuntutan yang disuarakan oleh kelompok etnis tertentu agar 
martabat bahasanya diakui patut ditimbangi dengan biaya total jika 
jumlah bahasa daerah digandakan. Patut dikaji juga ketersediaan kaum 
guru yang mahir dalam bahasa daerah dan sekaligus dapat mengajarkan-
nya. Ketiadaan buku pelajaran bahasa daerah dewasa ini serta sistem 
pengujian yang setara di antara berbagai bahasa etnis menyulitkan per-
wujudan aspirasi yang hidup di kalangan pemuka golongan etnis. 
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Berbagai studi, setelah konferensi Unesco 1953, mengambil simpul-
an bahwa pendidikan sedapat-dapatnya diberikan dengan perantaraan 
bahasa ibu menyumbangkan perkembangan kecendikiaan pelajarannya, 
menunjang asumsi itu. Jika hal itu menyangkut masyarakat bahasa yang 
mayoritas penduduknya memakai bahasa etnis yang sama, pendirian itu 
tidak perlu diragakan kebenarannya. Namun, di dalam masyarakat multi-
lingual seperti Indonesia, apa yang dari jurusan psikologi dan pendagogi 
merupakan yang terbaik baginya sebagai orang dewasa pencari nafkah 
yang komunikasi utamanya berlangsung dengan bahasa Indonesia. Pen-
didikan modern dan administrasi negara yang efisien tidak dapat diseleng-
garakan dengan baik dalam suasana multilingual dengan baik dalam sua-
sana multilingual yang berlebih. 
Tujuan pengajaran bahasa Inggris di sekolah Indonesia pernah di-
gariskan mengutamakan keterampilan bahasa yang berikut: (1) kemampu-
an membaca yang efektif, (2) kemampuan memahami bahasa lisan, (3) 
kemampuan menulis, dan (4) kemampuan berbicara. Ada ancangan ko-
munikatif, ada pula yang berbasis kompetensi. Kemampuan memahami 
bahasa Inggris lisan dan kemampuan menulis mensyaratkan guru yang 
kemampuannya dapat dicontoh. Berapa banyak jumlah guru yang ber-
kelayakan itu tersedia untuk berjuta-juta anak dalam kelompok umur 13 
dan 19 tahun? Laporan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pendi-
dikan. Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan pada tahun 2005, 
hanya 1 7 persen guru yang berkualifikasi. Laporan itu juga menunjukkan 
bahwa lulusan sekolah menengah atas yang menjadi mahasiswa umum-
nya tidak memiliki satupun kemampuan yang disebut di atas. Remaja 
angkatan Presiden Soekarno di sekolah menengah Belanda <lulu mem-
pelajari bahasa Belanda, lnggris, Jerman, dan Perancis. Apakah dengan 
perbaikan nilai gizi dan kemajuan teknologi elektronik yang dinikmati 
generasi muda sekarang hal itu dapat direncanakan lagi? 
5. Perencanaan Gengsi atau Prestise 
Perencanaan ini berupa usaha mempromosi atau memasarkan ragam atau 
laras bahasa agar sikap bahasa khalayak bertumbuh baik sehingga orang 
jadi suka memakainya. Di samping itu dengan dilakukan penyuluhan 
bahasa secara lisan dan tertulis dengan memanfaatkan media massa 
(Haarmann, 1990). Media massa cetak dan elektronik dewasa ini lebih 
besar pengaruhnya daripada sekolah. Orang yang sudah tidak bersekolah 
pun masih bersinggungan dengan radio, surat kabar, dan televise. Karena 
itu ketiganya dapat jadi mitra kerja yang ampuh di dalam masyarakat 
yang angkatan kerjanya menurut salah satu sumber untuk 60 persen 
hanya berpendidikan sekolah dasar. 
Yang dewasa ini jadi kendala ialah tidak samanya pernahaman 
tentang kebakuan, ketepatan, dan kewajiban suatu bentuk atau bentukan 
bahasa. 
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6. Masa Depan Bahasa Indonesia 
Crystal (2003) berpendapat bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa dunia 
karena sebab utama: perluasan kuasa kolonial Inggris yang berpuncak 
pada akhir abad kesembilan belas, dan bangkitnya Amerika Serikat yang 
menjadi pemimpin kekuatan ekonomi pada abad ke dua puluh. Kejadian 
itu menunjukkan bahwa bukan jumlah penduduk dan penutur bahasa di 
dunia. Bahasa Indonesia akan menempati kedudukannya yang terhormat 
jika sumber daya manusia yang jadi penuturnya menjadikan bahasa itu 
bahasa yang patut dimahiri dan dikuasai. 
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1. Cerita dari Gorontalo 
Ekonom i harus kita bereskan dulu sebelum kita ambil pusing soal 
bahasa-bahasa di pedesaan.' (Lamb & Coleman 2008:204) 
= p eren canaan bahasa m em punyai peran yang sangat kecil dibanding 
dengan perencanaan ekonomi 
Sikap seperti ini sering ditemui dan tidak gamp ang ditentang (Crystal 
2000) 
2. Pemahaman lama tentang Perencanaan Bahasa 
• Dalam sejarah perencanaan bahasa telah dua kali terjadi 'keajaiban ', 
yaitu dengan Bahasa Hibrani di Israel dan Bahasa Indonesia di 
Indonesia' (Fishman 1978?) 
- yaitu perencanaan status bahasa dalam rangka pembentu kan dan 
pen gem bangan negara 
Tetapi pada jaman sekarang - ketika sudah hampir tidak ada lagi 
negara baru yang dilahirkan - bagaimana peran perencanaan bahasa? 
3. Apa yang terjadi jika bahasa ibu tidak digunakan sebagai bahasa 
pengantar di sekolah? 
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1) Tin gkat putus sekolah yang tinggi (terutama bagi siswi) 
Survei UNESCO di 22 negara (Smits dkk. 2008) : 
'Penggunaan bahasa ibu mempunyai dampak besar pa d a kehadiran 
anak di sekolah di hampir semua sekolah. . .. Dampak yang paling 
besar dapat dilihat di daerah pedesaan.' 
2) Keberh asilan pendidikan yang rendah 
'Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran di sekolah 
mempunyai dampak negatif pad a nilai yang diperoleh oleh sebagian 
besar siswa yang tidak menggunakan bahasa tersebut di lingkungan 
keluarga.' (Pinnock 2009) . 
3) Para penutur asli bahasa-bahasa minoritas merasa terpinggirkan dan 
tidak terlibatkan 
'Jika para penutur asli bahasa-bahasa minoritas tidak memahami 
bahasa yang digunakan di sekolah maka mereka akan merasa ter-
pinggirkan. Hal ini bisa menimbulkan ketidakstabilan politik dan 
konflik sosial.' (Pinnock 2009) . 
4. Some case studies 
1) Korea, Thailand, dan Indonesia 
0 ~;;1og o ~ c~~o oO Korea Thailand Indonesia 
Jumlah bahasa yang dimiliki (Lewis 2009) 1 74 719 
Persentase penduduk yang dapat mengakses 100% 50% 10% 
pendidikan melalui bahasa ibu (Kosonen 
2008) 
Keterampilan membaca dalam Rata-rata 556 417 393 
bahasa nasional pada umur 15 Peringkat/ 1 41 44 
tahun (OECD 2007) 56 
Kemampuan dalam bidang Rata-rata 549 417 391 
matematika pada umur 15 Peringkat/ 1 43 49 tahun (OECD 2007) 57 
Kemampuan dalam bidang sains Rata-rata 522 421 391 
pada umur 15 tahun (OECD Peringkat/ 7 44 50 2007) 57 
2) Indonesia 
'Di Indonesia 69% siswa berumur 15 tahun menunjukkan kemampuan 
membaca [dalam Bahasa Indonesia] yang berada pada golongan terendah 
dari lima golongan - atau malahan lebih rendah lagi dari golongan teren-
dah tersebut - sedangkan 94% siswa berada pada golongan 2 ke bawah. 
Salah satu sebab : para guru dan para siswa menggunakan bahasa yang 
berbeda.' (Kosonen 2008) 
3) Pakistan 
• Sekolah elit (swasta) : Bahasa Inggris 
• Sekolah rakyat biasa (negeri dan swasta) : Urdu 
• Bahasa-bahasa lain hampir tidak diberi peran sama sekali (Coleman & 
Farhan Nasrullah 2010) 
92%-95% anak di Pakistan tidak bisa mengakses pendidikan melalui 
bahasaibu 
6 ju ta anak umur sekolah dasar di Pakistan tidak masuk sekolah (27% 
dari semua anak laki-laki, 41% dari semua anak perempuan) 
Hanya 60% dari anak-anak yang masuk Kelas 1 bisa tamat sekolah 
dasar (berarti 40% putus sekolah) 
64% anak laki-laki umur sekolah SMP/SMA dan 72% anak perempuan 
tidak masuk sekolah 
Keterampilan apa yang dimiliki oleh anak-anak Kelas 3 di Pakistan? 
• 90% dapat menjumlah nomor yang terdiri dari angka tunggal (3+4==7) 
• 65% dapat mengurangi nomor yang terdiri dari angka tunggal (8-3=5) 
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• 19% dapat membagi nomor berangka tiga dengan nomor berangka tunggal 
(384-o-6=64) 
• Sebagian besar tidak dapat menulis kalimat sederhana dalam bahasa Urdu 
dengan menggunakan kata 'sekolah' 
• Sebagian besar tidak mengenal kata-kata bahasa Inggris yang sederhana 
(Andrabi et al. 2009) 
4 ) Negara-negara Afrika yang menggunakan bahasa Inggris 
Di negara-negara di Afrika yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 
pengantar di sekolah dasar (Malawi, Zambia, Zimbabwe, dan lain-lain) pendi-
dikan dasar tidak berpengaruh pada tingkat kematian bayi di bawah umur 
satu tahun. (Williams, akan terbit) 
5. Kesimpulan 
' ... Ternyata pendidikan yang menggunakan dua bahasa [bahasa ibu plus 
bahasa nasional/bahasa asing] - dibanding dengan penggunaan bahasa 
nasional atau bahasa asing saja - bermanfaat bagi semua anak di pedesaan 
sehingga mereka cenderung lebih sering masuk sekolah, lebih sering tidak 
putus sekolah dan memperoleh nilai lebih baik. Kecenderungan tersebut lebih 
nampak lagi pada siswi.' (Benson 2005:74 mengutip Benson 2002). 
• Benson merasa frustrasi karena banyak eksperimen skala kecil di mana 
bahasa ibu digunakan dalam pendidikan di Afrika dan Amerika Latin, 
walaupun berhasil, namun tidak diperhatikan dalam penyusunan kebijakan 
nasional. 
• Maka peneliti di bidang perencanaan bahasa harus 'bertanggungjawab 
secara sosial bukan hanya secara akademis' dan harus siap melakukan 
'advokasi' bukan hanya diseminasi hasil penelitian (Benson 2005:74) 
6) Pakistan : Contoh keterlibatan secara aktif 
Oktober 2010: Tiga 'Dialog Kebijakan' atau 'Policy Dialogue' mengenai penggu-
naan bahasa dalam pendidikan oleh: 
• SPELT (Perhimpunan Guru Bahasa Inggris Pakistan) 
• British Council 
• University of Karachi 
• Kinnaird College, Lahore 
• Fatima Jinnah Women University, Rawalpindi 
Maret 2011 : Rekomendasi untuk Pemerintah Pakistan 
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LANGUAGE PLANNING IN A SEVERAL ASIAN NATIONS 
FROM AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE 
Dr. Allan F. Lauder 
1. Situasi kebahasaan di Inggris yang multilingual dilatarbelakangi adanya 
pelindungan hak asasi manusia (hak kaum minoritas dan kaum imigran); 
identitas budaya; nilai ekonomis dari multilingualisme. 
2 . Ada tiga fase perencanaan bahasa di Inggris, yaitu 1) dekolonialisasi, 
strukturalisme, pragmatisme; 2) kegagalan modernisasi; 3) tatanan dunia 
baru, post-modernisme. 
3. Bahasa Inggris tidak mempunyai status yang konstitusional walaupun di-
pakai secara monolingual oleh hampir 95% penduduk di Inggris. Bahasa 
Inggris juga memperoleh status sebagai bahasa global (mempunyai pe-
nutur non-asli yang lebih besar dari penutur asli) . Selain Inggns, ada be-
berapa bahasa minoritas di Inggris yang dikelompokkan dalam 3 kelom-
pok besar: Celtic; Germanic; dan Romanic yang memiliki potret dan iden-
titas yang berbeda-beda. 
4. Kebijakan bahasa dilakukan dan diimplementasikan oleh pemerintah 
lokal. 
5. Strategi perencanaan bahasa meliputi perencanaan jangka pendek, me-
nengah, dan panjang. Hendaknya jangan hanya mengandalkan data 
bahasa, tetapi menggunakan pendekatan ekologis. 
6. Perencanaan bahasa untuk Indonesia dilakukan dengan menentukan 
populasi penutur; riset dan dokumentasi variasi bahasa; membanguan 
korpus berskala besar (hal yang paling pen ting); menggunakanan metodo-
logi pengajaran dari bahasa Inggris. 
7. Perencanaan bahasa-bahasa daerah di Indonesia dilakukan dengan cara: 
1) mempromosikan dan memberdayakan 13 bahasa-bahasa besar di 
Indonesia, dimasukkan ke dalam muatan lokal; 2) untuk bahasa yang 
kecil d idokumentasi sebelum punah. 
8. Perencanaan bahasa asing dilakukan dengan cara: 1) meningkatkan 
fungsinya sebagai alat komunikasi bukan hanya diajarkan membaca, me-
lainkan berbicara dan menulis; 2) mempekerjakan guru native speaker, 3) 
m enentukan bahasa asing apa untuk digunakan dalam bidang apa (per-
dagangan , industri). 
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9 . Selain itu, perencanaan bahasa isyarat juga penting dilakukan dengan 
mempertimbangkan keperluan menyusun nation-wide communication 
untuk memenuhi hak dan kebutuhan penutur tunarungu dan mencipta-
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3. Allan F. Lauder 
1. Kebijakan Bahasa dan Perencanaan Bahasa di 
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Dr. Hasan Alwi 
1. Drs. M. Abdul Khak, M.Hum. 
2. Dora Amalia, M.Hum. 
1. Yassir Nasanius, Ph.D., Univeritas Atmajaya 
1) Apa yang dimaksud dengan paradoks bahwa orang Indonesia bangga 
dengan bahasa Indonesianya? 
2. Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, M.Hum., Pusat Bahasa 
1) Ada keinginan bahasa-bahasa imigran yang ingin diakui juga sebagai 
bahasa asli di Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak? 
2) Bagaimana penanganan bahasa-bahasa imigran ini di Inggris? 
3. Dato' Haji Termuzi, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia 
1) Apakah bahasa Indonesia tidak cukup memadai dalam memadankan 
istilah-istilah ilmiah yang berasal dari bahasa Inggris? 
4. Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U., Universitas Hasanuddin, Makassar 
1) Kata menggalakkan berasal dari kata "galak" yang berarti 'buas' sehing-
ga penggalakkan bahasa Indonesia dikhawatirkan mengancam keber-
adaan bahasa-bahasa daerah. Bagaimana tanggapan Pak Anton? 
2) Kecenderungan siswi lebih berhasil dalam pendidikan yang mengguna-
kan bahasa ibu dan bahasa nasional/bahasa asing daripada siswa laki-
laki. Bagaimana penjelasannya? 
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Jawaban 
1. Prof. Dr. Anton M. Moeliono 
1) Paradoks terjadi akibat pengajaran bahasa di sekolah yang tidak terlalu 
memuaskan. Masalah besar saat ini adalah merosotnya pendidikan 
guru, terutama guru bahasa. Guru tidak siap membuat pelajaran baha-
sa Indonesia menjadi menarik. Bahasa Indonesia tidak dikuasai kete-
rampilannya, melainkan hanya tatabahasanya. Di pihak lain, kita bang-
ga dengan kedudukan bahasa Indonesia, tetapi tidak ada ikatan secara 
emosional dengan bahasa Indonesia. 
2) Bahasa asing, terutama bahasa Inggris, akan menjadi bahasa kedua di 
Indonesia walaupun tidak terjadi dalam waktu dekat. Kondisi objektif 
menunjukkan bahwa motivasi seseorang belajar bahasa asing adalah 
dorongan untuk maju. 
3) Kata menggalakkan adalah berhomonim dengan kata "galak" yang ber-
arti 'buas'. Di beberapa daerah ada kata-kata yang bentuknya sama 
tetapi maknanya berbeda. 
2. Hywel Coleman 
Keberhasilan siswi dalam pelajaran yang disampaikan dengan bahasa ibu 
dan bahasa nasional/bahasa asing disebabkan kecederungan siswi lebih 
senang mempelajari bahasa asing daripada siswa laki-laki. Adapun siswa 
laki-laki lebih bebas memilih bidang ilmu yang lain. 
3. Allan F. Lauder 
1) Ada keuntungan yang diperoleh dari bilingualisme, yaitu aspek kognitif, 
ekonomi, finansial. Terutama imigran di Indonesia kebanyakan berasal 
dari Cina, maka penguasaan bahasa mereka akan mendatangkan keun-
tungan. 
2) Apakah bahasa imigran itu dimasukkan ke dalam pendidikan sangat 
tergantung pada aspek pragmatis. 
3) Masa depan 13 bahasa besar di Indonesia akan sangat tergantung pada 
penuturnya. 
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PENGGUBALAN ISTILAH SEMASA: 
SUATU KERANGKA KONSEPTUAL 
Rusli Abdul Ghani (rusli@dbp.gov.my) 
Norhafizah Mohamed Husin (hafizah@dbp.gov.my) 
Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia 
Abstrak 
Selarna lebih setengah abad, sejak da ri awal penubuhannya sehingga kini , 
Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, tidak putus-putus, tanpa mengenal 
jenuh, giat menggubal, menyelaraskan dan menyebarkan istilah, bermula 
dengan bidang ilmu dasar, kemudian dikembangkan kepada cabang-cabang 
ilmu yang lain, kepada subbidang, kemudian sub-subbidang sehinggakan 
ratus ribuan istilah tersedia dalarn pangkalan data dan daftar bercetak 
untuk rujukan penulis , penterjemah, dan peneliti. Upaya ini tentunya me-
makan masa dan menelan biaya yang bukan main besarnya. Narnun , kita 
teruskan jua kerana kita berpegang pada hakikat bahawa perancangan per-
istilahan merupakan salah satu aspek penting dalarn usaha untuk membina 
sesuatu bahasa itu sebagai bahasa ilmu. Kandungan ilmu itulah yang akan 
menentukan utama atau tidaknya sesuatu bahasa di mata dunia. Malcalah 
ini menyajikan suatu kerangka konseptual pengumpulan dan penggubalan 
istilah bidang ilmu yang menjadi tumpuan semasa oleh para peneliti dan 
pengkaji. Dengan cara ini, calon istilah bidang-bidang mutakhir dapat di-
kumpulkan dengan mudah berdasarkan artikel dan bahan terbitan elektro-
nik di larnan Web dan Internet yang membicarakan topik-topik khusus dan 
teknikal di perbatasan penelitian dan dengan cepat pula dapat dicarikan pa-
danan yang sesuai dengan berpandukan pangkalan data peristilahan yang 
sedia ada. Kaedah ini dijangka dapat mengatasi kendala masa dan biaya 
yang sedia wujud dalarn cara penggubalan istilah yang diarnalkan sekarang. 
1. Pendahuluan 
Di laman Web Dewan Bahasa dan Pustaka (www.dbp.gov.my) ada sebuah 
enjin carian yang dapat digunakan untuk menggelintar semua pangkalan data 
maklumat bahasa milik DBP. Alat bantu carian ini namanya Pusat Rujukan 
Persuratan Melayu (ringkasnya PRPM) (www.prpm.dbp .gov.my). Andainya 
anda menggunakan enjin carian ini untuk mendapatkan padanan bagi istilah 
atom, sodium, herbivore, dan velocity anda tentu sahaja dengan sekelip mata 
disajikan dengan padanan 'atom', 'natrium', 'herbivor' (atau 'maun' dengan 
label 'istilah lama 1, dan 'halaju'. 
Hakikat ini tidaklah menghairankan kerana istilah-istilah ini merupa-
kan istilah dalam bidang sains asas, iaitu biologi, kimia dan fizik. Bidang 
sains asas ini merupakan antara bidang-bidang yang dikerjakan oleh DBP 
semenjak tahun 1957 lagi dengan yang terawal diterbitkan termasuklah 
Istilah Jawatan dan Jabatan (DBP, 1961), Istilah Kajihayat, Perhutanan dan 
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Pertanian (DBP, 1968), Istilah Pos (DBP, 1972), Istilah Sejarah (DBP, 1973) ), 
Istilah Kejuruteraan Awam (DBP, 1973), manakala Senarai Istilah Fizik, Se-
narai Istilah Kimia, dan Istilah Biologi terbit pada tahun 1980. 
Istilah sains asas dan sains gunaan untuk kegunaan pengajian tinggi 
banyak diusahakan pada tahun 1980-an melalui Jawatankuasa Istilah yang 
dianggotai oleh ahli dan pakar dari semua universiti setempat, umpamanya 
Jawatankuasa Istilah Fizik Antara Universiti, Jawatankuasa Istilah Biologi 
Antara Universiti, dan Jawatankuasa Istilah Kimia Antara Universiti. Hasilnya 
diterbitkan dalam Istilah Fizik Pengajian Tinggi (DBP, 1987) Istilah Kimia Peng-
ajian Tinggi (DBP, 1987) dan IstilahBiologi (DBP, 1988). 
Apa yang ketara, semua jawatankuasa ini besar bilangan anggotanya 
dan sering kali hanya dapat bermesyuarat di DBP pada hujung minggu sahaja 
kerana masing-masing anggota ada tugas hakiki di universiti. Yang jelas juga, 
daftar atau buku istilah ini hanya dapat disebarkan dan sampai kepada 
pengguna sesudah lima tahun atau lebih jawatankuasa ini bersidang. Kos 
untuk menggubal sebuah istilah sangat tinggi jika dihitung dari sudut masa 
dan biaya. 
Keadaan menjadi semakin bertambah rumit dengan kepesatan perkem-
bangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sains dan teknologi, lalu 
bercambahlah pelbagai subbidang, masing-masing dengan konsep dan istilah 
tersendiri. 
Maka, bertambah parah lagi tugas DBP, bukan sahaja untuk mengenal 
pasti bidang mutakhir, tetapi yang lebih kritikal adalah untuk mencari pakar 
dalam bidang tersebut yang dapat meluangkan waktu untuk bersama-sama 
dengan DBP mengerjakan huraian konsep dan padanan yang sesuai. 
Oleh yang demikian, suatu metodologi alternatif perlu diwujudkan bagi 
menangani perkembangan pesat peristilahan semasa dengan memanfaatkan 
teknologi maklumat dan komunikasi. 
2 . Mengenal Pasti Bidang 
Sepanjang tempoh wujudnya MBIM, kemudian MABBIM, tidak kurang dari-
pada 258 subbidang daripada 38 bidang ilmu sudah dikerjakan. Ini suatu 
usaha yang membanggakan. Usaha ini masih diteruskan, tanpa mengenal 
lelah dan jemu. 
Namun, upaya kita yang dilaksanakan mengikut amalan dan tata cara 
yang dipiawaikan pada awal wujudnya MBIM lagi, rasanya tidak lagi sesuai 
untuk menangani perkembangan pesat ilmu pengetahuan dunia. Kesepakat-
an untuk mengerjakan sesuatu bidang atau subbidang tertentu memerlukan 
sekurang-kurangnya dua kali sidang, dan hasilnya tidak pula mencerminkan 
persempadanan penelitian (researchfrontiers) sains dan teknologi. 
Salah satu kaedah untuk menentukan bidang mana yang giat dan pesat 
diteliti a dalah dengan cara men ganalisis banyaknya makalah yan g diterbitkan 
dalam jurnal b idang ilmu masing-masing. Algoritma untuk ini sudah banyak 
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dibuktikan. Antaranya termasuklah Small (1973), Leydesdorff (2004, 2006, 
2007, 2007a, 2007b), Boyack dan Klavans (2007). Malah Price (1965) telah 
mengusulkan bahawa gugusan maklumat sedemikian mencerminkan keselu-
ruhan struktur sains. 
Kaedah ini boleh ditafsirkan sebagai mengenal pasti struktur sains 
berasaskan bidang (http:/ /www.leydesdorff.net/map06/index.htm). Gambar 
rajah peta sains di bawah memperlihatkan taburan bidang dan subbidang 
(sepadan dengan 14 faktor, 172 kategori, dan 6,164 jurnal) kategori bidang 
ISI23 . Lantaran itu, pemetaan sains sudah boleh dikatakan komprehensif pada 
aras kategori bidang ISL Kategori bidang Scopus, khususnya SciVerse 
Scopus24 juga boleh diambil kira untuk pemetaan bidang. 
\ 
1 cology 
" Enviromneotal wciences 
Biomedical sciences 
(http://www. leydesdorff. net/ map06 /index. h tm] 
23 Web of Knowledge (Thomson Reuters) http://wokinfo .com/ 
24 Scopus Elsevier 
Computer science 
http://www .else vier .com/wps/fi nd/electronicproductdescription .cws_home/704 7 46/descri ption# 
description 
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Peta bidang sains (http:/ /mapofscience.com/) di bawah dihasilkan 
berdasarkan data daripada pangkalan data ISI Thomson dan Scopus Elsevier 
lalu menjanakan peta yang mengambil kira 16,000 jurnal dengan 
menggunakan kaedah dan algoritma seperti yang ditunjukkan dalam carta 
alir di bawah: 
Literature Base 
Partitioning 1he Literature 
Journal Blbllographic Coo piing 
Assigning Paradigms 
Dlsclpllnary Layout 
[http:/ /mapofscience .com/hatml.html] 
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- 1 . 1 mi II ion articles/year 
-2.1 million highly cited references/year 
Reference Co-citation Analysis 
Mouse over flow 
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Apa yang penting dihargai di sini ialah bahawasanya peristilahan bidang 
atau subbidang ilmu yang wajar ditangani seiring dengan perkembangan 
semasa ilmu itu sendiri boleh dikenal pasti secara automatik dengan meng-
gunakan algoritma yang sedia ada dan meneliti data penerbitan makalah 
dalam jurnal. 
Sesudah mengenal pasti bidang, perkara yang perlu dikenal pasti ialah 
istilahnya, atau lebih tepat lagi 'calon istilah'. 
3. Mendapatkan Istilah 
Dalam pencarian istilah baru, perkara paling asas yang perlu dijelaskan 
terlebih dahulu ialah yang mana istilah dan yang mana kata umum. Banyak 
tafsiran yang diberikan oleh para sarjana dalam membezakan antara istilah 
dengan kata umum yang memenuhi sesuatu teks. Semuanya dikemukakan 
daripada pelbagai perspektif; berdasarkan kewajaran dan aspek pemerhatian 
yang berlainan juga. 
Istilah atau term25 (lebih tepat lagi 'technical term1 merupakan perwa-
kilan linguistik bagi konsep-konsep dalam sesuatu bidang dan dicirikan 
dengan suatu maklumat khusus. Kaedah untuk memproses teks dan meng-
hasilkan senarai calon istilah (pemprosesan peristilahan) sudah diterokai 
pada awal 1990-an lagi (Sager, 1990, 1994; Frantzi, Ananiadou, Mirna, 2000) 
dan kaedah untuk 'melombong data' (data mining) secara automatik juga 
sudah banyak dihuraikan dan ada perisian dan sumbernya26. 
Istilah bidang sains asas dan sains sosial sudah banyak dikerjakan, 
tetapi bidang dan subbidang baru banyak yang berkembang dalam lima 
tahun kebelakangan ini. Istilah biologi kita sudah ada. Kebanyakan istilah 
teknologi juga sudah tersedia, baik dalam istilah kejuruteraan mahupun 
istilah sains asas. Bagaimanapun, bidang baru muncul seperti bioteknologi 
(Peters, 1993), dan penelitian sel tunjang/batang? (stem eel~ perlu kita ta-
ngani segera. 
Oleh yang demikian, tidak sukar untuk kita mendapatkan suatu senarai 
calon istilah yang mewakili sesuatu bidang atau subbidang baru, hasil senarai 
yang diperoleh secara automatik inilah yang perlu kita kerjakan selanjutnya 
pada peringkat jawatankuasa DBP. 
Namun begitu, mesyuarat atau pertemuan fizikal sebenarnya sudah 
boleh banyak dikurangkan dengan adanya kemudahan sistem penggubalan 
isitlah yang boleh dilaksanakan di alam maya. Kaedah inilah yang dihuraikan 
selanjutnya di bawah. 
25 A word or compound word used in a specific context' (http://www.tennbases.eu/). 
26 http://www.nactem.ac .uk/software .php; http://www.nactem.ac .uk/resources .php 
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4 . Kaedah Penghasilan lstilah Sedia Ada 
Menurut kaedah yang diamalkan sekarang, pencarian calon istilah bergan-
tung sepenuhnya kepada pakar-pakar bidang yang dilantik. Pengenalpastian 
pakar dibuat berdasarkan tinjauan yang dilakukan ke fakulti-fakulti yang 
berkaitan di inst itusi-institusi pengajian tinggi tempatan ataupun syor yang 
dibuat oleh ketua -ketua jabatan pengajian di universiti tempatan. 
Perbahanan yang digunakan oleh pakar untuk memperoleh calon-calon 
istilah lazimnya diperoleh daripada pelbagai sumber termasuklah bahan 
pengajaran dan pembelajarannya, menerusi pembacaan dan seumpamanya. 
Kaedah perolehan dan capaian kepada sumber istilah mereka tidak tersusun 
menyebabkan rujukan dan pemprosesan tidak dapat dijalankan secara tekal 
dan berulang-ulang; agak lambat. 
Cara yang kurang sistematik im akan menyebabkan banyak calon isti-
lah yang digunakan dalam pelbagai teks tidak dapat dikesan. Penyenaraian 
calon-calon istilah yang berulang juga tidak dapat dipantau menyebabkan 
berla kunya pengulangan kerja. Cara kerja penggubalan istilah yang sedia ada 
dapat dilihat dalam rajah di bawah. 
bidang 
huraian 
pencarian dan pelantikan pakar 
pakar bidang menyenaraikan calon 
istilah 
daripada pelbagai sumber berserta 
rujukan kepada istilah sedia ada 
secara manual 
bengkel pentakrifan istilah 
bengkel penyemakan struktur bahasa 
istilah bersih/ sedia terbit 
Rajah 1.0: Langkah Penggubalan dan Pembinaan Istilah Semasa 
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5. Kaedah Cadangan (Kerangka Konseptual) 
Kaedah kerja yang dicadangkan dalam kajian m1 seharusnya dapat 
memanfaatkan Internet sebagai sumber penyebaran konsep-konsep baru yang 
sangat pantas dan dinamik. Terdapat berbagai-bagai bahan yang sesuai di 
Internet umpamanya jurnal khusus yang boleh dicapai tanpa dan dengan 
kata laluan tertentu. Ada juga blog, jurnal akademik yang persendirian dan 
umum sifatnya, tulisan ilmiah daripada pelbagai organisasi dan jabatan, 
majalah, akhbar dan buku dalam talian. 
Keanekaragaman bahan dan kepantasan penerbitannya dengan hanya 
beberapa klik sahaja telah memungkinkan suatu konsep baru dapat dikongsi 
oleh masyarakat ramai. Sifat Internet yang laju dan maju ini sudah pasti lebih 
pantas menghasilkan calon-calon istilah berbanding penerbitan konsep dan 
ilmu dalam wacana yang konvensional seperti buku, akhbar dan majalah 
secara fizikal. 
Kewujudan pelbagai pangkalan data di bawah Sistem Bahasa Melayu 
Bersepadu (SBMB) dan perbahanan digital terbitan DBP yang lain juga perlu 
dimanfaatkan, khususnya dalam kerja-kerja tapisan calon-calon istilah. 
Proses penghuraian dan penetapan padanan istilah dapat juga dipermudah 
dan dipercepat dengan kaedah kerja dalam talian. Pakar bidang istilah boleh 
menjadikan konsep kerja dalam talian ala 'wiki '; tidak perlu lagi hadir dan 
berkumpul dalam satu sidang bengkel yang khusus. Perubahan cara kerja ini 
selaras dengan hasrat untuk mempercepat kerja-kerja penggubalan istilah 
selaras dengan perkembangan ilmu yang semakin pesat mutakhir ini. Dengan 
demikian, istilah baru dapat diperkenalkan kepada masyarakat dengan lebih 
pantas . Berikut merupakan aliran kerja penggubalan istilah baharu yang 
dicadangkan. 
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Rajah 2.0: Kaedah Cadangan 
pengenalpastian bidang 
Internet (teks pelbagai sumber) 
calon istilah 
semakan calon istilah dengan pangkalan data 
(pd) istilah, pd kamus, pd ensik:lopedia , pd 
persuratan Melayu , pd bahasa sukuan dan data 
tesaurus 
semakan takrifan caJon 1stilah dengan 
istilah sedia ada daJam pangkalan data 
istilah 















6 . Kesimpulan 
Usul ini merupakan suatu usaha awal dalam pembangunan sebuah kaedah 
kerja yang dapat mengesan kata-kata baru berdasarkan konteks atau 
persekitaran kata dengan bantuan komputer. Dengan adanya kaedah ini, 
setiap teks digital yang ada di Internet berpotensi untuk dijadikan sebagai 
sumber data dalam perolehan calon istilah. Tata cara kerja cadangan ini juga 
dapat mengurangkan masa yang diambil dalam membina sesuatu istilah dan 
sekali gus mengurangkan biaya. 
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PORTAL BAHASA INDONESIA 
Ivan Lanin 
Abstrak 
Perencanaan bahasa memerlukan pelibatan berbagai pemangku kepen-
tingan bahasa dan internet adalah media yang dipandang tepat untuk 
memfasilitasi pelibatan tersebut. Berbagai rujukan bahasa Indonesia saat 
ini sebenarnya telah tersedia di internet, baik yang bersumber dari Pusat 
Bahasa maupun dari pihak-pihak lain di luar Pusat Bahasa. Perlu suatu 
penataan ulang berbagai sumber daya rujukan tersebut ke dalam suatu 
portal bahasa Indonesia (PBI) yang terintegrasi agar dapat menjalankan 
berbagai aspek dari perencanaan bahasa: korpus, status, dan pemeroleh-
an. PBI diharapkan dapat menjadi medium penghubung antara peren-
cana bahasa dan para pengguna bahasa Indonesia. 
Kata kunci: perencanaan bahasa, portal, internet, kamus, peristilahan, 
korpus 
1. Pendahuluan 
Perencanaan bahasa dapat didefinislkan secara sederhana sebagai usaha 
untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para 
perencana. Istilah yang pertama kali dicetuskan oleh Einar Haugen (Language 
Planning, 1959) ini terutama sering dikaitkan dengan penciptaan bahasa 
nasional standar sebagai bagian dari modernisasi dan pembangunan bangsa. 
Dalam konteks Indonesia, tugas perencanaan bahasa dilakukan oleh 
Pusat Bahasa dengan kegiatan yang secara umum dapat dibagi dua, yaitu (1) 
penyusunan dan pembakuan pedoman bahasa serta (2) pembinaan bahasa. 
Kedua kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan bahasa terkait yang antara lain diuraikan di bawah ini. 
1. Ahli bahasa. Terlibat dalam memastikan bahwa istilah yang terbentuk se-
suai dengan kaidah bahasa Indonesia dan memiliki makna yang tepat. 
2. Ahli atau praktisi bidang ilmu. Terlibat dalam mendefinisikan konsep yang 
akan diperikan oleh istilah yang dibentuk. 
3. Media massa. Terlibat dalam upaya sosialisasi istilah dan menjaring isti-
lah baru dari masyarakat. 
4. Penulis. Sama seperti media massa, terlibat dalam sosialisasi dan penja-
ringan istilah. 
5. Penerjemah. Terlibat dalam upaya menangkap istilah baru yang belum 
ada padanannya dalam bahan terjemahan. 
6. Masyarakat umum. Terlibat dalam memberikan umpan balik secara 
umum mengenai keberterimaan suatu istilah. 
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Pelibatan berbagai pemangku kepentingan itu bukanlah hal yang 
mudah. Hambatan jarak dan waktu merupakan hal utama yang dapat 
membatasi pelibatan tersebut. Perlu dicari cara yang efektif agar kerja sama 
dapat dijalin demi kemajuan bahasa Indonesia. 
2 . Rujukan bahasa Indonesia di Inte rnet 
Semakin meluasnya penggunaan media internet di Indonesia tampaknya da-
pat menjadi jawaban untuk menangani pelibatan para pemangku kepentingan 
bahasa. Internet dapat digunakan sebagai tempat berembuk pemangku 
kepentingan sekaligus sarana sosialisasi dan rujukan yang dapat diakses oleh 
banyak orang. 
Konsep portal web atau portal internet merupakan salah suatu konsep 
yang dapat diadopsi untuk memanfaatkan internet sebagai sarana perencana-
an bahasa. Portal bahasa dapat berfungsi sebagai titik sentral tempat 
berkumpul para pemangku kepentingan bahasa. 
Beberapa fasilitas yang diharapkan ada dalam suatu portal bahasa se-
benarnya telah tersedia di situs resmi Pusat Bahasa, antara lain dalam 
bentuk: 
1. kamus rujukan standar yang disediakan oleh KBBI Daring; 
2. glosarium padanan istilah asing-Indonesia yang disediakan oleh Glosa-
rium Pusat Bahasa; 
3. repositori pedoman ejaan, pembentukan istilah, dan berbagai peratur-
an yang menyangkut bahasa; 
4. kumpulan artikel pembinaan bahasa; serta 
5 . informasi ujian kemahiran berbahasa. 
Selain dari Pusat Bahasa, ada beberapa rujukan terkait lain yang juga ter-
sedia di Internet, antara lain 
1. kamus ekabahasa, dwibahasa, maupun multibahasa dengan bahasa 
Indonesia sebagai salah satu bahasa cakupannya; 
2. situs web yang khusus berisi artikel kebahasaan, baik dari lembaga 
maupun pribadi; 
3 . artikel lepas dari berbagai media massa daring yang menyangkut 
masalah kebahasaan; serta 
4 . milis yang membahas masalah kebahasaan. 
Semua sumber daya tersebut perlu diintegrasikan dalam suatu portal bahasa 
yang memperhatikan unsur-unsur perencanaan bahasa. 
3. Portal bahasa Indonesia 
Portal bahasa Indonesia (PBI) yang diusulkan adalah suatu situs web dapat 
menjawab semua kebutuhan rujukan pengguna bahasa Indonesia. Jika ditin-
jau dari sudut perencanaan bahasa, PBI harus memfasilitasi tiga dimensi: (1) 
perencanaan korpus, (2) perencanaan status , s erta (3) perencanaan pemer-
olehan. 
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Fitur yang perlu disediakan oleh PBI, antara lain, adalah sebagai berikut. 
1. Kamus. Kamus makna ekabahasa yang berfungsi sebagai rujukan bahasa 
baku dan merupakan perluasan dari KBBI Daring yang ada saat ini 
dengan, antara lain, menyertakan 
a. tesarus: sinonim, antonim, hiponim-hiperonim, dan meronim-holonim; 
b. variasi pelafalan; serta 
c. etimologi. 
2. Terjemahan. Kamus terjemahan berbagai bahasa Nusantara (daerah) dan 
bahasa asing ke bahasa Indonesia, baik dari genre umum maupun pada 
suatu bidang tertentu. Ini merupakan perluasan dari glosarium istilah 
yang saat ini sudah ada di situs Pusat Bahasa. 
3. Konkordansi. Repositori naskah bahasa Indonesia dari berbagai era dan 
genre yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan analisis korpus. 
4. Tata bahasa. Pedoman lengkap tata bahasa Indonesia yang tidak hanya 
mencakup ejaan, melainkan semua aspek lain dari tata bahasa. lsinya 
selalu diperbarui dan dilengkapi berdasarkan perkembangan kebijakan 
dan dinamika bahasa. 
5. Pustaka. Kumpulan hasil kajian dan artikel-artikel lepas tentang kebaha-
saan yang bisa berasal dari PBI maupun dari berbagai situs lain. 
6. Ajang. lnformasi, liputan, dan arsip berbagai kegiatan kebahasaan seperti 
lokakarya, seminar, pelatihan, dan lain-lain. 
7. Direktori. Informasi tempat, situs web, lembaga, maupun individu yang 
terkait dengan kebahasaan. 
8 . Keterampilan. Koleksi bahan ajar keterampilan berbahasa serta informasi 
ujian keterampilan, perluasan dari fitur UKBI yang ada saat ini. 
PBI dibangun dengan konsep komunitas yang melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan bahasa dan mengedepankan aspek interaksi sosial antarpeng-
guna melalui komentar, pemberian penghargaan, dan lain-lain. Di sisi lain, 
PBI juga harus tetap menjunjung prinsip-prinsip keilmuan, khususnya lingu-
istik. 
4. Penutup 
Makalah ringkas ini mungkin belum bisa memberikan gambaran utuh 
tentang bentuk Portal Bahasa Indonesia (PBI). Ide kasar ini masih harus di-
kembangkan lebih lanjut, mungkin dalam bentuk purwarupa sistem yang 
akan terus disempurnakan. Beberapa situs yang menjadi model rujukan bagi 
pembentukan PBI adalah sebagai berikut. 
1. KBBI Daring http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/ 
2. Glosarium Pusat Bahasa http:/ /pusatbahasa.kemdiknas.go.id/glosarium/ 
3. Kateglo http:/ /kateglo.com/ 
4. WordNet http:/ /wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn 
5. SEALang Library of Loanwords in Indonesian and Malay http:/ /sealang. 
net/ indonesia/ lwim/ 
161 
6. Malay Concordance Project http:/ /mcp.anu.edu.au/ 
PBI diharapkan dapat menjadi medium penghubung antara perencana 
bahasa dan para pengguna bahasa Indonesia. 
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PERAN ORGANISASI PROFESI DALAM PERENCANAAN BAHASA 
1. Pendahuluan 
Bahren Umar Siregar 
Universitas Atma Jaya Jakarta 
Indonesia yang berkembang pesat dalam segala bidang kehidupan memerlu-
kan bahasa Indonesia yang modern, bahasa yang mampu mengikuti perkem-
bangan ini. Untuk itu, pengembangan bahasa Indonesia merupakan suatu 
keniscayaan. Yang menjadi persoalan penting di antaranya adalah bagaimana 
pengembangan bahasa Indonesia dilakukan. Apakah bahasa Indonesia dibiar-
kan berkembang mengikuti perkembangan penggunaan bahasa Indonesia di 
tengah-tengah masyarakat pemakainya? Apakah bahasa Indonesia 'diarah-
kan' perkembangannya berdasarkan teori dan pendekatan perencanaan ba-
hasa? Kedua pertanyaan ini pada dasarnya mewakili dua pandangan penting 
dalam pengembangan bahasa Indonesia yang muncul di tanah air pada akhir-
akhir ini . Pandangan tentang perencanaan bahasa terbelah menjadi yang 
setuju dan yang tidak setuju terhadap perekayasaan bahasa. 
Dalam sejarahnya, perencanaan bahasa telah berkembang menjadi isti-
lah yang mempunyai dua pengertian. Pertama, perencanaan bahasa diartikan 
sebagai praktik perencanaan bahasa, yaitu campur tangan yang terencana 
oleh lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, media, perorang-
an, atau kelompok terhadap bentuk dan penggunaan bahasa. Kedua, peren-
canaan bahasa sebagai bidang ilmu dalam rumpun sosiolinguistik yang sering 
diartikan sebagai bidang ilmu yang mengkaji praktik perencanaan dan politik 
(kebijakan) bahasa (bandingkan dengan definisi Christian, 1989: 193) . Dalam 
kedua pengertian ini, perencanaan bahasa mempunyai dua peran yang se-
makin penting maknanya dalam dua hal, yaitu baik dalam kegiatan pembi-
naan dan pengembangan bahasa maupun dalam bidang ilmu bahasa. 
Perencanaan bahasa sebagai bentuk upaya atau kegiatan terencana 
yang memengaruhi bentuk dan penggunaan bahasa telah dikaji secara luas 
dengan mengambil kasus-kasus dari berbagai negara. Banyak kajian yang 
telah dilakukan sebelumnya juga mencatat berbagai kegiatan perencanaan 
bahasa yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat. Misalnya, Robert L. 
Cooper (1989:88) melaporkan bahwa perencanaan bahasa kadang-kadang 
dilakukan oleh tiga unsur masyarakat, yaitu perorangan yang bekerja di luar 
lembaga formal, pranata formal seperti Balai Pustaka, lembaga keagamaan 
(masjid, gereja, dan sebagainya), asosiasi profesi dan sejenisnya, dan lembaga 
pemerintah, bahkan dilakukan oleh ketiga unsur masyarakat tersebut. 
Jemudd & Das Gupta (1971:210) bahkan mencatat bahwa tugas peristilahan 
dilakukan oleh perorangan dan organisasi profesi, yang secara empiris telah 
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menunjukkan keberhasilan yang lebih menonjol dibandingkan dengan apa 
yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. 
Makalah ini mencoba membahas perkembangan bahasa Indonesia da-
lam konteks perencanaan bahasa dengan mengambil peran asosiasi profesi 
dalam perencanaan bahasa sebagai pokok bahasan. Dengan demikian, maka-
lah ini berasumsi bahwa untuk menjadi bahasa modern, bahasa Indonesia 
hams diarahkan perkembangannya berdasarkan teori dan pendekatan peren-
canaan bahasa di antaranya dengan memanfaatkan peran asosiasi profesi. 
Istilah pengarahan terkesan mempunyai konotasi negatif karena menyiratkan 
satu "kekuatan" di luar bahasa yang "menentukan" arah pengembangan 
bahasa. 
2. Perencanaan Bahasa 
Istilah perencanaan bahasa sering bertumpang tindih dengan istilah politik 
bahasa, tetapi sering pula dibedakan sebagai dua hal yang berbeda. Bagi yang 
membedakan kedua istilah ini, politik bahasa berkaitan dengan proses peng-
ambilan keputusan dan penetapan tujuan sementara perencanaan bahasa 
adalah pelaksanaan rencana yang disusun untuk mencapai tujuan ini. Rubin 
( 1971) meletakkan politik bah as a se bagai bagian dari perencanaan bahasa, 
yang meliputi pencarian fakta, penyusunan kebijakan (politik bahasa), pe-
laksanaan, dan evaluasi. 
Setuju atau tidak setuju dengan perencanaan bahasa, perencanaan 
bahasa tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan yang memengarnhi per-
kembangan bahasa. Dua kekuatan yang mencampuri perkembangan bahasa 
adalah bahasa itu sendiri dan masyarakat pemakai bahasa. Bahasa akan 
menolak unsur yang memasukinya yang mengabaikan sistem hubungan 
bunyi-makna yang berlaku dalam bahasa itu. Dengan demikian, unsur-unsur 
yang memasuki bahasa tidak bersifat acak, tetapi "diatur" kaidah (rule 
governed). 
Bahasa dengan sistem dan subsistem yang dimilikinya menentukan 
bagaimana satu bahasa berkembang. Di antara subsistem yang dimilikinya, 
bahasa mempunyai subsistem yang lentur atau rentan terhadap perkem-
bangan dan subsistem yang tertutup atau agak tertutup bagi pernbahan. 
Kosakata, subsistem morfologi dan subsistem semantik satu bahasa sangat 
terbuka bagi penambahan kosakata, bentuk morfologis, konsep makna barn, 
sementara subsistem fonologi dan sintaksis bahasa tidak begitu reseptif ter-
hadap pernbahan. 
Masyarakat bahasa secara tidak langsung melekat dalam perencanaan 
bahasa karena masyarakat bahasa yang terdiri atas pengguna bahasa seha-
rnsnya menentukan bahasanya sendiri. Kajian tentang hubungan bahasa 
dengan masyarakat pemakainya ini dapat menghasilkan profil sosiolinguistik 
masyarakat tersebut. Profil sosiolinguistik masyarakat bahasa ini kemudian 
dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk perencanaan bahasa, dan 
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tentunya sekaligus sebagai faktor pendukung dalam penyusunan politik ba-
hasa. 
Politik bahasa, apakah itu merupakan hasil rekayasa dari atas ataupun 
dari bawah, tetap memberikan peluang perdebatan di antara beberapa ka-
langan. Lebih jauh lagi, sering dalam kenyataannya politik bahasa itu sendiri 
tidak pernah netral. Misalnya, disadari atau tidak, politik bahasa melakukan 
pemihakan terhadap satu bahasa tertentu sehingga satu bahasa menempati 
kedudukan yang lebih baik daripada bahasa lainnya dalam tatanan 
penggunaan bahasa, atau satu bahasa tertentu mengalami hambatan untuk 
berkembang atau bahkan dilarang digunakan oleh penuturnya pada beberapa 
kasus tertentu. 
Di tengah-tengah masyarakat, bahasa sering dihubung-hubungkan 
dengan beberapa faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Bahasa dapat 
menjadi jati diri kelompok etnik dan lebih jauh lagi sebagai jati diri bangsa. 
Bahasa bisa menjadi status atau simbol kemajuan. Bahasa dapat menjadi 
pemersatu bagi beberapa kelompok masyarakat yang berbahasa berbeda-
beda. Bahasa kemudian digunakan sebagai bahasa resmi, bahasa pengantar 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Dalam konteks bahasa sebagai pengantar ilmu pengetahuan dan tekno-
logi inilah peran perencanaan bahasa menjadi sangat penting untuk memper-
cepat modernisasi bahasa. Modernisasi bahasa pada dasarnya adalah pereka-
yaan bahasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Peran asosiasi profesi , media, dan 
perorangan yang aktif dalam kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi (iptek) dan 
seni menjadi sangat penting pula dalam perencanaan bahasa. 
3. Asosiasi Profesi dan Perencanaan Bahasa 
Asosiasi profesi dari berbagai bidang ilmu telah lama berperan dalam peren-
canaan bahasa di Indonesia. Pembakuan istilah dalam berbagai bidang ilmu 
dilakukan oleh Pusat Bahasa bekerja sama dengan pakar atau ilmuwan 
dalam berbagai bidang ilmu terkait . Kerja sama ini kemudian menghasilkan 
kamus istilah untuk berbagai bidang ilmu. 
Jauh sebelum itu, hal yang sama juga terjadi d i Cina seperti yang dise-
butkan oleh Nanette Gottlieb & Ping Chen (2001) dalam bu ku mereka. Ber-
bagai asosiasi profesi d ari bidang ilmu sains dan teknologi, kedok teran, hu-
maniora, dan ilmu sosial meningkat pengaruhnya bersamaan dengan pening-
katan jumlah asosiasi profesi keilmuan di Cina. Asosiasi profesi ini memain-
kan peranan penting dalam memp erkenalkan dan mempromosikan ilmu 
pengetahuan barat bersamaan dengan pengaruh pendidikan modern pada 
abad -20 . Beberapa kegiatan asosiasi profesi ini dalam perencanaan bahasa 
adalah standardisasi istilah dalam masing-masing bidang yang terkait. 
Dalam konteks bahasa Indonesia, peran asosiasi profesi sangat penting 
untuk perencanaan korpus, yaitu perencana yang berurusan dengan bentuk 
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bahasa dan mencoba merekayasa bentuk tersebut untuk kebutuhan bahasa 
Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam profesi dan bidang ilmu masing-
masing. Dalam asosiasi profesi yang berkaitan dengan bidang iptek, perhu-
bungan antaranggota profesi biasanya dilakukan melalui kegiatan dan publi-
kasi ilmiah. Asosiasi profesi ini kemudian menjadi agen perencana bahasa 
secara tidak langsung ketika asosiasi menetapkan format istilah yang diguna-
kan dalam wacana keilmuan. Berbagai 1stilah yang baru muncul dan diadap-
tasi ke dalam bahasa Indonesia mungkin membawa bentuk-bentuk derivatif 
baru sehingga penambahan kosakata dalam bidang iptek tersebut meningkat 
cepat. Perkembangan iptek yang pesat memungkinkan peningkatan penam-
bahan kosakata secara meyakinkan pula. Liddicoat (2009:355) mencatat 
bahwa salah satu persoalan penting yang muncul dari teknologisasi dunia 
bagi perencanaan bahasa adalah bagaimana perluasan teknologi telah me-
nyangkut-paut dengan perencanaan bahasa. 
Kepesatan perkembangan kosakata dalam satu bidang iptek ataupun 
seni sering tidak seimbang dengan kecepatan penyebaran kata-kata baru 
kepada masyarakat pengguna sehingga muncul kata-kata lain yang diguna-
kan untuk mengungkapkan konsep yang sama. Kata-kata ini secara tidak 
langsung membentuk padanan atau telah menjadi padanan bagi istilah yang 
baru diciptakan melalui perencanaan korpus yang disebut di atas. Pada tahap 
inilah peran lembaga pemerintah seperti Pusat Bahasa dapat diandalkan 
untuk memperluas penyebaran istilah baru tersebut tidak saja kepada ma-
syarakat profesi tersebut, tetapi juga kepada khalayak ramai yang menjang-
kau masyarakat di luar asosiasi tersebut. Pusat Bahasa menjadi perantara 
antara asosiasi profesi dan masyarakat dalam penyebarluasan hasil perenca 
naan korpus. 
Perencanan korpus pada tingkat kata atau istilah menempatkan asosi-
asi profesi pada posisi yang penting sebagai sumber perencanaan bahasa. 
Asosiasi profesi menjadi sumber pembentukan istilah baru bagi konsep-kon-
sep iptek dan seni ke dalam bahasa Indonesia. Namun, asosiasi profesi dapat 
berubah fungsinya sebagai sasaran perencanaan bahasa. Bentuk struktural 
bahasa Indonesia yang digunakan dalam wacana profesi perlu menjadi bahan 
evaluasi bagi pengamat, ahli bahasa, ataupun Pusat Bahasa. Pola-pola yang 
muncul akibat pengaruh penggunaan bahasa lain (bahasa Inggris atau ba-
hasa internasional lainnya) yang sering menjadi alat penghubung masyarakat 
asosiasi dalam interaksinya secara internasional dapat saja menjadi objek 
perencanaan korpus berikutnya. 
Perencanaan korpus pada tingkat struktur memerlukan kerja sama 
dengan ahli bahasa untuk mengidentifikasi permasalahan dan merancang 
jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Kekerapan penggunaan partikel -
nya untuk membentuk nominalisasi dalam bahasa Indonesia dapat clijadikan 
sebagai salah satu contoh di sini. Bentuk-bentuk nominalisasi verba ataupun 
adjektiva seperti contoh berikut mungkin sudah sering ditemukan dalam laras 
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bahasa formal, ilmiah , ataupun dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-
hari. 
Sketsa peristiwa bertabraknya sampah angkasa dengan Cerise. 
Pesatnya perkembangan teknologi informasi bila tidak disikapi secara hati-hati 
akan berdampak serius bagi budaya bangs a, ... 
Permasalahan kurangnya pasokan gas di dalam negeri menjadi masalah yang 
selalu menghantui kalangan industri. 
Sketsa peristiwa tabrakan sampah angkasa dengan Cerise. 
Kepesatan perkembangan teknologi informasi bila tidak disikapi secara hati-hati 
akan berdampak serius bagi budaya bangs a, ... 
Permasalahan kekurangan pasokan gas di dalam negeri menjadi masalah yang 
selalu menghantui kalangan industri. 
Judul sketsa dan potongan kalimat di atas dapat ditulis kembali tanpa 
penggunaan partikel -nya untuk membentuk nominal tabrakan, kepesatan 
dan kekurangan. Informasi tentang perbedaan kedua bentuk atau struktur ini 
boleh jadi menyangkut tata bahasa dan penggunaannya yang berada pada 
dua ranah berbeda, yaitu resmi dan tidak resmi. Kesimp angsiuran antara 
kedua ranah ini sering menyebabkan kemunculan unsur dari ranah lain 
(tidak resmi) di dalam ranah lainnya (resmi) . Dalam kasus perencanaan 
korpus tingkat struktural sperti ini, asosiasi profesi menjadi sasaran penye-
barluasan informasi penggunaan tata bahasa tersebut dan selanjutnya meng-
gunakan informasi itu sebagai pedoman dalam interaksi wacana ilmiahnya. 
Asosiasi profesi dapat berperan langsung dan tidak langsung dalam 
kodifikasi dan standardisasi istilah dalam perencanaan bahasa. Secara tidak 
langsung, asosiasi profesi sudah melakukannya untuk kepentingan internal 
masyarakat asosiasi dengan memfasilitasi penggunaan istilah dalam lingkup 
keilmuan a tau profesinya. Secara langsung, asosiasi profesi dapat dilibatkan 
secara formal dalam kodifikasi dan standardisasi istilah dalam bidang ke-
ilmuan atau profesinya dengan Pusat Bahasa dan Balai Bahasa. Keterlibatan 
secara pribadi dapat ditingkatkan menjadi keterlibatan dan kerja sama 
antarlembaga. Keterlibatan asosiasi profesi secara formal dalam perencanaan 
bahasa akan membuka kemungkinan bagi masyarakat profesi ini memfasili-
tasi kerja sama ini dalam asosiasinya dengan membuka unit atau komisi ba-
hasa dan peristilahan dalam struktur organisasinya. 
Di sisi lain, asosiasi profesi dapat memainkan peran yang positif dalam 
memasyarakatkan penggunaan bahasa yang baik dan benar, paling tidak di 
kalangannya sendiri. Sebagai sasaran perencanaan bahasa, masyarakat pro-
fesi mempunyai jejaring interaksi yang luas sehingga menjadi ranah tersendiri 
yang potensial bagi pemasyarakatan penggunaan bahasa yang baik dan 
benar. Semakin banyak asosiasi profesi yang terlibat , semakin luas wilayah 
pemasyarakatan penggunaan bahasa yang baik dan benar. 
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4. Penutup 
Dalam kepesatan perkembangan iptek dan seni, asosiasi profesi mempunyai 
peran yang strategis dalam perencanaan bahasa, khususnya dalam perenca-
naan korpus. Kenyataan ini harus dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah 
yang bertanggung jawab pada perencanaan bahasa, seperti Pusat Bahasa dan 
Balai Bahasa di daerah untuk menjalin kerja sama yang sinergis dengan 
asosiasi profesi. Asosiasi profesi yang mempunyai masyarakat tersebar di ber-
bagai daerah merupakan potensi lain yang perlu dikembangkan menjadi 
penunjang perencanaan bahasa. 
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Tanya-Jawab 
Pertanyaan 
l. Prof. Dr. Anton M. Moeliono, Pusat Bahasa 
1) Interverensi yang dimaksud Prof. Bahren itu menyangkut bahasa yang 
mana? Bahasa ragam tinggi/ilmiah atau ragam rendah? 
2) Siapa representasi bahasa Indonesia yang dimaksud? 
Jawaban 
1. Bahren Umar Siregar 
Dalam konteks peran organisasi profesi dalam perencanaan bahasa, inter-
ferensinya menyangkut pengguna bahasa Indonesia ragam tinggi, dilaku-
kan melalui pertemuan ilmiah. Contohnya dapat diambil dari situs-situs 
perguruan tinggi. 
2. I van Lanin 
PBI ditujukan kepada pengguna bahasa Indonesia ragam formal. Ham-
batan yang sering muncul adalah banyak yang tidak mampu menulis 
dengan ragam formal sehingga mereka beralih menulis dengan media blog. 
Pe nan ya 
2. Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U ., Universitas Hasanuddin, Makassar 
Ketiga panyaji makalah berfokus pada struktur, bentuk, dan kaidah ba-
hasa. Makna menjadi terlupakan. Akibatnya bahasa Indonesia sekarang 
cenderung menjadi vulgar. Sementara, ada juga makna kultural dalam ba-





Istilah tidak hanya berfokus pada bentuk. Istilah sekaligus bertujuan me-
mindahkan makna. Aspek kultural tidak diabaikan dan salah satu contoh-
nya adalah ketika memadankan suatu istilah, mencari padanan terlebih 
dahulu dilakukan ke dalam bahasa daerah dan bahasa serumpun. Jadi di 
dalam istilah, makna kultural selalu diperhatikan . 
2 . Ivan 
Oalam kenyataannya memang masalah makna dan kultural sering di-
abaikan. PBI melestarikan makna di dalam portal yang berbentuk keteram-
pilan berbahasa, sastra, dan korpus yang melestarikan bahasa yang di-
gunakan oleh masyarakat. 
3. Bahren: Perencanaan bahasa dalam organisasi profesi, yang diperhatikan 
adalah bahasa yang khusus, yaitu bahasa yang digunakan di dalam perte-
muan ilmiah, publikasi ilmiah, dan perbincangan ilmiah. Jadi, hanya da-
lam konteks/laras bahasa ilmiah. 
Pe nan ya 
3. Ors . C . Ruddyanto , M.A., Balai Bahasa Oenpasar 
UU Bahasa berisi tentang pelindungan bahasa. Dinyatakan di sana karena 
ada kekhawatiran akan punahnya bahasa. Usulan Ivan lanin mengenai 
pembuatan portal bahasa untuk mencegah kepunahan bahasa merupakan 
usulan yang sangat baik dan patut dipertimbangkan untuk pelindungan 
bahasa. 
Tanggapan 
1. Ors. Sainil Amral, M.Pd., Universitas Batanghari, Jambi 
Usulan Wikipedia untuk menghadirkan Portal Bahasa Indonesia perlu di-
tindaklanjuti Pusat Bahasa dan Wikipedia. Usulan ini saya pikir menjadi 
salah satu hasil dari pelaksanaan SIPB 2010 dalam rangka penyebarluas-
an informasi tentang bahasa dan sastra oleh Pusat Bahasa. 
2 . Ors. Haruddin, M.Hum., Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo 
Portal bahasa idenya bagus, tetapi harus dikaji dengan baik karena dana 
harus jadi pertimbangkan dan kalau dapat dilaksanakan dalam waktu 
cepat, maka cukup di PB saja dulu, menyusul Balai dan Kantor Bahasa. 
3 . Teguh Santoso, M.Hum., Balai Bahasa Aceh 
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Teknologi informasi berkembang dengan pesat. Banyak peluang dari s1s1 
bahasa untuk mengambil peran di bidang itu. Perencanaan bahasa seba-
gai perancanaan korpus perlu disatukan dengan teknologi informasi. 
4. Dr. Wahya, Universitas Padjadjaran 
Apa tanggapan Bapak-Bapak terhadap kata-kata yang bermakna tabu, 
yang berasal dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia 
akan tabu jika dikenalkan dengan bahasa daerah? 
5. Drs . Zainuddin Hakim, M.Hum., Balai Bahasa Sulawesi Utara 
Perancanganbahasamestinya di bawahlembagakebahasaanBadanBahasa). 
Badan Bahasa harus diberi wewenang dan tanggung jawab yang luas oleh 
pemerintah dan masyarakat luas untuk mengemban tugas-tugasnya. 
6. Drs . Martin, M.Hum. , (Kantor Bahasa Provinsi NTT 
Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan agar organisasi profesi berjalan 
baik. Yang pasti organisasi itu sangat penting untuk perencanaan bahasa, 
khususnya untuk akuisisi dan gengsi/prestise. HPBI, HISKI, MLI, MGMP 
Bahasa Indonesia, PWI, Media Massa, Organisasi kepemudaan gereja dan 
masjid, dan lain-lain harus ambil bagian dalam perencanaan bahasa Indo-
nesia. Pusat Bahasa tetap jadi sentral, Balai/Kantor sebagai penyebar 
luas, pemasyarakat, dan penyuluh kodofikasi. 
7. Drs . Muhammad Muis, M.Hum., BalaiBahasa Lampung 
Sudah saatnya Pusat Bahasa mengekspos dan memajankan informasi ba-
hasa Indonesia dan bahasa daerah di internet. Tentunya dengan melin-
dungi hal-hal khusus. Untuk pelayanan masyarakat, tentunya kehadiran 
portal bahasa adalah sesuatu yang harus dihadirkan. 
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PENINGKATAN STATUS BAHASA INDONESIA 
SEBAGAI BAHASA INTERNASIONAL: 
SUDAH LEBIH MANTAPKAH PERENCANAAN BAHASANYA? 
Wah ya 
1. Rintisan Perencanaan Bahasa Indonesia ke Arah Bahasa Internasional 
Upaya rintisan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ke arah 
bahasa internasional tidak dapat dilepaskan dari usaha pembinaan dan 
pengembangan bahasa Indonesia sebelumnya. Upaya yang paling menentu-
kan adalah pengangkatan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu 
secara bertahap menjadi bahasa nasional ( 1928) dan bahasa negara ( 1945). 
Pertemuan-pertemuan dalam bentuk kongres yang memberikan sumbangan 
bagi pengembangan bahasa Indonesia menjadikan bahasa Indonesia semakin 
mantap menempatkan dirinya pada posisi sebagai sarana komunikasi utama 
di bumi Indonesia. 
Demikian pula segala upaya pembinaan dan pengembangan bahasa 
Indonesia yang dilakukan pemerintah melalui Pusat Pembinaan dan Pengem-
bangan Bahasa, yang kemudian berganti nama menjadi Pusat Bahasa, dan 
pihak lain memperkuat akar pijakan bahasa Indonesia ini. Dari hasil pengem-
bangan melalui berbagai penelitian, di antaranya kemudian tersusunlah 
karya cipta berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku 
Bahasa Indonesia. Tidak dapat dilupakan pula kerja sama Indonesia dengan 
negara tetangga dalam pengembangan bahasa Indonesia-Melayu ikut meng-
angkat nama dan citra bahasa Indonesia. Bukan hanya itu, bahasa Indonesia 
yang dipelajari oleh penutur asing, baik di luar negeri maupun di dalam 
negeri, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua atau bahasa 
asing bagi para penutur tersebut. Tidak kurang 74 negara dengan 219 lemba-
ga di seluruh dunia menyelenggarakan program pengajaran bahasa Indonesia 
untuk penutur asing ini. 
Gagasan untuk meningkatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa 
internasional akhir-akhir ini makin mengemuka dengan telah ditetapkannya 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Hal ini tercantum 
dalam Bab III tentang Bahasa Negara dan Bagian Keempat tentang Peningkat-
an Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional pada pasal 44, 
yang menyatakan bahwa 
(1) Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa inter-
nasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. 
(2) Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) diikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia 
menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 
Regulasi pemerintah di atas secara yuridis formal memberikan landasan 
konstitusional dan membuka ruang selebar-lebarnya bagi pengembangan 
fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. 
2. Bahasa Internasional dan Perencanaan Bahasa Internasional 
Menurut Pei (1966:128, 131), bahasa internasional (international language, 
interlanguage) merupakan istilah umum untuk semua bahasa yang diciptakan 
atau diusulkan untuk diadopsi untuk tujuan komunikasi internasional; seba-
gai bahasa alami, seperti bahasa Inggris dan Perancis; dimodifikasi seperti 
bahasa Inggris dasar; a tau dibentuk, seperti Esperanto. Richards et al. ( 198 7: 
146) berpendapat bahwa bahasa internasional adalah sebuah bahasa yang 
secara tersebar digunakan sebagai bahasa asing atau bahasa kedua, yakni 
sebagai bahasa dalam komunikasi internasional. Bahasa Inggris merupakan 
bahasa internasional yang sangat luas digunakan . 
Jika memperhatikan pengertian dan fungsi bahasa internasional yang 
dikemukakan oleh dua pakar di atas, mungkinkah bahasa Indonesia menjadi 
bahasa internasional? 
3. Perecanaan Bahasa Indonesia ke Arah Bahasa Internasional 
1) Perencanaan Bahasa Menurut Pandangan Beberapa Pakar 
Menurut Fasold ( 1984:246-24 7), para ahli memiliki dua pilihan pendekatan 
dalam perencanaan bahasa. Neustupny (1974:4), misalnya, membagi perenca-
naan bahasa atas pendekatan kebijakan (policy approach) dan pendekatan 
pengembangan (cultivation approach). Pendekatan pertama mengacu kepada 
pemilihan bahasa nasional atau dialek yang akan dijadikan standar. Solusi 
yang terkait dengan pendekatan ini, misalnya, penetapan ejaan. Pendekatan 
kedua mencakupi pertimbangan masalah gaya dan bentuk yang benar. Mirip 
dengan pendekatan di atas adalah pendekatan yang dikemukakan oleh 
Jernudd (1973; 16-17), yakni penetapan bahasa (language determination) dan 
pengembangan bahasa (language development). Penetapan bahasa memiliki 
pengertian memilih sebuah bahasa untuk tujuan khusus. Jika sebuah bangsa 
menetapkan bahasa tertentu sebagai bahasa resmi atau menjadikannya se-
bagai media pendidikan di sekolah dasar, itu merupakan contoh upaya pene-
tapan bahasa. Pengembangan bahasa, dalam arti yang lebih luas, mengacu 
kepada pemilihan dan pengangkatan suatu variasi dalam bahasa. Penetapan 
unsur-unsur sintaksis tertentu dan lafal yang benar merupakan contoh 
pengembangan bahasa. Istilah pengembangan bahasa yang dikemukakan 
Jernudd ini sama dengan istilah standardisasi atau pembakuan bahasa. 
Selanjutnya, istilah penetapan bahasa paralel dengan istilah perencanaan 
bahasa dalam pengertian yang sempit . Dengan demikian, istilah pembakuan 
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bahasa atau pengembangan bahasa merupakan bagian dari perencanaan ba-
hasa. 
a. Penetapan Bahasa (Language Determination) 
Dapat dikatakan bahwa masalah yang sangat penting dalam penetapan ba-
hasa adalah sekitar masalah p em ilihan bahasa nasional. Menurut Fishman, 
bahasa nasional lebih sekadar bahasa pemerintahan atau pendidikan. Bahasa 
tersebut merupakan lambang identitas orang sebagai warga negara. Masalah 
besar dalam pemilihan bahasa nasional adalah masalah komunikasi . Pan-
dangan yang keliru berpikir bahwa penetapan bahasa nasional hanya terpaku 
pada istilah k omunikasi. Juga merupakan hal yang keliru berpikir perenca-
naan bahasa n asional hanya terkait den gan kebangsaan. 
Bahasa n asional, dalam beberapa hal, tidak cukup memenuhi fungsi-
fungsi yan g t inggi . Bahasa nasional melayani fungsi mempersatukan dan 
memisah kan (Garvin dan Mathiot, 1956) dan juga fungsi mengeikutsertakan 
atau mengambilbagiankan. Fungsi mengikutsertakan mengacu kepada ke-
ikutsertaan dalam pengembangan dunia budaya, seperti ilmu pengetahuan 
dan teknologi, perdagangan internasional, dan diplomasi. Karena fungsi me-
misahkan dan mengikutsertkan bertentangan, tidak setiap bangsa dapat 
menggunakan bahasa yang sama untuk kedua fungsi tersebut. Sebagai 
contoh, Tanzania menggunakan bahasa Swahili sebagai bahasa nasional, dan 
sebagai pemersatu menggunakan bahasa Inggris untuk pergaulan inter-
nasional. 
b. Pengembangan Bahasa (Language Development) 
Ferguson (1968) (dalam Fasold, 1984:248) membagi tiga kategori pengem-
bangan bahasa, yaitu (1) grafisasi, (2) standardisasi, dan (3) modernisasi. 
Grafisasi memiliki pengertian pengadopsian sistem tulisan dan pemapanan 
pelafalan, dan konvensi ejaan lainnya, seperti penggunaan huruf kapital dan 
tanda baca. Standardisasi merupakan proses sebuah variasi bahasa menjadi 
diterima secara luas melalui pertuturan masyarakat sebagai norma supra-
dialek, bentuk bahasa yang terbaik di atas dialek regional dan sosial. Modemi-
sasi a dalah proses menjadikan bahasa yang sudah berkembang sebagai sa-
rana komunikasi . Menurur Ferguson, agar bahasa menjadi modern, pengem-
bangan bahasa harus mengalami perluasan leksikon. Namun, diusulkan juga 
adanya pengembangan gaya dan bentuk wacana. Garvin (1973:27) mengguna-
kan istilah intelektualisasi untuk istilah modernisasi yang digunakan Fer-
guson. Intelektualisasi mencakupi aspek leksikal dan gramatikal. 
2) Dua Konsep Perencanaan Bahasa 
a . Pendekatan Instrumental 
Fasold (1984:2 50) menyatakan bahwa pendekatan instrumental memandang 
bahasa secara mendasar sebagai alat . Secara mekanis pekerjaan akan lebih 
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mudah sehingga alat mekanis perlu dibakukan. Komunikasi akan lebih mu-
dah jika bahasa dibakukan. Hanya dengan pembakuan alat mekanis inilah, 
bahasa akan lebih tepat menjalankan fungsinya. Cara pandang seperti ini me-
rupakan cara pandang pembakuan bahasa (language standardization). Menu-
rut pandangan ini hanya ada satu bahasa yang dapat dikembangkan karena 
memiliki kelebihan dibandingkan dengan bahasa yang lain karena memiliki 
keseimbangan dari segi keindahan, kejelasan, kelenturan, dan keekonomisan. 
Namun, jika tidak ada bahasa dengan kategori di atas, biasanya sebuah ba-
hasa kualitasnya dapat dikembangkan melalui perencanaan bahasa. Pende-
katan instrumental menganggap beberapa bahasa secara bawaan lebih baik 
daripada yang lain dan menempatkan posisi istimewa melalui usaha sadar 
terhadap bahasa yang kurang bernilai menjadi lebih baik. Dalam hal ini, nilai 
simbolis dan sikap bahasa tidak diperhatikan . 
b. Pendekatan Sosiolinguistik 
Pendekatan ini berawal dari pemikiran masalah sosial yang terkait dengan 
bahasa. Para sarjana yang berorientasi pada pendekatan ini tidak berupaya 
untuk mengembangkan nilai estetis dan fungsional bahasa sebagaimana 
dilakukan pendekatan instrumental, tetapi lebih melihat bahasa sebagai 
sumber yang dapat digunakan dalam pengembangan kehidupan sosial. Cara 
perencanaan bahasa yang praktis ini mencoba menetapkan alternatif apa dari 
bahasa yang sangat tepat untuk memperbaiki situasi bermasalah. Selanjut-
nya, diambillah langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
Para sarjana yang berpandangan sosiolinguistik sangat skeptis terhadap 
gagasan kaum instrumental, yang menganggap bahwa merupakan pekerjaan 
yang memungkinkan menetapkan sesuatu yang sangat efisien dari bahasa 
dalam pengertian yang mutlak dan merencanakannya untuk tujuan itu. Bagi 
penganut pandangan ini solusi yang terbaik adalah meringankan masalah 
sosial. Dalam kaitan ini masalah sosial yang terkait dengan bahasa sebagai-
mana masalah sosial secara umum, faktanya perlu ditata, alternatif-alternatif-
nya diidentifikasi, evaluasi alternatifnya dibuat, langkah-langkah implemen-
tasi perencanaannya secara hati-hati dirancang dan dilaksanakan, serta 
pengambilan putusan dibuat seberapa besar perencanaan itu berhasil. Tahap-
an perencanaan ini kadang-kadang sebagai perencanaan ideal, tetapi sering 
tidak dapat direalisasikan dalam kenyataan praktis. 
Jika memperhatikan beberapa konsep perencanan bahasa, yang sebe-
narnya lebih ditujukan pada perencanaan bahasa nasional, tetapi dapat di-
analogikan dan diperluas untuk perencanaan bahasa internasional, perenca-
naan bahasa model apa yang harus dipakai dalam mengembangkan fungsi 
bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional? 
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3) Perencanaan Bahasa Indonesia ke Arah Bahasa Internasional: Sebuah 
Tantangan 
a. Kebijakan Politik Pemerintah 
Secara konstitusional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2009, Bab III, Bagian Keempat menjadi landasan kuat dan legal dalam me-
rencanakan dan melaksanakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi 
bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan, yang 
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh lembaga kebahasaan, dan lebih lanjut 
diatur dalam peraturan pemerintah. Hal di atas menjadi rujukan dan pedo-
man resmi dalam membuka jalan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia 
menjadi bahasa internasional karena secara konstitusional didukung oleh 
kebijakan pemerintah. Namun, cukupkah kebijakan sebatas pernyataan da-
lam undang-undang yang lebih kental dengan nuansa politis? 
Undang-undang harus direalisasikan atau diimplementasikan dengan 
peraturan pemerir.tah. Oleh karena itu, secara politis kebijakan yang terdapat 
dalam undang-undang harus benar-benar dapat dijabarkan dengan baik da-
lam peraturan pemerintah agar sejalan dan harmonis. Tiga kata kunci secara 
bertahap, sistematis, dan berkelanjutan harus dijabarkan dengan tepat. Dari 
ketiga kata kunci ini terkandung pengertian langkah-langkah atau tahapan-
tahapan apa yang akan dilakukan. Apa tujuan dan sasaran tahapan-tahapan 
tersebut? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan 
sasaran tersebut? Program dan kegiatan apa yang akan dilakukan dan bisa 
berkelanjutan? Prasarana dan sarana apa yang harus dipersiapkan? Berapa 
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan terse-
but? Bagaimana pemberdayaan lembaga kebahasaan untuk melaksanakan 
hal itu? Untuk merealisasikan ini diperlukan rancangan pedoman pelaksa-
naan yang terarah dan sistematis serta para pelaksana yang cerdas dan pro-
fesional dan betul-betul memiliki semangat untuk mengembangkan bahasa 
demi membesarkan bangsa. 
Pengenalan suatu bahasa oleh suatu masyarakat tidak jauh berbeda 
dengan pengenalan unsur budaya lain oleh masyarakat tersebut. Pengenalan 
suatu bahasa oleh suatu masyarakat sering karena adanya faktor eksternal 
bahasa. Kebesaran suatu bangsa karena kemajuan bangsa itu dalam bidang 
ekonomi, politik, sosial, budaya, atau ilmu pengetahuan yang menyebabkan 
bangsa lain tertarik untuk berkunjung ke negara yang memiliki kemajuan itu 
atau mempelajari kebudayaan bangsa di negara tersebut. Misalnya, Jepang. 
Masyarakat internasional tertarik mempelajarai bahasa dan budaya Jepang 
karena Jepang maju dalam bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan. 
Apa yang dapat kita tawarkan atau kita jual kepada masyarakat inter-
nasional terkait dengan keberadaan bangsa dan negara kita? Apa yang di-
kenal oleh masyarakat internasional mengenai bangsa dan negara Indonesia? 
Memang kita optimis, ada hal-hal yang menarik mengenai bangsa dan negara 
kita ini sehingga bangsa lain datang berkunjung ke Indonesia atau mau mem-
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pelajari budaya dan bahasa Indonesia. Aspek apa yang menjadi daya tarik 
negara dan bangsa Indonesia bagi masyarakat internasional? Hal ini perlu 
didata dan dirumuskan dengan cermat mengingat hal-hal itulah yang akan 
menjadi pintu gerbang masuk masyarakat internasional untuk mempelajari 
bahasa Indonesia. Ada prioritas yang bisa ditetapkan; ada sesuatu yang bisa 
diunggulkan. Tampaknya hal ini perlu dibahas antarinstansi dan antar-
kementerian. Pengembangan bahasa terkait dengan masalah-masalah sosial 
lain, tidak berdiri sendiri. 
b. Perencaan Bahasa secara Lingustik 
Perencanaan bahasa Indonesia ke arah bahasa internasional tidak cukup 
hanya sebatas kebijakan pemerintah, tetapi harus didukung pula oleh para 
pakar linguistik dalam merancang dan menetapkan model pendekatan apa 
yang tepat secara linguistik. Perencanaan bahasa Indonesia sebagai bahasa 
nasional dan bahasa negara sangat berbeda dengan perencanaan bahasa 
Indonesia sebagai bahasa internasional. Namun, perencanaan bahasa Indone-
sia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, kemudian hasil yang diper-
oleh menjadi pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga bagi pe-
ngembangan fungsi bahasa Indonesia ke arah bahasa internasional. 
Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional secara sosio-
linguistik menjadikan bahasa Indonesia alat komunikasi antarbangsa. Tentu, 
sebelum berfungsi sebagai alat komunikasi internasional, bahasa Indonesia 
harus sudah dikenal dahulu oleh masyarakat internasional. Berdasarkan 
fakta memang bahasa Indonesia sudah dikenal oleh sebagian masyarakat 
internasional. Tinggal bagaimana menjadikan bahasa ini berfungsi sebagai 
alat komunikasi internasional atau antarbangsa. Label bahasa internasional 
harus ada pengakuan dari masyarakat internasional. Pengakuan merupakan 
bukti legitimasi penutur terhadap bahasa yang dituturtkan. Usaha apa yang 
harus dilakukan oleh para pakar bahasa Indonesia ke arah itu di tengah-
tengah keberadaan bahasa internasional lain yang sudah eksis dan sudah 
mapan? 
Dengan pendekatan sosiolinguistik, penggunaan bahasa oleh masyara-
kat harus dapat menyelesaikan persoalan sosial, seperti meningkatkan ke-
dudukan sosial penuturnya dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup 
penuturnya. Dalam kaitan ini tentu harus ada jaminan sosial secara inter-
nasional. Siapa pun yang dapat berbicara bahasa Indonesia akan mendapat-
kan jaminan sosial. Jaminan sosial dapat dikaitkan dengan peningkatan 
kedudukan, penghasilan, dan kesejahtreraan. 
Untuk membahas hal-hal di atas perlu diselenggarakan berbagai per-
temuan dan diskusi untuk mendapatkan masukan yang berharga. Pemerin-
tah harus dapat memfasilitasi dan mensponsori kegiatan ini. Para pakar yang 
terkait dengan masalah-masalah di atas perlu duduk bersama dalam suatu 
forum untuk menyampaikan pandangan, kemudian merumuskan langkah-
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langkah konkret apa yang dapat dilakukan. Tentu ini merupakan tantangan 
kita bersama. Untuk itu, bangsa Indonesian harus mempunyai komitmen 
untuk bekerja keras menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa interna-
sional. Semoga kita dapat mencapainya. 
4. Penutup 
Usaha sinergis pemerintah dan pakar bahasa serta pihak-pihak lain harus 
dibina. Keharmonisan para pihak yang terlibat ini perlu terus disemangati 
dan dijaga. Pekerjaan meningkatkan fungsi bahasa Indoneia menjadi bahasa 
internasional merupakan proyek besar dan penuh tantangan. Oleh karena itu, 
sebagai bahan rujukan, upaya kita selama ini membina, mengembangkan, 
dan melindungi bahasa Indonesia perlu dievaluasi. Apa capaian yang telah 
diperoleh, apa yang belum diperoleh? Apa kendala dan tantangan yang di-
hadapi? Ini semua akan menjadi bekal yang berharga bagi langkah-langkah 
perencanaan bahasa Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa antarbangsa, bahasa yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat 
internasional. Landasan konstitusional sudah ada walaupun tentu masih 
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Glosarium 
pembinaan bahasa : usaha untuk mengukuhkan pemakaian bahasa di 
kalangan orang yang telah menguasainya dengan 
memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang 
bahasa itu dan meningkatkan sikap positif terha-
dapnya (Kridalaksana, 1993: 159). 
pengembangan bahasa: usaha untuk memperluas pemakaian bahasa di luar 
masyarakat bahasa yang bersangkutan melalui 
pengajaran bahasa, media massa, dll. 
(Kridalaksana, 1993: 164). 
perencanaan bahasa : usaha untuk memperbaiki komunikasi bahasa de-
ngan menciptakan subsistem-subsistem baru untuk 
menyempumakannya sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat yang memakainya, Standardisasi per-
istilahan dalam bidang-bidang kehidupan adalah 
contoh perencanaan bahasa; language planning 
(Kridalaksana, 1993: 168). 
bahasa internasional : istilah umum untuk semua bahasa yang diciptakan 
atau diusulkan untuk diadopsi untuk tujuan ko-
munikasi internasional; sebagai bahasa alami, se-
perti bahasa Inggris dan Perancis; dimodifikasi se-
perti bahasa Inggris Dasar; atau dibentuk, seperti 
Esperanto; international language, interlanguage ( 
Pei, 1966:128, 131; sebuah bahasa yang secara ter-
sebar digunakan sebagai bahasa asing atau bahasa 
kedua, yakni sebagai bahasa dalam komunikasi 
internasional Bahasa Inggris merupakan bahasa 
internasional yang sangat luas digunakan; inter-
national language (Richards et al., 1987: 146) 
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MENANAM DENGAN HARAPAN MEMANEN: 
MEMERIKSA KEMBALI POTENSI PERENCANAAN BAHASA 
BERSAMA BAHASA NASIONAL DAN BAHASA DAERAH 
Charlie Hanawalt 
SIL International - Indonesia 
Abastrak 
Perencanaan bahasa untuk satu ragam wicara mempengaruhi pengguna-
an seluruh bahasa-bahasa di masyarakat. Perencanaan bahasa untuk 
bahasa Indonesia pada saat ini tidak dapat dipungkiri akan mempenga-
ruhi status dan masa depan lebih dari 700an bahasa-bahasa lain yang 
ada di nusantara--bagaimana mereka terpengaruhi itu diserahkan ke-
pada masyarakat Indonesia. Penulis memaparkan contoh-contoh yang 
sudah ada sebelumnya di Indonesia dan dari m a syarakat lainnya untuk 
menunjukkan tantangan-tantangan linguistik dan sosiolinguistik yang 
nyata bagi kondisi Indonesia yang multibahasa. Namun, penulis juga me-
nyediakan solusi yang mungkin untuk perencanan bahasa di Indonesia 
yang akan menyeimbangkan keinginan golongan penutur bahasa mino-
ritas dalam menghargai usaha-usaha melestarikan bahasa dan budaya 
sementara menuju pencapaian mereka dalam berbahasa nasional. Pe-
nulis memeriksa praktek-praktek pengembangan berbasis bahasa yang 
berakar di masyarakat yang sedang berjalan maupun yang saat ini terus 
direncanakan oleh lembaga pemerintah, organisasi-organisasi non-peme-
rintah, dan organisasi masyarakat lain di Indonesia, di Asia dan di 
Pasifik. Makalah ini mencakup ringkasan pendekatan-pendekatan yang 
mungkin untuk perencanaan bahasa bagi masyarakat minoritas meng-
ingat tujuan-tujuan bahasa mereka, merefleksikan hasil alamiah yang 
dihasilkan dari pilihan-pilihan perencanaan bahasa tertentu. 
1 Latar Belakang 
Tingkat kepunahan bahasa-bahasa daerah secara jumlah bertambah. 
Himmelmann (2010), Grimes (2010), dan Arka (2010) menyediakan gambaran 
dan analisa yang mendalam mengenai hilangnya bahasa-bahasa daerah dan/ 
atau aspek budaya lokal di komunitas bahasa Tomini-Tolitoli di Sulawesi, 
komunitas bahasa Kayeli dan Hukumina di Pulau Buru dan komunitas ba-
hasa Rongga di Flores. Pada tahun-tahun terakhir, kedua bahasa Tandia dan 
Dusner di Teluk Cendrawasih Barat di Papua semuanya punah, seperti di-
laporkan oleh staf SIL Indonesia pada tahun 2009. Pada kasus-kasus lain di 
mana kepunahan bahasa belum terjadi dalam waktu dekat, komunitas lokal 
telah mulai melupakan fitur unik dari bahasa dan budaya mereka. 
Istilah bahasa daerah di makalah ini digunakan dengan makna umum 
untuk menyebutkan bahasa-bahasa yang bukan bahasa nasional. Seringkali 
ini menunjukkan bahasa warisan milik suatu komunitas-bahasa di mana 
anggota masyarakat beracuan untuk identitas bersejarah. Bahasa daerah bisa 
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juga berfungsi sebagai bahasa ibu-bahasa di rumah; tetapi terkadang juga 
bahasa daerah adalah bahasa yang sudah hampir tidak dipakai lagi di rumah. 
Meskipun maksud bersejarah untuk menjadikan bahasa Indonesia se-
bagai bahasa pemersatu bangsa, tujuan ini belum secara universal dicapai. 
Bahasa Indonesia belum sepenuhnya mempersatukan semua bagian di 
Negara ini; perbedaan di antara individu-individu dan kelompok yang ber-
bahasa Indonesia lebih baik dan kelompok yang tidak berbahasa Indonesia 
dengan baik telah menimbulkan persepsi negatif terhadap yang belum fasih 
berbahasa Indonesia. Perencanaan pendidikan bahasa untuk bahasa Indone-
sia membutuhkan tindakan-tindakan untuk menghindari jurang tingkat 
kemahiran. 
Dalam konteks globalisasi, bahasa Inggris dan bahasa-bahasa inter-
nasional lainnya menimbulkan jarak yang lebih jauh di antara kelas-kelas 
ekonomi-mereka yang memiliki akses kepada pengajaran bahasa inggris 
yang lebih baik, cenderung memiliki akses yang lebih baik kepada pekerjaan 
yang baik dan memiliki pola hidup yang lebih sejahtera. Percakapan-per-
cakapan dengan para orang tua di masyarakat perkotaan mengungkapkan 
bahwa mereka menyadari kecenderungan ini sehingga secara konsekuen me-
milih bahasa Inggris sebelum bahasa Indonesia dalam pendidikan anak-anak. 
Komunitas-komunitas bahasa yang sering kami kunjungi mengatakan 
bahwa mereka mengharapkan dua hal mengenai pengembangan bahasa me-
reka: 1) kemampuan bagi mereka dan anak-anak mereka untuk belajar ba-
hasa Indonesia secara mahir; dan 2) kemampuan untuk secara aktif me-
melihara bahasa daerah dan budaya mereka. Kelompok-kelompok yang se-
pertinya kurang tertarik untuk memelihara bahasa daerah untuk kehidupan 
sehari-hari adalah orang-orang yang dibesarkan di lingkungan perkotaan 
dimana bahasa Indonesia atau bahasa regional lain lebih sering dipakai. 
Bila hal ini merupakan kecenderungan di seluruh daerah pedesaan di 
Indonesia, orang-orang yang terlibat dalam perencanaan bahasa dan pendi-
dikan pada tingkat nasional dan regional harusnya secara serius memper-
timbangkan jalan yang terbaik untuk menolong masyarakat dalam mencapai 
kebutuhan-kebutuhan dasar ini. Dengan kata lain, peraturan bahasa dan 
perencanaan bahasa seharusnya merefleksikan aspirasi populasi Indonesia 
yang lebih luas-termasuk komunitas yang terpencil dan terisolasi dan komu-
nitas etnolinguistik minoritas. 
Tujuan utama dari perencanaan adalah untuk menggambarkan lang-
kah-langkah yang teratur dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk men-
capai tujuan akhir-kita ingin secara matang menanam benih perencanaan 
dan tindakan yang bermakna hari ini, untuk menghasilkan panen kehidupan 
yang telah diubahkan dan lebih baik melalui peraturan-peraturan dan pe-
nerapan yang bijaksana. Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan 
secara hati-hati sumber daya yang dibutuhkan, riisiko-risiko, asumsi-asumsi, 
indikator kemajuan yang dapat diukur dan suatu proses untuk pengawasan 
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dan penilaian. Dalam presentasi ini pada dasarnya kita akan memfokuskan 
pada aspek pendidikan dalam perencanaan bahasa, mengakui bahwa peren-
canaan bahasa lebih luas daripada hanya mengenai pendidikan. Kita akan 
memeriksa beberapa bidang di mana faktor-faktor penting yang dapat mem-
pengaruhi perencanaan bahasa harus dipertimbangkan. Kemudian kita akan 
melihat aplikasi-aplikasi dari aktivitas bahasa daerah bersamaan dengan 
bahasa nasional dalam berbagai konteks di Indonesia, Asia dan di Pasifik. 
Kita juga akan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat sebagai aspek 
utama dalam perencanaan bahasa bersama. 
2. Sejarah singkat mengenai perencanaan bahasa bersanHi di Indones ia 
Sejarah perencanaan bahasa Melayu mengawali terbentuknya Indonesia se-
bagai suatu bangsa berabad sebelumnya. Ragam bahasa Melayu sebagai ba-
hasa asli Sumatera dan Semenanjung Malaka dilaporkan oleh orang Portugis 
telah digunakan sebagai lingua franca pada awal tahun 1500an di belahan 
ti:inur Indonesia sekarang (Grimes, 1996:720). Setelah menjadikan ragam ba-
hasa Melayu sebagai standar tulisan dalam perdagangan dan keagamaan di 
banyak bagian di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda mengakui bahasa 
Melayu dan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi pada tahun 1865 (720-1) . 
Tanggal 28 Oktober 1928, pada Kongres Pemuda Indonesia mengikrarkan 
Sumpah Pemuda untuk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemer-
satu sebagai suatu langkah untuk mengukuhkan identitas nasional (721-2). 
Saat ini, Pusat Bahasa dibebankan tugas yang berat dalam memimpin peren-
canaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan juga bahasa-bahasa lain 
yang dipakai di seluruh Indonesia. 
Selama bertahun-tahun, sejumlah kebijakan dalam pemerintahan telah 
memainkan peranan dalam perencanaan bahasa di Negara ini. Demi kepen -
tingan diskusi kita saat ini, salah satu peraturan terkini telah ditetapkan 
mengenai aspek perencanaan bahasa, sebagaimana peraturan itu berkaitan 
dengan pendidikan bahasa, tercantum dalam UU No. 20/2003 mengenai 
Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa bahasa Indonesia 
sebagai bahasa nasional adalah bahasa resmi dalam instruksi pendidikan 
diseluruh Indonesia. Namun, undang-undang ini juga menyebutkan bahwa 
bahasa-bahasa daerah boleh digunakan sebagai bahasa pengantar pendi-
dikan untuk tahun-tahun pertama pendidikan bila perlu untuk pengajaran 
ilmu atau keahlian tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2003). Lebih jauh, ranah dan metode penggunaan bahasa Indonesia 
dan kebutuhan pengembangan yang sistematis dan bermakna akan bahasa 
Indonesia oleh pemerintah dicantumkan dalam UU No.24/2009. 
UU No. 24/2009 juga memberikan pengecualian untuk beberapa situasi 
dalam hal penggunaan bahasa daerah digunakan di mana perlu, atau ketika 
topik atau target pendengar adalah untuk tujuan tertentu dalam budaya. Per-
aturan-peraturan ini secara jelas memfokuskan pada perencanaan bahasa 
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Indonesia, tetapi tidak menyangkut secara mendalam mengenai perencanaan 
untuk bahasa-bahasa daerah. 
3 Kasus-kasus dalam perencanaan bahasa bersama 
1) Pertimbangnan Linguistik dalam perencanaan bahasa bersama 
Perencanaan menyeluruh untuk semua bahasa membutuhkan perhatian 
khusus pada bidang penyelidikan linguistik mengenai struktur dan penggu-
naan bahasa. Sementara hal ini berlaku dalam skala luas untuk bahasa 
Indonesia selama bertahun-tahun, studi mendalam dari berbagai aspek dari 
ratusan bahasa lainnya yang terdapat di Negara ini belum banyak dilakukan. 
Walaupun beberapa analisa tata bahasa, kamus-kamus dan studi fonologi 
mengenai bahasa-bahasa minoritas telah diterbitkan oleh Pusat Bahasa, 
institusi-institusi akademis, SIL, dan pihak-pihak lain, karya-karya yang di-
publikasikan seperti ini masih jarang ditemukan bagi bahasa-bahasa di Indo-
nesia. Dengan demikian, perencanaan bahasa daerah membutuhkan berbagai 
cara untuk membangkitkan minat lokal dan pihak luar untuk mempelajari 
dinamika linguistik setiap bahasa. Usaha-usaha demikian membutuhkan 
dukungan dari tingkat yang lebih tinggi dalam hal pendidikan dan pelatihan 
linguistik yang memadai untuk memenuhi ketertarikan dan kebutuhan ma-
syarakat setempat. Penyelidikan dan pengembangan untuk sekelompok baha-
sa yang berhubungan dapat dilakukan secara bersama dengan tidak meng-
abaikan pekerjaan serupa yang telah dilakukan untuk bahasa-bahasa yang 
sama di Negara-negara tetangga. 
Interaksi-interaksi di antara berbagai bahasa minoritas dan bahasa 
Indonesia -khususnya bahasa non-Austronesia- membutuhkan perencana-
an yang mendalam terhadap pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa 
kedua. Perbedaan yang mendasar dalam tata bahasa dan struktur fonologi 
t idak dapat diabaikan dalam rencana yang tersusun rapi untuk mengajarkan 
bahasa Indonesia bagi penutur bahasa lain. Intruksi bahasa Indonesia yang 
t idak mengakui perbedaan linguistik ini akan berdampak secara tidak sengaja 
menghasilkan penutur bahasa Indonesia yang menggunakan fonologi dan 
sistem tata bahasa mereka sendiri dalam bahasa Indonesia yang sedang di-
pelajari. 
Variasi dalam kekayaan kosakata seharusnya diakui sepenuhnya dalam 
perencanaan bahasa bersama bahasa nasional dan bahasa daerah. Semen-
tara bahasa Indonesia atau bahasa asing mungkin mengandung kosa kata 
untuk konsep atau objek yang tidak terdapat pada komunitas lokal, sama 
halnya bahasa daerah memiliki pembedaan-pembedaan yang lebih jelas 
untuk objek-objek, aktivitas dan elemen lain dari kehidupan dan warisan 
budaya setempat. Pembelajaran ini berjalan dua arah. 
Aspek tertentu dari pengembangan bahasa terikat kepada linguistik 
adalah kebutuhan untuk mengembangkan ortogra.fi dalam berbagai bahasa di 
Indonesia. Sejumlah faktor harus dipertimbangkan ketika mengembangkan 
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sistim penulisan dalam suatu komunitas bahasa. Terkait dengan perencana-
an bahasa bersama adalah kebutuhan untuk menolong komunitas memper-
timbangkan aspek keahlian membaca dan menulis yang dapat ditransfer 
diantara bahasa mereka dan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, kebanyak-
an komunitas bahasa akan memilih sistim penulisan dan ketentuan ejaan 
yang sedapat mungkin serupa dengan bahasa Indonesia. 
2 ) Pertimbangan sosiolinguistik dalam perencanaan bahasa bersama 
Bahasa merupakan kunci utama identitas pribadi. Ini benar untuk penutur 
kelompok minoritas etnolinguistik seperti halnya berlaku untuk setiap orang. 
Perencanaan bahasa bersama harus mempertimbangkan isu identitas lokal 
dan aspek-aspek lain dinamika sosiolinguistik yang ada di masyarakat. Suatu 
tujuan yang diungkapkan untuk perencanaan bahasa Indonesia adalah me-
nyediakan kesatuan yang lebih kuat di antara keberagaman penduduk Indo-
nesia di Nusantara. Jika ini adalah masalahnya, perencanaan bahasa harus 
dipikirkan dan dilaksanakan dengan suatu cara yang semakin lama semakin 
efektif dalam menyediakan pendidikan bahasa Indonesia yang baik di daerah-
daerah yang terpencil, dan pada saat yang sama dipaparkan dengan menarik 
sebagai unsur persatuan-sosial, ekonomi atau politik. Tidak tertulis, tetapi 
perilaku dan ketentuan bahasa Indonesia yang mencoba menggantikan ba-
hasa dan budaya lokal tidak akan memiliki tempat di republik yang meme-
gang konsep Bhinneka Tunggal Ika ini. 
Di Indonesia ada berbagai jenis perilaku terhadap setiap bahasa yang 
digunakan. Orang-orang melihat bahasa Indonesia sebagai bahasa pemer-
satu. Dalam istilah sosiolinguistik, bahasa Indonesia bagi sebagian orang me-
megang peranan sebagai bahasa yang melambangkan yang dipakai di 
luar daerah pedesaan. Keberagaman regional bahasa Melayu atau bahasa 
lainnya terdapat di banyak daerah di Indonesia. Sikap masyarakat terhadap 
bahasa-bahasa ini juga kelihatannya lebih beragam-beberapa melihat baha-
sa-bahasa regional ini sebagai bahasa ibu atau bahasa untuk menunjukkan 
perasaan, bahasa yang dapat digunakan ketika berbicara dengan teman dekat 
(Collins 2010). Seringkali ada kecenderungan masyarakat dari luar daerah 
tertentu memperlihatkan bahasa Melayu setempat sebagai bahasa Indonesia 
tingkat 'rendah'. Siapa yang akan melakukan perencanaan untuk bahasa-
bahasa seperti ini-mereka yang menganggap bahasa ini adalah bahasa yang 
dekat dihati, atau mereka yang jauh dari komunitas itu dan menganggap itu 
hanya sebagai bahasa pergaulan lokal? Ini adalah isu-isu kunci yang akan 
mempengaruhi perencanaan bahasa untuk lingua franca sekaligus bahasa-
bahasa warisan. Sekali lagi, suara dari masyarakat setempat dengan perilaku 
terhadap bahasa mereka akan mempertajam perencanaan bahasa nasional 
dan bahasa daerah. 
Setiap bahasa yang digunakan di masyarakat dipakai dalam kombinasi 
ranah bahasa yang unik di masyarakat itu. Perencanaan bahasa untuk 1.Ja-
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hasa Indonesia dan daerah harus mempertimbangkan penggunaan elemen 
ranah bahasa. Anggota masyarakat lokal adalah kelompok yang terbaik untuk 
menentukan seberapa jauh suatu bahasa tertentu digunakan untuk setiap 
ranah besar, atau ranah yang mana yang bertumpang tindih dalam penggu-
naan bahasa. Perhatian terhadap penggunaan bahasa dalam ranah yang 
khusus merupakan aspek penting dalam perencanaan pendidikan bahasa 
sebagaimana perencanaan bahasa pada umumnya. Anggota-anggota masya-
rakat lokal seharusnya juga mempertimbangkan ranah apa yang paling pen-
ting dalam penggunaan bahasa Indonesia bagi mereka diluar komunitas 
mereka. 
Karena pergeseran bahasa sudah mulai terjadi di komunitas bahasa 
minoritas di Indonesia, strategi bersama ditujukan untuk penggunaan bahasa 
yang menolak pergeseran seperti itu dapat dikembangkan bersama dengan 
anggota masyarakat setempat. Anggota masyarakat dapat melanjutkan pe-
ngem bangan bahasa Indonesia sambil mulai mengembangkan aspek bahasa 
warisan yang sudah mulai punah. 
Di daerah-daerah yang memiliki dialek bahasa yang berbeda, tetapi 
memiliki hubungan yang dekat, masyarakat dan perencana bahasa harus 
sepakat untuk menentukan bagaimana setiap dialek akan cocok dalam inisi-
atif perencanaan bahasa. Ada banyak s kenario sebanyak bahasa-bahasa itu; 
kuncinya adalah setiap dialek harus dipertimbangkan dalam rencana menye-
luruh untuk masyarakat bahasa-bahkan bila komunitas memutuskan bah-
wa bukan setiap dialek akan menerima tingkat yang sama dalam perhatian 
pengembangan bahasa dalam jangka panjang. 
3) Pertimbangan pendidikan dalam perencanaan bahasa bersama 
Ada beberapa aspek penting pendidikan yang dipertimbangkan dalam meren-
canakan bersama pengembangan bahasa nasional dan bahasa daerah. Di 
berbagai tempat di seluruh dunia yang mempunyai sejarah pengembangan 
bahasa yang panjang, biasanya ada kesepakatan di antara penutur bahwa 
ada standar atau cara yang 'benar' untuk berbicara atau menulis bahasa yang 
ada. Dalam berbagai konteks, anak-anak pertama sekali belajar di rumah 
standar bahasa yang disepakati, sejalan dengan perkembangan dan perluasan 
pengetahuan mereka mengenai tata bahasa dan kosakata melalui berbagai 
bentuk pendidikan bahasa. Dalam komunitas demikian, bentuk standar dari 
suatu bahasa hadir bersama dengan dialek-dialek lain, yang seringkali ter-
gantung pada kelas sosial tertentu baik lokasi maupun pengelompokan lain 
dalam komunitas. Perencanaan bahasa untuk komunitas bahasa daerah di 
Indonesia dapat mempertimbangkan apa yang ditentukan oleh komunitas 
lokal sebagai bentuk standar bahasa mereka untuk menulis dan membaca. 
Aspek lain dalam perencanaan pendidikan terikat pada perencanaan ba-
hasa bersama bahasa Indonesia dan bahasa daerah adalah jumlah dan jenis 
pendidikan yang diinginkan oleh komunitas bagi setiap bahasa. Sejumlah 
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model, yang didiskusikan dalam bagian 5 dibawah ini, masing-masing meng-
gunakan jumlah instruksi dalam tingkat yang berbeda bagi bahasa daerah 
sebagai bahasa pengantar dibanding berbahasa pengantar bahasa nasional. 
Unsur mobilitas dan demografis dalam masyarakat Indonesia memaksa 
perencana bahasa mempertimbangkan percampuran dinamika bahasa dan 
budaya di setiap daerah ketika merencanakan pendidikan bahasa di daerah 
yang terdapat keberagaman komunitas etnolinguistik. Perencanaan bahasa 
dan pendidikan di daerah perkotaan dengan tingkat percampuran etnik yang 
tinggi berbeda dengan perencanaan di daerah pedesaan, yang penduduknya 
secara etnik sama. Demikian juga kebutuhan pendidikan bagi pelajar ten-
tentu di daerah pedesaan dengan etnik yang sama harus dipertimbangkan. 
Lihat diskusi mengenai hal ini ada pada bagian 5.1.1. 
Banyak anak-anak di berbagai daerah terpencil di Indonesia putus se-
kolah setelah satu atau dua tahun bersekolah karena kesulitan dalam me-
mahami materi yang disajikan dalam bahasa yang tidak mereka pahami. 
Situasi ini tampaknya lebih baik sedikit di daerah pedesaan di kelompok ba-
hasa yang lebih luas dimana guru-guru dapat berbahasa daerah. Dalam 
kasus yang demikian guru-guru bisa menggunakan bahasa daerah sebagai 
bahasa pengantar alternatif, dan seringkali mengulangi materi pelajaran da-
lam bahasa daerah setelah pertama-tama menyajikan pelajaran dalam bahasa 
Indonesia. 
Pembiayaan seringkali dianggap sebagai suatu kendala dalam menye-
diakan pendidikan berbasis bahasa daerah. Sebagaimana dalam perbincang-
an mengenai biaya dan manfaat, prioritas komunitas, pemerintah dan ma-
syarakat dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas untuk semua anak 
haruslah jelas. Saat ini, dukungan keuangan tersedia kepada mitra peme-
rintah dan non pemerintah dari berbagai organisasi multilateral dan sumber-
sumber lain dalam mengembangkan proyek percobaan dengan menggunakan 
berbagai bentuk pendidikan multi bahasa. Program-program percobaan ini 
harus dilihat berdasarkan kepentingan keuangan berkesinambungan dalam 
jangka panjang. Biaya dan manfaat untuk pendidikan yang mengkombinasi-
kan bahasa daerah dan nasionaI harus diteliti dengan baik. Pada saat yang 
sama, hampir semua program yang membutuhkan pengembangan kuriku-
lum, pengembangan bahan ajar dan pelatihan para guru dalam bahasa 
daerah akan menambah mahal biaya seluruh sistim pendidikan. 
Bagaimanapun juga, alternatif di bawah ini mungkin akan lebih mahal lagi ... 
4) Pertimbangan ekonomi dalam perencanaan bahasa bersama 
Biaya kegagalan menolong para pelajar di pedesaan mengatasi halangan-ha-
langan sehubungan dengan bahasa kedua seperti bahasa Indonesia memang 
tidak mahal pada awalnya namun akan menjadi mahal kepada bangsa secara 
keseluruhan dalam jangka panjang-dalam bentuk keterbelakangan dalam 
pembangunan dan masalah pengangguran. Dengan cara yang sama, dalam 
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pendekatan dimana para orang tua mengabaikan bahasa warisan mereka 
agar anak-anak mendapatkan kesempatan yang lebih baik di sekolah, me-
nunjukkan biaya yang rendah pada awalnya namun berbiaya tinggi untuk 
generasi ke depan ketika akhirnya komunitas menyadari bahwa hal itu telah 
menyebabkan hilangnya budaya dan identitas mereka. Biaya untuk meng-
hidupkan kembali suatu bahasa yang hampir punah akan lebih besar 
daripada biaya untuk mempertahankan bahasa yang sedang aktif dipakai. 
Secara internasional, ada tanda-tanda bahwa terdapat korelasi diantara 
perkembangan ekonomi dan keanggotaan dalam sebuah bahasa atau kelom-
pok etnis minoritas. Kelompok etnolinguistik minoritas memberi sumbangsih 
kira-kira 5% dari penduduk dunia, namun mereka mewakili sekitar 15% ke-
miskinan dunia-dan sepertiga dari populasi termiskin di dunia (LEAD 2010). 
Analisa lebih lanjut dari data-data ini mungkin akan memunculkan hubung-
an sebab akibat yang lebih jauh, karena ada banyak faktor yang menyebab-
kan komunitas bahasa minoritas mengakibatkan korelasi ini. Statistik yang 
sejenis dapat dikembangkan untuk kelompok penutur bahasa di Indonesia-
ketika petugas pengambil data sensus mengunjungi saya di Jakarta beberapa 
bulan lalu, salah satu pertanyaannya adalah 'Bahasa apa yang anda pakai 
sehari-hari di rumah?' Bagaimanapun juga, sementara itu kita dapat ber-
asumsi bahwa perbedaan dalam pendidikan dan pembangunan pada kelom-
pok bahasa utama dan kelompok bahasa minoritas terjadi di Indonesia seperti 
halnya juga diseluruh dunia; perencanaan bahasa bersama yang mencantum-
kan kebutuhan di komunitas pedesaan yang terpencil dan minoritas akan 
menjadi langkah yang efektif dalam arah yang benar untuk menyeimbangkan 
ketidaksamaan itu. 
Akses terhadap pendidikan berkualitas biasanya dianggap sebagai alat 
utama untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Dengan perencanaan 
bahasa bersama bahasa daerah dan bahasa Indonesia dalam pendidikan dan 
aspek kehidupan lain, masyarakat akan mendapat gambaran tentang kesem-
patan yang terbuka dalam pembangunan yang menghargai budaya dan wa-
risan lokal. Ikatan diantara pendidikan dan pembangunan ekonomi dapat 
terjadi dalam berbagai bentuk. Anggota kelompok bahasa minoritas sering 
menganggap bahwa cara satu-satunya untuk maju adalah dengan pindah ke 
kota untuk mencari pekerjaan-dimana itu membutuhkan kemampuan ber-
bahasa Indonesia. Bagairnanapun, pendidikan berbasis bahasa daerah yang 
dihubungkan dengan bahasa nasional mempersiapkan seluruh kornunitas 
dengan dasar yang lebih baik bagi masyarakat itu sendiri dalam mernprak-
tikkan ide-ide clan praktik-praktik yang pada akhirnya akan menuju pemba-
ngunan ekonorni lokal secara perlahan; pengernbangan ekonomi lokal yang 
dernikian akan rnembuat kehidupan di pedesaan lebih rnenarik kepada orang-
orang muda yang rnencari penghidupan. 
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5) Pertimbangan politik dan sosial dalam perencanaan bahasa bersama 
Jaringan masyarakat yang mempertahankan kepemilikan kuat akan identitas 
mereka dalam hubungan pada masa lalu dan masa depan mempersiapkan 
pondasi yang kuat dimana Indonesia dibangun sebagai sebuah bangsa. Hi-
langnya identitas daerah, ditambah dengan efek globalisasi, akan meruntuh-
kan nilai-nilai masyarakat dimana Indonesia memulai sejarahnya sebagai 
suatu bangsa. Mendukung pemeliharaan bahasa daerah bersamaan dengan 
bahasa Indonesia membuka kesempatan kepada warga untuk tetap terhu-
bung dengan tradisi dan nilai-nilai kampung halaman sementara juga mem-
peroleh akses terhadap aspek positif pembelajaran secara global. Satu komu-
nitas yang kehilangan warisan dan nilai-nilai budaya di suatu waktu telah 
digantikan oleh sesuatu yang lain. Penggantian ini seringkali ditandai dengan 
secara pasif menerima begitu saja nilai-nilai yang dibawa oleh bahasa dan 
budaya yang lebih dominan-atau kadangkala dalam bentuk terlalu mudah 
dipengaruhi oleh kelompok-kelompok subversif yang mengambil keuntungan 
dari tingkat pendidikan yang rendah komunitas terisolir tersebut. 
Keuntungan lain dari perencanaan bahasa bersama adalah akses yang 
semakin baik terhadap informasi dalam berbagai bidang terhadap kelompok 
bahasa minoritas yang sebelumnya memiliki kesulitan dalam memahami 
informasi dalam bahasa Indonesia. Kurangnya pengertian ini sering menim-
bulkan perasaan tidak percaya atau dieksploitasi. Jenis informasi ini terdapat 
di berbagai domain penting di komunitas lokal, termasuk dalam hal politik 
atau hukum, masalah tanah, harga-harga untuk komoditi lokal, pelatihan 
dalam bidang kesehatan dan masalah pembangunan dan lain-lain. Pemerin-
tah daerah dan pusat dapat mengembangkan perencanaan bersama untuk 
bahasa-bahasa daerah yang mengizinkan semua bahasa berkembang dengan 
baik dalam ranah yang paling penting yang digunakan oleh masyarakat. 
Akses yang baik terhadap informasi dalam bahasa yang dimengerti oleh 
masyarakat juga menolong melumpuhkan hambatan-hambatan terisolir dan 
marginalisasi komunitas. Sebagaimana komunitas pedesaan dan terisolir 
semakin terhubung dengan Negara secara keseluruhan melalui pemahaman 
yang lebih besar terhadap kejadian-kejadian dan informasi-dalam bahasa 
daerah dan/ atau melalui kemampuan bahasa Indonesia yang semakin baik-
mereka akan semakin rela dan mampu untuk berkonstribusi secara nasional 
dalam cara-cara yang lebih berarti. Penambahan masukan positif ini dari 
anggota masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki suara memberikan 
kepada pemerintah peningkatan perspektif komunitas yang berharga yang 
sebelumnya tidak didapat oleh pemerintah. 
J enis perencanaan bahasa bersama ini juga digunakan di bagian lain di 
benua Asia untuk memperkokoh inisiatif pencapaian kedamaian dan rekonsi-
liasi di daerah-daerah konflik. Dalam konteks ini, masyarakat secara aktif 
terlibat dalam perencanaan baik bagaimana mereka dapat mempertahankan 
budaya dan bahasa daerah maupun pada saat yang sama mengembangkan 
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kemampuan dan akses mereka kepada bahasa nasional. Pendekatan-pende-
katan ini ditujukan untuk membangun ikatan yang lebih kuat dan positif di 
antara komunitas-komunitas lokal dan mereka yang berada dalam masyara-
kat yang lebih luas dalam konteks nasional dan juga mengembangkan per-
sepsi komunitas bahwa budaya dan identitas mereka dihargai oleh mereka 
yang hidup di tingkat nasional. 
4. Kasus perencanaan bahasa bersama-bahasa nasional dan bahasa-
bahasa daerah 
1) Mengakui peran bahasa-bahasa daerah 
Perencanaan bahasa bersama untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah 
akan menegaskan nilai dan peran bahasa daerah di dalam masyarakat. 
Pengakuan ini mengakibatkan dampak-dampak positif sebagaimana dicatat di 
atas, termasuk mengakibatkan peningkatan ikatan masyarakat dengan nilai-
nilai dan budaya mereka dan memperkuat rasa identitas daerah yang meru-
pakan bagian dari pembangunan identitas masyarakat secara nasional. Pen-
didikan bahasa dan pendidikan umum yang menggunakan bahasa rumah 
merupakan jembatan bagi anak-anak sebagai pembelajaran dasar membuat 
anak-anak terhubung dengan keluarga besar dan warisan nilai-nilai dan 
budaya, sementara pada saat yang sama memberikan keberhasilan kepada 
mereka dalam proses pembelajaran konsep-konsep baru melalui bahasa 
nasional. 
2) Memperkokoh peran bahasa Indonesia 
Dalam mencapai tingkat yang lebih berarti dalam perencanaan bahasa ber-
sama akan menolong bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan utama seperti 
yang tertuang dalam Sumpah Pemuda-yaitu, untuk mempersatukan bangsa 
yang beragam melalui satu bahasa. Ketika anak-anak dan orang dewasa 
menggunakan pengetahuan yang ada dalam bahasa daerah untuk mengakses 
konsep dan informasi baru, seperti belajar berbicara dan membaca dalam 
bahasa Indonesia, tujuan besar pemersatuan lingustik akan menjadi semakin 
nyata. 
Perencanaan bahasa bersama perlu menggarisbawahi fakta bahwa 
bahasa Indonesia adalah bahasa kedua bagi kebanyakan komunitas diselu-
ruh nusantara. Mengakui fakta ini akan mengarahkan kepada berbagai impli-
kasi. Pada dasarnya bila bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua untuk 
sebahagian besar masyarakat, secara metodologis menyebabkan bahasa Indo-
nesia seharusnya diajarkan sebagai bahasa kedua di kebanyakan sekolah di 
negeri ini. Metodologi seperti itu membutuhkan pendekatan belajar mengajar 
dalam bahasa kedua diterapkan di taman kanak-kanak, sekolah informal 
dasar, sekolah dasar dan program pendidikan orang dewasa. Tentu saja hal 
ini bisa berlaku untuk daerah pedesaan dimana bahasa minoritas dipakai 
dirumah; namun itu juga bisa berlaku di daerah perkotaan dimana bahasa 
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Melayu lokal atau bahasa lain telah menggantikan bahasa daerah di rumah 
dan berfungsi sebagai versi lokal 'bahasa Indonesia'. 
Langkah penggabunggan perencanaan bahasa untuk mempersiapkan 
bangsa Indonesia sebagai bangsa demi menghadapi tantangan di kemudian 
hari terletak pada efektifnya pendidikan anak-anak dalam hal pengembangan 
kognitif dan sosial dalam hal bahasa. Namun, peran melek aksara dan 
pembelajaran lain bagi orang dewasa baik di masyarakat perkotaan maupun 
pedesaan tidak bisa diabaikan. Efektivitas penggunaan bahasa sehari-hari 
dan atau bahasa komunitas dalam pendidikan orang dewasa dan program 
melek aksara bagi orang dewasa akan menolong mereka yang kehilangan ke-
sempatan dalam pendidikan di tahun-tahun pertama dalam mengembangkan 
kemampuan mereka untuk suatu konstribusi yang berarti bagi masyarakat 
dan bangsa hari ini. 
3) Pada tingkat nasional 
Agar masyarakat mendapatkan manfaat dalam menggunakan bahasa daerah 
dalam pendidikan dan pembangunan, peraturan bahasa pada tingkat nasio-
nal akan sangat mendukung. Pada saat ini, peraturan bahasa secara nasional 
mengakui bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pe-
mersatu bangsa, namun sementara itu juga mengakui peran bahasa daerah 
atau bahasa warisan di tingkat daerah. Sebagaimana dicatat pada bagian 2, 
peraturan juga menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pendi-
dikan, namun mengizinkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa peng-
antar pada tingkat dasar bilamana dibutuhkan. Peraturan seperti itu sebe-
narnya mendukung penggunaan bahasa daerah. Namun masalah perencana-
an bahasa bersama bahasa daerah dan bahasa nasional menimbulkan per-
tanyaan apakah pernyataan peraturan yang berlaku sekarang mengenai 
bahasa daerah benar-benar mewakili kesepakatan suara penutur bahasa 
minoritas: Peraturan yang ada sekarang sepertinya memperlihatkan pendidik-
an bahasa minoritas merupakan sesuatu yang dapat ditolerir, padahal komu-
nitas mungkin meminta itu sebagai suatu hak. Lagi-lagi, bagaimanapun juga 
bila peraturan mewakili penggunaan bahasa ibu dalam pendidikan adalah 
sebagai suatu hak, maka seharusnya ada komunikasi yang cukup untuk me-
kanisme dan pendanaan dalam memastikan pengakuan hak itu. 
Pemerintah Pusat dapat dimengerti memiliki kewajiban-kewajiban dan 
tantangan-tantangan dalam memastikan ketersediaan peraturan dan anggar-
an untuk 238 juta penduduk, hal ini tidaklah mudah. Pertanyaan mengenai 
kesinambungan pendanaan dalam pendekatan pendidikan multibahasa se-
cara luas dapat dipastikan merupakan masalah utama. Mungkin kita bisa 
mengatakan bahwa alokasi sumber daya manusia dan keuangan merupakan 
masalah prioritas sebagaimana halnya dengan jumlah. Contohnya, suatu 
Negara yang menekankan pada kekuatan militer atau sistim pertahanan yang 
kuat akan secara alami mengalokasikan sumber dayanya lebih kepada pe-
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ngembangan angkatan bersenjata dan sistim pertahanan yang tangguh-dan 
hal ini akan terlihat pada alokasi anggaran tahunannya. Demikian halnya, 
suatu Negara yang melihat pembangunan jangka panjang yang berhubungan 
dengan pengembangan dan pematangan kognitif generasi muda akan men-
curahkan sumber dayanya kepada kualitas pendidikan yang terbaik yang bisa 
diberikan-termasuk untuk pelajar-pelajar di pedesaan dan kaum minoritas. 
4) Pada tingkat daerah 
Sejumlah peraturan potensial pada tingkat daerah dapat mempersiapkan 
anak-anak dan orang dewasa dengan pendidikan bahasa daerah dan bahasa 
nasional yang terbaik. Suatu area kunci adalah pengembangan materi. Se-
jumlah kemungkinan ada untuk mengembangkan materi-materi pelajaran 
yang dapat diangkat dari kelompok bahasa dalam wilayah yang sama oleh 
penutur asli bahasa-bahasa tersebut. Materi-materi ini, apakah untuk usia 
sebelum pendidikan dasar, sekolah-sekolah formal atau pendidikan orang 
dewasa, dapat dirancang dalam konteks dan metode yang cukup baik untuk 
digunakan diseluruh daerah geografis atau wilayah budaya. Salah satu aspek 
pendidikan yang menggunakan bahasa daerah adalah pendukung materi 
pelajaran, termasuk ilustrasi-ilustrasi, contoh-contoh cerita dan teks-teks 
lain, harus disesuaikan dengan konteks daerah-atau lebih baik diambil dari 
daerah itu. Oleh sebab itu, pekerjaan yang teliti dibutuhkan untuk mengkoor-
dinasikan dan mengkombinasikan kebutuhan nasional, regional dan daerah 
dengan bahan yang tepat sebagai bahan pelajaran pendidikan. 
Salah satu area yang membutuhkan perhatian yang menjadi masalah 
bagi beberapa program yang dijelaskan dibawah ini adalah kemampuan para 
guru. Secara ringkas, bila anak-anak belajar melek aksara dan keahlian lain 
dengan bahasa daerah, guru-guru haruslah penutur asli bahasa daerah ter-
sebut. Sama halnya, ketika anak-anak ini kemudian mulai belajar bahasa 
Indonesia di dalam sistim pendidikan, guru-guru juga harus fasih berbahasa 
Indonesia. Kurangnya kombinasi keahlian dwibahasa diantara para guru 
disetiap wilayah Indonesia merupakan tantangan yang perlu diatasi di setiap 
daerah. 
Mengajukan masalah ini terwujud dalam berbagai bentuk. Dalam bebe-
rapa kasus, tantangannya adalah bahwa sekolah-sekolah di pedesaan ke-
kurangan tenaga guru yang mau tinggal di daerah terpencil dalam jangka 
panjang. Pada kasus-kasus lain, guru-guru dari luar daerah itu ditempatkan 
di sekolah-sekolah di daerah pedesaan; mereka tidak berbahasa daerah dan 
anak-anak belum berbahasa Indonesia dengan baik. Dalam kasus lain lagi, 
tidak ada guru sama sekali. Dalam kedua situasi ini, perhatian lebih harus di-
berikan untuk mulai mengembangkan orang-orang lokal menjadi guru, se-
bagaimana dilakukan pada program-program di Asia dan Pasifik seperti dije-
laskan pada bagian 5.2. Ini mengharuskan menyediakan insentif agar putra-
putri daerah mau berkarir sebagai guru di daerah. Guru-guru daerah ini 
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membutuhkan pelatihan guru untuk kesuksesan program ini, atau mereka 
dapat belajar dalam bentuk tim dengan guru-guru berijazah atau guru-guru 
berpengalaman. Penjelasan di atas hanya beberapa gagasan saja, dan tentu 
ada lebih banyak kemungkinan lagi-tetapi hal komunikasi di antara guru 
dan pelajar penting dalam lingkungan belajar. 
5 . Pengalaman kontemporer dalam mengintegrasikan bahasa daerah dan 
bahasa nasional 
Pada bagian ini , kita akan melihat ulasan singkat sejumlah usaha-usaha yang 
sedang dikerjakan di Indonesia dan di Asia dan Pasifik dimana bahasa-ba-
hasa daerah dan bahasa nasional dikombinasikan bersama dengan berbagai 
cara dalam pendidikan atau pada program pengembangan bahasa. Kita harus 
mencatat bahwa kalau hanya dengan mengacu pada peraturan yang ada di 
berbagai Negara dimana contoh-contoh diambil akan mengarahkan ke tujuan 
yang salah untuk symposium ini. Program-program di bawah ini adalah hal 
paling baru yang terjadi di setiap area dan program-program itu tidak meng-
gambarkan kondisi kebijakan secara umum. Mereka memang menggambar-
kan kondisi-dan ini merupakan poin penting-jalan pikiran mereka-mereka 
yang menjabat dan mereka yang bekerja di komunitas dalam bidang pendi-
dikan di setiap area. Untuk sesuatu yang akan paling baru berarti belum 
menjalani proses pemurnian dengan bertahun-tahun penerapan yang baru 
akan terwujud-dan pemerintah menyadari hal ini. Beberapa dari usaha-
usaha ini ditandai sebagai proyek percontohan, dan pemerintah baik daerah 
dan pusat secara seksama menantikan hasil yang berkembang. 
Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengembangkan usaha-usaha 
perencanaan bahasa yang lebih luas yang dapat dipertimbangkan untuk 
keduanya bahasa nasional dan bahasa daerah. Di Indonesia, beberapa tin-
dakan tertentu selama ini telah dilakukan di masa lalu oleh pemerintah pusat 
dan daerah, sebagaimana juga organisasi swadaya masyarakat (NGOs) dan 
organisasi-organisasi berbasis masyarakat. Pada bagian ini kita akan 
menyelidiki secara singkat kasus-kasus dimana aktivitas bahasa daerah telah 
digabungkan dengan aktivitas bahasa nasional. Kita tidak akan mengomen-
tari setiap program yang disebutkan disini, tetapi kita menyediakan contoh 
jenis inisiatif sebagai dasar pembicaraan mengenai beberapa kemungkinan 
dalam mengungkapkan kebutuhan perencanaan bahasa bersama bahasa 
daerah di komunitas bahasa terbesar di Indonesia. 
1) Indonesia 
a. Mulok (Muatan Lokal) 
Para ahli, orang tua dan guru di banyak komunitas di Indonesia telah me-
nyesalkan hilangnya secara perlahan bahasa daerah mereka. Meski mereka 
mengakui bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia di rumah memberi-
kan keuntungan besar untuk anak-anak dalam menguasai bentuk terkini 
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sistem pendidikan umum, mereka sedih melihat hilangnya satu bagian pen-
ting dalam warisan budaya dan adat. Salah satu cara yang popular oleh 
masyarakat untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan mengukuhkan 
hukum pada tahun 2004, berikutnya didukung oleh undang-undang, terma-
suk SK Menteri Pendidikan No.22/2006 (Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional nomor 22 tahun 2006:8). Undang-undang ini mengizinkan sekolah-
sekolah di daerah menggunakan sebahagian dari kurikulum mingguan me-
reka dalam bentuk pendidikan muatan lokal. Dikenal dengan istilah mulok 
dalam bahasa Indonesia, perancangan dan implementasi kurikulum dan 
materi untuk mata pelajaran mingguan ini merupakan wewenang sekolah se-
tempat. Beberapa sekolah memilih menggunakan kelas mulok untuk meng-
ajarkan aspek-aspek budaya dan bahasa daerah. 
Ide perencanaan ini adalah agar anak-anak menggunakan keahlian 
membaca dalam bahasa Indonesia yang mereka pelajari dalam mata pelajaran 
umum untuk kemudian belajar membaca dalam bahasa ibu mereka. Materi-
materi dalam bahasa ibu dibuat oleh orang lokal, seringkali dalam bentuk 
cerita rakyat setempat atau bahan lain yang lebih menarik kepada anak-anak. 
Di beberapa daerah, sekolah-sekolah juga memasukkan pelajaran mengenai 
tulisan kuno dalam kurikulum mulok. Contohnya termasuk mempelajari tu-
lisan kuno Kaganga di bagian propinsi Lampung dan tulisan kuno bahasa 
Jawa dibeberapa sekolah di pulau Jawa. 
Satu contoh program mulok bahasa daerah yang baru-baru ini dijalan-
kan yaitu bahasa Moma dan Tado kelas 2, kelas mulok diajarkan untuk per-
tama kalinya selama tahun ajaran 2010-2011 di Sulawesi Tengah. Dirancang 
oleh tim pengembangan bahasa masyarakat Moma dan Tado melalui pela-
tihan dan bantuan dari SIL dan kantor Dinas Pendidikan setempat, kuri-
kulum menggunakan berbagai bacaan utama dan cerita-cerita dalam usia 
yang berjenjang untuk memperkenalkan aktivitas membaca dalam bahasa 
daerah. Tim Pengembangan Bahasa mengumpulkan cerita-cerita pendek dan 
ilustrasi yang telah dikembangkan oleh anggota masyarakat setempat. Pada 
saat materi ini masuk pada proses pengecekan, bahan itu dicetak dalam 
bentuk buklet-buklet yang tidak mahal untuk digunakan sebagai bagian dari 
bahan mulok. Ini merupakan proyek yang berkesinambungan dimana hasil-
nya akan dimonitor dalam aktivitas tahun berjalan dan dilanjutkan untuk 
mengembangkan materi mulok baru dalam dua bahasa daerah. Rencananya 
dengan mengikuti perkembangan anak dengan bahan yang baru sampai 
dengan kelas 6. Ketertarikan masyarakat di Sulawesi dan diseluruh Indonesia 
besar untuk memulai program mulok dalam bahasa daerah. 
Ada dua tantangan yang sering muncul dalam perencanaan mulok. Satu 
masalah yakni kurangnya ortografi dalam kebanyakan bahasa daerah di 
Indonesia. Dalam satu bahasa yang dipakai oleh beberapa juta orang, kami 
mendengar bahwa pejabat-pejabat pemerintah dalam bidang pendidikan dan 
guru-guru menuntut bahwa mereka ingin memulai program mulok berbahasa 
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daerah; namun, alasan politik telah mengaburkan orang-orang mengenai 
sistim penulisan mana yang akan digunakan. Untuk bahasa-bahasa lainnya 
dimana sistim penulisan belum ada, sejumlah sumber daya, termasuk para 
ahli bahasa nasional dan internasional dan artikel-artikel akademis dan 
buku-buku panduan, tersedia dan dapat digunakan oleh institusi pemerintah 
dan non-pemerintah untuk membantu masyarakat mengembangkan sistim 
penulisan. 
Masalah kedua yang dihadapi adalah bahwa dalam program mulok ba-
hasa daerah sebagaimana program lainnya yang didiskusikan dibawah ini 
terdapat komunitas etnolinguistik yang beragam. Ketika pelajar pada sekolah 
tertentu berasal dari latar belakang etnolinguistik yang berbeda, administrator 
sekolah seharusnya mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan yang 
sebenarnya dari semua segmen masyarakat yang ada disekolah. Sejauh ini, 
kami hanya dapat memberikan tiga solusi yang dapat ditawarkan: 1) tidak 
melakukan program bahasa daerah di sekolah yang heterogen; 2) kembang-
kan bahan-bahan program mulok untuk semua bahasa yang ada disekolah; 
atau 3) menyediakan program mulok bahasa daerah hanya untuk penutur 
asli bahasa program tersebut-anak-anak lain bisa melakukan aktivitas lain 
pada saat jam pelajaran mulok berlangsung. 
Pilihan keempat sebenarnya ada dalam prakek di Indonesia-yaitu me-
maksa semua anak-anak di sekolah berpartisipasi dalam kelas mulok bahasa 
daerah tanpa memikirkan apakah mereka bagian dari kelompok bahasa itu 
atau tidak. Katubi 2007 mencatat bahwa pada saat penulisan pemerintah 
propinsi Lampung mengharapkan semua pelajar berpartisipasi dalam prog-
ram mulok bahasa Lampung, namun hanya duapuluh persen penduduk 
propinsi Lampung mengakui diri sebagai anggota kelompok etnis Lampung 
(3) . Sama halnya, seorang kepala sekolah pada Kongres Internasional Bahasa-
Bahasa Daerah di Sulawesi Tenggara pada bulan Juli 2010 melaporkan 
bahwa kelas-kelas mulok di distriknya berbahasa Tolaki tanpa memandang 
bentuk etnik di kelas (David Andersen, komunikasi tertulis). Sementara pen-
dekatan ini mempromosikan penggunaan salah satu bahasa daerah, hal itu 
tidak sesuai dengan pendekatan untuk perencanaan bahasa bersama yang 
menghargai hak-hak bahasa setiap lapisan masyarakat. Secara kontras, 
program mulok komunitas bahasa Moma dan Tada yang disebutkan diatas 
dibatasi hanya untuk sekolah-sekolah yang tidak berbaur, sesuai permintaan 
kedua Tim Pengembangan Bahasa. Namun, sebagaimana masyarakat ber-
pindah dan pelajar-pelajar pendatang masuk, sekolah itu harus memutuskan 
seberapa baik untuk mengatasi situasi seperti itu-menghentikan program 
disekolah itu atau menyediakan alternatif mata pelajaran mulok bagi murid-
murid baru. Sebaiknya diperhatikan juga bahwa di beberapa bagian nusan-
tara, orang tua dan pelajar pendatang berpartisipasi dalam kelas mulok ba-
hasa daerah sebagai upaya untuk menolong pelajar-pelajar berbaur dengan 
mudah di komunitas lokal. 
196 
Penggunaan mulok yang mengajarkan bahasa daerah seringkali diguna-
kan di daerah dimana orang tua menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa 
Melayu setempat di rumah, meski ada juga kasus-kasus dimana program 
mulok bahasa daerah diadakan di masyarakat yang masih menggunakan 
bahasa daerah di rumah. Secara umum, pelajar menggunakan keahlian me-
reka dalam membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia untuk belajar 
membaca dan menulis dalam bahasa ibu mereka. 
Sekarang kita akan melihat beberapa situasi dimana bahasa daerah 
masih digunakan sebagai bahasa utama dirumah dan di masyarakat, dan 
dimana bahasa Indonesia (atau bahasa Melayu setempat) digunakan sebagai 
bahasa kedua di masyarakat atau tidak sering dipakai di masyarakat secara 
luas. Dengan kata lain, anak-anak mendekati usia sekolah belum bisa ber-
bahasa Indonesia dan orang dewasa di masyarakat memiliki tingkat kecakap-
an berbahasa Indonesia yang rendah. 
b. Penggunaan bahasa daerah di kelas secara sementara/langsung 
Di sekolah-sekolah di pedesaan Sumatera bagian selatan, guru-guru menga-
takan bahwa mereka menggunakan bahasa daerah selama tahun-tahun per-
tama dan kedua di sekolah (Katubi 2007:6-7; McDowell 2007: 16). Seringkali, 
guru mempresentasikan bahan ajar atau bahan panduan guru dalam bahasa 
Indonesia kemudian mengulangi sebagian besar informasi itu dalam bahasa 
daerah. Guru-guru mengakui bahwa jika mereka tidak melakukan itu, ke-
banyakan murid-murid tidak mengerti bahan pelajaran. Fenomena ini telah 
dilaporkan kepada staf SIL dan yang lainnya di setiap percakapan dengan 
para tenaga pendidik dan pejabat pemerintah bidang pendidikan pada ber-
bagai bagian di Negara ini dimana bahasa Indonesia bukan bahasa ibu me-
reka. 
Sebagaimana catatan para guru, salah satu tantangan dalam pende-
katan ini adalah bahwa mereka tidak mengerti bagaimana cara terbaik untuk 
menterjemahkan bahan-bahan itu secara langsung. Tantangan lebih besar 
muncul dalam kasus-kasus dimana guru-guru tidak berbicara dalam bahasa 
daerah-dan anak-anak tidak berbahasa Indonesia. 
c. Pendidikan orang dewasa melalui bahasa daerah 
Bukan hanya anak-anak di daerah pedesaan yang memiliki kesulitan belajar 
dalam bahasa Indonesia. Sejumlah komunitas di Indonesia telah melakukan 
berbagai bentuk pendidikan orang dewasa dalam bahasa daerah. 
Bahasa Sunda, bahasa kedua terbesar menurut ukuran penutur bahasa 
ibu di Indonesia, telah digunakan dalam program pendidikan orang dewasa. 
Tahun 2004, Departemen Pendidikan, devisi Pendidikan Non-Formal (PNFI, 
yang dulu disebut PLS), pada Pusat Pelatihan Pendidikan Non-Formal 
(BPPLSP) Regional II yang beroperasi di Jayagiri, Jawa Barat, dan UNESCO 
menciptakan sebuah program untuk pelajar dewasa di daerah terpencil di 
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desa Cibago dimana bahasa Sunda digunakan dengan pendekatan metode Ke-
aksaraan Fungsional yang menggabungkan inisiatif pembangunan masyara-
kat dengan pelatihan melek aksara (Custer dan Ringenberg 2007:4). Program 
ini menarik perhatian masyarakat karena menciptakan pelatihan mata pen-
caharian dengan menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar dan 
telah menyebabkan penciptaan sekolah anak usia dini yang menggunakan 
bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar (19). Dalam beberapa situasi yang 
melibatkan program melek aksara orang dewasa-menggunakan baik bahasa 
Indonesia maupun bahasa daerah-mereka diberikan insentif untuk meno-
long mendapatkan manfaat program tersebut. Pada satu kasus yang kami 
dengar, dalam program melek aksara skala besar partisipasi berhubungan 
dengan distribusi bantuan makanan yaitu hanya bila mereka menghadiri 
sejumlah tertentu kelas melek aksara dalam kurun waktu tertentu. Metode 
pemotivasian ini harus diperiksa ulang. Satu sisi, itu menarik partisipan-ada 
ribuan orang dewasa yang terdaftar dalam program ini. Namun, penyelidikan 
mendalam dibutuhkan untuk melihat seberapa baik jenis motivasi ini dalam 
pembelajaran yang sesungguhnya. Pada satu sisi, konsep ini tidak berbeda 
jauh dengan program kompensasi pengangguran di Negara-negara Barat se-
perti di Amerika Serikat, dimana penerima uang Negara akibat pengangguran 
diminta untuk menghadiri sejumlah tertentu kursus keahlian kerja untuk 
dapat terus menerima dana pengangguran. Di sisi lain, seseorang dapat saja 
mendebat bahwa sifat dari penggangguran individu di Negara-negara Barat 
dan program melek aksara karena tantangan sejarah dalam memberikan 
pendidikan di daerah-daerah terpencil, adalah dua hal yang jauh berbeda dan 
bahwa insentif ekonomi bukanlah jawaban bagi kedua kasus. 
d. Pembangunan masyarakat pedesaan dihubungkan dengan bahasa 
daerah 
Pendekatan lain dalam pengembangan bahasa yang dapat dipertimbangkan 
dalam perencanaan bahasa bersama bahasa nasional dan daerah adalah 
program pembangunan secara menyeluruh yang mengkombinasikan penggu-
naan bahasa daerah dan berbagai aspek pembangunan masyarakat berda-
sarkan kebutuhan. Premis dasar dari pendekatan seperti ini adalah bahwa 
bahasa dan pendidikan menyatu dalam setiap aspek kehidupan-oleh sebab 
itu, tujuan program pengembangan bahasa dan pendidikan seharusnya me-
nyatu dengan bentuk pembangunan lain di masyarakat. Perbedaan diantara 
pendekatan ini dan insentif ekonomi program melek aksara yang disebutkan 
diatas adalah bahwa pada program-program terhubung pengembangan, ba-
hasa daerah dan bahasa nasional digunakan secara alamiah dan masuk akal 
untuk mendukung kepengertian dan belajar dalam mencapai tujuan pengem-
bangan komunitas tertentu. Contohnya, bila masyarakat pedesaan memilih 
untuk melakukan pelatihan kampaye singkat mengenai pencegahan malaria, 
mereka akan memilih bahasa yang paling efektif dalam setiap tahap pela-
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tihan-apakah dalam bentuk poster-poster, berkunjung dari rumah ke rumah 
oleh staf klinik, atau rapat pelatihan setengah hari untuk seluruh kampung. 
Mereka akan memilih bahasa apa yang lebih dimengerti masyarakat dalam 
setiap konteks. 
Lima desa terpencil di bagian selatan Sumatera terlibat dalam proyek 
percontohan dalam pembangunan masyarakat dengan menggunakan peng-
antar bahasa-bahasa daerah-bahasa Melayu Musi, bahasa Komering, bahasa 
Rejang, bahasa Melayu Serawai dan bahasa Enggano. Bekerja sama dengan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan berkonsultasi dengan SIL, kelima komu-
nitas ini memilih satu kebutuhan fisik paling mendasar di desa mereka untuk 
diatasi-termasuk penyediaan air bersih, memperbaiki sistim irigasi atau 
mengembangkan sumber pupuk lokal yang berkesinambungan. Sehubungan 
dengan usaha-usaha pembangunan fisik ini, masyarakat juga menghasilkan 
materi-materi pengarahan yang relevan yang tepat untuk dimengerti dalam 
bentuk media tulisan atau video menggunakan bahasa daerah mereka. Ang-
gota masyarakat sangat antusias turut mengambil bagian dalam setiap tahap 
dari proyek ini, termasuk dalam memproduksi materi dalam bahasa ibu yang 
berhubungan dengan masalah kesehatan dan pertanian. Setiap komunitas 
ingin mengejar pengembangan bahasa mereka lebih jauh sehubungan dengan 
pendidikan anak-anak mereka. Proses ini kemungkinan besar lebih baik di-
lakukan secara terpisah dan dijalankan bersamaan dengan tahap pemba-
ngunan proyek fisik, tetapi hubungan dengan usaha-usaha pembangunan 
secara menyeluruh tetap dapat dipertahankan. 
e. Pendidikan dwibahasa dan multibahasa 
Bila kita melangkah ke dalam perencanaan pendidikan formal lebih jauh dari 
kelas mulok, mengingat baik bahasa daerah maupun bahasa nasional, pen-
didikan dwibahasa atau multibahasa akan menjadi topik diskusi yang hangat. 
Program jenis ini didasarkan pada ide bahwa seorang anak belajar dengan 
baik dengan menggunakan bahasa yang dia sudah kuasai untuk menangkap 
konsep-konsep dasar, termasuk untuk menangkap bahasa kedua. Kemudian 
seiring dengan anak itu menangkap perangkat lebih dalam bahasa kedua, dia 
akan menggunakan keahlian bahasa kedua tersebut untuk mengakses infor-
masi-informasi baru. Sebuah sistim yang menggunakan dua bahasa disebut 
sistim bilingual atau dwibahasa; sebuah sistim yang menggunakan bahasa 
ibu, bahasa nasional dan sebuah bahasa asing merupakan contoh sistim 
multibahasa. Dari beberapa metode yang dijelaskan dalam makalah ini, 
pendidikan dwibahasa dan multibahasa banyak membutuhkan persiapan dan 
pengelolaan-tetapi barangkali merupakan hal yang paling berguna bila di-
lakukan dalam konteks masyarakat yang tepat. 
Undang-undang mengizinkan pemakaian bahasa pengantar bahasa 
daerah pada tahun-tahun pertama sekolah bila dibutuhkan, namun dengan 
jelas menyebutkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi pendidikan. 
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Dalam sistim dwibahasa, kedua bahasa butuh dukungan hukum-tidak jauh 
berbeda dari hukum Indonesia yang sekarang tetapi lebih jelas memberikan 
hak pendidikan dan hak penggunaan atas bahasa daerah bersama dengan 
bahasa Indonesia dalam berbagai konteks. 
Variasi pendidikan dwibahasa telah dilakukan di Indonesia untuk men-
jawab kebutuhan khusus masyarakat untuk pendidikan anak-anak mereka. 
Departemen Sosial dan SIL bekerja sama untuk menolong masyarakat di pe-
dalaman Jayawijaya di wilayah Papua, sejak tahun 1995 (Custer dan 
Ringerberg 2007:66-69). Bersama dengan masyarakat setempat selama ber-
tahun-tahun mengembangkan persiapan sekolah tiga tahunan dimana anak-
anak di daerah menghadiri kelas terlokalisir yang dimulai dengan mengem-
bangkan keahlian bahasa dalam bahasa Una. Pelajar-pelajar itu kemudian 
berpindah menggunakan bahasa Una sebagai bahasa pengantar untuk mem-
pelajari dasar-dasar bahasa Indonesia. Setelah mereka menyelesaikan proses 
tiga tahun itu, mereka masuk kelas 1 pada sistim pendidikan regular dengan 
bahasa Indonesia-atau dalam berbagai kasus mereka mampu langsung ma-
suk kelas yang lebih tinggi. Sayangnya, saat ini belum ada cara untuk me-
ngembangkan atau memperpanjang proses pembelajaran dwibahasa dalam 
sistim pendidikan formal di daerah itu. Para guru melaporkan bahwa pelajar-
pelajar yang masuk pada kelas regular dari kelas persiapan tiga tahunan 
bahasa Una memiliki kemampuan kognitif diatas rata-rata anak-anak lain 
yang langsung masuk pada sistim pendidikan regular (Kirihio, 2010). Hal ini 
tentu menunjukkan kebutuhan akan program yang sama dalam skala yang 
lebih luas di wilayah itu. 
Di pulau Ambon dan pulau-pulau disekitarnya, bahasa Melayu Ambon 
telah berkembang selama bertahun-tahun sebagai bahasa untuk komunikasi 
yang lebih luas. Saat ini bahasa Melayu Ambon dipakai oleh beberapa 
komunitas di pulau itu sebagai bahasa kedua. Namun, sekarang bahasa itu 
juga dipakai di kota Ambon dan beberapa desa di sekitarnya sebagai bahasa 
pertama-bahasa-bahasa daerah asli di komunitas ini telah atau hampir 
punah (Collins, 2010; cf. Collins 2003). Sebuah NGO lokal, Sulinama, ber-
konsultasi dengan SIL, sedang mengembangkan Program Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD) dalam bahasa Melayu Ambon yang bertujuan untuk me-
nolong taman bermain setempat menggunakan bahasa Melayu Ambon secara 
efektif sebagai upaya menolong anak-anak itu mengembangkan keahlian ba-
hasa-pertama-tama dalam bahasa Melayu Ambon kemudian dijembatani 
kedalam bahasa Indonesia. Dalam masa empat tahun, program ini bertujuan 
untuk mengembangkan kurikulum dan materi dalam bahasa Melayu Ambon 
yang akan digunakan dalam 50 taman bermain, yang akan melayani 3000 
anak.Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dari program ini adalah pe-
makaian resmi bahasa lisan dalam Melayu Ambon melalui permainan-per-
mainan dan aktivitas. Pendekatan demikian menolong anak-anak berkem-
bang secara kognitif dan keahlian komunikasi dalam bahasa ibu mereka. 
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Sementara anak-anak melangkah maJu ke depan mereka diajarkan membaca 
dan menulis dalam bahasa Melayu Ambon dan juga bahasa Indonesia. Aspek 
perencanaan dan pelatihan program ini melibatkan staf program dari lima 
NGO lain yang bekerja di masyakarat minoritas di Sulawesi, Maluku dan 
Papua, dengan tujuan membangun kapasitas mereka untuk mengembangkan 
program pendidikan anak usia dini yang mirip di kampung halaman mereka 
sendiri. 
Pada berbagai forum kita mendengar bahwa bahasa Jawa digunakan 
dalam berbagai bentuk situasi dwibahasa. Satu masalah yang diangkat pada 
berbagai pertemuan lingu1stik yaitu pilihan dialek dan tingkatan-tingkatan 
bahasa untuk jenis pendidikan di daerah tertentu. Ini merupakan keputusan 
penentu yang akan dihadapi mereka yang bekerja dalam pendidikan dwi-
bahasa atau program mulok di Jawa. 
f. Pendokumentasian Bahasa 
Satu aspek penelitian bahasa di lapangan yang dapat dibuktikan sangat ber-
guna untuk masyarakat daerah dalam melakukan jenis program yang didis-
kusikan diatas adalah peningkatan minat untuk pendokumentasian bahasa 
yang dapat diarsipkan secara elektronik. Didefenisikan oleh Himmelmann 
2009 sebagai "catatan multi tujuan suatu bahasa yang aman," pendokumen-
tasian bahasa menghasilkan sekumpulan catatan, teks dan informasi terkait 
yang dapat d igunakan dalam berbagru tujuan, termasuk perencanaan bahasa 
dan persiapan materi pelajaran pendidikan dalam bahasa ibu (1-2). Proyek 
pendokumentasian bahasa seperti itu membutuhkan banyak waktu penca-
tatan materi dari bahasa daerah. Meski hanya sebagian kecil dari bahan itu 
dianalisa linguistis secara mendalam, masyarakat terlibat dalam proses me-
milih bahan apa yang dikumpulkan dan disimpan. Sebuah proyek pendoku-
mentasian bahasa bisa dirancang bersamaan dengan proyek pengembangan 
bahasa lainnya di masyarakat, seperti memproduksi mulok atau bahan ajar 
pendidikan dwibahasa, dimana anggota masyarakat menyarankan jenis ter-
tentu bahan ajar yang dikumpulkan untuk memperoleh data yang nanti 
digunakan untuk memproduksi bahan ajar dalam bahasa daerah. 
2 ) Sekitar Asia dan Pasifik 
Dalam bagian ini kita juga akan mengambil beberapa contoh dari Negara-
negara terdekat, khususnya dengan menyebutkan sejumlah program dimana 
SIL terlibat dalam mengkombinasikan pembelajaran bahasa daerah dengan 
pembelajaran dalam bahasa nasional atau bahasa pendidikan. Lagi-1agi, 
dalam banyak kasus, ini ditunjukkan sebagai proyek percontohan dan tidak 
menunjukkan praktik secara luas atau telah diadopsi oleh pemerintah 
nasional, kecuali dua Negara yang dicatat dibawah ini. 
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a. Asia Tenggara 
Pada tingkat kerjasama pembelajaran diantara pemerintah tingkat regional, 
Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Se-Asia Tenggara (SEAMEO) bersama 
dengan Bank Dunia baru-baru ini terlibat dalam tahap kedua satu proyek 
besar (SEAMEO, 2oi'o). Tujuan dari proyek ini adalah untuk menolong 
Negara-negara anggota mengembangkan dengan sukses program pendidikan 
multibahasa berbasis bahasa ibu. Fokus program pada tahap 2010 adalah 
untuk membangun kesadaran kemungkinan program pendidikan multiba-
hasa diseluruh wilayah dan mengembangkan kapasitas mereka yang terlibat 
dalam pengembangan pendidikan bahasa daerah. 
b. China 
Proyek pendidikan dwibahasa Kam/Dong di propinsi Guizhou di China meng-
gabungkan bahasa ibu Kam dengan bahasa Mandarin pada proses belajar SD 
untuk anak-anak (SIL East Asia Group, 2007). Beroperasi sebagai proyek 
percontohan resmi di sebuah desa di daerah pegunungan terpencil di China 
tengah selatan, program ini telah berjalan selama sepuluh tahun. Tenaga-
tenaga SIL menyediakan pelatihan dan bantuan kebahasaan untuk tim peng-
atur pendidikan dwibahasa setempat. Bahasa Kam dipakai selama dua tahun 
sebagai bahasa pengantar pada kelas 1 dan 2 di SD. Selama setengah tahun 
kedua dalam kelas 1, bahasa Mandarin diperkenalkan secara lisan, kemudian 
bahasa Mandarin diperkenalkan secara tertulis di kelas 2. Pengajaran 
menggunakan bahasa Kam dan bahasa Mandarin kemudian berlanjut sampai 
kelas 6. Hasil jangka pendek memperlihatkan bahwa pelajar-pelajar yang ikut 
dalam program pendidikan dwibahasa menunjukkan prestasi yang lebih baik 
dalam pelajaran matematika daripada anak-anak pada tahun-tahun sebelum-
nya yang tidak memakai pendekatan dwibahasa dan lebih baik daripada 
anak-anak di sekolah-sekolah dimana mereka tidak memakai pendekatan 
dwibahasa; hasil ujian awal untuk bahasa Mandarin juga menggembirakan 
(Cobbey, 2007:195-196). Hasil tes untuk pelajar-pelajar di Proyek Percon-
tohan Pendidikan Dwibahasa Dongxiang di propinsi Gansu juga dilaporkan 
sama baik, bila dibandingkan dengan pelajar-pelajar dalam sistim pengajaran 
reguler (194). 
c. Bangladesh 
Di Asia Selatan, delapan komunitas bahasa bekerja bersama dalam proyek 
percontohan pendidikan multibahasa untuk anak-anak pada usia sebelum 
sekolah dasar. Proyek ini di wilayah Perbukitan Chittagong di Bangladesh 
bagian tenggara, juga bekerjasama dengan Save the Children, SIL dan UNDP. 
Dimulai pada tahun 2008, program ini menggunakan pendekatan lokakarya 
untuk melatih anggota masyarakat dalam berbagai aspek untuk mengelola 
program dan mengembangkan materi dalam bahasa ibu (Das 2010). Anggota-
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anggota dari delapan komunitas bahasa bekerja sama dalam pelatihan dan 
aspek program lainnya. 
Ditempat lain di Negara yang sama, masyarakat bahasa Kol dan Koda 
sedang mengimpikan satu bentuk program melek aksara dalam bahasa ibu 
untuk orang-orang dewasa sebagai bagian dari program pengembangan yang 
lebih luas dengan bantuan pelatihan dari organisasi Food for the Hungry dan 
SIL. Wanita-wanita dari komunitas itu membentuk kelompok menabung kecil 
dimana mereka belajar keahlian berhitung dasar dan melek aksara dimulai 
dalam bahasa ibu, karena kebanyakan wanita-wanita di masyarakat itu tidak 
bisa berbahasa nasional. 
d. Kamboja 
Program pendidikan dasar dwibahasa dimulai tahun 2002 di enam desa ter-
pencil di komunitas bahasa Tampuen dan Kreung di Kamboja· bagian timur 
laut dengan bantuan organisasi CARE, UNESCO dan International Cooperat-
ion for Cambodia (ICC). Proyek Pendidikan Anak-anak di Perbukitan (HCEP) 
sedang berlangsung di sekolah-sekolah di masyarakat bertanggung jawab 
menyediakan perlengkapan sendiri dan para guru menyesuaikan kurikulum 
lokal kedalam kondisi daerah dan jadwal pertanian (Middleborg 2005: 11, 13-
14). HCEP mengembangkan dan menyesuaikan rencana programnya karena 
situasi seperti di bawah ini (1-2): 
Hanya ada sedikit guru yang terlatih yang berbahasa Khmer (bahasa 
nasional) dan bahasa daerah. 
Materi pelajaran yang ada kurang relevan dengan budaya di kelompok 
masyarakat minoritas terpencil ini. 
Anggota masyarakat setempat memiliki prilaku yang negatif terhadap 
pendidikan untuk anak perempuan. 
Hanya sedikit penduduk lokal >ng pernah bersekolah sebelumnya dan 
tingkat melek aksara sangat rer.cL'r . 
Proyek menunjukkan basil yang positif. Meski bersifat skeptis pada awalnya, 
Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan dalam 
program dwibahasa (39-40). 
e. Pilipina 
Pendidikan menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pada tahun-
tahun pertama sekolah memperlihatkan peningkatan dukungan bertahun-
tahun di Pilipina. Peraturan Departemen Pendidikan No. 60, 2008-peraturan 
pendidikan nasional-mengakui penggunaan bahasa ibu dalam tahun per-
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tama sekolah dasar sebagai "cara yang paling efektif untuk mengembangkan 
pembelajaran anak-anak dan juga berfungsi sebagai bahasa jembatan yang 
kokoh untuk belajar bahasa kedua dengan lebih baik dan lebih cepat" 
(Quijano, 1020:24). Peraturan lain diumumkan pada tahun 2009 mendukung 
Pendidikan Multibahasa Berbasis Bahasa Ibu sebagai "peraturan dan program 
pendidikan yang fundamental" untuk TK dan SD di Pilipina (Quijano, 2010: 
26; Peraturan DepEd No. 74s. 2009). 
Laporan tahun 2008 untuk Perwakilan Rakyat di Pilipina menjelaskan 
hasil sepuluh tahun pertama pendidikan dengan bahasa ibu di komunitas 
bahasa Lubuagan (Walter dan Dekker, 2008). Pelajar-pelajar memakai bahasa 
Lubuagan sebagai bahasa pengantar selama tiga tahun pertama belajar, ber-
samaan dengan pengajaran bahasa Filipina dan bahasa Inggris secara lisan 
untuk mempersiapkan mereka memasuki pendidikan lebih lanjut membaca 
dan menulis dalam bahasa-bahasa itu (2). Para penulis menyebutkan penyeli-
dikan mendalam dilakukan di Amerika Serikat dan Kanada selama be berapa 
dekade dengan ribuan sampel pelajar dari komunitas minoritas, sebagaimana 
dilaporkan dalam Thomas dan Collier, 1997 (4). Mengikuti tema yang sama 
dengan penemuan-penemuan itu, Walter dan Dekker melaporkan hasil peng-
ujian pelajar-pelajar dalam program pendidikan multibahasa Lubuagan di-
bandingkan dengan kelompok kontrol di beberapa area pencapaian akademik, 
termasuk pelajaran bahasa Inggris dan Filipina. 
Laporan hasil penyelidikan yang masih berlangsung memberikan kesim-
pulan sementara yang menggembirakan (5-8): 
Nilai tes bahasa Inggris dan Filipina untuk kelompok pendidikan multiba-
hasa lebih tinggi daripada kelompok kontrol. 
Anak-anak yang belajar dalam bahasa ibu memiliki nilai yang lebih baik 
dalam pelajaran matematika dibanding dengan murid-murid di kelompok 
kontrol. 
Pelajar-pelajar dalam program pendidikan multibahasa berprestasi lebih 
tinggi daripada murid-murid di kelompok kontrol. 
Para penulis mencatat bahwa kesimpulan ini masih awal dan bisa membawa 
kita kepada kesimpulan-kesimpulan berikut: 1) Pendidikan anak-anak dalam 
bahasa nasional tidak terganggu karena memakai bahasa ibu pada tahun-
tahun pertama belajar dan 2) mata pelajaran dalam ujian yang paling mem-
butuhkan keahlian kognitif, yaitu matematika, menghasilkan angka statistik 
yang paling signifikan dalam penyelidikan. Ini sesuai dengan mayoritas penye-
lidikan pendidikan multibahasa yang dilakukan dimanapun yang menemukan 
bahwa manfaat pembelajaran dengan bahasa ibu baru menjadi nyata bersa-
maan dengan si anak belajar pelajaran-pelajaran yang lebih sulit (8-9). 
Di antara tahun 1986 dan 1993, masyarakat dan sekolah-sekolah di 
propinsi Ifugao melakukan penggunaan bahasa Tuwali sebagai bahasa 
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pengantar dalam Program Menjembatani-Komponen Melalui Bahasa Ibu 
(Quijano, 2010). Program ini menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa peng-
antar untuk kelas 1 dan 2 dan menggunakan prinsip-prinsip dalam memper-
kenalkan informasi baru dengan membangun diatas apa yang sudah diketa-
hui oleh anak-anak melalui pendekatan budaya yang dikontektualisasikan. 
Quijano, 2010 melaporkan bahwa "anak-anak yang mulai sekolah dalam ba-
hasa ibu (Tuwali) dengan penjembatanan yang baik kepada bahasa kedua, 
secara signifikan lebih kompeten dalam semua bidang pelajaran daripada 
anak-anak yang tidak [belajar dalam bahasa ibu pertama sekali]" (10). 
f. Papua-Nugini 
Tetangga Indonesia kesebelah timur, Papua-Nugini, menghadapi tantangan 
dengan proporsi yang hampir sama dengan apa yang dihadapi oleh Indonesia. 
Meski lebih kecil dalam jumlah populasi, Papua-Nugini mempunyru sekitar 
850 bahasa yang dipakai disepanjang nusantaranya. Pemerintah Papua-
Nugini secara aktif mendorong penggunaan bahasa daerah di sekolah dasar, 
bahkan menyiapkan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan 
bagaimana menyediakan bahan ajar (Robinson, 2005:5). Dikembangkan dari 
kelas sekolah dasar pertama yang memakai bahasa daerah pada tahun 1980, 
Papua-Nugini pada tahun 2003 mendukung 400 bahasa untuk digunakan se-
bagai bahasa pengantar dalam tahun-tahun pertama sekolah dasar (Guy 
2003, dikutip dalam Litteral, 2005:2-3). Pada tahun 1995 pemerintah Papua-
Nugini mereformasi hukum pendidikan untuk penggunaan bahasa daerah 
sebagai bahasa pengantar dalam kelas TK sampai kelas 2, dan bahasa Inggris 
(sebagai bahasa nasional) diperkenalkan secara lisan di kelas 2; pada kelas 3 
sampai kelas 5 pengajaran dengan menggunakan kombinasi bahasa daerah 
dan bahasa Inggris (Litteral, 2005:3-4). Kelanjutan studi bahasa daerah dila-
kukan dalam kelas yang lebih tinggi, dengan bahasa inggris sebagai bahasa 
pengantar utama di kelas-kelas tinggi tersebut. 
Satu contoh program pendidikan sekolah dasar dwibahasa adalah Prog-
ram Pendidikan Multibahasa Abau (SIL Internasional, 2010a). Komunitas ba-
hasa Abau, berjumlah lebih dari 7000 penutur, berada di propinsi Sandaun, 
distrik Green River . Usaha-usaha literasi dimulai di wilayah Abau pada tahun 
1990 dan program pemerintah untuk pendidikan dwibahasa di sekolah-seko-
lah masuk ke daerah ini pada tahun 1996, dengan menggunakan fondasi 
program dasar melek aksara yang sudah ada sebelumnya. Program pendidik-
an dilakukan dengan adanya Pusat Pelatihan Abau, yang menyediakan se-
jumlah kursus-kursus pelatihan untuk masyarakat lokal-termasuk pelatih-
an guru dwibahasa. Pelajar-pelajar berpartisipasi dalam program pendidikan 
multibahasa menunjukkan prestasi gemilang di sekolah dasar dan SMA pada 
tingkat distrik. 
Pemaparan singkat dari beberapa program dan peraturan bahasa yang 
ada di Indonesia, Asia dan Pasifik menunjukkan kepada kita kemungkinan-
205 
kemungkinan untuk perencanaan bahasa bersama bahasa nasional dan ba-
hasa daerah. 
6. Kepemilikan masyarakat-kunci keberhasilan jangka panjang 
Setelah membelah sebuah durian untuk dinikmati oleh para tamu, Pak Hery, 
kepala desa di daerah terpencil di daerah komunitas bahasa Rejang, mendis-
kusikan tantangan-tantangan tentang membawa inovasi di daerah pedesaan. 
Desanya lebih bersih dibanding dengan desa-desa lain disekitarnya, dimana 
sistim saluran selokan dan kebanyakan rumah terpelihara dengan baik. Dia 
dan seorang Bapak setempat sukses memulai sekolah SMK untuk melayani 
desanya dan desa lain disekitarnya.Pak Hery menceritakan pengalamannya. 
Ketika dia muda, dia meninggalkan desanya selama beberapa tahun untuk 
mencari pekerjaan di pulau Jawa. Ketika hidup disana, dia mencatat banyak 
hal yang dia pikir dapat dilakukan desanya untuk memperbaiki kondisi 
perekonomian desa. Ketika pulang kampung, dia tidak berencana untuk be-
kerja mewujudkan ide-ide tersebut untuk perubahan, tetapi dia hanya ber-
cerita. Dia bercerita dengan tetangga dan para pemimpin di desa mengenai 
apa yang dilihat yang dikerjakan oleh orang-orang di pulau Jawa. Perlahan-
lahan beberapa dari ide-ide baru ini ditangkap oleh orang-orang tertentu, dan 
mereka mulai mencari cara-cara bagaimana membuat perubahan disana sini 
untuk meningkatkan kondisi di desa. Mereka memperdalam saluran selokan; 
membangun jalan setapak dengan membuat jalan berbatuan dan membuat 
sistim untuk memelihara jalan itu; perorangan mulai membuat perubahan-
perubahan kecil disekitar rumah mereka. Pak Hery menjelaskan bahwa per-
ubahan-perubahan seperti ini tidak terjadi dengan cepat-kebanyakan orang 
harus terbiasa dengan ide-ide terlebih dahulu. Hanya bila mereka telah me-
lihat dengan mata sendiri atau dengan berpikir bagaimana ide baru akan 
menolong mereka, mereka siap mengambil cara baru dalam melakukan se-
suatu. 
Hal yang sama berlaku sehubungan dengan perencanaan bahasa untuk 
masyarakat yang memimpikan pemakaian bahasa daerah dan bahasa Indo-
nesia dalam keseluruhan proses. Anggota masyarakat membuat keputusan 
berdasarkan apa yang mereka anggap lebih menguntungkan bagi mereka dan 
keluarga. Seperti yang disebutkan sebelumnya, orang-orang akan membuat 
keputusan sehubungan dengan penggunaan bahasa, khususnya dalam hu-
bungannya dengan pendidikan, berdasarkan apa yang mereka anggap mem-
berikan manfaat di masa depan. Ide menggunakan bahasa daerah sebagai 
bahasa resmi pendidikan diresponi dengan berbagai jawaban di pedesaan me-
nurut pengalaman kami. Beberapa orang pada tingkat desa dan pendidik 
professional secara langsung dapat melihat pembelajaran akan efektif dengan 
menggunakan bahasa ibu di lingkungan dimana bahasa Indonesia bukanlah 
bahasa yang umum digunakan di rumah. Bagi orang lain, sulit untuk me-
rubah pola pikir lama yang menganggap bahwa memakai bahasa Indonesia 
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sebagai bahasa di rumah atau melalui hanya menguasai bahasa Indonesia 
saja di sekolah, adalah satu-satunya cara pelajar-pelajar bisa maju dalam 
sistem pendidikan. Kebanyakan orang tua cenderung melihat pertanyaan me-
ngenai penggunaan bahasa sebagai memilih satu bahasa dan mengabaikan 
yang lain. Kemungkinan untuk memilih kedua-duanya bahasa Indonesia dan 
bahasa daerah adalah hal yang baru bagi mereka. Pola pikir umum tersebut 
di kebanyakan bagian pedesaan di Indonesia menunjukkan kebutuhan peren-
canaan yang efektif bahasa daerah dan bahasa nasional untuk menyertakan 
elemen advokasi yang terencana dengan baik dalam penggunaan bahasa 
daerah untuk tujuan 1) memperkokoh identitas lokal dan keterikatan waris-
an, juga 2) secara efektif menjembatani kemahiran berbahasa Indonesia yang 
baik. 
Bilamana masyarakat memutuskan ingin melakukan tindakan-tindakan 
yang lebih mengikat pengembangan bahasa daerah bersama dengan bahasa 
Indonesia, kunci keberhasilan implementasi usaha-usaha pengembangan ba-
hasa jangka panjang adalah kepemilikan masyarakat. Adalah penting agar 
anggota masyarakat bahasa memperlihatkan tanggung jawab mereka untuk 
mengembangkan bahasa daerah dan bahasa nasional-apakah itu pendidikan 
anak-anak, pendidikan orang dewasa atau program-program lainnya. Masya-
rakat yang melihat praktisi-praktisi lain seperti pemerintah atau organisasi 
non-pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab biasanya hanya me-
nunggu praktisi lain diluar masyarakat untuk mengerjakan sesuatu. Hal ini 
akan mengakibatkan ketergantungan berlanjut kepada pihak luar dalam se-
tiap usaha-usaha pengembangan bahasa. Sebaliknya, peran aktor luar yang 
paling efektif adalah dengan bantuan konsultasi kepada anggota masyarakat 
bersamaan dengan inisiatif pengembangan perencanaan bahasa mereka. 
Bersama dengan kepemilikan lokal, juga penting untuk membangun ka-
pasitas individu-individu dan organisasi atau institusi lokal demi keberlang-
sungan jangka panjang usaha-usaha pengembangan bahasa. Mereka yang 
bertindak sebagai konsultan kepada masyarakat setempat dapat menolong 
kelompok masyarakat untuk menemukan cara-cara dalam melaksanakan 
program-program bahasa yang mungkin, apakah dalam bidang pendidikan 
ataupun dalam pengembangan masyarakat, yang dapat diatur secara lokal 
dimana masyarakat setempat dapat memastikan ketersediaan sumber dana. 
Pemeriksaan mendalam pada elemen-elemen pembangunan kapasitas dan ke-
bersinambungan tidak akan dibahas pada presentasi ini, kecuali menyebut-
kan bahwa konsep-konsep dari disiplin ilmu pembangunan yang lebih luas 
telah diaplikasikan pada saat pengembangan bahasa. Contoh, ada sekelom-
pok pengembang bahasa yang mendanai aktivitas program pengembangan 
bahasa melalui kombinasi pendanaan dari donatur luar, pemerintah dan atau 
melalui laba yang dihasilkan dari bisnis sampingan, seperti menjual hasil 
kerajinan tangan atau menyediakan pelayanan jasa di masyarakat. 
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7. Sintesis dan kesimpulan 
Kita telah mem eriksa sejumlah hal yang berhubungan dengan kebutuhan pe-
rencanaan bahasa bersama bahasa nasional bersama dengan bahasa daerah 
di Indonesia, dengan mengingat bahwa hasil yang berkualitas tinggi jarang 
didapat tanpa perencanaan yang baik. Sejumlah pertimbangan dibutuhkan 
untuk jenis perencanaan seperti ini. Kompleksitas linguistik dan sosiolinguis-
tik di Indonesia-berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya-juga 
membutuhkan perencanaan bahasa bersama yang disesuaikan dengan situasi 
setempat. Percampuran bahasa dan derajat pergeseran bahasa adalah dua 
dari beberapa faktor yang perlu diperhatikan . Pertimbangan pendidikan ada-
lah faktor yang paling membutuhkan pemikiran dalam usaha untuk mencapai 
penyediaan pendidikan bahasa daerah dan bahasa nasioanl yang paling 
efektif untuk anak-anak di pedesaan dengan 700 lebih kelompok bahasa. 
Dampak ekonomi dari perencanaan bahasa bersama akan lebih besar dalam 
diskusi-diskusi-dari sisi biaya yang dibutuhkan dalam usaha-usaha pe-
ngembangan bahasa dan juga dari sisi konsekuensi ekonomi jangka panjang 
terhadap wilayah dan Negara bilamana pengembangan bahasa dan pendi-
dikan yang efektif tidak diusahakan dengan tepat. Aspek politik dan aspek 
sosial lain dari perencanaan bahasa harus diungkapkan, mengakui bahwa 
memberi perhatian pada bahasa daerah di daerah etnik atau daerah konflik 
pada umumnya membawa pengertian luas dan tercipta kedamaian. 
Peran bahasa Indonesia juga bahasa daerah harus secara jelas diku-
kuhkan dalam peraturan nasional dan regional agar usaha-usaha pengem-
bangan bahasa dapat berhasil. Para pendidik juga perlu mempertanyakan 
apakah sistem yang ada sekarang yang disediakan untuk pendidikan di 
daerah-daerah terpencil cukup baik mengatasi kebutuhan untuk pendidikan 
yang efektif dengan menggunakan baik bahasa daerah maupun bahasa 
Indonesia. 
Beberapa kelompok dalam sektor pemerintah dan non-pemerintah telah 
memikirkan isu-isu tersebut dan mulai mencoba pendekatan-pendekatan 
untuk masyarakat minoritas terpencil melalui bahasa daerah. Baik di Indo-
nesia dan seluruh Asia dan Pasifik, komunitas telah mencoba metode-metode 
untuk pendidikan orang dewasa dan anak-anak yang tidak berbahasa pen-
didikan resmi. Beberapa pendekatan menggabungkan pengembangan bahasa 
bersama dengan pendidikan dan aspek lain pembangunan kehidupan, fisik 
dan ekonomi secara holistis. 
Agar usaha pengembangan bahasa bersama berkesinambungan, kapasi-
tas perencanaan, managemen, implementasi dan pendanan program-program 
bahasa tersebut harus dibangun dengan berbasis masyarakat. Masyarakat 
harus benar-benar memiliki tanggung jawab untuk kesuksesan perencanaan 
bahasa dan usaha-usaha pengembangan bahasa, tidak tergantung pada pi-
hak luar untuk mengendalikan kemajuan. 
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Merujuk pada melek aksara, Robinson 2005 mengusulkan agar peratur-
an bahasa untuk multi bahasa dalam konteks nasional harus menunjukkan 
karakteristik-karakteristik berikut (17-18): 
Penyelidikan natur linguistic dan sosiolinguistik setiap bahasa akan mem-
berikan informasi untuk pengambilan keputusan. 
Pekerja bidang melek aksara dan institusi lokal berjejaring secara efektif 
satu dengan lainnya dengan masyarakat lokal untuk mendapatkan pen-
cerahan-pencerahan metode terbaik dalam menerapkan program-program 
pada konteks lokal. 
LJ Melibatkan pengetahuan lokal dalam bahan-bahan melek huruf dan pen-
ciptaan program-program berkesinambungan tergantung pada partisipasi 
aktif penulis-penulis setempat. 
LJ Sifat linguistic bahasa-bahasa yang dipakai dalam suatu komunitas 
seharusnya mengendalikan pengembangan materi-materi program agar 
pelajar-pelajar dapat mentransfer keahlian dan pengetahuan yang ada 
secara efektif untuk mengakuisisi bahasa lain. 
L Badan yang bertanggungjawab untuk mengatur hal bahasa dan pendidik-
an akan menolong masyarakat menerapkan program-program akar rumput 
yang berhasil melalui berbagi mengenai kerangka kerja, arahan-arahan 
dan masalah keuangan, daripada memaksakan program yang distandar-
disasi skala nasional yang harus diterapkan disetiap masyarakat. 
Penyelidikan singkat mengenai kompleksitas, tantangan dan usaha-usaha 
yang ada sekarang yang ditujukan untuk mengatasi kebutuhan masyarakat 
di pedesaan dan masyarakat bahasa minoritas di Indonesia membawa kita 
pada kesimpulan bahwa usaha-usaha perencanaan bahasa bersama yang 
mengkombinasikan bahasa nasional dan bahasa daerah tidak mudah-
namun sangat penting untuk Indonesia di abad 21 ini. Tanpa kerjasama dari 
semua departemen pemerintah yang terkait baik pada tingkat nasional mau-
pun tingkat daerah, NGO-NGO dan organisasi berbasis masyarakat, penutur 
bahasa-bahasa minoritas-khususnya di daerah dimana bahasa Indonesia 
tidak dipakai dirumah-akan menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan: 
ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan yang baik pada generasi 
sekarang, ditambah dengan punahnya bahasa dan warisan budaya secara 
perlahan pada generasi-generasi yang akan datang. Sebagaimana nasihat 
orang bijak dan orang suci berkata: Dimasa depan, kita akan menuai apa 
yang kita tanam hari ini. 
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Apendiks: Sumber-sumber informasi perencanaan bahasa daerah 
Terdaftar di bawah adalah beberapa sumber pustaka bagi mereka yang 
berusaha dalam program-program melek aksara melalui bahasa ibu. 
Informasi pustaka lengkap terdapat di bagian Referensi. 
Guidebook for mother tongue literacy (Custer and Ringenberg, 2007) men-
cantumkan informasi berguna untuk merencanakan program melek aksara 
melalui bahasa ibu. Buku ini mencantumkan diskusi mengenai Instrumen 
Pengukuran Keaksaraan (IPK), sebuah alat pengukuran yang dapat diadaptasi 
untuk mengukur tingkat melek aksara yang nyata dalam bahasa yang ter-
tulis. Beberapa jadwal contoh kurikulum juga diberikan, termasuk jadwal 
urutan kurikulum mulok; panduan kurikulum program pendidikan non-for-
mal bagi orang dewasa; hasil pelajaran dan indikator hasil pelajaran bagi 
program TK dua tahunan dalam bahasa ibu; panduan pengembangan kapa-
sitas untuk penjembatanan yang baik diantara bahasa daerah dan bahasa 
Indonesia; dan lain-lain. 
Planning community-based education programs in minority language 
communities: Resource manual for Mother Tongue speakers of minority 
languages engaged in planning and implementing education programs in their 
own communities (Malone 2008) dan Manual for developing literacy and adult 
education programmes in minority language communities (UNESCO 2004) 
menyediakan gagasan dan ide mengenai bagaimana merencanakan program 
pendidikan dwibahasa/multi bahasa, baik bagi anak-anak maupun orang 
dewasa. Buku-buku pedoman ini dirancang berdasarkan pendekatan peren-
canaan program, dan membantu anggota-anggota komunitas memikirkan 
tujuan-tujuan, hasil-hasil dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk 
mensukseskan program itu. 
Literacy and Education, SIL International <http:/ /www.sil.org/literacy/> 
mencantumkan weblink pada bagian-bagian tentang isu-isu kunci dalam 
bidang melek aksara, program pendidikan multi bahasa serta program melek 
aksara lain berdasarkan bahasa ibu. 
Pengembangan bahan bacaan bahasa ibu adalah buku panduan yang 
berguna diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Pendidikan Non-Formal dan 
Informal (P2-PNFI) Regional I di Jayagiri, Jawa Barat. Buku panduan ini 
menjelaskan ringkasan langkah-langkah beberapa cara untuk mengembang-
kan materi-materi bacaan dalam bahasa daerah, termasuk 1) anggota masya-
rakat mengembangkan materi mereka sendiri, 2) membuat materi-materi ver-
dasarkan sastra lisan dalam budaya setempat, 3) menyesuaikan bahan-bahan 
dari luar komunitas ke dalam bentuk yang lebih dimengerti, atau 4) men-
terjemahkan materi-materi dari bahasa lain ke dalam bahasa ibu. 
Komunitas-komunitas yang ingin merancang ortografi untuk pertama 
kali mungkin akan menemukan manfaat dari Manual for alphabet design 
through community interaction for Papua New Guinea elementary teacher 
trainers (Easton and Wroge, 2002) . Buku pedoman ini menjelaskan konsep-
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konsep dasar dalam perancangan suatu sistem ejaan dan memberikan lang-
kah-langkah cara menggunakan pendekatan Lokakarya Perancangan Abjad 
dalam perancangan ortografi yang berakar di masyarakat. Penyesuaian untuk 
konteks Indonesia tentu diperlukan. 
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PADA KEDUDUKANNYA YANG PALING TEPAT: 
MENJAMIN KEADILAN BAGI KAUM MAYORITAS 
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Guru Besar Pendidikan Bahasa Inggris 
Universitas Pendidikan Indonesia 
Abstrak 
Menempatkan bahasa ibu pada kedudukannya yang paling tepat tidak 
hanya melestarikan banyak warisan berharga negara kita, tetapi juga men-
jamin rakyat kita memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan 
berkualitas tinggi. Sayangnya hal ini tidak terjadi dalam praktik pendidikan 
di negara kita. Siswa 'dipaksa ' memulai tahun-tahun awal mereka di se-
kolah untuk menggunakan bahasa yang tidak mereka pahami dengan baik, 
seperti bahasa Indonesia dan bahkan bahasa Inggris . Meskipun mereka 
mendapatkan manf aat dengan mulai belajar bahasa lain selain bahasa 
ibunya, penelitian menunjukkan bahwa mereka akan menghadapi kesulitan 
dan bahkan kegagalan yang tidakperlu. Sebaliknya, penelitianjuga menun-
jukkan bahwa perkembangan yang baik dari bahasa ibu memberikan lan-
dasan yang kuat, baik dalam kemahiran berbahasa nasional maupun ber-
bahasa asing, termasukjugapada keberhasilan belajar mereka saat ini dan 
selanjutnya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menempatkan bahasa ibu 
pada tempatnya yang benar dan menggunakannya secara optimal jika 
menginginkan perkembangan yang berhasil dengan baik. 
Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana bahasa ibu 
harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan nasional, terutama da-
lam mendidik generasi berikutnya dan bagaimana bahasa daerah harus 
diberikan ruang dalam perencanaan bahasa nasional, s erta bagaimana 
upaya ini akan membantu negara dalam menjamin terpenuhinya keadilan 
bagi kaum mayoritas, yaitu mereka yang bahasa ibunya bukan bahasa 
Indonesia, termasuk juga membicarakan isu-isu penting yang terkait 
dengan topik ini. 
Kunci: bahasa ibu, MTB-MLE, warisan budaya, keadilan , bahasa bantu 
1. Peran Penting Bahasa lbu dalam Pendidikan di Abad ke-21 
Dunia di abad ke-21 memiliki tantangan yang sangat berbeda dari abad ke-20 
dalam hal peran bahasa sebagai alat komunikasi internasional. Tuntutan 
untuk bermultibahasa kini semakin meningkat dan ditanggapi dalam skala 
besar di banyak tempat di dunia. Multilingualisme telah menjadi wacana, 
termasuk di negara-negara dengan ideologi campuran seperti Amerika Serikat 
dan Australia. Tren baru ini biasanya ditandai dengan pengenalan bahasa 
Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran sains dan matemati-
ka. Namun, dalam banyak kejadian, kebijakan ini gagal (Coleman, 2010), 
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bahkan dalam beberapa hal lainnya kontraproduktif. Sebagai contoh, seperti 
yang dilaporkan oleh Arni binti Zainir 1 dan Coleman2 , dalam kasus program 
dua bahasa di Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Korea. Arni menampilkan 
satu set data yang menunjukkan bahwa dalam kasus Malaysia, fakta bahwa 
siswa yang belajar Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika dengan menggu-
nakan bahasa Inggris sebagai pengantar menunjukkan prestasi yang jauh 
lebih buruk dalam ujian nasional dibandingkan dengan mereka yang meng-
gunakan bahasa Melayu sampai akhir program (baca juga, Associated Press 
Malaysia, 8 Juli 2009). Hasil serupa juga telah disampaikan oleh Pinnock 
(2009). Hal ini tentu bukan karena bahasa Inggris tidak sesuai digunakan 
dalam konteks tersebut, tetapi karena bahasa Inggris tidak diperoleh secara 
tepat oleh para siswa. Sehubungan dengan itu, saya berpendapat bahwa hal 
ini terjadi karena kebijakan yang mendasari tindakan tersebut tidak kompre-
hensif dan tidak memberikan arah yang tepat untuk perkembangan multi-
lingualisme yang baik dalam konteks pendidikan. Secara khusus, model yang 
dikembangkan tidak memungkinkan pemakaian bahasa ibu (selanjutnya di-
tulis BI) secara tepat dalam usaha mereka untuk menyusun program-program 
terse but. 
Memasukkan BI dalam program multibahasa seringkali dianggap secara 
praktis tidak mendorong dan secara politis tidak begitu laku, kecuali pada 
beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti di Filipina. Akan tetapi, keengganan 
semacam ini mungkin tidak hanya membawa program yang sangat menjanji-
kan seperti multilingualisme yang telah saya sebutkan sebelumnya, tetapi 
juga menyingkirkan pendidikan yang berkeadilan dari kelompok masyarakat 
yang tidak berbahasa dominan (Non-Dominant Language-NDL), serta meng-
antarkan bahasa daerah menuju nasibnya yang menyedihkan: sekarat. Ke-
cenderungan gagal seperti itu berlawanan dengan sifat abad ke-21 yang glocal 
(think globally act locally) atau berpikir secara global dan bertindak secara 
lokal. Karena alasan tersebut, menurut saya bahasa ibu sangat penting bagi 
pendidikan di abad ke-21, dalam arti keunggulan kompetitif abad ke-21, se-
tidaknya dalam kemampuannya menangani ketiga tantangan (1) dalam me-
ngembangkan keahlian yang dibutuhkan dalam pembelajaran di abad ke-21, 
(2) dalam melestarikan 'warisan budaya kelompok etnis, dan (3) dalam men-
jamin keadilan bagi anggota yang berasal dari kelompok bahasa yang tidak 
dominan. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa keunggulan BI di bidang 
pendidikan memberi kesan bahwa pendidikan multibahasa yang terbaik di-
kembangkan melalui disertakannya pemakaian bahasa ibu sebaik-baiknya 
sebagai dasar programnya. Hal ini semakin dikenal dengan sebutan MTB-MLB 
(mother tongue-based multilingual education 'pendidikan multibahasa berda-
sarkan bahasa ibul, didukung oleh Bank Dunia, Unicef, dan Unesco, serta 
badan lain seperti SIL International. Usaha ini telah memberikan banyak ha-
sil, termasuk publikasi, diskusi, kesadaran, dan inisiatif dari mereka yang 
terlibat di dalamnya. 
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2. Bahasa lbu dan Keterampilan Abad ke-21 
Keberhasilan dalam kehidupan di abad ke-21 memerlukan keterampilan yang 
lebih menantang. 21st Century Workforce Commission National Alliance of 
Business menyebutkan ada empat keterampilan utama yang perlu dimiliki 
oleh orang sukses: keberaksaraan era digital, berpikir inventif, komunikasi 
interaktif, dan kerja berkualitas (lihat juga Trilling dan Fadel, 2009). Di abad 
ini, supaya dianggap terpelajar, seseorang perlu berlatih membaca kritis, me-
nulis persuasif, serta berpikir logis dan bernalar3. Ketiganya memerlukan 
pendidikan yang efektif jika diharapkan meningkat. Sementara itu, pendidik-
an yang efektif memerlukan dasar yang kuat, di mana pemikiran dan pem-
bacaaan kritis sangat efektif untuk dikembangkan di tahun-tahun awal me-
reka bersekolah. Keterampilan seperti yang diminta tersebut hanya bisa di-
kembangkan melalui bahasa yang telah dikuasai siswa. Dalam kaitan ini, BI 
memiliki banyak hal untuk ditawarkan. 
Salah satu keuntungan yang ditawarkan BI kepada proses pembelajaran 
manusia adalah perannya dalam menggambarkan hal-hal yang mereka tang-
kap di tahun-tahun awal kehidupan mereka. Banyak konsep penting, nama 
benda, peristiwa, serta pengalaman berkesan yang bisa dinyatakan secara 
inheren dan efektif menggunakan bahasa utama. Para penulis mencatat bah-
wa pada usia 4 atau 5 tahun, setiap manusia normal telah diberikan tata ba-
hasa BI dan mampu 'berbicara dengan jelas dan lancar dengan suara yang 
enak-di-dengar' ( Bowen, 1998). Bowen menjelaskan sebagai berikut. 
la dapat menyusun kalimat panjang dan rinci ("Kami pergi ke kebun bina-
tang tapi kami harus cepat pulang karena Josie merasa tidak enak ba-
dan"). la dapat menceritakan sebuah cerita panjang dan sesuai dengan 
topik, serta menggunakan tata bahasa "seperti-orang-dewasa'. Sebagian be-
sar bunyi diucapkan dengan benar, meskipun ia mungkin cadel karena 
anak berumur empat tahun atau lima tahun masih memiliki kesulitan 
dengan "r", "v" dan "th". Mereka dapat berkomunikasi secara mudah dengan 
orang dewasa yang mereka kenal dan dengan anak-anak lain. Mereka 
mungkin menceritakan "cerita-cerita tinggi" yang fantastis dan mengajak 
orang asing berbicara saat Anda pergi bersama-sama. 
Dengan kata lain, mereka memiliki bahasa kerja yang dapat digunakan untuk 
memahami dan mengungkapkan ide, pikiran, perasaan tentang kehidupan 
mereka pada usia tersebut. Hal ini jelas tercermin dalam cara mereka ber-
bicara satu sama lain, menggunakan bahasa yang berkaitan dengan petak 
umpet, lihat-melihat, dan permainan lain yang mereka mainkan, dan bahkan 
bertengkar satu sama lain. Bahasa mereka berfungsi untuk mendukung se-
mua kegiatan yang perlu mereka lakukan pada kehidupan di usia terse-
but. Seperti yang ditunjukkan oleh Paiget, pada usia 2-7 tahun anak-anak 
cenderung menjadi sangat ingin tahu dan mengajukan banyak pertanyaan; 
mulai menggunakan penalaran sederhana. Muncul ketertarikan untuk ber-
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nalar dan keingintahuan mengapa sesuatu bisa seperti itu. (Santrock, 2007). 
"Bahasa ini juga terbukti berfungsi sebagai prediktor yang efektif bagi per-
kembangan bahasa kedua dan keberhasilan pendidikan siswa (Young, 2003 ; 
laporan PCER, 2000; Baker, 2000; Cummins, 2000; dan Skutnabb-Kangas, 
2000; lihat juga Dutcher dan Tucker, 1995). Anak-anak dapat berpartisipasi 
aktif dan bahkan berlatih untuk berpikir tingkat tinggi ketika mereka meng-
ambil bagian dalam proses belajar-mengajar. Secara singkat, dalam proses 
belajar-mengajar yang menggunakan BI, melihat anak-anak berpartisipasi 
dan merespon dengan keterlibatan yang bermutu adalah hal biasa, bahkan di 
ruang kelas terpencil tempat komunitas anak-anak pribumi4 . 
Suasana berbeda mudah ditemukan di ruang kelas yang siswanya diajar 
dengan menggunakan bahasa kedua atau bahasa yang tidak cukup mereka 
kuasai. Di tempat seperti ini, keterlibatan aktif dan bermutu sangat jarang 
(Sugiyono, Evarinayanti, Suherdi, 2009). Hal ini bukan karena para siswa 
tersebut lamban belajar atau kurang berbakat, tetapi lebih karena para siswa 
belum merasa nyaman dengan bahasa pengantar yang digunakan oleh gu-
ru. Hal ini mungkin juga tidak disebabkan oleh kurangnya kapasitas intelek-
tual, melainkan semata-mata karena mereka tidak memiliki penguasaan yang 
baik dan tidak terbiasa mendengar dan menggunakan bahasa tersebut. Jadi, 
sebuah logika sederhana, dianjurkan, yaitu bahwa mereka harus dibiasakan 
dengan bahasa tersebut dan lebih baik memulainya lebih awal. Namun, untuk 
itu terbukti terlalu mahal: mengorbankan kebahagiaan psikologis siswa serta 
kematangan linguistik dan keberaksaraan akan bahasa daerah, investasi, dan 
warisan budaya mereka. Untuk memberikan gambaran penuh pada Anda atas 
pengorbanan mereka, di bawah ini akan disajikan hal-hal berharga yang hi-
lang dalam kehidupan mereka. 
Aspek (negatif) pertama yang akan diderita siswa adalah beban psiko-
logis yang mungkin terjadi secara alamiah sebagai akibat dari perasaan ter-
asing, depresi, dan bingung yang disebabkan oleh bahasa 'baru' yang digu-
nakan oleh guru serta lingkungan baru di luar rumah mereka (lihat misalnya 
Crystall, 1997). Lebih buruk lagi, diamnya siswa sering dianggap sebagai per-
tanda kurangnya kompetensi, kepercayaan diri, keterlibatan, dan bahkan ke-
cerdasan mereka. Hal ini jelas menempatkan siswa dalam situasi yang sangat 
rentan, bahkan 'berbahaya'. Mereka yang putus sekolah, tinggal kelas, dan 
lamban belajar mungkin sangat berhubungan dengan 'kebijakan' salah ini. 
Oleh karena itu, wajar jika berpendapat bahwa pemakaian BI merupakan hal 
yang 'wajib' dalam kebijakan bahasa nasional jika menghendaki pendidikan 
berkualitas, terutama di kalangan kelompok yang kurang beruntung dalam 
masyarakat kita. 
Aspek kedua yang dirampas dari siswa ialah kematangan linguistik 
dalam bahasa daerah mereka. Banyak BI yang merupakan bahasa daerah, 
dan hanya sedikit yang merupakan bahasa nasional atau internasio-
nal. Dalam banyak kasus, terlalu dini dalam menggunakan bahasa selain BI 
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sebagai bahasa pengantar dan keberaksaraan awal berartl penghentian per-
kembangan linguistik dan keberaksaraan bahasa daerah. Banyak penduduk 
daerah kita memiliki penguasaan yang sangat buruk terhadap bahasa daerah, 
bagi banyak orang lain penguasaan tersebut hanya terbatas pada penguasaan 
lisan. Hal ini tentu saja tidak kondusif bagi pencapaian hidup yang berkua-
litas atau prestasi pembelajaran yang bermutu. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penguasaan yang baik atas keberaksaraan BI menuntun ke arah pe-
nguasaan yang baik atau bahkan sangat baik terhadap bahasa kedua dan 
ketiga (Ramirez, Yuen, Ramirez, 1991; Dutcher dan Tucker, 1995; Thomas 
dan Collier, 1997;). Sebaliknya, penguasaan buruk terhadap keberaksaraan 
BI dapat menyebabkan penguasaan bahasa kedua atau ketiga jauh dari me-
muaskan. 
Aspek berikutnya yang mungkin merupakan kerugian bagi siswa ialah 
waktu, tenaga, dan kemampuan lain mereka. Pemilihan BI dalam hal peng-
alihan-kode atau pencampuran kode dalam proses belajar-mengajar telah 
menunda keterlibatan dan keikutsertaan yang bermutu dalam proses belajar-
mengajar pada tahun-tahun awal sekolah mereka. Selain hambatan psikologis 
yang harus mereka tanggung, banyak murid di kelas-kelas awal harus me-
nunggu kesiapan mereka untuk menggunakan bahasa lain selain Bl yang di-
gunakan oleh guru mereka. Hal ini mungkin berlangsung selama tiga sampai 
empat tahun, dan bagi banyak orang lain bahkan sampai lima atau enam 
tahun. Sekali lagi, hal ini jelas mendukung penggunaan BI sebagai bahasa 
pengajaran. 
Aspek terakhir yang dapat menyebabkan kehilangan yang parah ialah 
tentang warisan budaya siswa. Penghentian pengembangan BI menyertakan 
semacam kelalaian dan keengganan dalam menggunakan dan mengembang-
kan warisan budaya siswa berupa tari-tarian tradisional, lagu, permainan, 
serta nilai-nilai dan norma-norma yang berharga. Kerugian ini, meskipun 
lebih secara abstrak, telah menunjukkan dampak yang jelas merusak (lihat, 
misalnya, Cummins, 2000) 
Kesimpulannya, penggunaan BI sebagai bahasa perantara pengajaran 
dalam pendidikan kita tidak hanya menarik secara teori, tetapi juga memoti-
vasi secara praktis. Kelalaian dan keengganan dalam melaksanakan kebijakan 
ini mungkin tidak hanya membawa peserta didik menuju kualitas yang ren-
dah, tetapi juga menyebabkan banyak bahasa dan budaya yang tidak 
dominan menuju kepunahan. 
3. Bahasa lbu, Pelestarian dan Pengembangan Budaya, serta Dunia 
di Abad ke-21 
Selain keterampilan-keterampilan yang telah disebutkan sebelumnya, di abad 
ke-21 dunia memerlukan kesatuan dalam keberagaman, bukan masyarakat 
homogen seperti yang ada dalam pikiran beberapa orang. Seperti yang di-
anjurkan dalam Pasal 23 Universal Declaration of Linguistic Right, terutama 
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Bab V dan Bab II , Pasal 2 , Ayat 23 tentang pendidikan yang 'harus selalu 
dalam rangka melayani ke beragaman bahasa dan budaya serta melayani 
hubungan yang harmonis antara komunitas bahasa yang berbeda di seluruh 
dunia (penekanan diberikan). Perlunya menanggapi isu keberagaman jelas 
sekali akhir-akhir ini dan beberapa di antaranya telah dibicarakan dengan 
baik (misalnya, Singh, 1996; Making Multicultural Australias; Policy Research 
Initiative">l . Pertanyaan-pertanyaan yang relevan telah didiskusikan dan upaya 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah ada. Secara umum, 
ada keyakinan kuat bahwa dunia di abad ke-21 harus terhubung secara 
global , tetapi beragam secara budaya, agama, dan bahasa. 
Sekali lagi , BI sangat penting dalam hal ini. Karena BI mewakili budaya 
pertama manusia dalam hidup mereka, memasukkannya secara serius dalam 
kebijakan bahasa nasional akan membuka jalan terhadap pembangunan yan g 
lebih baik terhadap berkah kemajemukan bangsa seperti yang dimiliki Indo-
nesia, Filipina, Kanada, dan lain-lain. Bahkan di negara-negara yang dahulu 
asimilasinya kuat seperti AS dan Australia, perhatian pada aspek-aspek 
multikultural masyarakat mereka semakin menguat. Dalam kaitannya dengan 
hal ini, pelaksanaan MTB-MLE akan menjadi k ebijakan strategis dalam meng-
antisipasi kendala dan tantangan yang lebih kompleks dari masa depan 
dunia. 
4 . Bahasa lbu dan Masyarakat yang Adil 
Bagian sebelumnya telah selesai dan menuntun kita pada kesadaran bahwa 
menerapkan MTB-MLE tidak hanya meningkatkan belajar para siswa, men-
dukung keberadaan NDLs, dan merupakan sifat alami yang beragam dari 
dunia kita. Lebih penting lagi, hal ini bisa menjamin dunia yang lebih adil 
bagi masyarakat yang beragam. Keadilan telah menjadi perhatian serius di 
banyak negara. Untuk menjamin keadilan dalam semua aspek kehidupan 
manusia, deklarasi HAM dalam setiap aspek kehidupan telah berlaku selama 
berabad-abad, kecuali Universal Declaration of Linguistic Rights yang baru 
berlaku sejak 1996. Namun, karena sekarang hal ini menjadi penting dan 
strategis, maka pemikiran dan pembelaan serius terhadapnya perlu dilakukan 
di banyak belahan dunia, termasuk di Indonesia. 
Secara teoretis, di abad ke-21 Indonesia akan mengambil banyak man-
faat dalam posisinya yang merupakan negara terkaya kedua menurut ke-
ragaman budaya dan keragaman suku. Kelompok masyarakatnya yang 
beragam akan lebih mampu membangun persatuan yang lebih kuat ketika 
keadilan diperhatikan dengan baik. Sementara itu, keadilan hanya akan ter-
kelola dengan baik jika kelompok-kelompok tersebut memperoleh pendidikan 
yang dikembangkan dengan baik. Seperti telah dinyatakan dan ditekankan 
berulang kali, pendidikan yan g efektif memerlukan keterlibatan siswa secara 
aktif, d em ikian juga keterlibatan aktif perlu dikembangkan seja k tahun-tahun 
awal sekolah. Kalau tidak, untuk orang-orang Indonesia, maka hal tersebut 
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tidak akan mencapai perkembangan maksimalnya. Dalam hal ini, MTB-MLE 
lagi-lagi merupakan calon kuat. Oleh karena itu, secara singkat MTB-MLE 
merupakan pilihan terbaik jika terkait dengan keunggulan kompetitif abad ke-
21. 
5 . Bahasa Ibu dalam Sistem Pendidikan Indonesia 
Dalam praktik pendidikan di Indonesia, Bl belum menikmati hak resminya 
sebagai bahasa pengantar yang dikembangkan dengan baik. Peran penting 
bahasa ibu seperti yang ditekankan dalam bagian sebelumnya masih belum 
menarik bagi para guru dan pendidik Indonesia. Bahkan, kebanyakan dari 
mereka cenderung benar-benar meninggalkan BI mereka. Hal ini mungkin 
disebabkan oleh kurangnya advokasi, kesadaran, penekanan, serta kemauan 
politis dari pejabat negara dan daerah. Di samping itu, menurut UU, sikap 
seperti ini sama sekali tidak bermasalah. Undang-Undang Nomor 20 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional secara jelas menyatakan bahwa 'Bahasa daerah 
dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan 
apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/ atau keterampilan 
tertentu.' Pernyataan itu jelas tidak menunjukkan dorongan untuk menggu-
nakan bahasa ibu sebagai bahasa perantara dalam pendidikan yang multi-
bahasa di negara ini. Dapat diperkirakan bahwa pernyataan tak tepat dari 
peraturan tersebut mungkin juga bertanggung jawab atau setidaknya terkait 
dengan kelalaian dan keengganan pendidik kita untuk menempatkan bahasa 
ibu di posisi kanan (posisi yang paling strategis) dalam pendidikan kita. 
Seperti dilaporkan oleh banyak penulis, di Indonesia bahasa ibu hanya 
dipakai sebagai pilihan yang amat longgar, terutama ketika siswa mengalami 
kesulitan dalam memahami materi pengajaran (Maryanto, 2009; Sugiyono, 
Evarinayanti, dan Suherdi, 2009). Para guru diceritakan melakukan alih kode 
atau campur kode sebagai upaya untuk mengatasi masalah komunika-
si. Dengan model seperti ini, bahasa ibu berperan sangat sedikit, padahal 
sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya, bahasa ibu memiliki kemampuan 
yang sangat besar dalam membantu siswa. Menjadi bahasa bantu merupakan 
pekerjaan yang terlalu kecil. Dalam kenyataannya, bahasa ibu memiliki 
banyak hal untuk ditawarkan: ia merupakan bahasa kekuatan, partisipasi, 
dan keterlibatan. Obrolan tak resmi dengan beberapa kepala sekolah dasar di 
beberapa tempat di Jawa Barat menunjukkan bahwa mereka merasa lebih 
puas dan bangga jika guru yang mengajar murid di kelas-kelas awal meng-
gunakan bahasa Indonesia dibandingkan jika mereka menggunakan bahasa 
ibu siswa, meskipun dalam kenyataannya siswa tidak bisa aktif terlibat 
dalam proses belajar-mengajar dan bahwa mereka menggunakan bahasa ibu 
dalam hampir semua aspek kehidupan mereka di luar kelas. 
Situasi seperti ini telah menyebabkan kerusakan yang lebih parah: 
hampir semua bahasa daerah di Indonesia sekarang dalam kondisi 'lumpuh', 
terutama di kalangan para penutur muda (Rosmana, 2005), dan lebih banyak 
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lagi bahasa daerah yang sekarat (Tempo Interaktif.com, 4 September 2007; 
Radar Madura, 28 Desember 2008; Kompas 23 Februari 2009). Upaya-upaya 
untuk mempertahankan bahasa ini cenderung stagnan dan semakin meng-
hilang. Bahkan, untuk bahasa yang dipakai secara luas seperti bahasa Sunda 
dan Jawa, yang telah diusahakan berbagai macam upaya untuk memperta-
hankan keberadaannya, dampak penting dan berkelanjutan terhadap masya-
rakat tuturnya belum jelas. Dengan menggunakan bahasa-bahasa tersebut 
sebagai perantara dalam bahasa pengantar, maka pemeliharaan dan pengem-
bangan berkelanjutan terhadapnya akan tercapai. Selain itu, seperti yang ter-
dokumentasi dengan baik (lihat Maryanto, 2009), jumlah siswa yang berba-
hasa lain selain bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu mereka sangat ba-
nyak. Jumlahnya sekitar 85% dari seluruh penduduk dan karenanya merupa-
kan mayoritas. Dengan demikian, memasukkan BI dalam perencanaan baha-
sa nasional berarti menjamin keadilan bagi kaum mayoritas . 
6. Penerapan MTB-MLE dalam Sistem Pendidikan Indonesia 
Seperti yang telah ditekankan pada bagian sebelumnya, diperlukan perhatian 
serius untuk menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar di tahun-
tahun awal sekolah dan untuk mengembangkan rencana kerja untuk 
menempatkan bahasa ibu pada kedudukan yang memberdayakan sehingga 
dapat mendukung peningkatan belajar, partisipasi, dan pelestarian warisan 
budaya oleh siswa. Terkait dengan usulan ini, sebuah model alternatif akan 
dipaparkan di bagian ini. 
Menilik karakteristik siswa Indonesia dan gaya belajar serta latar be-
lakang budaya mereka, setidaknya ada tiga alternatif bersama yang bisa kita 
usulkan: MTB-MLE terusan, regular, dan tanpa-program-pra-sekolah. Alter-
natif pertama, sekolah dasar yang diteruskan dari program MTB-MLE untuk 
anak usia dini dan TK lebih disukai karena siswa memiliki waktu yang lebih 
lama yang berarti lebih banyak waktu untuk mendapatkan pendidikan yang 
berkualitas. Hal ini dapat menuntun mereka ke arah kehidupan yang lebih 
baik daripada mereka yang tidak mengalami masa pra-sekolah. Namun, prog-
ram anak usia dini belum diselenggarakan di banyak kelompok masyarakat 
kita. Oleh karena itu, alternatif kedua perlu juga untuk disajikan di sini. 
Selain kedua alternatif tersebut, di kebanyakan daerah di negara ini anak-
anak masuk sekolah dasar tanpa melalui taman kanak-kanak. Maka dari itu, 
alternatif ketiga juga perlu disampaikan. 
Pada alternatif terusan, bahasa ibu dapat mulai digunakan pada prog-
ram ini, biasanya pada anak-anak berusia 3-4 tahun. Pada masa ini, fokus-
nya hanya pada bahasa ibu lisan. Fokus seperti ini dapat dipertahankan sam-
pai tahun pertama TK. Pada tahun kedua, bahasa tulis dapat diperkenal-
kan. Hal ini mungkin bisa dilakukan hingga tahun ke-3 sekolah dasar. Ba-
hasa Indonesia lisan diperkenalkan di tahun pertama sekolah dasar dan 
bahasa Indonesia tulis diperkenalkan pada tahun ke-2 sampai akhir masa 
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sekolah mereka. Bahasa Inggris lisan kemudian dapat diperkenalkan pada 
tahun ke-4 sekolah dasar hingga tahun ke-5 , dan bahasa Inggris tulis diper-
kenalkan pada tahun ke-6 sampai akhir masa sekolah. Secara skematis, mo-
del tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Berbeda dengan alternatif terusan, MTB-MLE reguler memulai penggunaan 
bahasa ibu di awal Kl (tahun pertama TK) sampai kelas 3. Perbedaannya juga 
terletak pada penggunaan bahasa ibu lisan yang melampaui Kl (sampai 
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Alternatif terakhir, yang mungkin paling banyak dipakai, adalah model 
sekolah dasar saja atau model tanpa pra-sekolah. Sayangnya, karena memi-
liki waktu paling sedikit, model ini mungkin satu-satunya yang dapat dite-
rapkan di sebagian besar wilayah Indonesia. Meskipun kurang baik dalam hal 
jumlah waktu dan paparan terhadap keberaksaraan bahasa ibu, beberapa 
keuntungan masih bisa diambil dalam rangka memberikan landasan bagi 
siswa untuk mengembangkan kompetensi multibahasa mereka. Sementara 
bahasa daerah dan Bahasa Indonesia sebagai materi dimulai pada kelas 3, 
bahasa Inggris dimulai di kelas 6 . 
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7. Kesimpulan 
Dalam makalah ini telah disajikan sebuah harapan dan alasan mengapa 
bahasa ibu harus digunakan sebagai bahasa perantara untuk pendidikan 
multibahasa serta alasan mengapa kebijakan bahasa nasional, termasuk 
Indonesia, perlu menyertakan unsur ini dalam kinerjanya. Kerugian yang 
mungkin diderita oleh siswa, masyarakat, dan negara jika kebijakan ini tidak 
diambil dan dilaksanakan secara serius juga telah diperhatikan dengan 
seksama. Disarankan pula bahwa MTB-MLE sangat penting bagi dunia abad 
ke-21 dan Indonesia di abad ke-21, setidaknya dalam tiga bidang utama: me-
mastikan kualitas keterampilan abad ke-21 , melestarikan dan mengembang-
kan bahasa daerah dan warisan budaya masyarakat, dan menjamin keadilan 
untuk semua. Saran untuk memasukkan MTB-MLE dalam perencanaan 
bahasa Indonesia juga telah diajukan. Terakhir, model-model yang memung-
kinkan telah disajikan dan sedikit diuraikan di akhir tulisan ini. Diharapkan 
mereka yang peduli pada keadilan bagi mayoritas siswa yang bahasa ibunya 
bukan bahasa Indonesia akan mengambil tindakan nyata dalam usaha 
perencanaan bahasa di negara yang sangat beragam ini. 
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Catatan: 
1. Arni binti Zainir, Kepala Unit Bahasa Daerah, Divisi Pengembangan 
Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, menyampaikan sebuah 
laporan resmi dalam Lokakarya Regional tentang Peningkatan Kesadaran 
dan Pembangunan Kapasitas SEAMEO dalam Menyusun Program MLE 
Berbasis Bahasa Ibu yang diadakan di Bumi Wiyata Hotel Depok, Jawa 
Barat Indonesia 6-8 Juli 2010. 
2. Hywel Coleman menyajikan makalahnya pada acara Seminar British 
Council tentang Pendidikan Bahasa Inggris Dua Bahasa (English Bilingual 
Education-EBE) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 
2010. 
3. Pada abad ke-20, seseorang dianggap terpelajar jika dapat membaca, 
menulis dan menguasai dasar aritmatika. 
4. Pengamatan saya terhadap dua Program Bahasa Tak Dominan di Komu-
nitas Belajar MTB-MLE Ayta Magbuku di Limay Bataan di Filipina (27 
Agustus 2010) dan di Proyek Pendidikan Dua Bahasa Bai di Jinchuan 
County di Yunnan, Cina (21-24 September 2010) menunjukkan keter-
libatan aktif siswa yang sangat mengesankan selama proses belajar-
mengajar. 
5. Making Australia Multicultural adalah sebuah laman yang ditujukan untuk 
wacana dan diskusi tentang memajukan multikulturalisme di Australia. 
Alamat laman tersebut adalah mutliculturalaustralia.edu.au. 
6. Policy Research Initiative sedang mengadakan proyek tentang keragaman 
budaya, salah satu pertanyaannya adalah '"Bagaimana kewarganegaraan 
inklusif dikembangkan dalam masyarakat plural seperti Kanada di mana 
individu dan masyarakat terhubung secara global tapi beragam secara 
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Penyaji Makalah : l. Dr. Wahya 
2 . Charlie Hanawalt 
3 . Dr. Didi Suherdi 
Judul Makalah : 1. Peningkatan Status Bahasa Indonesia sebagai Bahasa 
Internasional: Sudah Lebih Mantapkah Perencanaan 
Bahasanya? 
2 . Planting with the Harvest in Mind 
3. Menempatkan Bahasa Ibu pada Kedudukannya yang 
Paling Tepat: Menjamin Keadilan bagi Mayoritas 
Pemandu : Ors . Maryanto, M.Hum. 
Pencatat : l. Imam Budi Utomo, M.Hum. 
2 . Sartono, S .S . 
Tanya-Jawab 
Pertanyaan 
l. Ors. Muhammad Muis, M.Hum. , Kantor Bahasa Provinsi Lampung 
Gagasan untuk menggunakan bahasa ibu dalam pendidikan tidak bisa 
diterapkan di semua daerah di Indonesia. Banyak anak-anak di Lampung 
tidak bisa berbahasa Lampung. Bagaimana dengan hal ini? 
Jawaban 
1. Pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa ibu, bukan bahasa 
daerah. Dengan demikian, di Lampung yang multibahasa, silakan dipakai 
bahasa yang pertama kali dikuasai anak, bisa bahasa Jawa, Sunda ata u 
yang lain , tidak berarti harus menggunakan bahasa Lampung. 
Pertanyaan 
2 . Yudi, Mahasiswa S3 Linguistik UGM 
Agar bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional, bagaimana 
kalau menggandeng persemakmuran yang berbahasa Melayu (Brunei, 
Malaysia)? 
J awaban 
2 . Bisa saja dilakukan dengan menggandeng p ihak pengguna bahasa Melayu 
dari negara mana pun. 
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Pertanyaan 
3. Ors. Wisnu Sasangka, M.Pd, Pusat Bahasa 
Bahasa ibu akan berfungsi maksimal dalam mengungkapkan kearifan 
lokal, tetapi tidak untuk mengungkapkan istilah dalam bidang keilmuan , 




Pemakaian bahasa ibu dalam konteks pendidikan bukan untuk melokal-
kan bidang ilmu, hanya untuk membantu anak didik memperoleh pema-
haman lebih dalam. Perencanaan untuk bahasa daerah memang memerlu-
kan perhatian lebih, dan pemerintah daerah seharusnya mau membiayai 
program-program untuk itu, demi kecerdasan bangsa ini. 
Pertanyaan 
4. Prof. Dr. Anton Moeliono, Pusat Bahasa 
Jika populasinya homogen seperti Korea, mungkin bisa menerapkan model 
pembelajaran menggunakan bahasa ibu, tetapi bagaimana jika daerahnya 
heterogen seperti Indonesia? 
Jawaban 
4. Penggunaan bahasa ibu bisa dirintis dari daerah pinggiran/ desa yang ke-
banyakan masyarakatnya homogen . Dengan kata lain, untuk menerapkan 
model pembelajaran seperti itu bisa dilakukan pada wilayah yang memung-
kinkan terlebih dahulu. 
Pertanyaan 
5. Hywel Colleman, University of Leeds UK 
Bagaimana cara meyakinkan para pengambil keputusan tentang penting-
nya menggunakan bahasa ibu? 
Jawaban 
5 . Untuk konteks Indonesia, perlu dilakukan riset terlebih, sehingga bisa me-
yakinkan para pemegang kebijakan dengan data-data yang akurat. 
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KEBERTAHANAN BAHASA DAERAH DALAM KONTEKS 
KEBIJAKAN BAHASA NASIONAL INDONESIA: KAsus BAHASA BATAK 
Amrin Saragih 
Balai Bahasa Medan 
Abstrak 
Dua faktor mempengaruhi kebertahanan bahasa Batak, yakni ciri buda-
ya orang Batak dan amalan agama. Pengaruh kedua faktor itu terhadap 
kebertahaan bahasa Batak bervariasi di antara subsuku Batak Angkola/ 
Mandailing, Toba, Simalungun, Karo dan Pakpak/Dairi. Tingkat keberta-
hanan bahasa Batak oleh subsuku Batak mulai dari yang terkuat sampai 
ke terlemah membentuk kontinum dan berdampak secara bervariasi ter-
hadap implementasi kebijakan bahasa nasional di Indonesia, khususnya 
di Provinsi Sumatra Utara. 
1. Pendahuluan 
Suku Batak bermukim di Provinsi Sumatra Utara. Bahasanya disebut Hata 
Batak atau bahasa Batak. Orang Batak terbagi ke dalam subsuku Angkola/ 
Mandailing, Toba, Simalungun, Karo, dan Pakpak yang masing-masing me-
miliki dialek atau bahasa. Masing-masing subsuku Batak itu juga memiliki 
ciri budaya, karakter, dan temperamen yang memengaruhi kebertahanan 
dialek atau bahasanya. Faktor lain yang memengaruhi kebertahanan bahasa 
Batak adalah agama. Secara spesifik, ajaran dan amalan agama potensial 
menguatkan atau menurunkan kebertahanan bahasa dan pengaruhnya ber-
variasi di antara subsuku Batak itu. Berdasarkan kedua faktor itu, ditemukan 
bahwa tingkat kebertahanan bahasa Batak bervariasi di antara subsuku 
Batak dan membentuk kontinum dengan kebertahanan yang terkuat di satu 
ujung dan yang terlemah di ujung lain kontinum itu. Pada gilirannya keber-
tahanan dialek atau bahasa itu berdampak terhadap implementasi kebijakan 
bahasa nasional di Indonesia dalam hal kebertahanan itu menguatkan atau 
menghambat implementasi kebijakan bahasa nasional. Makalah ini memba-
has sifat penutur Bahasa Batak dan agama mereka yang telah berpengaruh 
dalam kebertahanan dialek atau bahasa mereka. Uraian dan bahasan dida-
sarkan pada pengamatan umum dan wawancara yang dilakukan penulis di 
lapangan, terutama berdasarkan percakapan dengan penutur bahasa Batak 
di desa. Secara spesifik, kebertahanan bahasa Batak berdampak terhadap 
implementasi kebijakan bahasa nasional di Provinsi Sumatra Utara. 
2. Orang Batak, Tempat Tinggal, dan Budaya Mereka 
Orang Batak adalah satu suku bangsa Indonesia yang merupakan negara 
multisuku dan multibahasa dengan 746 bahasa daerah di samping satu ba-
hasa nasional atau bahasa negaranya, yakni bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 
2008). Sa tu dari bahasa daerah itu adalah Hata Batak a tau bahasa Batak. 
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Suku Batak bermukim di daerah yang terbentang dari dataran tinggi ber-
pegunungan di barat sampai ke dataran rendah dekat pantai di sebelah timur 
Provinsi Sumatra Utara. 
Suku Batak terbagi ke dalam lima subsuku, yakni Angkola/ Mandailing, 
Toba, Simalungun, Karo, dan Pakpak/Dairi. Masing-masing subsuku itu me-
miliki daerah permukiman. Orang Angkola/ Mandailing pada awalnya ber-
mukim di bagian selatan Provinsi Sumatra Utara sampai ke daerah yang ber-
batasan dengan Provinsi Sumatra Barat. Subsuku Angkola/Mandailing meng-
gunakan dialek Bahasa Batak dengan cirinya tersendiri. Tempat tinggal orang 
Toba pada awalnya adalah di tengah Provinsi Sumatra Utara. Orang Sima-
lungun berdiam di timur laut provinsi itu, mendiami daerah bergunung dan 
dataran rendah dengan perkebunannya. Orang Karo mendiami dataran tinggi 
Karo di utara. Orang Pakpak/Dairi berdiam di barat daya provinsi itu. Kecuali 
permukiman orang Angkola/Mandailing, yang langsung berbatasan dengan 
daerah permukiman orang Toba, keempat suku yang lain bertetangga dengan 
Danau Toba di tengah yang menghubungkan permukiman keempat subsuku 
itu. Dengan kata lain, secara geografis Danau Toba menjadi penghubung 
keempat subsuku Toba, Simalungun, Karo, dan Pakpak/Dairi. 
Banyak suku lain tinggal di Provinsi Sumatra Utara, yakni puak Melayu 
di pantai timur Sumatra Utara (dan suku lain yang bukan penduduk asli 
Sumatra Utara), suku Jawa yang kebanyakan bermukim di daerah atau se-
kitar perkebunan, orang Minangkabau (aslinya dari Sumatra Barat dan 
kebanyakan berdagang dan tinggal di semua pelosok), orang Nias di Pulau 
Nias di Samudra Hindia, orang Aceh yang umumnya berdiam di daerah pantai 
di utara dan yang berbatasan dengan Provinsi Aceh, serta suku lain yang 
jumlahnya sedikit saja seperti orang Bugis, Banjar, Alas, dan Gayo. Interaksi 
telah terjadi dengan baik antara beragam suku itu secara sosial dan budaya. 
Walaupun masing-masing subsuku Batak telah memiliki permukiman 
sendiri, telah terjadi perpindahan sesama subsuku Batak itu. Dengan kata 
lain, telah terjadi perpindahan orang Batak dari permukiman awalnya, ter-
utama ke bagian timur provinsi itu, dengan pertumbuhan sosial dan ekonomi 
yang pesat. Permukiman orang Toba umumnya berbatu-batu, pegunungan, 
udik, dan tandus. Fenomena alam itu membuat orang Toba menjadi perantau 
yang paling banyak di antara subsuku Batak. Sewaktu penjajahan Belanda di 
Indonesia, penguasa Belanda membuka perkebunan (tembakau, karet, kelapa 
sawit, kakao, tebu, dan teh) di bagian timur provinsi itu dengan dataran ren-
dahnya yang subur. Pembukaan perkebunan di jalur yang subur itu memer-
lukan banyak buruh, yang mengakibatkan penguasa Belanda mendatangkan 
orang Cina dan Jawa sebagai pekerja atau kuli. Pembukaan perkebunan di 
daerah subur itu telah meningkatkan ekonomi, bisnis, perdagangan, dan 
kesempatan sosial yang baik. Dampak sosial dan ekonomi ini telah meng-
galakkan kedatangan orang Toba dan Angkola/Mandailing ke bagian timur 
provinsi itu. Perpindahan berarti gangguan terhadap daerah orang lain. Se-
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telah kemerdekaan Indonesia dari Belanda, semakin banyak orang Toba 
pindah ke daerah Simalungun. Perpindahan ini telah menggangu daerah sub-
suku Batak yang lain. Sebagai perantau yang terbesar, orang Toba telah 
pindah ke daerah subsuku Simalungun, Karo, dan Pakpak/Dairi. Perpindah-
an subsuku Toba ke daerah subsuku Batak yang lain telah menimbulkan 
pertentangan. Telah terjadi keresahan dan pertentangan di antara orang Toba 
dan orang Simalungun, Karo, dan Pakpak/Dairi ketika mereka menempati 
daerah subsuku Batak itu. Setelah kemerdekaan Indonesia, perpindahan 
subsuku Batak ke daerah lain semakin besar. 
Masing-masing subsuku Batak memiliki filsafat hidup yang terealisasi 
dalam ciri budaya, karakter, dan temperamen mereka. Akan tetapi, orang 
Batak memiliki dasar budaya dan pandangan hidup yang sama, yang dua di 
antaranya sangat mendasar, yakni ikatan marga yang turun temurun dan tiga 
pilar hidup yang dikenal sebagai dalihan na tolu (fisafat tiga tungku). Orang 
Batak menganut sistem patriarkat dengan garis keluarga dan turunan 
ditentukan oleh garis laki-laki. Secara rinci, seseorang mewarisi marga ayah-
nya, ayahnya mewarisi marga itu dari kakeknya, dan kakeknya mewarisi 
marga itu dari buyutnya, demikianlah seterusnya ke atas. Jadi, seseorang 
yang bermarga Saragih akan mewariskan marga Saragih itu kepada semua 
keturunannya. Akibatnya, dari pewarisan marga itu adalah perempuan 
dengan marga Saragih akan memiliki keturunannya semua dengan marga 
suaminya. Misalnya, seorang perempuan yang bermarga Saragih dan menikah 
dengan laki-laki bermarga Purba akan memiliki marga Purba untuk semua 
keturunannya. Dengan demikian, keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, 
terutama di masa lalu, dianggap sial dan mendapat kutukan karena garis 
keturunan ayahnya akan hilang atau marga ayahnya akan berhenti. Perka-
winan semarga sangat terlarang dan dianggap pelanggaran adat atau keya-
kinan Batak sehingga dengan demikian mendapat hukuman berat. Laki-laki 
yang menikah dengan perempuan semarga dianggap menikahi adik atau ka-
kak kandungnya dan disebut marharom atau harom (dianggap haram). Di 
masa lalu, ketika orang Batak masih menganut keyakinan animisme, perka-
winan semarga dihukum dengan cara diusir dari daerah permukiman atau 
di bun uh. 
Filsafat hidup orang Batak yang dikenal sebagai dalihan na tolu ber-
makna tiga tiang atau tungku hidup, yakni tondong, boru, dan sanina. Orang 
Batak yakin bahwa keberhasilan dalam hidup hanya dapat dicapai dengan 
merujuk fungsi dan peran ketiga tiang itu. Filsafat hidup itu merinci hak dan 
kewajiban seseorang sebagai anggota masyarakat. Filsafat itu menentukan 
seseorang berfungsi sebagai tondong, boru, atau sanina berdasarkan kekera-
batan perkawinan, famili, atau keluarga. Tondong adalah seseorang yang 
menikahkan putrinya kepada seorang laki-laki. Dengan kata lain, tondong 
adalah mertua atau pemberi istri kepada seorang laki-laki. Tondong sangat 
dihormati menantunya dan semua keluarga menantunya. Boru adalah sese-
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orang yang menikahi anak perempuan seseorang. Dengan kata lain, boru 
adalah penerima istri atau menantu laki-laki dengan semua keluarganya. 
Boru diwajibkan melayani dan berbakti kepada tondongnya. Sanina adalah 
saudara laki-laki seseorang. Dengan kata lain, sanina adalah abang atau adik 
laki-laki seseorang dengan semua keluarganya. Seseorang didampingi atau 
dibantu oleh sanina-nya dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi-
nya. Jika terjadi masalah pada seseorang, dia menyelesaikannya dengan 
meminta fungsi dan peran ketiga tiang: tondong, boru dan sanina. Pelaksa-
naan filsafat hidup itu masih berlangsung bagi orang Batak sampai saat ini. 
Namun demikian, telah terjadi modifikasi dan adaptasi sejalan dengan ajaran 
agama Islam dan Kristen. 
3. Bahasa Batak dan Dialeknya 
Si beth ( 1991: 11) membagi bahasa yang digunakan orang Batak ke dalam tiga 
kelompok utama, yakni kelompok Angkola/Mandailing dan Toba di selatan, 
Pakpak/Dairi dan Karo di utara, dan Simalungun di timur laut. Pengelom-
pokan ini lebih bersifat geografis daripada lingustik. Berdasarkan kesaling-
terpahamannya sebagai kriteria linguistik, bahasa yang digunakan oleh sub-
suku Batak dapat diurutkan dalam satu kontinum yang menunjukkan ba-
hasa itu dapat merupakan dialek sampai bahasa yang berdiri sendiri. Di satu 
ujung kontinum itu terletak bahasa Angkola/Mandailing dan di ujung yang 
satu lagi bahasa Pakpak/Dairi seperti ditampilkan pada Figura 1. Tidak ter-
dapat kesalingterpahaman antara penutur bahasa Angkola/Mandailing dan 
Pakpak/Dairi. Fakta ini meyakinkan bahwa kedua bahasa itu merupakan 
bahasa yang berbeda. Di antara kedua ujung kontinum itu terletak bahasa 
subsuku Toba. Sesudah itu terletak bahasa Simalungun dan kemudian 
bahasa subsuku Karo yang dekat dengan bahasa Pakpak/ Dairi. Terdapat ke-
salingterpahaman antara penutur bahasa Angkola/Mandailing, Toba, dan 
Simalungun. Dengan kata lain, jika penutur bahasa Angkola/Mandailing me-
ngatakan sesuatu, makna ucapannya masih dipahami orang Toba dan 
Simalungun. Hal ini berarti bahasa ketiga subsuku itu masih merupakan dia-
lek bahasa yang sama. Terdapat kesalingterpahaman antara orang Sima-
lungun dan Karo, yang menguatkan bahwa bahasa Simalungun dan Karo 
masih berkerabat. Dengan kata lain, kedua bahasa itu merupakan dialek. 
Selanjutnya, penutur bahasa Karo juga dipahami oleh orang Pakpak/Dairi. 
Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Karo dan Pakpak/Dairi masih merupa-
kan dialek. Akan tetapi, jelas tidak tedapat kesalingterpahaman antara 
Angkola/Mandailing atau Toba dan Karo atau Pakpak/Dairi. Hal ini menguat-
kan bahwa bahasa Angkola/Mandailing atau Toba merupakan bahasa yang 
terpisah dari Karo atau Pakpak/Dairi. Kontinum seperti yang ditampilkan 
dalam Figura 1 juga menunjukkan jarak relatif bahasa yang digunakan sub-
suku Batak berdasarkan kesalingterpahaman. 
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4 . Karakter, Temperamen, Agama, dan Kebertahanan Bahasa 
Dua faktor berdampak terhadap kebertahanan bahasa orang Batak. Yang 
pertama terkait dengan karakter atau temp~ramen subsuku Batak itu dan 
yang satu lagi terkait amalan keyakinan atau agama. Faktor pertama bersifat 
sosial, yang satu lagi bersifat individual. 
Karakter dan temperamen memengaruhi intensitas ikatan kelompok, 
yang akhirnya berdampak pada pemertahanan amalan warisan budaya, ter-
masuk kebertahanan bahasa. Walaupun memiliki dasar budaya yang sama, 
masing-masing subsuku Batak memiliki karakter dan temperamen sendiri. 
Subsuku Angkola/Mandailing dan Toba, yang tekait erat secara budaya dan 
geografis, memiliki ikatan kelompok yang kuat. Dengan kata lain, kedua sub-
suku itu memiliki kebersamaan kelompok yang kuat. Hal ini membuat me-
reka mempertahankan warisan budaya, termasuk kebertahanan bahasa. 
Akan tetapi, keduanya berbeda juga dalam karakter dan temperamen. Sub-
suku Angkola/Mandailing dikenal sebagai orang yang lembut dan berbicara 
berirama, sementara subsuku Toba cenderung keras dan berterus terang. 
Orang Toba dikenal berbicara apa adanya, sementara orang Angkola/Mandai-
ling cenderung menyembunyikan sesuatu di balik ucapan halusnya. 
Subsuku Simalungun, Karo, dan Pakpak/Dairi dikenal sebagai orang 
yang sentimental dan tenang. Ketiganya memiliki ikatan kelompok yang 
kurang kuat. Hal ini membuat mereka lentur dan penuh toleransi kepada 
yang lain. Subsuku Simalungun merupakan yang paling lemah dalam ikatan 
kelompok di antara ketiganya, dengan urutan sebagai Karo-Pakpak/Dairi-
Simalungun berdasarkan intensitas dari yang terkuat ke yang terlemah. 
Wilayah permukiman Simalungun telah dimasuki Toba. Juga dipahami bah-
wa lebih banyak orang Toba berdiam di daerah Simalungun daripada orang 
Simalungun sendiri. Simalungunlah yang paling adaptif dari ketiga subsuku 
itu. Toleransi, kelenturan, dan keteradaptasian orang Simalungun terealisasi 
dalam sikap mereka terhadap pendatang. Misalnya, ketika orang Toba datang 
ke daerah Simalungun, orang Simalungun menggunakan bahasa Batak Toba, 
bukannya bahasa Simalungun. Karena hormatnya kepada tetangganya (Toba 
dan Karo), orang Simalungun biasanya menguasai Bahasa Toba, Karo, dan 
Simalungun. Sejumlah orang Simalungun juga dapat menggunakan dialek 
Angkola/ Mandailing. 
Karakter dan temperamen subsuku Batak itu telah mempengaruhi si-
kap mereka terhadap bahasa mereka. Secara khusus, sikap itu telah ber-
dampak terhadap kebertahanan terhadap bahasa mereka. Tingkat keberta-
hanan bahasa subsuku Bahasa diringkas dan ditampilkan dalam Figura 2. 
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Simalung un Pakpak/Dairi Karo 
Ang kola/ 
Mandailing Toba 
Figura 2 K eberta hanan Dialek dan Bahasa Batak oleh Penuturnya 
Seperti ditampilkan dalam Figura 2, Toba terletak di satu ujung konti-
num, yang menunjukkan bahwa Toba memiliki kebertahanan bahasa yang 
sangat kuat. Simalungun dengan kebertahanan bahasanya yang sangat 
lemah terletak di ujung yang lain kontinum itu. Di antara kedua ujung 
kontinum itu terletak Pakpak/Dairi, Karo, dan Angkola/Mandailing. Orang 
Karo memiliki kebertahanan yang lebih kuat daripada Pakpak/Dairi. Fakta 
menunjukkan bahwa permukiman Karo dan Pakpak/Dairi telah dimasuki 
Toba. Orang Toba di daerah Pakpak/Dairi cenderung menggunakan bahasa 
mereka sendiri, tetapi yang tinggal di Karo menggunakan Bahasa Karo. 
Subsuku Mandailing cenderung eksklusif dalam budaya dan sering mengata-
kan mereka bukan orang Batak lagi, tetapi orang Mandailing saja. Kebanyak-
an Mandailing adalah Muslim dan dengan begitu mereka menyebut mereka 
bukan Batak. 
Grenoble dan Whaley (2006:41) menyatakan bahwa agama berperan 
pen ting dalam revitalisasi bahasa. Peran agama juga sangat penting dalam hal 
kebertahanan bahasa Batak. Orang Batak adalah pemeluk tiga agama atau 
keyakinan, yakni agama/keyakinan tradisional, Islam, dan Kristen. Pada 
awalnya orang Batak adalah penganut animisme. Yang dimaksud dengan 
agama tradisional dalam makalah ini adalah agama asli orang Batak, selain 
Islam dan Kristen. Sampai saat ini terdapat lebih dari 6000 pemeluk keya-
kinan ini. Ada dua keyakinan tradisional yang utama, yakni Pelbegu yang 
didasarkan pada ajaran animisme dan Parmalim yang ada hubungan dengan 
ajaran Islam. Upacara dan ajaran agama tradisioanl ini berlangsung dalam 
bahasa Batak. Jadi, penganut agama tradisional ini kukuh mempertahankan 
pemakaian bahasa Batak. Dengan kata lain, pengikut agama ini memperta-
hankan pemakaian Bahasa Batak dalam acara keagamaan mereka. Perban-
dingan pengikut agama tradisional ini dari subsuku Batak diringkas dalam 
Figura 3 berikut. 
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Angk<>la./ 
IVla.ndailing Slmalungun Kar<> Pakpak/Dalrl T<>ba 
Figura 3 Perbandingan Pemeluk Agama Tradlsl<>nal dari 
Subsuku Batak 
Mayoritas orang Batak adalah Muslim, tetapi proporsinya bervariasi di 
antara subsuku Batak itu. Subsuku Angkola/Mandailing paling banyak 
dalam jumlah pemeluk agama Islam dari kelima subsuku itu, sedangkan Toba 
memiliki jumlah Muslim yang paling sedikit. Subsuku Batak dapat diurutkan 
dalam satu kontinum berdasarkan jumlah pemeluk Islam seperti diringkas 
dalam Figura 4. Angkola/Mandailing dan Toba terletak pada kedua ujung 
kontinum itu; Angkola/Mandailing dengan jumlah terbanyak dan Toba 
dengan jumlah yang paling sedikit dalam pemeluk Islam. Di antara kedua 
ujung kontinum itu terletak Simalungun, Karo, dan Pakpak/Dairi. 
Toba Pakpak/Dairi Karo Simalungun 
Figura 4 Proporsi Muslim di antara Subsuku Batak 
Ang kola/ 
Mandailing 
Orang Batak Muslim cenderung kurang bertahan atau kurang mem-
pertahankan budaya dan resam Batak. Mereka cenderung berkompromi 
dalam pelaksanaan warisan Batak, termasuk dalam kebertahanan bahasa 
Batak. Ada dua sebab mengapa hal ini terjadi. Pertama, orang Batak yang 
sudah masuk Islam cenderung fanatik dan ingin memurnikan ajaran Islam 
dalam hidup mereka. Mereka sangat meyakini Allah Subhana Wataala, Tuhan 
Yang Maha Kuasa dan mengesakan Allah. Dampaknya adalah mereka tidak 
lagi melaksanakan budaya dan warisan Batak jika amalan budaya dan waris-
an itu bertentangan dengan ajaran atau akidah Islam. Dengan kata lain, 
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mereka melaksanakan budaya Batak hanya jika tindakan budaya itu sejalan 
atau mendukung ajaran Islam, termasuk dalam pemakaian bahasa. Ucapan 
atau kata yang terkait dengan animisme tidak lagi digunakan oleh Batak 
Muslim karena ucapan itu bertentangan dan menurunkan kadar ajaran 
Islam. Kedua, Islam di Sumatra disampaikan dan disebarkan dalam bahasa 
Melayu atau bahasa Indonesia. Pelajar di madrasah, maktab, atau sekolah 
Islam diajari tentang agama Islam dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, 
anak-anak dan remaja fasih menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indo-
nesia dan kurang lancar berbahasa Batak. Karena mereka tampak enggan 
menggunakan Bahasa Batak, sering dikatakan di kalangan orang Batak 
bahwa Batak Muslim itu bukan lagi orang Batak karena mereka cenderung 
mengamalkan budaya Melayu dan berbahasa Melayu atau berbahasa Indone-
sia. Batak Kristen dan pemeluk agama tradisional menyindir saudara mereka 
yang Muslim sudah menjadi orang Melayu. Hal ini diperkuat lagi dengan per-
buatan mereka yang sermg tidak terkait lagi dengan budaya Batak. Misalnya, 
Batak Muslim cenderung bernama atau memberi nama anak mereka dengan 
nama Arab atau bernuansa Arab. Beberapa orang Batak Muslim bahkan tidak 
mencantumkan marga mereka lagi. Jadi, dampak agama pada penutur ba-
hasa Batak yang beragama Islam adalah menurunnya kebertahanan bahasa 
Batak. 
Orang Batak juga pemeluk agama Kristen . Perbandingan orang Batak 
Kristen bervariasi di antara subsuku Batak itu seperti diringkas dan dican-
tumkan dalam Figura 5. Di satu ujung kontinum terletak Toba dengan jumlah 
penganut Kristen terbesar, sedangkan Mandailing dengan jumlah penganut 
Kristen terkecil di ujung lain kontinum itu. Di antara kedua ujung kontinum 
itu terdapat Karo, Pakpak/Dairi, dan Simalungun. 
Ang kola/ 
Mandailing Slmalungun Pakpak/Dalri Kar<> Toba 
... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Figura 5 Proporsl Pemeluk Agama Kristen darl Subsuku Batak 
Berlawanan dengan keadaan Batak Muslim, Batak Kristen memiliki 
kebertahanan bahasa yang lebih kuat. Kebertahanan bahasa Batak yang kuat 
di antara Batak Kristen disebabkan oleh dua hal. Pertama, banyak amalan 
budaya dan ritual Batak tidak bertentangan dengan ajaran Kristen atau tidak 
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dilarang dalam ajaran Kristen dan terus diamalkan oleh orang Batak Kristen . 
Sebagai contoh, menari dalam pesta adat untuk orang meninggal yang dikenal 
sebagai pesta adat sayur matua, yang biasa dilakukan ketika orang Batak 
masih animisme, terus dilakukan orang Batak Kristen. Dengan kata lain, 
ajaran Kristen memfasilitasi amalan dan kegiatan budaya, termasuk peng-
gunaan bahasa Batak. Tari ritual dan sakral seperti itu bertentangan dengan 
ajaran dan akidah Islam dan oleh karena itu ditinggalkan. Kedua, ajaran 
Kristen, khotbah dan doanya dilakukan orang Batak Kristen dalam bahasa 
Batak. Berlainan dengan itu, terjemahan kitab suci Alquran untuk bacaan 
orang Batak Muslim dalam bahasa Indonesia, bukan dalam Bahasa Batak. 
Karena terjemahan kitab suci Alquran dan amalan agama Islam dilakukan 
dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, orang Batak Muslim secara 
tidak langsung sudah diajari bahasa Indonesia. Dari ketiga keyakinan atau 
agama itu, pemeluk agama tradisional Batak memiliki tingkat kebertahanan 
bahasa Batak yang terkuat. Hal ini diikuti oleh Batak Kristen. Batak Muslim 
memiliki kebertahanan bahasa yang paling rendah. Dengan demikian, amalan 
dan praktik agama memiliki dampak terhadap kebertahanan bahasa Batak. 
Isl am Christianity 
Trad itio nal 
Belief and Rel igion 
+ 
Figure 6 Tingkat Kebertahanan Bahasa Berdasarkan Agama 
5. Kebijakan Bahasa Nasional dan Kebertah anan Bahasa Batak 
Tiga kelompok bahasa terkait dalam kebijakan bahasa di Indonesia, yakni 
bahasa nasional atau bahasa negara, bahasa daerah seperti bahasa Batak, 
dan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Esensi kebijakan bahasa nasional 
adalah mengedepankan dan mengutamakan pemakaian bahasa nasional atau 
bahasa negara, yakni bahasa Indonesia. Tujuannya adalah menguatkan 
bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dan pemersatu dalam kedau-
latan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan bahasa nasional juga 
bertujuan memperluas pemakaian bahasa Indonesia untuk komunikasi yang 
lebih luas berdasarkan pemakai dan pemakaiannya. Dengan kata lain, bahasa 
Indonesia dipromosikan dan diharapkan menjadi bahasa untuk hubungan 
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antarbangsa yang lebih luas dan semua ranah kehidupan. Dalam kerangka 
kebijakan nasional bahasa dan terutama dalam hubungannya dengan bahasa 
Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa daerah merupakan sumber pemer-
kaya bahasa Indonesia. Bahasa daerah juga berfungsi sebagai alat pemersatu 
penutur bahasa daerah di daerah dan sarana untuk pengungkapan budaya 
daerah. Bahasa asing dipelajari oleh pelajar Indonesia untuk memfasilitasi 
komunikasi yang lebih luas dengan orang asing dan memudahkan transfer 
ilmu dan teknologi untuk orang Indonesia. Di samping itu, bahasa asing di-
harapkan memberi sumbangan untuk pemerkayaan bahasa Indonesia. De-
ngan demikian, tujuan ideal implementasi kebijakan bahasa nasional adalah 
menciptakan warga negara Indonesia yang mengutamakan dan mengedepan-
kan bahasa Indonesia, menghargai bahasa daerah (bahasa ibu atau bahasa 
pertama) dan menguasai bahasa asing (Inggris, Prancis, Arab atau yang lain) . 
Orang Indonesia dengan penguasaan ketiga bahasa itu diharapkan mampu 
menghadapi kemajuan dan perubahan zaman dalam konteks global. Akan 
tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bahasa nasio-
nal itu tidak selari dengan perkembangan bahasa daerah dan pembelajaran 
bahasa asing. Dengan kata lain, walaupun kebijakan bahasa nasional secara 
proporsional telah menetapkan fungsi dan peran bahasa nasional a tau N ega -
ra, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah , dan bahasa asing, kesenjangan 
atau sikap dan perlakuan yang tidak seimbang telah terjadi terhadap ketiga 
bahasa itu. Kenyataannya orang Indonesia cenderung mengutamakan, me-
nguatkan, atau membangun sikap positif terhadap satu kelompok bahasa 
dengan kompensasi yang mahal terhadap dua kelompok bahasa yang lain. 
Sebagai contoh, orang Indonesia yang bersikap positif terhadap bahasa Indo-
nesia cenderung memiliki sikap negatif terhadap bahasa daerah dan bahasa 
asing. Begitu juga yang bersikap positif terhadap bahasa daerah cenderung 
memiliki sikap negatif terhadap bahasa Indonesia dan bahasa asing. Hal yang 
sama terjadi bagi mereka yang terlalu menghargai bahasa asing seperti 
bahasa Inggris cenderung tidak menghargai bahasa Indonesia dan bahasa 
daerah. Keadaan yang terakhir inilah yang dominan dengan keadaan orang 
Indonesia terlalu tinggi menghargai bahasa Inggris secara tidak proporsional. 
Ruang publik dan media massa penuh dengan, bahkan didominasi , oleh 
pemakaian bahasa lnggris atau yang bernuansa bahasa Inggris. 
Berdasarkan kenyataan saat ini dan sikap terhadap ketiga bahasa itu, 
kebertahanan bahasa Batak oleh penuturnya seperti diuraikan terdahulu 
berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bahasa nasional, khususnya 
di Sumatra Utara. Dalam kasus bahasa Batak di Provinsi Sumatra Utara, dua 
faktor teridentifikasi terkait dengan kebertahanan bahasa itu, yakni keter-
ikatan kepada warisan budaya dan amalan agama. Secara rinci dampak ke-
bertahanan bahasa Batak oleh penuturnya terhadap implementasi kebijakan 
bahasa nasional, khususnya di Sumatra Utara mencakupi hambatan, du-
kungan dan harapan seperti diuraikan berikut ini. 
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(1) Orang Batak yang memiliki kebertahanan bahasa yang terkuat atau 
tertinggi terhadap bahasa Batak cenderung menolak dan enggan 
terhadap implementasi kebijakan bahasa nasional. Akan tetapi , me-
reka sangat bermanfaat untuk dan mendukung pengembangan ba-
hasa Batak. Subsuku yang memiliki tingkat kebertahanan terkuat 
adalah Batak Toba (lihat Figura 2). Secara khusus , kelompok ini ada-
lah penganut agama tradisional (lihat Figura 6). 
(2) Orang Batak yang memiliki kebertahanan bahasa yang paling lemah 
atau terendah cenderung mendukung dan bermanfaat untuk imple-
mentasi kebijakan bahasa nasional. Akan tetapi, mereka kurang ber-
manfaat untuk pengembangan bahasa Batak itu. Subsuku yang me-
miliki tingkat kebertahanan yang terendah ini adalah orang Sima-
lungun (lihat Figura 2). Secara khusus, kelompok ini adalah Sima-
lungun Muslim (lihat Figura 6) . 
(3) Subsuku Angkola/Mandailing, Karo, dan Pakpak/Dairi cenderung 
moderat dalam sikap terhadap kebijakan bahasa nasional. Akan te-
tapi, peran agama untuk ketiga subsuku itu lebih kuat daripada 
ikatan budaya dalam membentuk sikap terhadap kebijakan bahasa 
nasional itu sehingga mereka dapat menyamai bahkan melebihi ke-
lompok Toba penganut agama tradisional atau Simalungun Muslim. 
Subsuku Angkola/Mandailing, Karo, dan Pakpak/Dairi Muslim cen-
derung lebih lemah atau lebih rendah daripada saudara mereka yang 
Kristen dalam kebertahanan bahasa Batak. Dengan demikian, Batak 
Muslim dari ketiga subsuku itu cenderung mendukung dan berman-
faat terhadap implementasi kebijakan bahasa nasional karena mereka 
cenderung menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-
hari , sementara saudara mereka yang Kristen cenderung memperta-
hankan bahasa Batak. 
(4) Makalah ini sebagian besar didasarkan pada pengamatan umum dan 
percakapan penulis dengan penutur di desa. Orang Batak yang tinggal 
di kota seperti Medan, Pematang Siantar, Binjai, Padang Sidempuan, 
serta Rantau Prapat dan telah berinteraksi dengan suku lain melalui 
perkawinan campuran, kegiatan bisnis, pendidikan dan lapangan lain 
cenderung moderat dan mendukung kebijakan bahasa nasional. Ada 
kemungkinan, adanya interaksi dengan suku lain menjadikan orang 
Batak cenderung berpandangan nasional dan bukan kesukuan lagi. 
Ada kemungkinan di kota juga orang Batak cenderung enggan dan 
tidak sependapat dengan kebijakan bahasa nasional tetapi sikap ini 
cenderung sikap pribadi dan bukan sikap sosial. Orang Batak dengan 
sifat mendukung ini merupakan harapan baik untuk implementasi 
kebijakan bahasa nasional. 
Dengan rujukan ke Grenoble dan Whaley (2006:18), Wurm (1998:192), 
dan Kinkade ( 1991: 160) skala dengan enam tingkat digunakan untuk 
mengukur keterancaman suatu bahasa, yakni (1) aman (safe), (2) berisiko (at 
risk), (3) mulai terancam (disappearing), (4) kondisi parah (moribund) , (5) 
hampir punah (nearly extinct), dan (6) punah (extinct). Tidak ada dialek atau 
Bahasa Batak yang berada pada tingkat aman. Paling tinggi kondisi bahasa 
Batak pada posisi berisiko. Tingkat keterancaman Bahasa Batak bervariasi di 
antara subsuku Batak itu. Tingkat keterancaman yang terparah adalah kon-
disi parah dengan keadaan bahasa Batak itu tidak lagi diajarkan kepada 
anak-anak. Hal ini terjadi di Simalungun yang dekat dengan daerah Melayu, 
seperti Bandar Tinggi atau Partimbalan yang berbatasan dengan Batubara. 
Penyebab keterancaman bahasa Simalungun ini adalah sikap penutur bahasa 
Simalungun. Penutur merasakan bahwa bahasa mereka tidak mampu me-
menuhi kebutuhan mereka untuk mencapai kesempatan atau keberuntungan 
sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas dan oleh karena semua itu me-
reka pindah ke dan menggunakan bahasa yang lain yang dapat memenuhi 
semua harapan mereka. Satu alternatif untuk keberuntungan yang lebih luas 
ini a dalah bahasa Indonesia atau bahasa asing. 
Kebertahanan bahasa Batak oleh penuturnya terealisasi dalam ranah 
agama: kegiatan keagamaan dan ajaran agama, budaya: pernikahan, tarian 
dan pesta adat, kegiatan jual beli di pasar, dan ranah keluarga. Bahasa Indo-
nesia digunakan untuk ranah pemerintahan dan pendidikan dalam konteks 
formal. Akan tetapi, orang Batak, terutama orang Angkola/Mandailing dan 
Toba, sering juga menggunakan bahasa Batak dalam situasi informal sesama 
teman di kantor pemerintah dan kegiatan bisnis . Penggunaan bahasa Batak 
di kantor ini terjadi di wilayah utama orang Batak, seperti di Tarutung dan 
Padang Sidempuan. Pada saat ini bahasa Simalungun telah dimasukkan 
dalam kurikulum sekolah dan diajarkan kepada murid SD. 
6. Simpulan 
Satu dari 746 bahasa daerah di Indonesia adalah bahasa Batak. Kebijakan 
bahasa nasional menetapkan secara seimbang atau proporsional fungsi dan 
peran tiga kelompok bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan 
bahasa asing. Bahasa Batak memiliki kebertahanan yang tingkatnya bervari-
asi berdasarkan ciri budaya, karakter, dan temperamen subsuku Angkola/ 
Mandailing, Toba, Simalungun, Karo, dan Pakpak/Dairi. Amalan agama juga 
mempengaruhi kebertahanan bahasa Batak. Orang Batak yang memiliki 
kebertahanan bahasa yang kuat terhadap bahasa Batak cenderung enggan 
dan menampik implementasi kebijakan bahasa nasional. Sebaliknya, orang 
Batak dengan tingkat kebertahanan bahasa Batak terendah cenderung men-
dukung dan bermanfaat untuk kebijakan bahasa nasional. Akan tetapi, me-
reka yang tinggal di kota cenderung moderat dan merupakan harapan untuk 
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mendukung kebijakan bahasa nasional. Disarankan agar Pusat Bahasa mem-
pertimbangkan tingkat kebertahanan bahasa ini dalam menerapkan kebijak-
an bahasa nasional. 
242 
DAFTAR PUSTAKA 
Grenoble, L. A dan L. J. Whaley. 2006. Saving Languages: an Introduction to 
Language Revitalization. New York: Cambridge University Press. 
Kinkade, M.D. 1991. "The Decline of Native Languages in Canada". Dalam 
Robbins, F.E. and E . Uhlenbeck (Eds) Endangered Languages. Oxford: 
Berg Publishers. 
Pusat Bahasa. 2008 . Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Jakarta: Pusat 
Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 
Sibeth, A. 1991. The Batak: Peoples of the Island of Sumatra. London: Thames 
and Hudson. 
Wurm, S.A. 1998. "Methods of Language Maintenance and Revival with 
Selected Cases of Language Endangerments in the World". Dalam Kazuto 
Matsumura (Ed.) Studies in Endangered Languages, 191-211. Papers 
from the International Symposium on Endangered Languages . Tokyo, 
18-20 November 1995. Tokyo: Hituzi Syobo. 
243 
NEOLOGISME: 




Jurusan Bahasa dan Sastra 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Terbuka 
Abstract 
This paper aims to discuss neologism in Indonesian. The main objective is to 
identify the creation of new lexical units through professional translation 
activities, particularly the translation of neologism in economics text from 
English into Indonesian. As far as the methodology is concerned, a parallel 
corpus has been designed as a study corpus which consists of the English 
source text and the Indonesian target text. For this purpose, a number of 
translated economics textbooks have been randomly chosen. They represent 
economics text as a genre. The data is processed by utilizing WordSmith 
Tools version 5.0, a computer program that has been widely used in Corpus 
Linguistics research . A list of Keywords involving the British National Corpus 
as a referent corpus is provided for the elicitation of neologism in the source 
text. A comparative study involving their equivalents in Indonesian is then 
undertaken. Research findings show that new forms comprising collocations 
and acronyms (apart from eponyms, new coinages, derived words and 
phrasal words) are those dominant types of neologism adapted from the 
source language through translating economics text. Within the context of 
language planning here in Indonesia, particularly corpus planning, the 
creation of Indonesian-oriented new terms in economics by professional 
translators seems to be a dynamic and sustainable process that could 
enrich Glosarium Istilah Asing-Indonesia by Pusat Bahasa, an effort to 
modernize Indonesian through translating neologism in economics text. 
Keywords: neologism, economics text, corpus planning, parallel corpus, 
translation, language planning 
1. Pendahuluan 
Ungkapan metaforis DO NOT Leave Your Language Alone27 (Fishman, 2006) 
merupakan sebuah peringatan dini bagi para pemangku kepentingan perenca-
naan bahasa, khususnya dalam hal perencanaan korpus28. Dalam konteks 
komunikasi global lintas budaya, pengaruh sebuah bahasa yang dominan 
27 Sebuah realisasi dari peta konseptual LANGUAGES ARE OBJECTS (Lakoff dan Johnson, 1980). 
Bahasa dianalogikan dengan sebuah objek yang dapat ditinggalkan di satu tempat. 
2a Para pamangku kepentingan (stakeholder) perencanaan bahasa, menurut (Cooper, 1989: 183-
184), terdiri atas penulis, penyair, linguis, guru bahasa, leksikograf, penerjemah (di samping 
misionaris , tentara, legislator, dan administrator). 
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pada era globalisasi terhadap bahasa yang lain merupakan sebuah realitas 
kebahasaan yang tidak dapat dihindari. Sejalan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, bahasa-bahasa yang saling bersentuhan melalui 
berbagai aspek kehidupan sating berkontribusi secara positif. Salah satu 
aspek bahasa yang mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah 
bidang terminologi yang berisi kumpulan istilah-istilah khusus (technical term) 
yang terbentuk dalam berbagai bidang ilmu yang menjadi domain neologis-
me29, yaitu kata-kata baru yang diciptakan dalam sebuah bahasa sebagai 
dampak dari perkembangan ilmu dan teknologi, termasuk istilah-istilah 
dalam bidang ekonomi. 
Dalam konteks perencanaan bahasa Indonesia, sejumlah istilah baru 
telah diciptakan, antara lain, melalui kegiatan penerjemahan teks bidang 
ekonomi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Upaya penciptaan istilah-
istilah baru tersebut antara lain dimaksudkan untuk lebih memodernkan 
bahasa Indonesia (Moeliono, 1989:64-74 dan 195-202) sehingga dalam 
komunikasi lintas budaya dapat sejajar dengan bahasa-bahasa lain di dunia 
(Cooper, 1989: 149-153)30. Dalam upaya untuk merespons kebutuhan ma-
syarakat akan istilah-istilah dwibahasa yang melibatkan bahasa asing dan 
bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia telah meluncurkan sebuah produk kebahasaan yang dikenal 
dengan Glosarium Istilah Asing-Indonesia, sebuah program yang berisi data-
base istilah-istilah dalam berbagai bidang ilmu dasar. 31 Dalam pengembang-
annya, juga telah dilibatkan pakar-pakar kebahasaan dari tiga negara dan 
bahasa serumpun, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia yang 
tergabung dalam sebuah asosiasi yang dikenal dengan nama Majelis Bahasa 
Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim). Program tersebut ternyata 
sangat membantu para pengguna bahasa ketika mereka dihadapkan pada 
satu kondisi dilematis, apakah akan memilih padanan istilah-istilah asing 
yang sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia atau tetap meneruskan tra-
disi mereka masing-masing yang selama ini dipraktikkan dalam kegiatan 
penerjemahan profesional ketika memilih padanan istilah-istilah khusus 
29 Neologisme secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata neo 'baru' dan logos 'kata' 
sehingga neologisme berarti pembentukan kata-kata baru yang melibatkan dua bahasa yang 
berbeda atau lebih, termasuk di dalamnya pembentukan istilah asing-lndonesia. 
JO Modernization, menurut Cooper ( 1989: 149) , merupakan kriteria ketiga pengembangan bahasa 
di samping graphization, standardization, codification, dan elaboration). Modernisasi bahasa ada-
lah sebuah proses bagaimana sebuah bahasa layak dijadikan sebagai alat komunikasi terkait 
dengan topik-topik modern dan dalam berbagai bentuk wacana. 
31 Yang terdiri atas (1) ilmu dasar: Biologi, Fisika, Kimia, dan Matematika; (2) ilmu terapan me-
liputi Farmasi, Kedokteran, Kedokteran Hewan, Perhutanan, Perikanan, Pertanian, Peternakan, 
Teknik Automotif, Teknik Dirgantara, Teknik Kapa! Terbang, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Teknik 
Pertambangan, Teknik Sipil, Teknologi Informasi; (3) ilmu humaniora meliputi Agama Islam, 
Antropologi, Arkeologi, Ekonomi, Filsafat, Fotografi dan Film, Ilmu Politik, Keuangan, Komunikasi 
Massa, Linguistik, Pendidikan, Sastra, dan Sosiologi. 
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dalam teks bidang ilmu tertentu yang mereka terjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia. 
Namun, dilihat dari sebaran istilah-istilah asing yang sudah dibakukan 
dalam bahasa Indonesia, seperti yang disajikan dalam database glosarium 
istilah tersebut di atas, lebih menonjolkan rentangan pola kolokasi L4 + L3 + 
L2 + Ll + Node + Rl + R2 + R3 + R4 (Sinclair, 1991; Stubbs, 2001)32 . 
Berdasarkan pendekatan berbasiskan korpus yang lebih mengutamakan 
frekuensi kemunculan pola-pola bahasa, kemunculan pola kolokasi tersebut 
di atas, khususnya dalam teks bidang ekonomi, tidak terlalu signifikan. 
Namun, diakui bahwa istilah-istilah dengan pola bahasa dengan rentangan 
yang relatif panjang tersebut merupakan istilah penting dalam bidang yang 
relevan. Misalnya, istilah price elasticity of demand yang dalam bahasa 
Indonesia dipadankan dengan dua alternatif istilah, yaitu 'keanjalan permin-
taan harga' dan 'elastisitas-harga permintaan'. 
Berbeda dengan pola kolokasi tersebut di atas, pola kolokasi yang lebih 
sempit, yaitu Ll + Node + Rl yang kemunculannya jauh melebihi pola 
kolokasi tersebut di atas belum seluruhnya terakomodasi dalam program 
Glosarium Istilah Asing-Indonesia, seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut. 
Tabel 1: Pola Kolokasi Ll +Node+ Rl untuk Kata PRICE 
Total Total 
N Word With Relation Texts Total Left Right Ll Centre Rl 
1 PRICE price 0 80 3226 9 9 9 3208 9 
2 LEVEL price 0 11 297 0 297 0 0 297 
3 EQUILIBRIUM price 0 14 100 97 3 97 0 3 
4 ELASTICITY price 0 8 96 0 96 0 0 96 
5 INDEX price 0 6 92 0 92 0 0 92 
6 MARKET price 0 19 85 83 2 83 0 2 
7 CONSUMER price 0 6 79 79 0 79 0 0 
8 WORLD price 0 9 79 78 1 78 0 1 
9 GIVEN price 0 12 70 68 2 6 8 0 2 
10 STOCK price 0 11 65 65 0 65 0 0 
11 DOMESTIC price 0 6 54 51 3 51 0 3 
12 SHARE price 0 12 51 51 0 51 0 0 
13 DISCRIMINATION price 0 4 50 0 50 0 0 so 
14 HIGHER price 0 18 48 46 2 46 0 2 
15 LOWER price 0 13 45 44 44 0 1 
16 RISES price 0 12 44 1 43 1 0 43 
17 CEILING price 0 3 43 0 43 0 0 43 
18 RELATIVE price 0 8 38 38 0 3 8 0 0 
32 Node adalah kata kunci yang berkolokasi dengan sejumlah kata lain dalam sebuah konstruksi 
frasa . L adalah kata-kata yang muncul sebelum kata kunci tersebut, sedangkan R adalah kata-
kata yang muncul setelah kata kunci. 
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19 FLOOR price 0 2 34 0 34 0 0 34 
20 PAID price 0 9 31 0 31 0 0 31 
21 EQUALS price 0 6 30 0 30 0 0 30 
22 FACTOR price 0 8 29 29 0 29 0 0 
23 DISTORTIONS price 0 7 28 0 28 0 0 28 
24 FALLS price 0 12 27 0 27 0 0 27 
25 LOW price 0 15 25 24 1 24 0 1 
26 HIGH price 0 10 24 24 0 24 0 0 
Seperti yang terlihat pada Tabel 1, pola kolokasi equilibrium price (Ll + Node) 
memiliki frekuensi kemunculan tertinggi kedua (yaitu 97) setelah pola kolo-
kasi price level dengan frekuensi kemunculan 297. Ironisnya, dalam Glosa-
rium Istilah Asing-Indonesia pola kolokasi tersebut dikategorikan ke dalam 
istilah bidang perikanan dan istilah bidang politik dengan padanan 'harga 
keseimbangan', padahal dalam bidang ekonomi penggunaannya sangat 
dominan. Di samping itu, pola kolokasi price ceiling (Node + Rl) dalam TSa 
oleh seorang penerjemah profesional dipadankan dengan istilah 'batas harga 
tertinggi'. Secara kontradiktif, dalam glosarium yang dimaksud justru ditam-
pilkan dalam pola kolokasi yang sebaliknya, yaitu Ll + Node, seperti pada 
frasa ceiling price 'harga pagu' dalam bidang ekonomi. Kombinasi unsur-unsur 
leksikal tersebut merupakan kosakata yang sudah ada dalam bahasa Indo-
nesia, tetapi ketika unsur-unsur leksikal tersebut bergabung dalam sebuah 
konstruksi frasa sebagai produk penerjemahan, sebuah makna baru tercipta. 
Seperti yang telah disinggung di atas, istilah equilibrium price digunakan 
secara luas dalam teks bidang ekonomi. Namun, dalam teks terjemahan di-
padankan dengan dua alternatif padanan istilah, yaitu 'harga keseimbangan' 
dan 'harga ekuilibrium'. Kedua padanan istilah asing tersebut dalam bahasa 
Indonesia mencerminkan selera bahasa atau gaya bahasa penerjemah (Baker, 
2000:241-266) yang juga mengacu pada metode penerjemahan yang dianut, 
apakah lebih bias atau memberi penekanan pada bahasa sumber (BSu) atau 
pada bahasa sasaran (BSa). Penerjemah X memilih padanan 'harga keseim-
bangan' untuk istilah equilibrium price, sedangkan penerjemah Y lebih me-
milih padanan 'harga ekuilibrium'. 
Pada Tabel 2 disajikan beberapa istilah dalam berbagai bidang ilmu 
dasar dalam Glosarium Istilah Asing-Indonesia yang juga ditemukan dalam 
korpus teks terjemahan Bidang Ekonomi. 
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Tabel 2: Glosarium Istilah Asing-Indonesia Lintas Bidang Ilmu 
Glosarium lstilah Asing-Indonesia Teks Terjemahan Bidang 
Pusat Bahasa Ekonomi 
lstilah Bidang Ilmu Bidang Ekonomi 
Dasar 
supply and demand (permintaan Politik supply and demand (permintaan 
dan penawaran) dan penawaran) 
household income (pendapatan Sosiologi household income (pendapatan 
rumah tangga) rumah tangga) 
labor (tenaga kerja) Perikanan labor force (tenaga kerja) 
labor (melahirkan) Biologi 
labour force [Br.El; labor force Antropologi labor force [Am.El (tenaga kerja) 
[Am.El (tenaga kerja)33 
Neologisme terbentuk sebagai hasil dari sebuah proses kreatif penulis 
teks sumber (TSu) sehingga tercipta begitu banyak istilah baru yang terhim-
pun dalam terminologi bidang ilmu tertentu, seperti ilmu ekonomi (sebagai 
salah satu cabang ilmu sosial). Pembentukan kata-kata baru (new words), 
seperti akronim LDC, GNP, GDP, dan EVA merupakan sebuah fenomena neo-
logisme34 dalam teks bidang ekonomi sebagai teks khusus (technical text). 
Akronim EVA, misalnya, dalam bidang ekonomi, khususnya dalam teks mana-
jemen, merupakan sebuah singkatan dari Economic Value-Added yang oleh 
penerjemah dalam korpus penelitian ini dipadankan dengan 'nilai tambah 
ekonomis'. Bagaimana neologisme dalam teks bidang Ekonomi (TSu) diterje-
mahkan ke dalam bahasa Indonesia (BSa) oleh penerjemah akan sangat 
menarik untuk dikaji. 
Penelitian di bidang studi penerjemahan menunjukkan bahwa penerje-
mah sering kali menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan neologisme 
dalam teks nonfiksi (Newmark, 1988:140) . Perbedaan pilihan padanan sangat 
tergantung pada prinsip atau metode penerjemahan yang dianut oleh setiap 
penerjemah: apakah lebih mengutamakan makna TSu dalam teks sasaran 
(TSa), yakni bahasa Indonesia, atau lebih berorientasi pada BSu (Newmark, 
33 Padanan istilah labour force [Brit.E.] dalam Glosarium Istilah Asing-Indonesia diberi dua alter-
natif padanan, yaitu 'biaya tenaga kerja' dan 'kos tenaga kerja'. Kedua padanan yang sama juga 
diberikan pada istilah yang berbeda, yaitu labour force. Dalam korpus yang digunakan dalam pe-
nelitian ini, padanan yang dipilih untuk frasa labour force adalah 'angkatan kerja' yang juga 
diberikan pada frasa labor force dalam Am.E. Perbedaan ejaan (spelling) antara dua dialek bahasa 
Inggris tersebut telah merancukan para pengguna program tersebut, terlepas dari kesalahan 
teknis pada saat mengembangkan program tersebut. 
34 Neologisme adalah " ... newly coined lexical units or existing lexical units that acquire a new 
sense .. . " (Newmark , 1988:140). 
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1988; Hoed, 2006). Penerjemah X yang memilih padanan 'harga keseimbang-
an' lebih berorientasi pada bahasa Indonesia, sedangkan penerjemah Y 
dengan pilihan padanan 'harga ekuilibrium' sangat setia dengan bentuk BSu. 
Neologisme dalam bahasa Indonesia seperti yang digambarkan secara sepin-
tas di atas merupakan sebuah fenomena pembentukan istilah yang sangat 
menarik untuk dicermati yang menjadi fokus dari makalah ini yang didasar-
kan pada pendekatan korpus. 
2 . Kajian Terdahulu 
Batasan istilah "neologisme", yaitu penggunaan kata baru dan ungkapan 
lama dengan makna baru, antara lain dikemukan oleh Newmark (1988:140-
150). Ia mengategorikan neologisme menjadi dua belas jenis yang kemudian 
dibagi lagi menjadi dua bagian besar: (a) unsur-unsur leksikal dengan makna 
baru (existing lexical items with new s enses/ old words with new sense) yang 
terdiri atas (1) kata3s; (2) kolokasi [yang sudah ada dengan makna baru]36; (b) 
bentuk baru (new forms) yang meliputi (1) new coinages37; (2) derived words38; 
(3) abbreviations39; (4) [new] collocations40; (5) eponyms41; (6) phrasal words42; 
(7) transferred words43; (8) acronyms44; (9) pseudo-neologism4s; ( 10) inter-
nationalisms46. Sementara itu, Kafandaris (1995:245-253) mengelompokkan 
35 Misalnya kata sophisticated pada kalimat: . . some s mall businesses have very sophisticated 
planning processes and forma l plans, yang secara harliah lebih mengacu pada ungkapan 
sophisticated persons (yaitu orang yang mengetahui pentingnya buclaya, fashion, clan lain-lain 
secara sosial) clan ungkapan sophisticated machines (yaitu mesin berteknologi tinggi). 
36 Misalnya pola kolokasi (yang suclah acla, tetapi memiliki makna baru) seperti pacla kalimat By 
providing high-quality products or services, an organization differentiates itself from its rivals, yang 
terbentuk clari pola kolokasi high quality (adjective + noun) yang sudah acla clengan nomina 
product sehingga terbentuk pola kolokasi baru: high-quality products. 
3 7 Misalnya merek dagang Nokia. 
38 Misalnya prefix: neo- (berasal dari bahasa Latin yang berarti new, recent atau later) pacla 
konsep neoMarxist. 
39 Misalnya singkatan neolib sebagai bentuk singkatan clari neoliberalism (yaitu mazhab ekonomi 
yang lebih berorientasi pacla ekonomi pasar bebas, terbuka terhadap perdagangan internasional 
clan investasi asing sehingga yang kaya akan semakin kaya clan yang miskin akan semakin 
miskin; atau sering clicap tidak pro-rakyat kecil). Misalnya, "Neoliberalism /Neolib] and income 
distribution in Latin America". 
4 0 Misalnya pola kolokasi baru: capital flight (noun + noun) pacla kalimat Landlords, business 
leaders, politicians, and other rich elites are known to ... seek safe havens abroad for their savings 
in the form of capital flight. 
41 Yaitu kata baru yang terbentuk dari proper names. Misalnya, kata Keynesian pada kalimat 
Keynesian model developed by Lord John Maynard Keynes in the early 1930s to explain the cause 
of economic depression and hence the unemployment of that period. 
4 2 Yaitu kata baru yang terbentuk sebagai akibat clari perubahan kelas kata: verba menjadi 
nomina. Misalnya, kata trade-offpacla kalimat "Growth vs. basic needs: Is there a trade-off?' 
43 Yaitu kata baru yang clitransfer dari bahasa asing di mana hanya satu komponen makna saja 
yang dipertahankan clalam bahasa yang mengadopsinya. Biasanyanya kata-kata yang berkaitan 
clengan media atau produk tertentu. Misalnya Nike competes against Reebok, Adidas, and Fila 
among other" yang mengacu pada produk sepatu. 
44 Misalnya, akronim LDCs (Less Developing Countries) . 
4 5 Misalnya, kata umum (generic word) mewakili kata khusus (specific word): investment ratio. 
46 Misalnya, kata byte dalam domain komputer secara internasional clieja menjacli bite. 
249 
neologisme ke dalam enam kategori: (1) Scientific Terms"7 ; (2) Initials4B; (3) 
Name-Attributes49; (4) Colloqualismsso; (5) Metaphorssi; (6) Economic Strories52 . 
Definisi neologisme yang lain juga dikemukankan oleh Rey (1995:77): "a 
unit of the lexicon, a word, a word element or a phrase, whose meaning, or 
whose signifier-signified relationship, presupposing an effective function in a 
specific model of communication, ... " yang lebih menekankan komponen dan 
fungsi neologisme dalam konteks komunikasi tertentu. Untuk merespons per-
ubahan sosial yang begitu cepat, neologisme diciptakan melalui tiga tahapan: 
(1) penciptaan kata-kata dan frasa-frasa baru; (2) penyerapan kata dari 
bahasa asing; dan (3) pemberian makna baru terhadap kata-kata yang sudah 
ada (Choi, 2006: 189). 
Penelitian di bidang studi penerjemahan menunjukkan bahwa penerje-
mah sering kali menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan neologisme 
dalam teks nonfiski (Newmark, 1988: 140). Kajian tentang penerjemahan 
neologisme dalam teks bidang sastra dilakukan oleh Heged-s (2004). Ia 
meneliti bagaimana proses penerjemahan neologisme (walaupun bersifat 
imajinatif) dalam dua novel karya Douglas Adams yang berjudul The 
Hitchhike's Guide to the Glaxy dan The Restaurant at the End of the Universe 
(TSu) ke dalam bahasa Hungaria (sebagai objek penelitian). Secara metodo-
logis, semua neologisme dalam TSu dan padanannya dalam TSa diidentifikasi 
dan kemudian dikelompokkan ke dalam delapan kategori: kelompok 1 (men-
cakup nama-nama hewan, tumbuhan, dan berbagai jenis makanan dan mi-
numan); kelompok 2 (mencakup kelompok, institusi, organisasi, perusahaan, 
universitas, dan lain-lain); kelompok 3 (mencakup nama-nama orang dan 
makhluk hidup lainnya); kelompok 4 (mencakup istilah geografis, planet, 
bintang, kota); kelompok 5 (mencakup jenis-jenis bentuk kehidupan pada 
kelompok 4); kelompok 6 (mencakup istilah-istilah teknis dalam ruang 
angkasa, alat musik, persenjataan, alat elektronik dan cabang olah raga 
baru); kelompok 7 (mencakup warna, material, peristiwa sejarah, teori, ilmu 
pengetahuan, bidang ilmu tertentu, kegiatan, pekerjaan, hadiah, gelar, unit 
ukuran dan mata uang); kelompok 8 (mencakup slang, ungkapan khusus dan 
bentuk-bentuk khusus lainnya). Untuk setiap jenis neologisme, hanya pe-
munculan neologisme pertama dalam TSu yang dicatat agar pengumpulan 
data lebih sederhana. 
Untuk menjawab masalah penelitian tersebut, ia mengkaji berbagai 
prosedur penerjemahan (Newmark 1988:82) yang digunakan oleh penerjemah. 
Ia tidak saja mengadaptasi beberapa jenis neologisme menurut Newmark, 
4 1 Misalnya, istilah "nonautoregressive" (ususua~. 
4a Misalnya, akronim SURE: seemingly unrelated regression equations. 
49 Misalnya, istilah Faustmann-Ohlin Theorem vs Heckscher-Ohlin Model. 
50Misalnya, istilah sticky (rents and prices). 
51Misalnya, istilah shadow prices. 
52Misalnya, istilah "one construct theories". 
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tetapi juga beberapa prosedur penerjemahan yang diusulkan oleh Newmark, 
termasuk Klaudy (2003), yaitu transference53, transliterations4, naturalisationss, 
addition56, omission57, compensationss, semantic translations9 dan total transfor-
mation60. Namun, ia menggunakan istilah yang berbeda, yaitu translational 
operations6I. 
Sebuah pertanyaan yang dapat diajukan di sini adalah: mengapa kajian 
tentang neologisme atau pembentukan istilah baru dalam bahasa Indonesia 
menjadi penting? Kajian ini dilakukan setelah mengamati beberapa aspek 
yang belum tercakup dalam program Glosarium Istilah Asing-Indonesia. De-
ngan mengacu pada kata pengantar pada program tersebut, secara metodolo-
gis setidaknya terdapat tiga hal penting yang menjadi fokus dalam makalah 
ini, yaitu (1) pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan glosarium yang 
dimaksud belum mencerminkan semua pemangku kepentingan dalam pe-
ngembangan atau perencanaan bahasa, seperti yang juga telah disinggung 
pada bagian Pendahuluan; (2) perencanaan korpus, khususnya bidang eko-
nomi, yang mungkin belum memenuhi kriteria atau kategori dalam mende-
sain korpus untuk keperluan pembentukan istilah asing-Indonesia (Cooper, 
1989: 125; Bowker dan Pearson, 2002; Olohan, 2004:45-56); (3) istilah-istilah 
asing-Indonesia dalam glosarium edisi pertama tersebut masih perlu lebih 
disempurnakan lagi62. Dengan kata lain, dalam makalah ini diperkenalkan 
sebuah metodologi alternatif yang bertujuan untuk merespons ketiga hal 
tersebut di atas, terutama bagaimana istilah-istilah asing-Indonesia atau 
neologisme dalam bidang ekonomi (khususnya yang tidak terdapat dalam 
3 Yaitu " ... the process oftransferring a SL word to a TL text ... " (Newmark, 1988:81). 
• 
1 Yaitu " ... cases where the graphological units of the SL name are replaced by TL graphological 
units ... " (Vennes, 2003:93) 
'·
5 Yaitu " ... adapts the SL word first to the nomial pronunciation, then to the normal morphology 
(word-forms) of the TL .. . " (Newmark, 1988:82) . 
'·6 Yaitu penambahan kata, ungkapan, atau kalimat dalam TSa yang tidak ditemukan dalam TSu. 
Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa pengetahuan pembaca TSa tidak sama dengan 
pengetahuan pembaca TSu 
57 Diterapkan karena adanya perbedaan latar belakang pengetahuan antara pembaca TSu dan 
pembaca TSa. (Klaudy 2002). 
58 Yaitu ''. .. when loss of meaning sound-effect. metaphor or pragmatic effect in one part of a 
sentence is compensated in another part, or in a contiguous sentence ... " (Newmark, 1988:90). 
59 Newmark menggunakan tenninologi transparent translation ( 1981). Prosedur ini digunakan 
untuk menerjemahkan istilah-istilah budaya TSu agar dapat dipahami oleh pembaca TSa dalam 
konteks budaya BSa. 
"
0 Klaudy (2002). sedangkan Vermes (2003:94) menggunakan istilah modification, yaitu "the 
process of choosing for the TL name a TL substitute which is logically, or conventionally, unrelated or 
only partly related to the original'. Hoed (2005:8) menyebutnya modulasi (sebagai salah satu 
teknik penerjemahan), yaitu pemadanan dalam TSa yang secara semantik memiliki sudut 
pandang yang berbeda dengan yang terdapat dalam TSu namun diupayakan agar pesan atau 
maksud yang disampaikan lebih kurang sama antara keduanya. 
6 1 Para pakar studi penerjemahan lainnya menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk isWah 
procedures (Newmark 1988:82). Klaudy (2003: 167) dan Vennes (2003:89) menggunakan istilah 
operations. Hervey (1995:20) menggunakan tenninologi techniques, sementara Vallo (2002:64) 
menggunakan istilah strategies. 
"
2 Glosarium Jstilah Asing-Indonesia (edisi pertama) hanya berisi 182 .415 istilah. 
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Glosarium Istilah Asing-Indonesia) diciptakan oleh para penerj~mah profesio-
nal (sebagai salah satu pihak yang seharusnya terlibat dalam kegiatan pem-
bentukan istilah dalam konteks perencanaan bahasa Indonesia). 
Secara teoretis dan empiris , penerjemahan dapat memberikan kontri-
busi yang positif terhadap pembentukan istilah-istilah baru dalam bahasa 
Indonesia. Dengan menggunakan kata-kata yang sudah ada dalam bahasa 
Indonesia, dapat diciptakan kombinasi kata yang maknanya sama sekali 
baru. Misalnya, frase deadweight loss dalam bidang ekonomi diterjemahkan 
menjadi 'kerugian beban baku' (kerugian yang diderita oleh perusahaan atau 
seseorang karena beban pajak) yang dibentuk dari tiga unsur leksikal, yaitu 
'kerugian', 'beban', dan 'baku' yang masing-masing memiliki makna harfiah 
tersendiri63. Fenomena pembentukan istilah tersebut disebut neologisme. 
Pertanyaan penelitian yang dapat diajukan, antara lain, adalah bagaimana 
kontribusi neologisme (sebagai dampak positif dari kegiatan penerjemahan) 
terhadap bahasa Indonesia. 
3. Metodologi 
Metodologi penelitian yang dimaksud terdiri atas tiga komponen, yaitu meto-
de, pengumpulan data, dan pemrosesan data. Dalam penelitian ini dipilih me-
tode induktif dengan cara mengamati kemunculan pola-pola bahasa dalam 
korpus TSu dan padanannya dalam TSa sebelum sampai pada sebuah gene-
ralisasi. Terkait dengan pengumpulan data untuk dianalisis , sebuah korpus 
paralel dikembangkan yang berisi korpus TSu yang memuat kumpulan teks 
elektronik dalam bidang Ekonomi dan korpus TSa yang berisi hasil terjemah-
annya dalam bahasa Indonesia. Pada Tabel 3 dan Tabel 4 disajikan gambaran 
umum sumber teks , besar dan cakupan korpus paralel yang digunakan dalam 
penelitian ini. 
Tabel 3: Gambaran Umum Korpus Paralel (TSu dan TSa) 
C!Rl-CIRI KORPUS PARALEL (TSU & TSa) 
0 J enis korpus o Paralel 
0 Bahasa sasaran o Bahasa Indonesia 
0 Bahasa sumber o Bahasa Inggris 
0 Medium o Ragam tulis , buku teks ekonomi untuk 
para mahasiswa dan dosen 
0 Periode penerbitan o Dari tahun 2001-2005 
0 Besar teks (size of text) o Teks lengkap (full-text) 
63 Kata nomina 'kerugian' dalam KBBI (2003) antara lain diberi definisi 'perihal rugi '. Misalnya '. .. 
kerugian perusahaan itu telah teratasi'. 
Kata nomina beban' dalam KBBI (2003) antara lain diberi definisi 'barang (yg berat) yg dibawa 
(dipikul, dijunjung dsb) '. 
Kata nomina baku ' dalam KBBI (2003) antara lain diberi definisi 'pokok, utama'. 
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o Genre o Nonfiksi 
o Jenis korpus terjemahan 
(translational corpus type) 
o Terjemahan langsung (direct translation) 
o Penerjemah o Penerjemah profesional 
Tabel 4: Besar, Cakupan dan Distribusi Korpus Paralel (TSu dan TSa) 
TSu 
1) Principles of Economics, 2rd edition, 
2001 
Jumlah Token: ±373.057 kata 
Jumlah Penulis: 1 
Jumlah Buku: 1 
2) Principles of Economics, 3rd edition, 
2003 
Jumlah Token: ±356.096 kata 
Jumlah Penulis: 1 
Jumlah Buku: 1 
3) Economic Development, Eighth 
Edition. 
Jumlah Token: ±384.303 kata 
J umlah Pen ulis: 2 
Jumlah Buku: 1 
4) Management, 7th edition 
Jumlah Token: ±278.316 kata 
Jumlah Penulis: 2 
Jumlah Buku: 1 
5) EVA and Value-Based Management 
Jumlah Token: ±136.376 kata 
Jumlah Penulis: 1 
Jumlah Buku: 1 
TS a 
1) Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Jilid 
1 & Pengantar Ilmu Ekonomi Makro 
Jilid 2, 2002 
Jumlah Token: ±401.109 kata 
Jumlah Penerjemah: 1 
Jumlah Buku: 2 
Penerbit Lokal: Erlanga 
2) Pengantar Ekonomi Mikro, Edisi 3 
dan Pengantar Ekonomi Makro, Edisi 
3, 2004 
Jumlah Token: ±292.865 kata 
Jumlah Penerjemah: 1 
Jumlah Buku: 2 
Penerbit Lokal: Salemba Empat 
3) Pembangunan Ekonomi di Dunia 
Ketiga, Edisi Kedelapan, Jilid 1 dan 2 
Jumlah Token: ±450.825 kata 
Jumlah Penerjemah/Tim: 2 
Jumlah Buku: 2 
Penerbit Lokal: Erlangga 
4) Manajemen, Edisi 7, Jilid 1 dan 2 
Jumlah Token: ±284. 929 kata 
Jumlah Penerjemah: 1 
Jumlah Buku: 2 
Penerbit Lokal: PT Indeks 
5) EVA and Value-Based Management 
Jumlah Token: ±135.557 kata 
Jumlah Penerjemah/Tim: 2 
Jumlah Buku: 1 
Penerbit Lokal : Salemba Empat 
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Jumlah Total Token= 1.528. 148 Jumlah Total Token= 1.565.285 
Setelah korpus TSu ijumlah token= 1.528.148) dan TSa Uumlah token= 
1.565.285) diperoleh, proses selanjutnya adalah mendapatkan daftar kata 
kunci (keyword) dalam korpus TSu dan TSa. Dengan menggunakan perangkat 
lunak komputer bernama WordSmith Tools versi 5.0 sebuah daftar kata kunci 
(keyword) dalam TSu dibuat. Daftar kata kunci tersebut diperoleh dengan 
membandingkan daftar kata (wordList) dalam TSu sebagai korpus primer 
(study corpus) dengan daftar kata dalam British National Corpus64 sebagai 
korpus pembanding (referent corpus) . Perbandingan jumlah token antara 
keduanya adalah 1:5, seperti kebanyakan penelitian di bidang Korpus 
Linguistik (Seratan, 2003). Pemilihan kata kunci tersebut dibatasi sampai 500 
kata dengan frekuensi kemunculan minimal 200. 
Dengan menggunakan kata kunci yang dimaksud, pemunculan neolo-
gisme dalam TSu, khususnya kolokasi dan akronim, serta padanannya dalam 
Tsa, dapat diidentifikasi. 65 Identifikasi kolokasi hanya dibatasi pada pola-pola 
dengan rentangan yang sangat pendek, yaitu Ll + Node + Rl yang memang 
sangat dominan dalam teks bidang ekonomi, termasuk beberapa akronim. 
Pada tahap berikutnya dilakukan analisis kualitatif terhadap pemilihan pa-
danan neologisme TSu dalam TSa oleh penerjemah. 
4. Hasil dan Pembahasan 
Pada bagian ini akan disajikan hasil identifikasi terhadap neologisme dalam 
korpus TSu dan TSa66, kemudian diikuti dengan pembahasan terhadap 
temuan-temuan yang diperoleh. 
1) Hasil Identifikasi Neologisme dalam TSu dan TSa 
Setelah memproses data atau korpus TSu (yaitu berupa daftar kata) dan 
korpus pembanding (yaitu daftar yang diekstrak dari BNC) secara statistik, 
maka diperoleh daftar kata kunci dalam TSu, seperti yang terlihat pada Tabel 
5 berikut. 
6 4 Meskipun TSu ditulis dalam dialek bahasa Inggris Amerika, penggunaan British National Corpus 
(BNC) ternyata lebih praktis (format .bet) dan lebih besar karena berisi sekitar 100 juta kata, 
s edangkan American National Corpus (ANC 2nd Release) hanya berisi sekita r 14 juta k a ta de ngan 
format file html yang cenderung lebih besar kapasitasnya. 
65 Karena keterbatasan waktu , dalam makalah ini hanya digunakan 5 ka ta kunci saja. Dalam pe-
nelitian lanjutan, identifikasi terhadap neologisme dalam TSu dapat menggunakan seluruh kata 
kunci sehingga temuan-temuan dalam penelitian tersebut a kan lebih komprehensif yang pa da 
akhirnya dapat memperkaya database Glosarium lstila h Asing-Indonesia. 
66 Lihat bagia n 3 .1 tenta n g Has ii Identifikas i Neologis me dala m TSu d a n TSa . 
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Tabel 5: Daftar Kata Kunci dalam Teks Bidang Ekonomi (TSu)67 
RC. 
N Keyword Freq. % Freq. RC.% Keyne ss 
1 PRICE 6104 0 .3994 1573 0 .0204844 14727.649 
2 DEMAND 4006 0.2621 840 0 .0109389 10232.514 
3 QUANTITY 3002 0.1964 133 9734.9893 
4 SUPPLY 3538 0.2315 566 9627.0957 
5 CURVE 2736 0 . 179 148 8717.7041 
6 INCOME 3490 0.2284 883 0.0114989 8462.3486 
7 LABOR 2078 0 . 136 20 7247.5361 
8 RATE 3436 0.2248 1540 0.0200547 6748.7397 
9 MARKET 4195 0.2745 2861 0 .0372575 6585.5059 
10 COST 3336 0.2183 1561 0.0203282 6423.5942 
11 GOODS 2386 0 . 1561 455 6238.5166 
12 GROWTH 2778 0.1818 897 0.0116812 6222 .751 
13 CAPITAL 2705 0 .177 942 0.0122672 5894.5249 
14 ECONOMY 2662 0 . 1742 933 0.01215 5786.7876 
15 TAX 2976 0.1947 1374 0 .017893 5765.7759 
16 EVA 1666 0.109 28 5710.4023 
17 VALUE 2708 0 . 1772 1041 0 .0135565 5678.6079 
18 COUNTRIES 2815 0.1842 1463 0.019052 5149.6948 
19 DEVELOPMENT 2714 0.1776 1338 0.0174242 5096.6406 
20 MANAGERS 1895 0.124 489 4566.4551 
21 INFLATION 1988 0.1301 677 4367.5688 
22 EQUILIBRIUM 1201 0.0786 40 3975.6238 
23 FIRMS 1816 0 .1188 680 3847.5151 
24 DEVELOPING 1533 0.1003 384 3726.6387 
25 GDP 1091 0.0714 100 3268.7949 
Seperti yang terlihat pada ekstrak kata kunci (Tabel 5) di atas, semua 
kata kunci memiliki indeks Keyness yang tinggi yang mencerminkan relasi 
timbal-balik (mutual relation) antara kata-kata dalam korpus TSu dan kata-
kata dalam korpus pembanding (BNC). Berikut ini adalah beberapa kata 
kunci (berupa nomina) dalam TSu yang memiliki indeks Keyness lima ter-
tinggi, yaitu: PRICE (14727,649) DEMAND (10232,514), SUPPLY (9627,0957), 
INCOME (8462,3486), dan LABOR (7247,5361). Dengan keterbatasan waktu 
yang ada, dalam penelitian ini hanya dibatasi hingga lima kata kunci saja. 68 
Dari kelima kata kunci tersebut kemudian diperoleh sejumlah neologisme 
dalam TSu dengan memanfaatkan perangkat lunak komputer WordSmith 
67 Data statistik pada kolom 3 dan 4 pada Tabel 5 di atas mengacu pada korpus TSu sedangkan 
data pada kolom 5 dan 6 mengacu pada korpus pembanding, yaitu British National Corpus (BNq. 
6 8 Jika diperlukan, dalam penelitian lanjutan identikasi neologisme dalam TSu dapat dilakukan 
secara lebih komprehensif. 
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Tools versi 5.0. Identifikasi hanya dibatasi pada neologisme yang tidak ter-
cakup dalam Glosarium Istilah Asing-Indonesia Pusat Bahasa, terutama pola 
kolokasi Ll + Node + Rl yang memiliki collocational strength sangat kuat di-
bandingkan dengan pola kolokasi dengan rentangan (span) L2-L4 dan R2-R4 
(Stubbs, 2001). 
Seperti pemrosesan data pada korpus TSu di atas, tahap pemrosesan 
secara statistik berikutnya adalah membuat daftar kata kunci yang terdapat 
dalam TSa, seperti yang terlihat pada Tabel 6 . Dengan melibatkan sebuah 
korpus monolingual bahasa Indonesia yang peneliti kembangkan sendiri, lima 
kata kunci yang memiliki indeks Keyness tertinggi telah berhasil dijaring, 
yaitu kata HARGA (price) dengan Indeks Keyness 4031,841064, PENDAPATAN 
(income) dengan indeks Keyness 2675,873779, PAJAK (tax) dengan indeks 
Keyness 2661,351563, BIAYA (cost) dengan indeks Keyness 2399,344971) dan 
PASAR (market) dengan indeks Keyness 2213,54126. Satu fenomena yang 
cukup menarik yang sekaligus juga merupakan sebuah bukti empiris dalam 
penelitian ini adalah bahwa posisi kata kunci PRICE (TSu) dan kata kunci 
HARGA (TSa) sama-sama menempati urutan teratas dalam hal frekuensi 
kemunculannya dalam korpus masing-masing (korpus TSu dan TSa) . Oleh 
karena itu, cukup beralasan jika kata kunci yang dimaksud dijadikan sebagai 
salah satu kata kunci (keyword in context/KWIC) yang digunakan untuk 
mengidentifikasi penggunaan neologisme dalam TSu dan TSa dengan meman-
faatkan software konkordansi WordSmith Tools versi 5 .0 . 
Tabel 6 : Daftar Kata kunci dalam Korpus TSa69 
RC. 
N Key word Freq. Ofo Freq. RC.% Keyness 
1 HAR GA 7265 0.4940607 305 0.04133 4031.841064 
2 NEGARA 9717 0.6608105 829 0 .11233 3928.70752 
3 PERUSAHAAN 8052 0.5475811 833 0 .11287 2856.454834 
4 PEND AP AT AN 3872 0.2633177 58 2675 .873779 
5 PAJAK 3885 0.2642018 62 2661 .351563 
6 BIA YA 4527 0 .3078614 2 17 0 .0294 2399 .344971 
7 KURVA 2947 0.2004125 11 2278 .283447 
8 PASAR 5573 0.3789952 488 0 .06612 2213 .54126 
9 TING KAT 4393 0 .2987486 282 0 .03821 2064 .661133 
10 BARANG 3904 0.2654939 238 0.03225 1878.326538 
11 PERMINTAAN 3053 0.2076211 89 0 .01206 1870.627075 
12 PENAWARAN 2486 0.1690619 20 1834.390625 
13 MANAJER 2345 0 .1594732 66 1448.223877 
69 Data statistik pada kolom 3 dan 4 pada Tabel 6 di atas mengacu pada korpus Tsa, sedangkan 
data pada kolom 5 dan 6 mengacu pada korpus pembanding, yaitu sebuah korpus monolingual 
dalam bahasa Indonesia. 
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14 ORGANISASI 2816 0.1915038 148 0.02005 1440.963623 
15 KEBIJAKAN 2913 0 .1 981003 175 0.02371 1410.165894 
16 NI LAI 3532 0.2401958 327 0.04431 1352.183594 
17 EVA 1774 0.1206419 19 1274.817993 
18 JUMLAH 3486 0.2370676 345 0.04675 127 4. 779907 
19 UPAH 1621 0.1102371 8 1235.716064 
20 PEREKONOMIAN 2259 0.1536247 99 0.01341 1234.059204 
21 MODAL 2446 0.1663417 144 0.01951 1194 .404541 
22 JANG KA 2191 0.1490003 98 0.01328 1188.703979 
23 PRODUKSI 2176 0.1479802 125 0.01694 1073.670288 
24 INFLASI 1635 0.1111892 39 1045.730591 
25 EKONOMI 3308 0.2249625 405 0.05488 1021.324768 
26 KERJA 3252 0.2211542 396 0.05366 1008.827148 
27 PERUBAHAN 2088 0.1419957 150 0.02032 927.5288086 
28 UANG 2969 0.2019086 363 0.04919 917 .6419067 
29 PEKERJA 1711 0.1163576 88 0.01192 882.5435181 
30 PENGANGGURAN 1115 0.0758263 4 862.9951172 
31 PERTUMBUHAN 1866 0.1268985 139 0.01883 813.104126 
32 PERDAGANGAN 1643 0.1117332 109 0.01477 759.4244995 
Berdasarkan data statistik pada Tabel 5 dan Tabel 6, dikembangkan sebuah 
glosarium istilah asing-Indonesia bidang ekonomi (sebagai pelengkap) yang 
secara khusus mengacu pada pola kolokasi Ll + Node+ Rl, seperti yang ter-
lihat pada Tabel 7-11, termasuk padanan sejumlah akronim TSu dalam TSa 
pada Tabel 12. 
Tabel 7: Glosarium Istilah Asing-Indonesia Bidang Ekonomi 
untuk Kata kunci PRICE (sebagai Pelengkap) 
No. Frasa Asing (TSu) Frasa Indonesia (TSa) 
1 equilibrium price harga keseimbangan; harga ekuilibrium 
2 world price harga dunia 
3 higher prices harga lebih tinggi 
4 lower prices harga lebih rendah 
5 domestic price harga domestik 
6 high price harga tinggi 
7 price ceiling batas harga tertinggFO 
8 low price harga rendah, harga murah 
9 price floor harga dasar; harga pokok 
10 price discrimination diskriminasi harga 
11 share price harga saham 
12 price shift pergeseran harga 













































expected price harga yang diharapkan 
international price harga internasional 
current price harga sekarang; harga yang berlaku 
price ratio rasio harga 
rental price harga sewa 
commodity price harga komoditas; harga komoditi 
input price harga input 
inelastic price theory teori kekakuan harga 
export price harga ekspor 
perfect price harga sempurna 
resale price maintenance penetapan harga penjualan kembali 
effective price harga efektif 
single price harga tunggal 
price taker penerima harga 
cross price harga silang 
lowest price harga terendah 
various price harga yang berbeda-beda 
price system sistem harga 
currency price harga dalam mata uang 
price signal sinyal harga 
price adjustment penyesuaian harga 
firm's price harga pabrik 
annual price harga tahunan 
transfer price harga transfer 
price movement pergerakan harga 
imperfect price harga yang tidak sempurna 
highest price harga tertinggi 
distorted price distorsi harga 
affected price harga terkena dampak 
neoclassical price harga neoklasik 
price allocation alokasi harga 
established price harga yang berlaku 
price double harga ganda 
price type jenis harga 
monopolist's price harga monopoli; harga monopolistik 
farm price harga peternakan 
asset price harga aset 
premium price harga premium 
price inelasticity kekakuan harga 
Tabel 8: Glosarium Istilah Asing-Indonesia Bidang Ekonomi 
untuk Kata kunci DEMAND (sebagai Pelengkap) 
Frasa Asing Frasa Indonesia 
demand curve kurva permintaan 
aggregate demand permintaan agregat 
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labor demand permintaan tenaga kerja 
money demand permin taan uang 
demand diagram diagram permintaan 
downward-sloping demand curve kurva permintaan miring ke bawah 
individual demand permintaan individu7I 
world demand permintaan dunia 
relative demand permintaan relatif 
increased demand lonjakan permintaan 
linear demand curve kurva permintaan linier72 
international demand permintaan internasional 
demand quantity jumlah permintaan 
demand side sisi permin taan 
growing demand pertum buhan permin taan 
invest demand permintaan investasi 
consumption demand permintaan komsumsi 
LDC demand permintaan negara berkembang 
rising demand kenaikan permintaan 
monopolist's demand permintaan perusahaan monopoli 
demand for loanable fund permintaan akan dana pinjaman 
domestic demand permintaan domestik 
Tabel 9: Glosarium Istilah Asing-Indonesia Bidang Ekonomi 
untuk Kata kunci SUPPLY (sebagai Pelengkap) 
Frasa Asing Frasa Indonesia 
supply and demand penawaran dan permintaan 
market supply penawaran pasar 
equilibrium of supply keseim bangan/ ekuilibrium penawaran 
keseimbangan penawaran 
balance of supply penawaran inelastis 
inelastic of supply penawaran domestik 
domestic supply penawaran individual/ perorangan 
individual supply penawaran baru 
new supply penawaran perusahaan 
firm's supply kelebihan penawaran 
excess supply penurunan/pengurangan penawaran 
reduction of supply peningkatan penawaran 
increased supply mata rantai penawaran? 
supply chain pergerakan penawaran 
supply moves guncangan penawaran 
supply shock kurva penawaran miring ke atas 
upward-sloping supply curve skedul penawaran73 
supply schedule 
71 Dalam Glosarium Jstilah Asing-Jndonesia digunakan padanan 'permintaan perorangan'. 








































Tabel 10: Glosariu m Istilah Asing-Indonesia Bidang Ekonomi 
untuk Kata kunci INCOME (sebagai Pelengkap) 
Frasa Asing Frasa Indonesia 
low income pendapatan rendah 
total income pendapatan total 
capita income pendapatan modal 
national income pendapatan nasional 
income growth pertumbuhan pendapatan 
income effect efek pendapatan 
income level tingkat pendapatan 
personal income pendapatan perorangan/ perseorangan/ personal 
family income pendapatan keluarga 
income elasticity elastisitas permintaan74 
corporate income pendapatan perusahaan 
lower income pendapatan lebih rendah 
income group kelompok pendapatan 
capital income pendapatan modal 
middle income pendapatan menengah 
federal income pendapatan federal 
household income pendapatan rumah tangga 
individual income pendapatan individual 
additional income pendapatan tambahan 
permanent income pendapatan tetap 
current income pendapatan sekarang 
negative income pendapatan negatif 
expected income pendapatan yang diharapkan 
rural income pendapatan desa 
operating income pendapatan operasi 
upper income pendapatan lebih tinggi/besar 
annual income pendapatan tahunan 
income inequalities ketimpangan pendapatan 
extra income pendapatan tambahan 
income redistribution distribusi pendapatan 
income elastisities elastisitas pendapatan 
income gains perolehan pendapatan 
consumers income pendapatan konsumen 
relative income pendapatan relatif 
normal income pendapatan normal 
disposable income pendapatan disposabel 
73 Dalam Glosarium Jstilah Asing-Jndonesia digunakan padanan )adwal pasokan' dalam bidang 
Perikanan. 
74 Dalam Glosarium Istilah Asing-Jndonesia digunakan padanan 'keanjalan perrnintaan; elastisitas 
perrnintaan'. 
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37 investment income pendapatan investasi 
38 functional income pendapatan fungsional 
39 nation's income pendapatan negara 
40 income equality persamaan pendapatan 
41 income index indeks pendapatan 
42 aggregate income pendapatan agregat 
43 income gap kesenjangan pendapatan 
44 income shares pembagian pendapatan 
45 redistributing income redistribusi pendapatan 
46 income distribution distribusi pendapatan 
47 growing income pertumbuhan pendapatan 
48 income shift pergeseran pendapatan 
49 constant income pendapatan konstan 
50 income accounting pendapatan akuntansi 
51 income status status pendapatan 
52 positive income pendapatan positif 
53 state income pendapatan negara 
54 book income pendapatan buku 
55 lifetime income pendapatan seumur hidup 
56 traditional income pendapatan tradisional 
57 small income pendapatan kecil/ rendah 
58 income generation mengahsilkan pendapatan 
59 highest income pendapatan tertinggi 
60 income class kelompok pendapatan 
61 income recipients penerirna pendapatan 
62 consumer's income pendapatan konsumen 
63 family's income pendapatan keluarga 
64 improved income pendapatan yang meningkat 
65 income LCDS pendapatan golongan/kaum miskin 
66 women's income pendapatan wanita 
67 rental income pendapatan rental 
68 income stream aliran pendapatan 
69 income components komponen pendapatan 
70 income debt utang pendapatan 
71 country's income pendapatan negara 
72 world's income pendapatan dunia 
73 dividend income pendapatan dividen 
74 factors income pendapatan faktor 
75 income flows aliran pendapatan 
76 minimum income pendapatan minimum/ minimal 
77 income support penunjang pendapatan 













































Tabel 11: Glosarium Istilah Asing-Indonesia Bidang Ekonomi 
untuk Kata kunci LABOR (sebagai Pelengkap) 
Frasa Asing Frasa Indonesia 
labor demand permintaan tenaga kerja 
labor participation partisipasi tenaga kerja 
child labor tenaga kerja anak; buruh anak-anak 
labor statistics statistik(a) tenaga kerja 
surplus labor surplus tenaga kerja 
labor intensive pelatihan tenaga kerja 
unskilled labor tenaga kerja (yang) tidak terampil/terlatih 
urban labor tenaga kerja perkotaan 
rural labor tenaga kerja pedesaan 
skilled labor tenaga kerja terampil 
department of labor departemen tenaga kerja 
international labor tenaga kerja internasional 
division of labor pembagian tenaga kerja 
tax of labor pajak tenaga kerja 
labor cost biaya tenaga 
agricultural labor tenaga kerja pertanian; buruh tani 
labor taxes pajak tenaga kerja 
labor abundant tenaga kerja melimpah 
labor input input tenaga kerja 
labor earnings pendapatan tenaga kerja 
competitive labor tenaga kerja yang kompetitif 
human labor tenaga kerja manusia 
cheap labor tenaga kerja yang murah 
labor laws undang-undang ketenagakerjaan 
organized labor buruh terorganisir 
labor ratio rasio tenaga kerja 
productive labor tenaga kerja produktif 
labor migration migrasi/perpindahan tenaga kerja 
adult labor buruh dewasa 
labor standards standar tenaga kerja 
large labor tenaga kerja dalam jumlah besar 
labor transfer transfer tenaga kerja 
classical labor tenaga kerja klasik 
labor relations hubungan tenaga kerja 
family labor tenaga kerja keluarga 
excess labor kelebihan tenaga kerja 
women's labor tenaga kerja wanita 
farm labor tenaga kerja perkebunan 
female labor tenaga kerja/buruh wanita 
local labor tenaga kerja lokal 

































Tabel 12: Glosarium lstilah Asing-Indonesia Bidang Ekonomi 
untuk Sejumlah Akronim (sebagai Pelengkap) 
Akronim Asing Akronim/Frasa Indonesia 
GDP (Gross Domestic Product) PDB (Pendapatan Domestik Bruto) 
GNP (Gross National Product) PNB (Pendapatan Nasional Bruto) 
EVA (Economic Value Added) nilai tambah ekonomis 
MVA (Market Value Added) nilai tambah pasar 
RONA (Return On Net Asset) pengembalian atas aktiva bersih 
CVA (Cash Value Added) nilai tambah kas 
EBIT (Earnings Before Interest and Tax) pendapatan sebelum bunga dan pajak 
EPS (Earning Per Share) pendapatan per saham 
LDCS (Less Developed Countries) negara-negara berkembang 
LLDCs (Least Developed Countries) negara-negara miskin 
MDCs (More Developed Countries) negara maju 
CEO (Chief Executive Officer) kepala eksekutif, direktur eksekutif 
FED (Federal Reserve) Bank Sentral AS 
FOMC (Federal Open Market Committee) Komite Pasar Terbuka Federal 
CFROI ( Cashflow Return On Investment) arus kas pengembalian atas investasi 
NOPAT (Net Of Profit After Tax) laba operasi sesudah pajak 
OPEC (Organization of Petroleum Organisasi Negara-negara Pengekspor 
Exporting Countries) Min yak 
FGV ((Future Growth Value) nilai pertumbuhan mendatang 
MBO ( Management Buyout) pembelian manajemen 
LMC (Lower Middle Income) pendapatan menengah bawah 
NPV (Net Present Value) nilai sekarang bersih 
PPP (Purchasing Power Parity) indikator paritas daya beli 
ATC (Average Total Cost) biaya total rata-rata 
CPI (Consumer Price Index) indeks harga konsumen 
CFO (Cashflow From Operation) arus kas dari operasi 
GAAP (Generally Accepted Accounting prinsip akuntansi yang secara umum 
Principles ) diterima 
NAFTA (North American Free Trade Perjanjian Perdagangan Bebas 
Agreement) Amerika Utara 
GA TT (General Agreement on Tariffs and Perjanjian Umum tentangTarif dan 
Trade) Perdagangan 
MPC (Marginal Propensity to Consume) kecenderungan konsumsi marginal 
CVA (Cash Value Added) nilai tambah kas 
FDI (Foreign Direct Investment) penanaman modal asing (PMA) secara 
langsung 
2) Pembahasan: Neologisme dalam Teks Bidang Ekonomi 
Temuan-temuan empiris dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan 
korpus yang didesain berdasarkan sejumlah teks bidang ekonomi secara 
dinamis . Analisis pembentukan istilah asing-Indonesia bidang ekonomi me-
lalui kegiatan penerjemahan secara profesional diharapkan dapat lebih mem-
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buka wawasan para pemangku kepentingan perencanaan bahasa di Indone-
sia. Proses atau tahap pembentukan istilah asing-Indonesia melalui perenca-
naan korpus sebagai sebuah metodologi secara empiris terbukti dapat me-
nambah koleksi daftar istilah dalam Glosarium Istilah Asing-Indonesia yang 
diterbitkan oleh Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya 
istilah asing-Indonesia dalam bidang ekonomi. 
Dalam konteks perencanaan bahasa di Indonesia, korpus yang berisi 
file-file elektronik yang berasal dari berbagai sumber dan terfokus pada satu 
bidang ilmu (dasar) tertentu bersifat dinamis, dan bukan bersifat statis seperti 
BNC. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya untuk memperbesar korpus yang 
ada mutlak dilakukan secara berkala sehingga istilah asing-Indonesia yang 
terdapat dalam glosarium dapat terus ditingkatkan kuantitasnya yang pada 
akhirnya akan berdampak terhadap kualitas glosarium itu sendiri karena 
mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna dan mengikuti perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses pengembangan korpus secara dina-
mis dan berkesinambungan tersebut di atas akan membuat bahasa Indonesia 
sebagai bahasa nasional semakin modern karena secara terus-menerus me-
nyerap istilah-istilah baru dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, 
antara lain melalui kegiatan penerjemahan secara profesional. 
Berdasarkan temuan-temuan neologisme dalam Tabel 6-10, secara 
empiris terbukti bahwa penerapan metodologi yang berbeda dalam pemilihan 
metode (induktif dan deduktif)7s, merancang korpus atau mengumpulkan 
data, mengidentifikasi neologisme atau memproses data (khsususnya kolokasi 
dan akronim), akan menghasilkan temuan-temuan yang sedikit berbeda, 
paling tidak dapat lebih mempertegas serta melengkapi temuan-temuan sebe-
lumnya, seperti produk Glosarium Asing-Indonesia yang secara metodologis 
masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam aspek desain korpus 
dan pemrosesan korpus . 
Beberapa neologisme, khususnya pola-pola kolokasi tertentu, belum 
diakomodasi dalam Glosarium Istilah Asing-Indonesia secara luas. Misalnya, 
pola-pola bahasa berikut: Verba + Nomina (misalnya to distort prices) atau 
pola Nomina + Verba (misalnya prices rise), a tau pola Nomina + Nomina 
(misalnya export prices, price discrimination) . Neologisme dalam glosarium 
yang dimaksud masih terbatas pada pola Adjektiva + Nomina (misalnya 
domestic price) meskipun belum komprehensif. Misalnya, pola kolokasi atau 
istilah real income ('penghasilan riil', 'penghasilan nyata), negative income 
75 Dengan metode induktif, penggunaan neologisme dalam teks bidang ilmu tertentu didasarkan 
pada observasi terhadap kemunculan neologisme (misalnya pola-pola kolokasi) dalam korpus, 
sedangkan metode deduktif berangkat dari identifikasi neologsime dalam kumpulan istilah-istilah 
yang terdapat dalam kamus istilah atau glosarium yang terdapat pada bagian belakang buku teks 
tanpa melibatkan analisis statistik yang terdapat dalam software korpus linguistik seperti 
WordSmith Tools atau yang lainnya. 
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('pendapatan negatif), expected income ('pendapatan harapanr6. Salah satu 
alasan mengapa pola-pola bahasa yang dimaksud seharusnya dimasukkan ke 
dalam program glosarium tersebut adalah bahwa kolokasi (melalui berbagai 
pola kolokasi yang lazim dalam BSu) merupakan salah satu bagian terpenting 
dari neologisme atau pembentukan istilah asing-Indonesia. 
Temuan lain yang juga cukup menarik dalam identifikasi kemunculan 
pola kolokasi adalah pola Nomina + Nomina, misalnya stock prices. Berdasar-
kan analisis komparatif, dalam korpus TSa bidang Ekonomi dipilih padanan 
'harga-harga saham' dan berterima menurut kaidah bahasa Indonesia, tetapi 
masih terkesan secara ketat mengikuti bentuk jamak dalam bahasa Inggris, 
yaitu stock prices. Di lain pihak, dalam Glosarium Istilah Asing-Indonesia kata 
stock (dan tidak dalam bentuk pola kolokasi) dikelompokkan ke dalam bidang 
keuangan yang notabene juga merupakan bagian dari bidang ekonomi. 
Dengan kata lain, bukti empiris tersebut membuktikan bahwa penggunaan 
pendekatan korpus dalam pemrosesan glosarium istilah asing-Indonesia 
dapat menjaring pola-pola bahasa secara tuntas yang memang sering muncul 
dalam teks atau korpus bidang tertentu dan belum terdeteksi sebelumnya. 
Gaya bahasa atau selera bahasa para penerjemah profesional (sebagai 
salah satu komponen penting dalam proses pemodernankan bahasa melalui 
pembentukan istilah khusus atau neologisme) dalam hasil terjemahan mereka 
menghasilkan berbagai alternatif padanan atas neologisme dalam TSu. 
"Konsistensi"77 dan "alternatif pilihan padanan" merupakan dua fenomena 
penggunaan neologisme yang sering kali diperdebatkan, paling tidak dari sisi 
kritik terjemahan oleh pembaca TSa. Konsistensi merujuk pada seberapa 
"setia" seorang penerjemah menggunakan neologisme (yang sudah dibakukan 
dalam bahasa Indonesia) dalam karya terjemahannya. Sekali dia memilih 
padanan 'harga keseimbangan' (equilibrium price), pada bagian lain dalam 
karya terjemahannya yang bersangkutan tetap (bahkan sebaiknya) menggu-
nakan padanan istilah yang sama. Di lain pihak, alternatif pilihan padanan 
lebih berorientasi pada beberapa alternatif padanan atas neologisme yang 
dipilih atau digunakan oleh para penerjemah. Beberapa kemungkinan pa-
danan tersebut dalam praktik kegiatan penerjemahan secara profesional 
merupakan satu konsekuensi logis atas metode (dan teknik penerjemahan) 
atau prinsip penerjemahan yang dianut, tetapi tetap perlu melalui satu proses 
pembakuan. Dalam sejarah perkembangan pembentukan istilah baru terkait 
bidang ilmu tertentu, dalam konteks bahasa Indonesia sering kali ada klaim 
bahwa tidak ada keseragaman antarpenerjemah dalam menggunakan istilah. 
76 Lihat Daftar Istilah Asing-Indonesia pada Tabel 6-10 yang belum terakomodasi dalam 
Glosarium Istilah Asing-Indonesia pada hal pola kolokasi: Adjektiva + Nomina memiliki frekuensi 
kemunculan yang cukup tinggi dalam korpus. 
77 Dalam literatur bidang studi penerjemahan dikenal dengan konsep translator's choice atau 
translator's preference. 
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Dengan kata lain, tidak ada padanan istilah yang baku yang memadai yang 
dapat dijadikan sebagai rujukan. 
Kehadiran Glosarium Istilah Asing-Indonesia Pusat Bahasa merupakan 
sebuah jawaban terhadap kebutuhan tersebut meskipun masih pada tahap 
awal. Upaya pembentukan istilah asing-Indonesia tidak kemudian berhenti 
sampai penerbitan program tersebut. Upaya-upaya dari para pemangku 
kepentingan perencanaan bahasa masih harus tetap dilanjutkan dan diper-
luas ke bidang-bidang ilmu lain. Misalnya, dalam penelitian ini ditemukan 
bahwa neologisme dalam TSu diterjemahkan oleh beberapa penerjemah dalam 









Tabel 13: Neologisme Bidang Ekonomi dalam Bahasa Inggris-Bahasa 
Indonesia 
Neologisme Bi dang dalam Bahasa Neologisme dalam Bahasa Indonesia llmu Dasar lnggris 
equilibrium price harga ekuilibrium; harga keseimbangan Ekonomi 
commodity price harga komoditi; harga komoditas Ekonomi 
purchase price harga beli; harga pembelian Ekonomi 
prices fall harga jatuh; harga turun Ekonomi 
accounting price harga perakunan; harga pembukuan Ekonomi 
ceiling price harga pagu; batas harga tertinggi Ekonomi 
Pengalaman kognitif para pengguna bahasa antarbudaya sering kali 
berbeda yang ternyata juga berimplikasi terhadap pembentukan istilah dalam 
bahasa Indonesia. Misalnya, konsep price dalam bahasa Inggris digambarkan 
melalui konsep "tinggi-rendah" seperti pada frasa low price dan high price. 
ldentifikasi terhadap pola-pola bahasa dalam korpus TSu membuktikan 
bahwa kegiatan penerjemahan ternyata telah memperkaya pola-pola bahasa 
dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kata 'harga' oleh penerjemah dipadankan 
dengan dua alternatif pilihan padanan, yaitu 'harga murah '78 dan 'harga 
rendah' untuk pola low price clan 'harga mahal' dan 'harga tinggi' untuk pola 
high price. 
Pola kolokasi dengan rentangan yang lebih luas 79 dibentuk atau dikem-
bangkan dari pola kolokasi dengan rentangan yang lebih sempit8D. Kedua 
rentangan pola kolokasi seharusnya ditampilkan dalam program Glosarium 
Istilah Asing-Indonesia. Mengingat istilah net income dalam korpus TSu memi-
liki frekuensi kemunculan yang cukup tinggi, maka cukup beralasan jika 
istilah terse but dan padanannya juga dimasukkan ke dalam Glosarium Istilah 
78 Pola 'harga murah' atau 'harga mahal' merupakan pola bahasa yang secara kognitif berakar 
dari budaya asli Indonesia. 
79 Misalnya, pola L3 + L2 + Ll + Node seperti pada frasa allocation of net income ('alokasi penda-
patan bersih'). 
80 Misalnya, pola Ll +Node seperti pada frasa net income ('pendapatan bersih'). 
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Asing-lndonesia. Dengan kata lain, pendekatan korpus lebih mengutamakan 
aspek frekuensi kemunculan sebuah istilah dalam sebuah korpus, sedangkan 
proses penyusunan atau penghimpunan istilah yang dilakukan secara 
manual hanya didasarkan pada glosarium pada bagian belakang buku teks 
atau kamus istilah yang masih sangat terbatas dari segi jumlah lema. 
Beberapa temuan dalam penelitian ini tidak diduga sebelumnya. Perta-
ma adalah bahwa pola-pola kolokasi Ll + Node + Rl 81 dalam TSu yang me-
miliki frekuensi yang relatif tinggi belum seluruhnya terakomodasi dalam 
Glosarium lstilah Asing-lndonesia Pusat Bahasa. Glosarium istilah yang 
disebutkan terakhir berisi kumpulan neologisme atau kolokasi dengan ren-
tangan yang cukup luas, yaitu sampai L4 atau R4. 
Penggunaan neologisme atau sejumlah istilah dalam TSu tidak hanya 
ditemukan dalam bidang ilmu tertentu saja, melainkan juga dalam bidang 
ilmu yang lain. Misalnya, istilah equilibrium price atau market-clearing price 
dalam Glosarium Asing-lndonesia, seperti yang telah disinggug di atas, dike-
lompokkan ke dalam bidang perikanan dan politik. Namun, istilah-istilah 
yang sama juga ditemukan dalam teks bidang ekonomi (TSu). Dalam korpus 
teks terjemahan ternyata ditemukan dua padanan untuk istilah tersebut, 
yaitu 'harga ekuilibrium' dan 'harga keseimbangan'. Fenomena alternatif 
padanan tersebut tergantung pada ideologi strategi penerjemahan atau me-
tode penerjemahan atau teknik penerjemahan yang digunakan oleh penerje-
mah yang bisa saja lebih mengutamakan BSu daripada BSa, atau sebaliknya. 
Di samping itu, tujuan penerjemahan (skopos) juga sangat menentukan 
padanan istilah yang dipilih oleh penerjemah atau tim penerjemah sesuai 
dengan permintaan atau keinginan dari pihak yang menyuruh menerjemah-
kan (commissioner). Fenomena neologisme yang lebih mengejutkan lagi adalah 
bahwa istilah 'harga keseimbangan' dalam bidang keuangan merupakan 
terjemahan dari istilah parity price. Realitas ketersediaan istilah asing-Indo-
nesia yang sama yang mungkin digunakan dalam bidang ilmu yang berbeda 
tampaknya perlu disajikan atau dihimpun dalam sebuah matriks atau daftar 
tersendiri sehingga para pengguna glosarium yang bersangkutan dapat meng-
gunakannya secara tepat sesuai dengan bidang ilmu. 
Hasil analisis terhadap data juga menunjukkan bahwa penerjemah 
memberikan perhatian lebih pada TSu. Neologisme diterjemahkan secara 
sangat kreatif tan pa menghilangkan aspek semantis TSu. Namun, kebutuhan 
(needs) pembaca TSa juga menjadi pertimbangan. Dengan kata lain, hasil 
analisis tersebut memperlihatkan satu fenomena penerapan norma-norma 
penerjemahan (translational norms). Metode penerjemahn setia telah diguna-
kan dalam penerjemahan TSu. 
sr Lihat Tabel 6-10. 
267 
5. Kesimpulan 
Penelitian neologisme dalam makalah ini dimaksudkan untuk menawarkan 
sebuah alternatif metodologi tentang bagaimana mengkaji neologisme atau 
pembentukan istilah asing-Indonesia dalam teks bidang ekonomi oleh bebe-
rapa penerjemah atau tim penerjemah profesional. Secara khusus, temuan-
temuan dalam penelitian ini, yang didasarkan pada pendekatan korpus, khu-
susnya neologisme yang terkait dengan kolokasi dan akronim yang sangat 
dominan kemunculannya dalam koprus, dapat menambah jumlah istilah 
asing-Indonesia dalam bidang ekonomi yang memang belum tercakup dalam 
Glosarium Jstilah Asing-Indonesia. 
Penelitian neologisme dalam makalah ini memiliki dua keterbatasan 
utama. Pertama, (karena keterbatasan waktu) identifikasi neologisme dalam 
korpus (TSu dan TSa) belum dapat dilakukan secara komprehensif yang me-
libatkan semua kata kunci dalam teks bidang ekonomi. Kedua, penelitian 
didasarkan pada korpus yang hanya terbatas pada teks yang berasal dari 
Ilmu Ekonomi (Mikro dan Makro), Ilmu Manajemen, dan Ilmu Studi Pemba-
ngunan. 
Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan korpus yang lebih 
besar lagi, yaitu dengan cara menambah teks yang berasal dari bidang 
akuntansi dan bisnis serta cabang-cabang ilmu ekonomi lainnya sehingga 
kriteria keterwakilan (representativeness) dan cakupan (coverage) dalam men-
desain korpus dapat terpenuhi. Di samping itu, identifikasi neologisme dalam 
korpus yang lebih besar dan lebih lengkap, khususnya teks bidang ekonomi, 
perlu diperluas terhadap kata kunci-kata kunci lainnya, seperti MARKET, 
COST, GOODS, GROWTH, CAPITAL, ECONOMY, TAX, VALUE, DEVELOP-
MENT, MANAGER, INFLATION, UNEMPLOYMENT, REVENUE, GDP, dan lain-
lains2. Identifikasi terhadap neologisme dalam korpus dengan menggunakan 
seluruh kata kunci dalam bidang ekonomi (TSu dan TSa) akan semakin 
melengkapi glosarium istilah asing-Indonesia bidang ekonomi pada khusus-
nya; dan jika diterapkan pada bidang ilmu dasar, ilmu terapan, dan ilmu 
humaniora lainnya, akan semakin memperkaya koleksi istilah asing-Indonsia 
dalam glosarium yang dimaksud pada umumnya. 
82 Lihat Tabet 4 dan 5 tentang Daftar Kata Kunci dalam Tesk Bidang Ekonomi (TSu dan TSa). 
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PENGAJARAN BAHASA YANG BERKARAKTER KEBANGSAAN DAN 
BERPERSPEKTIF MULTIBUDAYA DALAM ERA GLOBALISASI 
Ros ida Tiurma Manurung 
Universitas Kristen Maranatha Bandung 
Abstrak 
Merupakan satu kenyataan bahwa masyarakat Indonesia itu multietnis, multiagama, 
multikutural, atau multibudaya. Keragaman atau keberbedaan itu merupakan 
kenyataan yang harus diterima. Dalam masyarakat multibudaya, keberbedaan itu 
dapat menimbulkan pertikaian atau perpecahan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu 
upaya agar keberbedaan itu justru dapat menumbuhkembangkan rasa bangga dan 
cinta kepada bangsa dan negara karena bangsa kita memiliki kekayaan dan keunikan 
budaya yang sangat luar biasa dan keberbedaan itu dapat pula menjadi alat untuk 
menciptakan insan yang memiliki karakter kebangsaan. Hal tersebut menjadi sangat 
penting mengingat derasnya arus globalisasi dan bebasnya unsur budaya luar yang 
melenggang memasuki wilayah kita. Dengan demikian, diperlukan suatu upaya untuk 
memperkukuh rasa kebangsaan. Salah satunya adalah dengan pengajaran bahasa 
yang berkarakter kebangsaan. Karakter kebangsaan yang tinggi dapat secara dinamis 
digunakan untuk mengatasi ancaman, kendala, atau tantangan yang datang dari luar 
yang dapat mengancam kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa. 
Untuk mewujudkan insan yang berkarakter kebangsaan dalam masyarakat 
multibudaya diperlukan revitalisasi pendidikan yang diarahkan kepada perspektif 
multibudaya. Pendidikan dapat dijadikan alat yang mampu menuntun peserta didik 
menjadi manusia yang berperilaku dan berakhlak baik sekaligus memiliki karakter 
kebangsaan yang kuat. Pengajaran bahasa dapat dijadikan motor untuk 
mengimplementasikan pendidikan yang berperspektif multibudaya, yaitu pendidikan 
yang memiliki visi dan misi untuk menghargai keberbedaan atau pluralitas, 
demokrasi, humanisme, dan mengembangkan karakter kebangsaan. Pengajaran 
bahasa perlu direvitalisasi agar mampu membuat siswa menjadi insan yang 
menjunjung tinggi moralitas, kedisiplinan, keadilan, kesetaraan, kepedulian sosial, 
integritas, tanggung jawab, serta cinta kepada tanah air dalam perilakunya sehari-
hari. Guru pun dianggap memiliki power untuk mengubah dan merevitalisasi 
pengajaran bahasa yang konvensional menjadi pengajaran bahasa yang berkarakter 
kebangsaan dan berperspektif multibudaya. 
Kata kunci: peran guru, revitalisasi pendidikan, karakter kebangsaan, multibudaya 
1. Pendahuluan 
Pada saat ini globalisasi sudah melanda dunia, termasuk di Indonesia. Impli-
kasi yang ditimbulkannya semakin dirasakan dalam setiap sisi kehidupan. 
Semua aktivitas yang semula terbatas pada skala nasional, kini mulai ber-
geser pada skala internasional yang jangkauannya tidak terbatas. Globalisasi 
budaya melalui media televisi dan internet telah memengaruhi gaya hidup dan 
budaya bangsa kita. 
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Globalisasi yang menggunakan berbagai media informasi canggih, khu-
susnya melalui proses digitalisasi, telah menyebabkan berbagai pesan, kreasi, 
peristiwa, tayangan, atau pikiran merebak dengan cepat dan memengaruhi 
konstruksi berpikir masyarakat Indonesia. Kita tidak pernah membayangkan 
sebelumnya bahwa masyarakat Indonesia akan diinternasionalisasi, termasuk 
masyarakat pedesaan. Sangat disayangkan, proses globalisasi berjalan sepi-
hak saja. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan global yang sudah 
sedemikian kompleks dan berkembang dengan cepat diperlukan ide-ide segar 
yang dapat dikembangkan dalam konteks kultural Indonesia. Dengan demi-
kian, budaya Indonesia dan karakter kebangsaan dapat dipertahankan. Jadi, 
diperlukan suatu upaya untuk memperkukuh rasa kebangsaan. Salah satu-
nya adalah dengan pengajaran bahasa yang berkarakter kebangsaan. Karak-
ter kebangsaan yang tinggi dapat secara dinamis digunakan untuk mengatasi 
ancaman, kendala, atau tantangan yang datang dari luar yang dapat meng-
ancam kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa. 
Untuk mewujudkan insan yang berkarakter kebangsaan dalam masya-
rakat multibudaya diperlukan revitalisasi pendidikan yang diarahkan kepada 
perspektif multibudaya. Pendidikan dapat dijadikan alat yang mampu menun-
tun peserta didik menjadi manusia yang berperilaku dan berakhlak baik se-
kaligus memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Pengajaran bahasa dapat 
dijadikan motor untuk mengimplementasikan pendidikan yang berperspektif 
multibudaya, yaitu pendidikan yang memiliki visi dan misi untuk menghargai 
keberbedaan atau pluralitas, demokrasi, humanisme, dan mengembangkan 
karakter kebangsaan. Pengajaran bahasa perlu direvitalisasi agar mampu 
membuat siswa menjadi insan yang menjunjung tinggi moralitas, kedisiplin-
an, keadilan, kesetaraan, kepedulian sosial, integritas, tanggung jawab, serta 
cinta kepada tanah air dalam perilakunya sehari-hari. Guru pun dianggap 
memiliki power untuk mengubah dan merevitalisasi pengajaran bahasa yang 
konvensional menjadi pengajaran bahasa yang berkarakter kebangsaan dan 
berperspektif multibudaya. 
2. Pembahasan 
1) Peran Guru 
Peran guru dalam kegiatan belajar-mengajar bukanlah sekadar menjalankan 
proses tersebut secara mekanis berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, 
tetapi juga harus melaksanakan tugas-tugasnya secara bertanggung jawab. 
Dalam pelaksanaannya, kinerja guru tidak bergantung pada tugas itu sendiri, 
tetapi bergantung pada sikap, cara berpikir, dan cara pandang guru terhadap 
tugas yang diembannya. Hill (1983) menyatakan, the way in which our think-
ing is affected by presupposition, basic beliefs which constituted the staring 
points of person's thought. Jadi, cara berpikir manusia selalu bergantung pada 
presuposisi tertentu yang tidak dapat ditangkap oleh rasio, melainkan oleh 
kepercayaan. Bertitik tolak dari pernyataan tersebut, seorang guru harus 
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memiliki pandangan terhadap lingkungan dan keilmuannya yang dapat di-
aplikasikan dalam pengajaran. 
Guru berperan sebagai pendidik, sedangkan peserta didik berperan seba-
gai subjek didik. Keduanya merupakan insan yang kedudukannya sejajar dan 
berada dalam suatu interaksi, tetapi memiliki peran yang berbeda. Guru 
harus berperan sebagai penolong yang senatiasa berusaha memberi bantuan 
kepada peserta didik untuk mengembangkan dirinya dan membangun 
karakter secara utuh. Guru berdiri di antara peserta didik dan membagikan 
ilmunya secara total. Guru yang diperlengkapi dengan wawasan keilmuan dan 
pengalamannya harus dapat mengantarkan peserta didk ke arah 
pengembangan potensi, kepribadian, dan karakter yang lebih baik. 
2) Pendidikan Global dan Multibudaya 
Sebagai upaya untuk menjawab berbagai tantangan akibat perubahan yang 
cepat diperlukan penyesuaian berupa revitalisasi pendidikan. Revitalisasi 
pendidikan merupakan sebuah tuntutan dalam era globalisasi. Flower dan 
Wright (1995) dalam tulisan Mustofa (2009) menyatakan bahwa pemahaman 
global sebagai the goal of helping student see the world in non ethnocentric, non 
stereotypicalways with particular emphasis on elementary student he arti-
culates and explo how to promote three traits of globally educated person: 
openmindedness, full mindedness. Justru globalisasi harus dapat mengantar-
kan manusia ke arah akhlak dan perilaku yang lebih baik dan positif. 
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan nilai 
budaya yang beragam. Pada kenyataannya arus globalisasi telah membawa 
dampak terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Globalisasi merupakan suatu 
fenomena yang berkembang cepat. Globalisasi membuat masyarakat bergerak 
terus dalam proses pengglobalan. Globalisasi sudah menyentuh hampir se-
mua aspek kehidupan. Hal tersebut terjadi karena adanya kemudahan 
mengakses komunikasi, informasi, dan teknologi negara-negara maju. Globa-
lisasi telah menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang 
mesti dijawab dan dipecahkan. Akan tetapi, kita dapat memanfaatkan globa-
lisasi untuk kepentingan kehidupan. 
Globalisasi itu berlangsung di semua bidang seperti ideologi politik, 
ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya. Dampak globalisasi 
di bidang sosial budaya sudah terasa. Kebudayaan modern dan global sudah 
merasuk ke dalam jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai budaya lokal seperti 
nilai-nilai yang menyangkut etika, estetika, moral, agama, sosial, dan cara 
pandang diri sudah mulai terkikis , memudar, bahkan boleh jadi sudah sulit 
terlacak. 
Jati diri atau identitas bangsa bisa meluntur karena derasnya arus 
globalisasi. Globalisasi telah membawa dampak negatif terhadap keutuhan 
dan ketahanan bangsa. Bangsa ini sudah mulai berpaling dan berkiblat 
kepada budaya luar. Bagaimana kelokalan kita dapat dipertahankan dan 
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tetap eksis jika kita sendiri tidak menerapkan dan menjiwai nilai-nilai budaya 
lokal. Jika nilai-nilai kelokalan telah hilang, bagaimana identitas bangsa 
dapat dipertahankan? 
Dengan demikian, diperlukan suatu upaya untuk memperkukuh nilai-
nilai budaya lokal. Pemerkukuhan budaya lokal sangat diperlukan untuk 
mengatasi ancaman, kendala, atau tantangan yang datang dari luar yang 
dapat mengancam kelangsungan hidup dan eksistensi produk budaya lokal. 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan mem-
perkukuh jati diri bangsa adalah melalui pengajaran bahasa. Pengajaran ba-
hasa semestinya mengandung nilai-nilai budaya lokal. Warna lokal tentu saja 
mencerminkan keindonesiaan. Pengajaran bahasa dituntut banyak men-
cerminkan suasana dan lokasi, falsafah, etnis, kekhasan, keunikan, atmosfer, 
keindahan, serta keberagaman Nusantara. Pengajaran bahasa harus mampu 
mengungkapkan kekayaan berbagai etnis dan menonjolkan khazanah kedae-
rahan yang tentu saja merupakan warna lokal yang termasuk identitas bang-
sa Indonesia. 
3) Pengajaran Bahasa dengan Karakter Kebangsaan dan Multibudaya 
Berikut ini akan dipaparkan pengajaran bahasa yang berkarakter kebangsaan 
dan berprespektif multibudaya. 
1) Pemberian materi ajar kebahasaan yang dapat menghubungkan guru, 
peserta didik, dan lingkungan. Misalnya, peserta didik harus membuat 
laporan hasil wawancara dengan guru, teman, dan masyarakat sekitar 
sekolah tentang "semangat kebersamaan". Terna "semangat kebersamaan" 
dapat menumbuhkembangkan rasa kesatuan antaretnis, kepedulian, dan 
cin ta tanah air. 
2) Pemberian tugas menganalisis dan mengapresiasi karya pengajaran bahasa 
yang mengandung keberagaman budaya, misalnya Robohnya Surau Kami 
karya A.A. Navis yang mengemukakan latar dan kekayaan budaya Minang-
kabau, Para Priyayi karya Umar Kayam yang mengungkapkan nuansa dan 
ideologi Jawa, Antologi Puisi yang ditulis oleh D. Zawawi Imron yang me-
nyoroti kultur Madura, Upacara karya Korrie Layun Rampan yang meng-
ungkapkan eksistensi suku Dayak, Bila Malam Bertambah Malam karya 
Putu Wijaya yang mengekspos kekayaan budaya Bali, dan Dim Sum Ter-
akhir karya Clara Ng yang mendeskripsikan kehidupan di permukiman 
etnis Cina. 
3) Dalam pembelajaran bahasa di kelas harus terjadi interaksi antara dosen 
dan mahasiswa. Interaksi ialah hal saling melakukan aksi, ada hubungan 
timbal balik, ada komunikasi dua arah. Interaksi tentu saja bersifat di-
namis, tidak statis. Dalam pembelajaran bahasa, interaksi secara verbal 
memang paling menonjol dan dominan. 
4) Perlu adanya perancangan tugas-tugas yang memberdayakan karakter 
kebangsaan kepada peserta didik. Misalnya, memberikan tugas kelompok 
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berupa laporan analisis hasil wawancara kepada pedagang kecil yang 
berjualan di dekat kampus . Selain peserta didik menerapkan teori teknik 
wawancara dan tata tulis laporan, mereka pun disentuh untuk mewujud-
kan kepedulian kepada wong cilik. Di samping itu, pemberian tugas berupa 
diskusi kelompok dengan cara role play memaksa peserta didik untuk 
memberdayakan karakter kebangsaan mereka. Dengan role play, mereka 
dapat berkreasi dalam memainkan watak, bersinergi dengan yang lain, me-
latih penghayatan peran, melatih daya kepekaan, dan melatih untuk meng-
aktualisasikan diri. Role play dalam pembelajaran bahasa, misalnya, me-
mainkan peran sebagai mahasiswa perantauan yang berkuliah di kota 
besar yang diperolok-olokkan oleh teman-temannya karena menggunakan 
bahasa Indonesia yang berdialek daerah dang diinterferensi oleh percam-
puran bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Selain tercapainya materi 
ajar, yaitu interferensi bahasa, juga kegiatan role play dapat menumbuh-
kan nilai moral yaitu menghargai sesama, kemajemukan, dan setiap pri-
badi memiliki keunikan . Pemberian tugas dapat dilakukan dengan meman-
faatkan teknologi komputer, misalnya membuat power point yang kreatif, 
inovatif, dan penuh dengan visualisasi dan animasi ketika peserta didik 
mempresentasi tugas mereka. 
5) Dengan pendekatan karakter kebangsaan, kita dapat mendesain aturan di 
kelas. Misalnya, aturan tidak boleh mencontek, aturan tidak boleh terlam-
bat, aturan berpakaian rapi, aturan memakai sepatu, aturan tidak meng-
aktifkan handphone, tidak makan atau minum di kelas, berdoa sebelum 
dan sesudah pembelajaran, dan aturan lain yang dapat memberdayakan 
keterampilan karakter kebangsaan. Dalam pembelajaran bahasa, kita da-
pat menerapkan aturan "zona penggunaan bahasa baku, baik, dan benar" 
di dalam kelas jika ada yang melanggarnya boleh saja yang bersangkutan 
didenda (misalnya Rp5000,00 per pelanggaran dan hasilnya dapat disum · 
bangkan untuk program adik asuh) 
6) Peserta didik pun dapat mengembangkan diri melalukan kegiatan teater , 
unit kesenian kampus olah raga, kelompok belajar, dan kelompok pene-
litian untuk meningkatkan karakter kebangsaan. 
7) Untuk mendukung pembelajaran bahasa dengan pendekatan karakter ke-
bangsaan dan pemahaman multibudaya, diadakan kegiatan-kegiatan se-
perti debat antarjurusan, presentasi hasil temuan penelitian oleh peserta 
didik di muka umum, lomba baca puisi dengan musikalisasi, penggunaan 
teknologi komputer dalam pembuatan poster tentang jargon/ungkapan 
politik yang membangun dan mendidik bangsa, dan sebagainya. 
8) Sebagai bentuk pembelajaran bahasa yang bertolok ukur kepada pende-
katan karakter kebangsaan dan multibudaya secara bergilir setiap kelas 
paralel satu minggu sekali mengajar di sekolah dasar yang mayoritas sis-
wanya anak dari orang tua yang berekonomi lemah. Di UK Maranatha Mata 
Kuliah Bahasa Indonesia setiap semester memiliki 3 5-40 kelas paralel. 
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Setiap kelas mendapat kesempatan untuk berkunjung ke SD Anugerah 
yang terletak di depan kampus, tetapi masuk ke gang-gang sempit dan 
keadaannya sangat memprihatinkan. Para mahasiswa dilatih menjadi 
volunteer/sukarelawan untuk membantu adik-adiknya belajar bahasa 
Indonesia yang baik dan benar, belajar menulis, dan belajar membaca. 
Kepekaan peserta didik untuk berempati, merasakan kondisi yang mempri-
hatinkan, menyaksikan secara langsung penderitaan hidup, dan mengeta-
hui bahwa di sekitarnya ternyata ada komunitas atau kelompok yang 
kurang beruntung secara ekonomi akhirnya membuat peserta didik mau 
menghargai hidup dan kehidupan. Latihan menjadi volunteer dapat me-
ngembangkan karakter kebangsaan dan pemahaman multibudaya peserta 
didik. 
3. Simpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, ditemukan hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Dalam pembelajaran bahasa, setiap bahan ajar diberi tema-tema khusus 
yang dapat memancing karakter kebangsaan dan pemahaman multibu-
daya peserta didik. 
2) Dalam pembelajaran bahasa di kelas, harus terjadi interaksi antara guru 
dan peserta didik. 
3) Perlu adanya perancangan tugas-tugas yang memberdayakan karakter 
kebangsaan dan perspektif multibudaya kepada peserta didik. 
4) Dengan pendekatan karakter kebangsaan, kita dapat mendesain aturan di 
kelas. 
5) Untuk mendukung pembelajaran bahasa dengan pendekatan karakter 
kebangsaan, diadakan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan ajang me-
ngembangkan karakter kebangsaan. 
6) Tugas guru untuk berkontribusi dalam penumbuhkembangan karakter ke-
bangsaan dan pemahaman multibudaya peserta didik. 
7) Nilai-nilai kejujuran, kesalehan, kedisiplinan , ketaatan, kepekaan, dan 
kebaikan harus ditanamkan secara aplikatif kepada peserta didik. Peng-
ajaran bahasa mampu mengukuhkan nilai-nilai lokal yang positif dalam 
pikiran dan perasaan bangsa Indonesia. 
8) Pengajaran bahasa mampu menjadi alat penapis atau penyaring pengaruh 
dari luar. 
9) Pengajaran bahasa merupakan bagian yang sangat penting dan memegang 
peranan dalam peradaban bangsa apa pun di mana pun di dunia ini. 
10) Anak-anak sudah harus disuguhi bacaan pengajaran bahasa yang me-
ngandung plot dan karakter yang positif, menampilkan keragaman nilai 
budaya, dan disertai dengan ilustrasi yang menarik dan menawan tentang 
khazanah budaya lokal yang bercirikan Indonesia. 
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11) Guru harus jeli memilih bahan ajar yang sarat dengan nilai-nilai tradisi 
dan budaya lokal. 
12) Kemendiknas harus berani memasukkan pengajaran bahasa denngan 
karakter kebangsaan dan perspektif multibudaya dengan warna lokal da-
lam kurikulum pendidikan dasar, menengah, atau bahkan pendidikan 
tinggi. 
13) Masyarakat harus diberi penyuluhan dan pencerahan bahwa perbedaan 
itu indah, harus dihargai, dan diterima. 
14) Lewat tayangan televisi dan berita di media cetak, dapat disisipi dengan 
ajaran tentang toleransi, pengendalian diri, moralitas, kesantunan, dan 
nasionalisme dalam masyarakat. 
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PERENCANAAN BAHASA DI BERBAGAI NEGARA: 
SELAYANG PANDANG 
Sugiyono 
Laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan eko-
nomi global membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat, termasuk 
perubahan perilaku berbahasa. Penggunaan bahasa dan perhargaan sese-
orang terhadap bahasa tertentu kemudian dikendalikan oleh keandalan 
bahasa itu sebagai media interaksi ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
keandalan fungsi bahasa itu dalam mengimbangan pertumbuhan ekonomi di 
dunia global. Sikap bahasa masyarakat kemudian ditentukan oleh nilai eko-
nomi yang melekat pada bahasa itu. Dalam kondisi penghargaan terhadap 
bahasa seperti, vitalitas bahasa-bahasa yang tidak mempunyai posisi dalam 
pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mengambil peran 
dalam laju pertumbuhan ekonomi menjadi terancam. 
Peperangan, bencana alam, urbanisasi, dan perkawinan antaretnis ber-
pengaruh terhadap vitalitas sebuah bahasa. Akibat keempat faktor itu, vita-
litas bahasa akan menurun, beberapa bahasa yang lain bisa bertahan bahkan 
berkembang dengan baik. Ancaman akan hilangnya vitalitas bahasa atau ke-
punahan bahasa kemudian menjadi perhatian para bahasawan, terutama pe-
rencana bahasa, dengan alasan bahwa kehilangan bahasa berarti kehilangan 
nilai-nilai yang sudah terkristalisasi di dalam bahasa itu dalam bentuk kosa-
kata, ungkapan, maupun peribahasa. Kosakata, ungkapan, dan peribahasa 
itu merupakan refleksi sikap, perilaku, dan interaksi masyarakat penutur 
bahasa itu dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Kepunahan 
bahasa berarti pula hilangnya simbol-simbol yang dibentuk oleh interaksi pe-
nutur bahasa itu dengan maujud-maujud tadi. Dalam upaya penyelamatan 
nilai-nilai yang terkandung dalam simbol-simbol itulah diperlukan strategi 
yang dalam ilmu linguistik disebut perencanaan bahasa. Simposium Interna-
sional Perencanaan Bahasa 2010 merupakan upaya mempertemukan pan-
dangan berbagai negara dalam mengelola masalah kebahasaan baik dalam 
dalam hal perencanaan korpus, perencanaan status , dan perencanaan pe-
merolehan. 
lstilah politik bahasa (language policy) di Indonesia sering disinonimkan 
dengan kebijakan bahasa, atau garis haluan bahasa, yang pada gilirannya 
dianggap bertumpang tindih dengan perencanaan bahasa (Moeliono, 1986) . 
Perencanaan bahasa, yang berdasar garis haluan bahasa, mula-mula me-
ngenal dua bidang: perencanaan status dan perencanaan korpus. Kemudian 
oleh Cooper ( 1989) diusulkan perencanaan pemerolehan (acquisition planning) 
atau perencanaan bahasa dalam pendidikan (language-in-education planning). 
Bidang keempat diusulkan oleh Haarmann ( 1990) yang menganggap peren-
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canaan gengsi (prestige planning) (Kaplan dan Badauf, 1997) juga penting 
karena perencanaan bahasa perlu promosi agar dapat diterima dengan baik. 
Dalam hal perencanaan status, pemerintah Indonesia mempunyai tang-
gung jawab untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa 
internasional-Pasal 44 UU 24 tahun 2009-setelah bahasa itu mendapat 
status sebagai bahasa nasional (1928) dan bahasa resmi negara (1945). 
Dalam upaya itu, usaha sinergis pemerintah dan pakar bahasa serta pihak-
pihak lain harus dibina. Keharmonisan para pihak yang terlibat ini perlu 
terus disemangati dan dijaga. Pekerjaan meningkatkan fungsi bahasa Indo-
neia menjadi bahasa internasional merupakan proyek besar dan penuh tan-
tangan. Oleh karena itu, sebagai bahan rujukan, upaya kita selama ini mem-
bina, mengembangkan, dan melindungi bahasa Indonesia perlu dievaluasi. 
Pengelolaan bahasa akan menjadi bekal yang berharga bagi langkah-langkah 
perencanaan bahasa Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa antarbangsa, bahasa yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat 
internasional. Landasan konstitusional sudah ada walaupun tentu masih 
perlu penguatan. Tinggal menunggu langkah konkret dan komprehensif. 
Dalam hal perencanaan pemerolehan, menurut Moeliono (2010), keber-
hasilan pengajaran bahasa nasional bergantung pada sumber daya pengajar 
yang juga paham akan metodologi mengajar bahasa kedua. Masalah yang 
dewasa ini dihadapi dunia pendidikan ialah mutu dan kualifikasi guru yang 
tidak merata. Kelas bahasa Indonesia membosankan karena berfokus pada 
kaidah gramatikal yang sama untuk sekolah dasar dan menengah. Pem-
baruan kurikulum berulang-ulang diperbarui tanpa penataran guru di se-
kolah. Kemampuan berbahasa tulis jarang dilatihkan sehingga para lulusan 
di kemudian hari tetap lebih akrab dengan ragam bahasa lisan dan hampir 
tidak ada ikatan emosional dengan ragam bahasa tulisan. 
Perencanaan gengsi berupa usaha mempromosi atau memasarkan ra-
gam atau laras bahasa agar sikap bahasa khalayak bertumbuh baik sehingga 
orang jadi suka memakainya. Yang menjadi kendala ialah tidak samanya 
pemahaman tentang kebakuan, ketepatan, dan kewajiban suatu bentuk atau 
bentukan bahasa. Bahasa Indonesia akan menempati kedudukannya yang 
terhormat jika sumber daya manusia yang jadi penuturnya menjadikan ba-
hasa itu bahasa yang patut dimahiri dan dikuasai. 
Mengingat Undang-Undang No 24 Tahun 2010 membawa perubahan -
baca Ruddyanto - perencanaan bahasa di Indonesia, sangat mungkin nanti 
diperlukan reorganisasi lembaga perencana bahasa. Peran lembaga kebaha-
saan di daerah, yang saat ini diwakili oleh balai dan kantor bahasa, sangatlah 
penting karena menjadi ujung tombak perencanaan bahasa. Dalam pem-
bagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menu-
rut Pasal 41 dan 42 UU 24 tahun 2009, peran kantor dan balai bahasa yang 
tersebar di berbagai provinsi di Indonesia sangat diperlukan, baik dalam 
fungsi koordinasi maupun fasilitasi . 
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Dalam kepesatan perkembangan iptek dan seni - Siregar (2010)- selain 
peneliti, perencana bahasa, dan institusi kebahasaan di daerah, asosiasi pro-
fesi juga mempunyai peran yang strategis dalam perencanaan bahasa, khu-
susnya dalam perencanaan korpus . Kenyataan ini harus dimanfaatkan oleh 
lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada perencanaan bahasa, se-
perti Pusat Bahasa dan Balai Bahasa di daerah untuk menjalin kerja sama 
yang sinergis dengan asosiasi profesi. Asosiasi profesi yang mempunyai ma-
syarakat tersebar di berbagai daerah merupakan potensi lain yang perlu di-
kembangkan menjadi penunjang perencanaan bahasa. 
Hasil atau dampak perencanaan bahasa akan lebih maksimal jika dapat 
mengoptimalkan peran teknologi infomasi dan komunikasi masa kini. Lanin 
(2010) mengusulkan pemanfaatan portal bahasa Indonesia (PBI), yaitu jejaring 
situs yang dapat menjawab semua kebutuhan rujukan pengguna bahasa 
Indonesia. Jika ditinjau dari sudut perencanaan bahasa, PBI harus mem-
fasilitasi tiga dimensi: (1) perencanaan korpus, (2) perencanaan status, serta 
(3) perencanaan pemerolehan. Fitur yang perlu disediakan oleh PBI antara 
lain adalah kamus . Kamus makna eka bahasa yang berfungsi sebagai rujukan 
bahasa baku dan merupakan perluasan dari KBBI Daring yang ada saat ini 
dengan antara lain menyertakan tesaurus : sinonim, antonim, hiponim-
hiperonim, dan meronim-holonim; variasi pelafalan; serta etimologi . Ter-
jemahan. Kamus terjemahan berbagai bahasa Nusantara (daerah) dan bahasa 
asing ke bahasa Indonesia, baik dari genre umum maupun pada suatu bidang 
tertentu. Ini merupakan perluasan dari glosarium istilah yang saat ini sudah 
ada di situs Pusat Bahasa. Konkordansi. Repositori naskah bahasa Indonesia 
dari berbagai era dan genre yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan 
analisis korpus. Tata bahasa. Pedoman lengkap tata bahasa Indonesia yang 
tidak hanya mencakup ejaan, melainkan semua aspek lain dari tata bahasa. 
Isinya selalui diperbarui dan dilengkapi berdasarkan perkembangan kebijak-
an dan dinamika bahasa. Pustaka. Kumpulan hasil kajian dan artikel-artikel 
lepas tentang kebahasaan yang bisa berasal dari PBI maupun dari berbagai 
situs lain. Ajang. Informasi, liputan, dan arsip berbagai kegiatan kebahasaan 
seperti lokakarya, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Direktori. Informasi tem-
pat, situs web, lembaga, maupun individu yang terkait dengan kebahasaan. 
Keterampilan. Koleksi bahan ajar keterampilan berbahasa serta informasi 
ujian keterampilan, perluasan dari fitur UKBI yang ada saat ini. 
Seperti yang dikemukan Saragih (2010) dalam buku ini memaparkan 
kebertahanan bahasa Batak dalam kontekks kebijakan bahasa nasional. Ke-
bijakan bahasa nasional menetapkan secara seimbang atau proporsional 
fungsi dan peran tiga kelompok bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa 
daerah, dan bahasa asing. Bahasa Batak memiliki kebertahanan yang ting-
katnya bervariasi berdasarkan ciri budaya, karakter, dan temperamen sub-
suku Angkola/Mandailing, Toba, Simalungun, Karo and Pakpak/Dairi. 
Amalan agama juga mempengaruhi kebertahanan bahasa Batak. Orang Batak 
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yang memiliki kebertahanan bahasa yang kuat terhadap bahasa Batak 
cenderung enggan dan menampik implementasi kebijakan bahasa nasional. 
Sebaliknya, orang Batak dengan tingkat kebertahanan Bahasa Batak teren-
dah cenderung mendukung dan bermanfaat untuk kebijakan bahasa nasio-
nal. Akan tetapi, mereka yang tinggal di kota cenderung moderat dan merupa-
kan harapan untuk mendukung kebijakan bahasa nasional. Untuk itu, 
tingkat kebertahanan bahasa ini dalam menerapkan kebijakan bahasa nasio-
nal harus diperhatikan agar pertumbuhan bahasa yang satu tidak meng-
hambat pertumbuhan bahasa yang lain. 
Suherdi (2010), menyatakan perlunya penggunaan bahasa ibu sebagai 
bahasa perantara untuk pendidikan multibahasa dan perlunya menyertakan 
hal itu dalam kebijakan nasional. Pengajaran dengan menggunakan multi-
bahasa sangat penting bagi dunia abad ke-21 dan Indonesia di abad ke-21, 
setidaknya dalam tiga bidang utama: memastikan kualitas keterampilan, me-
lestarikan dan mengembangkan bahasa daerah dan warisan budaya masya-
rakat, dan menjamin keadilan untuk semua dalam pemerolehan pendidikan 
yang layak. 
Dalam pembentukan dan penguatan sikap penutur bahasa Indonesia, 
kamus bilingual mempunyai peran yang besar dalam pemertahan pengguna-
an bahasa. Dalam buku ini, Kwary (2010) mengingatkan perlunya bersandar 
tidak hanya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi juga pada kamus 
bilingual Inggris-Indonesia untuk pembinaan bahasa Indonesia. Namun, ber-
dasarkan analisis terhadap kamus Inggris-Indonesia mutakhir, Kwary me-
nyimpulkan bahwa kamus-kamus bilingual yang ada belum tepat untuk pem-
binaan bahasa. Dalam beberapa kasus, kamus bilingual itu bahkan memiliki 
pengaruh negatif pada usaha pembinaan bahasa. Jadi, ada kebutuhan yang 
mendesak untuk menyusun kamus Inggris-Indonesia yang baru yang dapat 
digunakan sebagai salah satu alat untuk pembinaan bahasa. Agar mem-
punyai dampak positif maksimal dalam konteks perencanaan bahasa, sebuah 
kamus hendaknya disusun tidak saja dengan pendekatan deskriptif dan 
preskriptif, tetapi juga dengan pendekatan proskriptif yang memadai. 
Dalam perencanaan bahasa di Malaysia, Dato' Haji Termuzi bin Haji 
Abdul Aziz (2010) memaparkan adanya tiga jalan yang perlu dipertimbangkan 
secara utama yang harus dilalui sebagai respons terhadap tantangan yang 
akan menurunkan martabat bahasa kebangsaan. Pertama, semua fungsi ba-
hasa baik yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan maupun 
garis kebijakan perlu diselaraskan dan dimutakhirkan supaya pelaksanaan, 
pemantauan, dan optimalisasinya dapat dilakukan dengan baik dan sekaligus 
memastikan bahwa martabat bahasa kebangsaan itu terpelihara dengan baik. 
Kedua, usaha pembinaan dan pengembangan khazanah ilmu setempat 
perlu dilipatgandakan sebagai benteng terhadap terpaan globalisasi dan de-
sakan bahasa Inggris sebagai bahasa global yang mendominasi bidang ilmu 
pengetahuan dan media massa dunia. Dalam konteks itu, globalisasi hanya 
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akan membawa kepada homogenitas budaya dan pemikiran. Keanekaragam-
an budaya dan sudut pandang harus menjadi harus menjadi dasar kajian 
para pengkaji ilmu dalam pendekatan yang berwawasan alam setempat. 
Ketiga, ledakan teknologi informasi dan komunikasi membentuk ke-
tidakseimbangan arus informasi dari pihak yang kaya informasi (umumnya 
dalam bahasa Inggris) dan canggih prasarana kepada pihak yang miskin 
informasi dan lemah prasarana. Pihak yang 'kaya' informasi akan sentiasa 
mempengaruhi dan mendominasi yang 'miskin' dalam wacana dunia. Dalam 
konteks itu, perlu dioptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komuni-
kasi supaya arus komunikasi menjadi berimbang sehingga dapat memetakan 
dengan jelas posisi negara tertentu dalam dunia global . 
Meskipun terdapat kendala dan hambatan, perencanaan bahasa serta 
peningkatan status bahasa Melayu akan terus dilakukan dengan dan menye-
suaikan bahasa itu dengan perubahan zaman dan perkembangan ilmu - baca 
Aminah binti Haji Momin. Perencanaan bahasa di negara ini didasarkan 
kepada amanat PNB1959 Bab 82 (1) tentang status bahasa Melayu sebagai 
bahasa rasmi negara dan satu mandat Komunike Bersama yang ditanda-
tangani tiga menteri (Menteri Perhubungan Brunei Darussalam, Menteri Pela-
jaran Malaysia, dan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia) pada 31 Julai 
2006 di Jakarta, Indonesia yang antara lain menetapkan bahwa "dalam upaya 
mempertinggi kemampuan bahasa Melayu/Indonesia sebagai bahasa ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta sebagai salah satu bahasa utama dunia 
akan dilakukan (1) pemercepatan pengembangan kosa kata/istilah, (2) pema-
syarakatan hasil pengembangan kosa kata/istilah, dan (3) penyebarluasan 
penggunaan bahasa Melayu/Indonesia di luar negara Brunei Darussalam, 
Indonesia dan Malaysia." 
Situasi kebahasaan dalam pendidikan di Indonesia dan Pakistan (baca 
Coleman dan Nasrullah) memiliki beberapa kesamaan yang dapat diamati. 
Kebijakan nasional tentang bahasa pengantar dalam pendidikan di Indonesia 
didasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Pasal 41 dan Pasal 42 
Ayat 1 'Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indo-
nesia.' Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam 
tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengeta-
huan dan/atau keterampilan tertentu.' Kebijakan ini kemudian ditegaskan 
kembali dalam UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . 
Sementara itu, kebijakan nasional tentang bahasa dalam pendidikan di 
Pakistan didasarkan pada Kebijakan Pendidikan Nasional 2009, hal 28 yang 
berbunyi: 'Mulai dari Kelas I dan seterusnya Bahasa Inggris (sebagai mata 
pelajaran), Bahasa Urdu dan salah sa tu bahasa daerah harus diajarkan ... ; 
Bahasa Inggris harus digunakan sebagai bahasa pengantar untuk IPA dan 
matematika mulai dari Kelas IV. Lima tahuan kemudian pemerintah provinsi 
boleh memilih apakah IPA dan matematika akan diajarkan dengan meng-
gunakan bahasa Inggris , bahasa Urdu, atau bahasa daerah resmi, tetapi 
283 
setelah lima tahun bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar 
untuk mata pelajaran tersebut. Kesempatan untuk belajar bahasa Inggris 
akan diberikan kepada anak-anak yang berlatar belakang sosio-ekonomi 
lemah. Suatu kebijakan kebahasaan dalam pendidikan yang menyeluruh 
akan dikembangkan melalui konsultasi dengan pemerintah provinsi, distrik 
dan para pemangku kepentingan lainnya. 
Lebih lanjut dalam tulisannya tentang perencanaan bahasa di beberapa 
negara asia dari segi pandang pendidikan, Coleman mengutip ' ... Ternyata 
pendidikan yang menggunakan dua bahasa [bahasa ibu plus bahasa nasio-
nal/bahasa asing] - dibanding dengan penggunaan bahasa nasional atau 
bahasa asing saja - bermanfaat bagi semua anak di pedesaan sehingga 
mereka cenderung lebih sering masuk sekolah, lebih sering tidak putus se-
kolah dan memperoleh nilai lebih baik. Kecenderungan tersebut lebih nampak 
lagi pada siswi.' (Benson 2005) mengutip Benson 2002) Benson merasa 
frustrasi karena banyak eksperimen skala kecil di mana bahasa ibu diguna-
kan dalam pendidikan di Afrika dan Amerika Latin, walaupun berhasil, 
namun tidak diperhatikan dalam penyusunan kebijakan nasional. Maka 
peneliti di bidang perencanaan bahasa harus 'bertanggungjawab secara sosial 
bukan hanya secara akademis' dan harus siap melakukan 'advokasi' bukan 
hanya diseminasi hasil penelitian (Benson 2005:74) 'Kita harus menyadari 
bahwa Kebijakan Kebahasaan (language policy) pada intinya adalah proses 
politik. Maka kita harus berusaha untuk berkomunikasi dengan para politisi 
dan pengambil kebijakan; tidak akan cukup kalau kita hanya berdiri di 
pinggir dan memberi komentar secara akademis .' (Kennedy Forthcoming) 
Sehubungan dengan perencanaan pemerolehan, penggunaan bahasa 
Inggris - baca Masitha- sepenuhnya dalam proses pembelajaran di (R)SBI 
perlu dikaji ulang. Bahasa Inggris memang diperlukan untuk dapat meng-
akses tehnologi . Akan tetapi, bahasa Indonesia harus tetap diberi ruang se-
bagai bahasa pengantar dan digunakan secara efektif pula dalam kegiatan-
kegiatan ilmiah, baik secara lisan maupun secara tertulis. Penggunaan ba-
hasa Indonesia sebagai bahasa pengantar tidak dapat ditiadakan dalam pro-
ses pembelajaran atau dalam ranah ilmiah. Jika seluruh sekolah diarahkan 
untuk menjadi (R)SBI, pada saat sampai pada tahap mandiri maka hal yang 
sangat mudah diprediksi adalah tak ada satu sekolah pun yang menggunakan 
bahasa Indonesia sebagai bahasa formal/resmi pembelajaran atau di ranah 
ilmiah, khususnya untuk mata ajaran-mata ajaran tertentu. Untuk itu, perlu 
diambil kebijakan yang tegas dalam rangka pembinaan dan pengembangan 
bahasa Indonesia dalam penyelenggaran pendidikan (R)SBI. Secara khusus 
pula, harus dipikirkan perencanaan yang matang untuk pengembangan kom-
petensi bahasa Indonesia siswa melalui pengembangan kurikulum bahasa 
Indonesia, misalnya pemajanan siswa secara intensif pada bahasa Indonesia 
akademik. Siswa diberi bekal yang memadai untuk menulis dan memberikan 
presentasi atau menyajikan makalah secara ilmiah dalam bahasa Indonesia 
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sesuai dengan jenjang masing-masing. Hal itu tentu akan menjadi penye-
imbang berbagai upaya peningkatan bahasa Inggris siswa (R)SBI. 
Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia merupakan piranti yang 
penting untuk penyatuan dan kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia menjadi 
identitas bangsa Indonesia. Untuk itu . diperlukan pula kurikulum yang dapat 
menumbuhkembangkan loyalitas siswa kepada bahasa Indonesia dan bangga 
berbahasa Indonesia. Pada akhirnya, meningkatnya loyalitas dan kebanggaan 
kepada bahasa Indonesia tersebut akan meningkatkan pula nasionalisme 
siswa. 
Dari waktu ke waktu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
seni melaju dengan pesat. Dalam konteks perencanaan korpus, Ansari (2010) 
mengusulkan perlunya reposisi pengembangan peristilahan di Indonesia. Agar 
tidak tertinggal dengan perkembangan tersebut peristilahan bidang ilmu yang 
telah dihasilkan itu harus terus dimutakhirkan dan dikembangkan secara 
berkelanjutan. Dalam konteks inilah perlu mendudukkan kembali istilah-
istilah yang telah ada selama ini apakah telah dilakukan evaluasi dalam 
penggunaannya. Upaya peningkatan mutu bahasa Indonesia harus ditujukan 
pada percepatan pengembangan kata dan istilah dalam bahasa Indonesia. 
Penggunaan bahasa asing yang semakin mendesak ruang penggunaan bahasa 
Indonesia dan ini yang sekarang sedang terjadi pada akhirnya kebanggaan 
masyarakat akan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa menjadi 
memudar di sebagian anggota masyarakat. 
Dalam upaya penanganan masalah kebahasaan di Indonesia perlu di-
lakukan reorientasi kerja sama sinergis antara bahasa Indonesia dan bahasa 
daerah - baca Hanawalt. Kajian singkat mengenai kompleksitas tantangan 
dan usaha-usaha yang ada sekarang yang ditujukan untuk mengatasi kebu-
tuhan masyarakat di pedesaan dan masyarakat bahasa minoritas di Indonesia 
membawa kita pada kesimpulan bahwa usaha-usaha perencanaan bahasa 
bersama yang mengkom binasikan bahasa nasional dan bahasa daerah tidak 
mudah- tetapi sangat penting untuk Indonesia di abad ke-21 ini. Tanpa 
kerjasama dari semua departemen pemerintah yang terkait baik pada tingkat 
nasional maupun tingkat daerah, NGO-NGO dan organisasi berbasis masya-
rakat, penutur bahasa-bahasa minoritas-khususnya di daerah di mana 
bahasa Indonesia tidak dipakai di rumah-akan menghadapi konsekuensi 
yang tidak diinginkan: ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan yang 
baik pada generasi sekarang, ditambah dengan punahnya bahasa dan 
warisan budaya secara perlahan pada generasi-generasi yang akan datang. 
Dalam bahasa Melayu, gejala penyalahgunaan istilah yang jelas meng-
ancam keutuhan bahasa Melayu ini sering menghambat perencanaan per-
istlahan bahasa Melayu di Malaysia - baca Ratna. Penyimpangan penggunaan 
istilah bahasa Melayu ini akan menjadi pemicu munculnya masalah yang 
lebih besar, yaitu masalah penguasaan bahasa yang berhubungan dengan 
sikap, minat, serta kesungguhan dan keterlibatan seseorang itu dalam usaha 
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menguasai bahasa kebangsaannya. Selama ini, pendapat dan sikap negatif 
orang-orang tertentu adalah cerminan pemikiran golongan yang daif dan 
masih kehambaran dalam penguasaan bahasa kebangsaan. Menurut kelom-
pok ini, bahasa Inggris sajalah yang dapat menjamin dan membawa kita ke 
arah kemajuan hidup dan ke tahap peradaban dunia modern. 
Pengembangan istilah bahasa Melayu bertujuan membangunkan pel-
bagai bidang ilmu dengan berasaskan bahasa Melayu selain juga memajukan 
bahasa Melayu melalui pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi walau-
pun hal itu mendapat tentangan dari mereka yang memiliki pandangan dan 
sikap bahwa bahasa Inggris dan bahasa-bahasa asing lain adalah bahasa 
yang tepat untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandangan 
dan sikap ini harus diubah agar bangsa Malaysia tidak akan memiliki pakar 
atau tokoh yang berketerampilan dalam kedua-dua bidang ilmu ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam bahasa Melayu. 
Dalam perencanaan korpus, terutama pengembangan istilah bahasa 
Malaysia, perlu dirumuskan suatu kerangka konseptual penciptaan istilah. 
Ghani dan Nurhafizah telah memberikan usulan awal dalam pembangunan 
sebuah kaidah kerja yang untuk dapat mengidentifikasi kata-kata baru ber-
dasarkan konteks pemakaiannya dalam kalimat. Dengan cara itu, setiap teks 
digital yang tersebar di internet berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber 
data dalam perolehan calon istilah. Tatacara kerja cadangan ini juga dapat 
mengurangkan masa yang diambil dalam membina sesuatu istilah dan 
sekaligus mengurangkan biaya. 
Perencanaan peerolehan bahasa mestinya tidak hanya diarahkan untuk 
memperoleh kemahiran berbahasa itu saja, melainkan juga dapat membentuk 
penutur bahasa itu dengan karakter nasional. Dalam konteks keindonesia, 
misalnya, karakter nasional itu harus dirumuskan dengan mempertimbangan 
multikulturalisme rakyat Indonesia-baca Manurung. Setiap bahan ajar 
bahasa harus disajikan tema-tema khusus yang dapat memancing formulasi 
karakter kebangsaan dan pemahaman multibudaya peserta didik yang diikuti 
dengan perancangan tugas-tugas yang dapat membentuk karakter kebangsa-
an dan perspektif multibudaya peserta didik. Melalu pengajaran bahasa yang 
seperti itu, nilai-nilai kejujuran, kesalehan, kedisiplinan, ketaatan, kepekaan, 
dan kebaikan dapat ditanamkan secara aplikatif kepada peserta didik. 
Pengajaran bahasa pada akhirnya akan mampu mengukuhkan nilai-nilai 
lokal yang positif dalam pikiran dan perasaan bangsa Indonesia. 
Carl Grove menyangsikan adanya perencanaan bahasa di Amerika. Per-
tumbuhan bahasa-bahasa di Amerika itu merupakan hasil sebuah perencana-
an bahasa ataukah hasil yang muncul akibat keperluan pragmatis saja. Pada 
kenyataannya Amerika tidak mempunyai bahasa resmi, dan bahasa itu tidak 
akan membedakan peran pemerintah federal terhadap dukungan anggaran 
dan diskriminasi pekerja atas bahasa yang mereka kuasai dan gunakan. 
Dalam komunikasi resmi dan harian, bahasa Inggris masih merupakan 
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bahasa dominan (82%), diikuti bahasa Spanyol (10%), dan sekitar 350 bahasa 
lainnya (8%). Dalam konteks itu, harus disadari bahwa peserta didik yang 
tidak dapat menggunakan bahasa tertentu, tentu akan dirugikan. Untuk itu, 
kebijakan yang tepat dan upaya pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan 
harus dilakukan berdasarkan situasi yang ada saat itu. 
Kebijakan bahasa di India-baca Singh-pada dasarnya terkandung dalam 
Bagian XVII Konstitusi India, terutama pada Pasal 344, Pasal 351, dan pasal-
pasal tentang hak-hak dasar tentang bahasa, pendidikan, kebudayaan, dan 
sebagainya. Kebijakan itu memberikan kebebasan penuh kepada negara 
untuk memilih bahasa yang dipakai sebagai bahasa daerah mereka dan 
untuk memiliki satu atau lebih dari bahasa sebagai bahasa resmi oleh negara-
negara yang berbeda. Namun, bagi serikat, konstitusi mengatur bahasa 
Inggris sebagai bahasa resmi asosiasi. 
Kebijakan bahasa India yang berkaitan dengan penggunaan bahasa da-
lam administrasi, pendidikan, yudikatif, legislatif, komunikasi masa, dan lain-
lain, menerapkan asas pluralistik. Kebijakan itu dimaksudkan untuk men-
dorong warga untuk menggunakan bahasa ibu mereka pada tingkat dan 
domain tertentu melalui beberapa proses untuk membantu penuduk ber-
kembang. 
Perencanaan bahasa di Inggris -baca Lauder- dirumuskan dan diimple-
mentasikan oleh pemerintah lokal untuk melindungi hak asasi manusia (hak 
kaum minoritas dan kaum imigran), identitas budaya, dan nilai ekonomis dari 
multilingualisme. Ada tiga fase perencanaan bahasa di Inggris, yaitu fase 
dekolonialisasi, strukturalisme, pragmatism; fase kegagalan modernisasi; dan 
fase tatanan dunia baru atau post-modernisme. Bahasa Inggris tidak mem-
punyai status konstitusional walaupun dipakai oleh hampir 95% penduduk 
Inggris. Bahasa Inggris juga memperoleh status sebagai bahasa global (mem-
punyai penutur non-asli yang lebih besar dari penutur asli). Selain Inggris, 
ada beberapa bahasa minoritas di Inggris yang dikelompokkan dalam tiga 
kelompok besar, yaitu Celtik, Germanik, dan Roman yang masing-masing 
memiliki ciri yang berbeda-beda. 
Buku ini memuat perbincangan tentang perencanaan bahasa di ber-
bagai negara itu secara lebh rinci. Tulisan yang ada di dalamnya merupakan 
kertas kerja yang disampaikan dalam Simposium Internasional Perencanaan 
Bahasa yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa - yang kini menjadi Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa - di Jakarta pada tahun 2010. Meski-
pun tidak mencapkupi semua negara yang ada, makalah-makalah yang 
disajikan cukup mewakili wilayah-wilayah yang dianggap penting karena 
kekhasan profil kebahasaan dan cara penganganannya. 
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RUMUSAN 
BASIL SIMPOSIUM INTERNASIONAL PERENCANAAN BAHASA 
"PERENCANAAN BAHASA PADA ABAD KE-21: 
KENDALA DAN TANTANGAN" 
JAKARTA, 2-3 NOVEMBER 2010 
I. Latar Belakang 
Dalam perkembangan zaman yang menuju ke arah satu dusun besar yang 
menjagat diperlukan bahasa yang cakupannya mengglobal sebagai hasil pe-
rencanaan yang tepat. Dewasa ini ilmu dan pengetahuan penduduk semakin 
berkembang pesat. Kondisi dan situasi ini menjadi dasar pentingnya perenca-
naan bahasa dalam suatu negara yang mempertimbangkan kondisi bahasa 
daerah sebagai pilar pendukung bahasa nasional. Dalam tatanan kebangsaan 
yang mengacu pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahasa Indonesia 
sangat perlu dipahami sebagai bahasa persatuan dan kesatuan yang menjadi 
ciri identitas bangsa dan negara. Eksistensi bahasa daerah merupakan 
cerminan dari Bhinneka Tunggal Ika yang memberi ruang bagi bahasa daerah 
dalam tatanan berbahasa di Indonesia. 
Simposium Internasional Perencanaan Bahasa 2010 merupakan upaya 
melihat, membahas, dan mendalami kondisi dan situasi bahasa di Indonesia 
dalam rangka menyusun perencanaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Upaya ini dilakukan demi meningkatkan fungsi dan peran 
bahasa kebangsaan untuk menjadi bahasa yang mampu dan mumpuni 
sebagai penopang perkembangan budaya. Posisi bahasa Indonesia sebagai 
bahasa nasional perlu dipertajam, terutama dalam kaitannya dengan posisi 
bahasa daerah dan bahasa asing yang digunakan di Indonesia. Paparan 
makalah dalam simposium yang merupakan hasil studi dan pengamatan di 
berbagai negara memberi sumbangan bagi perencanaan bahasa yang meliputi 
perencanaan korpus, perencanaan status, dan perencanaan pemerolehan. 
II. Pokok-Pokok Pikiran 
1. Dalam kadar tertentu, perencanaan bahasa diterapkan di beberapa 
negara untuk membangun kestabilan kehidupan berbangsa. 
2. Perencanaan bahasa juga dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan 
kelompok minoritas , misalnya di dalam dunia pendidikan. 
3. Perencanaan bahasa dilakukan dengan memperhatikan dan mempertim-
bangkan hak-hak sipil. 
4. Realitas kebahasaan di sebuah negara memengaruhi kebijakan kebahasa-
annya. 
5. Perencanaan bahasa memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. 
6. Kondisi kebahasaan di Indonesia saat ini dinilai memerlukan penanganan 
yang lebih serius. 
288 
7. Perencanaan korpus hanya menyangkut ragam tinggi. 
8. Hasil-hasil perencanaan bahasa dinilai kurang dimasyarakatkan. 
9. Penggunaan bahasa cenderung dipengaruhi oleh motivasi tertentu, misal-
nya ekonomi. 
10. Perencanaan bahasa meliputi bahasa nasional, bahasa daerah, dan 
bahasa asing. 
11. Dalam dunia pendidikan, ada kecenderungan bahasa Indonesia tidak lagi 
digunakan sebagai bahasa pengantar utama, misalnya pada (rintisan) 
sekolah bertaraf internasional atau (R)SBI. 
12. Belum ada standardisasi sistem isyarat bahasa Indonesia. 
] 3. Belum ada perencanaan yang mantap untuk menangani bahasa daerah 
dan bahasa asing. 
] 4. Pemertahanan bahasa daerah, terutama bahasa-bahasa daerah yang ke-
cil, belum mempertimbangkan aspek pragmatisnya. 
15. Pengajaran bahasa yang berkarakter kebangsaan belum dipertimbangkan 
dalam perencanaan bahasa. 
16. Teknologi informasi sangat potensial dimanfaatkan untuk pembinaan, pe-
ngembangan, dan pelindungan bahasa. 
] 7. Media massa memiliki peranan penting dalam upaya pembinaan, pe-
ngembangan, dan pelindungan bahasa. 
18. Pelibatan organisasi profesi dalam perencanaan bahasa belum optimal. 
III . Rekomendasi 
1. Perencanaan bahasa perlu mengakomodasi kepentingan kelompok mino-
ritas, misalnya di dalam dunia pendidikan. 
2. Perencanaan bahasa harus dilakukan dengan memperhatikan dan mem-
pertimbangkan hak-hak sipil dan kondisi sosial budaya masyarakat. 
3. Persoalan kebahasaan di Indonesia hendaknya ditangani secara lebih 
serius. 
4. Hasil-hasil perencanaan bahasa harus dimasyarakatkan seluas-luasnya. 
5. Di samping ragam tinggi, perencanaan korpus harus terfokus juga pada 
ragam rend ah. 
6. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama di dunia 
pendidikan perlu pengawasan. 
7. Perlu ada standardisasi sistem isyarat bahasa Indonesia. 
8. Perencanaan bahasa-bahasa daerah di Indonesia harus dilakukan dengan 
cara (1) mempertahankan bahasa-bahasa daerah yang masih memiliki 
daya hidup; (2) memperkuat daya hidup bahasa-bahasa daerah yang 
terancam punah; dan (3) menumbuhkan daya hidup bahasa yang hampir 
punah. 
9. Perencanaan bahasa asing perlu dilakukan dengan cara (1) meningkatkan 
kompetensi berbahasa secara lisan dan tulis; (2) mempekerjakan guru 
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penutur asli; (3) menentukan bahasa asing yang digunakan dalam suatu 
bidang, misalnya perdagangan dan industri. 
10. Pemertahanan bahasa daerah, terutama bahasa-bahasa daerah yang 
kecil, harus mempertimbangkan aspek pragmatisnya. 
11. Khusus untuk wilayah pedesaan yang berbahasa ibu yang homogen 
didorong untuk menggunakan bahasa ibu pada tingkat awal pendidikan. 
12. Pengajaran bahasa yang berkarakter kebangsaan harus dipertimbangkan 
dalam perencanaan bahasa. 
13. Teknologi informasi harus dimanfaatkan untuk pembinaan, pengembang-
an, dan pelindungan bahasa. 
14. Media massa dan organisasi profesi perlu lebih dilibatkan dalam upaya 
pembinaan, pengembangan, dan pelindungan bahasa. 
15. Perlu diciptakan kondisi yang membangkitkan minat berbahasa yang se-
suai dengan fungsinya secara baik dan benar. 
16. Perlu pertemuan tingkat nasional untuk membicarakan kebijakan penge-
lolaan bahasa di Indonesia sesuai dengan keputusan simposium ini. 
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